WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalamm Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67357);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daecrah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817});

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186};

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun  2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025
Nomor 19j};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana
Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor S Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4,
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Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 127);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Blitar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menetapkan

dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 -20209.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

s
2.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota
adalah Walikota Blitar.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
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periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil
Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJM
Daerah Provinsti Jawa Timur adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada
RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang
yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

[su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi,

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil {outcome) program Perangkat Daerah.
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Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagal prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagi penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksnaakan
oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebsgai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatau Program
dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan
sumber daya, baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut, sebayai masukan (input) untuk
menghasilkan  keluaran  (output) dalam  bentuk
barang/jasa.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
sleanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJM DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan
program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada:

a. RPJP Daerah;




(3)

b. RTRW:
c. RPJM Nasional; dan
d. RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memperhatikan RPJM Daerah
kabupaten/kota sekitar.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a.
b.
C.

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Daerah;

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah;

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan

Bab V Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KERANGKA KERJA RPJM DAERAH

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

(1)

(3)

Pasal 5

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah
diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional.

Berdasarkan konsep pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah
melaksanakan urusan pemerintahan yang telah
diserahkan untuk meningkatkan dan memeratakan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk dan
disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan

&
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substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun
Perangkat Daerah.

Dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah
sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi : RPJP Daerah
dijabarkan oleh RPJM Daerah dan Renstra Perangkat
Daerah.

Dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah
sebagaimana dimaksud ayat (4) dioperasionalkan
dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah
yang terdiri dari:

a. RKP Daerah; dan

b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
disusun dengan:

a.

(1)

(2)

(3)

berpedoman RPJM Nasional yang memuat prioritas
pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia;

berpedoman RPJP Daerah yang diarahkan untuk
penguatan fondasi transformasi dengan fokus pada
transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan
pemerintahan; dan

memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Daerah.

Bagian Kedua

Sinkronisasi dan Penyelarasan

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah merupakan

bagian integral dari perencanaan pembangunan

nasional, untuk itu diperlukan penyelarasan RPJM

Daerah dengan RPJM Nasional dan RPJP Daerah.

Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.

Penyelarasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup:

a. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJP
Daerah, Penjabaran visi, misi, dan program
Walikota dan Wakil Walikota terpilih, berpedoman
pada Visi Pembangunan Daerah dalam RPJP
Daerah adalah: “Kota yang maju dan
berkelan jutan, Cerdas, Inklusif dengan kekuatan
Budaya, Religi Dan Nasionalisme®, dengan 4
sasaran yang akan diwujudkan, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan per kapita;

2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;

3. Peningkatan daya saing sumber daya
manusia; dan

4, Penurunan emisi GRK menuju net zero
emission.
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b.  Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJM
Nasional, sebagai upaya mendukung secara
seiring sejalan dengan pelaksanaan dan
pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh
belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek
Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh
Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelarasan Periodisasi sebagaimana dimaksud ayat

(2), berupa masa berlaku RPJM Daerah untuk

Periodisasi tahun 2025 berakhir sampai dengan tahun

20209,

Pasal 8

RPJM Daerah disusun secara simultan dan
terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah
Provinsi Jawa Timur.

RPJM Daerah proses penyusunannya dilakukan secara
bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagian substansi Rencana Strategis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
merupakan bagian dari RPJM Daerah.

BABV
PELAKSANAAN RPJM Daerah

Pasal 9

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4), dilaksanakan oleh:

a.

(1)

Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan
melaksanakan kebijakan dan strategi, arah kebijakan,
program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah
berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas
yang tercantum di dalam RPJM Daerah; dan
Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan
mendukung pencapaian target kinerja visi misi dan
program serta tujuan dan sasaran pembangunan
sebagaimana yang telah ditetapkan RPJM Daerah.

Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada RPJM Daerah, yang penyusunannya
dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungst
setiap Perangkat Daerah.
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Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagian substansinya merupakan bagian
dari RPJM Daerah.

Perangkat Daerah pengampu indikator Utama
Pembangunan harus membuat kertas kerja rencana
pencapalan selama S5 (lima) tahun dalam bentuk
Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja
Perangkat Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan
urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah yang baru.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah
dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan
tercapainya visi dan misi Walikota yang dituangkan
dalam RPJM Daerah.

Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan Daerah
melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan
RPJM Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah,
indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan setiap semester.

Kepala  perangkat daerah yang  membidangi
perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil

pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada
Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Kepala  perangkat daerah yang  membidangi
perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan untuk mengetahui tingkat indikator
kinerja, Indikasi rencana program prioritas, kebutuhan
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pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran
dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilaksanakan setiap tahun, pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.

Kepala  perangkat daerah yang  membidangi
perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil
evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah diatur dengan
Peraturan Walikota.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 14

Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa terdapat substansi yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesual
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

e. terdapat indikator target yang tidak dapat dihitung
dan berpengaruh lebih dari 20% terhadap capaian
kinerja;

f.  terjadi perubahan yang mendasar, mencakup
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional; atau

g.  bertentangan dengan kebijakan nasional dan
Provinsi Jawa Timur.

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai

dengan huruf e, tidak dapat dilakukan apabila sisa
masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 2 (dua) tahun.

2
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(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam
RPJM Daerah bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada
setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah, disampaikan
oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan Daerah kepada Walikota
pada rapat Tim Perumusan Anggaran untuk
mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam RKP Daerah.

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1} Dalam hal target sasaran kinerjayang ditetapkan dalam
RPJM Daerah telah tercapai, maka dirumuskan kembali
besaran target sasaran kinerja baru.

(2) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam
RPJM Daerah sulit tercapai, maka dirumuskan kembali
penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja
baru.

(3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang
sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus
dibaca dan dimaknai sebagai RPJP Daerah, RPJM Daerah,
RKP Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi yang menjadi
pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah
Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota terpilih.
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Pasal 19

(1) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi,
Misi, dan program Walikota terpilih yang dijabarkan ke
dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja,
program yang termuat dalam RPJM Daerah 2025-2029.

(2) Dalam hal RPJM Daerah 2025-2029 belum ditetapkan
penyusunan RKP Daerah menggunakan RPJM Daerah
yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJM
Nasional dan RPJP Daerah 2025-2045.

(3) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun;

d. Program Strategis Nasional; dan
e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.

(4) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilakukan
simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJM
Daerah.

(5) Dalam hal RPJM Daerah telah ditetapkan, dapat
dilakukan perubahan terhadap RKP Daerah Tahun
2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap
rancangan RKP Daerah Tahun 2026 sesuai dengan
penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(6) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah.

(7) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dan disusun secara simultan dengan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

(8) RKP Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun
2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan
Daerah, Walikota dan Wakil Walikota pada tahun
terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah
untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota
berikutnya.

(2) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pada RPJP Daerah, dan target
kinerja RPJM Daerah yang belum tercapai, sebelum
RPJM Daerah periode berikutnya ditetapkan.
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(3) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD
tahun pertama periode pemerintahan Walikota
berikutnya.

(4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021
Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.

PRIYO SUHARTONO
LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 142-5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA ﬁXDI WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. /{979 1210 200604 1 008




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

L.

II.

UMUM

RPJM Daerah Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan Kota
Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan
arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota
Blitar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKP Daerah serta
digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan itu, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal Demi Pasal
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.




Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 5




LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 November 2024 Kota Blitar melaksanakan
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025 - 2030.
Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), ditetapkan
pasangan H. Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai Walikota
dan Wakil Walikota Blitar Periode 2025-2030 yang dilantik pada
tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.
Sebagaimana diatur Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam pasal 260 Ayat (1) daerah sesuai dengan
kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi dan misi Walikota
dan Wakil Walikota dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
dan program-program pembangunan daerah termasuk di dalamnya
program prioritas yang dicanangkan Walikota dalam proses Pemilihan
Kepala Daerah.

Proses penyusunan RPJMD sebagaimana sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara faktual dilakukan
dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan dilakukan pada Masa Bhakti Walikota Blitar
tahun 2021 - 2024 yang meliputi:

a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun RPJMD;

b) orientasi mengenai RPJMD;

c¢) penyusunan agenda tim penyusun RPJMD;

d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD); dan

e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Tahap Pelaksanaan dilakukan setelah Pelantikan Walikota dan
Wakil Walikota Blitar Masa Bhakti 2025 - 2029 dilantik. Tahapan
pelaksanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal sampai
dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
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Gambar 1.1
Timeline Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2025 — 2029

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-
2029, telah dilakukan integrasi prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7
Tahun 2018. Proses ini didukung oleh pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) yang menilai kondisi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, serta capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa
kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD selaras dengan prinsip
keberlanjutan dan memiliki ketahanan jangka panjang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 didasarkan
sejumlah peraturan perundang — undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 17  Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

i1,

12.

13.

14.

15.

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6868);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor




80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah
Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 461);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor S5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 127);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor ...);

21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya

Hubungan RPJMD Kota Blitar 2025-2029 dengan dokumen
perencanaan lainnya, adalah bersifat keselarasan dan saling terkait
antara perencanaan satu engdan perencanaan lainnya. Pendekatan
dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan
secara holistik, integratif dan spasial.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 tahun 2017 pasal 160, RPJMD Kota Blitar disusun dengan
mempedomani dokumen RTRW dan RPJPD. Selain itu RPJMD juga
harus selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan
RPJMD daerah lain. Hal ini untuk menjamin keharmonisan strategi
dan arah kebijakan pembangunan dalam mencapai -cita—cita
pembangunan nasional.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJM Nasional
Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
pada pasal 156 ayat (2) Pembangunan Daerah merupakan
perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang
telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Selanjutnya dalamm pasal 260 ayat



1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

(1) Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana
Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

Sehingga jelas RPJMD Kota Blitar harus selaras dan
mendukung pencapaian RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan
agar pembangunan daerah mendukung baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional.
Sehingga RPJMD Kota Blitar disusun mengacu pada RPJM
Nasional. Misi RPJMD Kota Blitar disandingkan dan
diselaraskan dengan Asta Cita sebagai misi dari RPJM
Nasional. Arah kebijakan Pembangunan harus selaras dengan
kebijakan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar
seluruh program dan kegiatan pembangunan di tingkat
daerah, termasuk di Kota Blitar, dapat memberikan kontribusi
nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Sinkronisasi ini tidak hanya mencakup penyesuaian
substansi perencanaan, tetapi juga menyangkut keterpaduan
dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
pembangunan.

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa
Timur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat malakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara
tekhnikal RPJMD Kota/Kabupaten Se Jawa Timur akan
selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, karena pada saat
Evaluasi penyusuna rancanagn RPJMD Kota/Kabupaten
akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal
ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten
dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian RPJMD Kota Blitar pasti dan dapat
dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD
Provinsi Jawa Timur. Dimana Misi RPJMD Kota Blitar
disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya
sebagail misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2025-2045

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari
visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sehingga jelas
bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD.

Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Blitar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
pasal 263 ayat (2) menetapkan bahwa RPJPD disusun dengan
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berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
Sebagaimana diuraikan dalam hubungan RPJMD dengan
RPJPD, berkitan dengan pengaturan Undang Undang
tersebut, maka RPJMD disusun dengan memperhatikan dan
mepertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Substansi Substansi
RTRW RPJMD

VISL DAN M151

l dijabarkan
KAWASAN -1
selaras INDIKAS] RENCANA
—— PROGRAM
ARAHAN PEMANFAAT |
RUANG
PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG |

INDIKASI PROGRAM o

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025
Gambar 1.2
Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan RTRW

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 2025 tentang Pedoman Penyususnan RPJMD dan
Renstra Perangkat Daerah 2025 -2029 menetapkan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis adalah analisis sitematis,
menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk
mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke
dalam RPJMD. Dengan demikian RPJMD menjadikan KLHS
sebagai bahan dasar untuk Menyusun perencanaan
Pembangunan yang berkelanjutan.

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Kabupaten
Blitar

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMD
Daerah lain yaitu dengan cara menyelaraskan strategi dan
arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah
lainnya atau daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan
Kota Blitar. Penelaahan dokumen daerah sekitar dilakukan
untuk sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
daerah sehingga dapat mendukung percepatan program
strategis nasional.

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID

RPJMD Tahun 2025-2029 selain mengacu pada visi,
misi, dan program kepala daerah terpilih, juga
memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah




lainnya, salah satunya adalah Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID).
RIPJPID disusun berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), yang mengatur
perlunya arah kebijakan dan strategi pembangunan Iptek di
daerah.

Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID bertujuan untuk
memastikan bahwa pembangunan daerah memperkuat
ekosistem inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta mendukung peningkatan daya saing daerah.
Program dan kegiatan dalam RPJMD diarahkan untuk selaras
dengan strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam RIPJPID,
sehingga pembangunan daerah berbasis Iptek dapat terwujud

secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Tabel 1.1
Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID
Aspek RPJB;EZQOQS_ RIPJPID Keterkaitan
9
Dasar uu No. | UU No. | Kedua
Hukum |25/2004 11/2019 dokumen
tentang SPPN, | tentang disusun
Permendagri Sisnas Iptek | berdasarkan
No. 86/2017 ketentuan
perundangan
yang saling
mendukung
Ruang Pembangunan | Pemajuan RIPJPID
Lingkup | seluruh sektor | Iptek daerah | memperkuat
daerah selama | dalam aspek Iptek
5 tahun jangka dalam
panjang pelaksanaan
program
program
RPJMD
Fungsi Menjadi Menjadi RIPJPID
Utama pedoman acuan menjadi
penyusunan pengemban | landasan untuk
RKPD gan Iptek | program/kegiat
tahunan, arah | berbasis an Iptek di
kebijakan potensi RPJMD
pembangunan | daerah
Visi dan | Berasal dari | Mendukung | Visi-misi
Misi visi-misi terwujudnya | RPJMD  harus
Kepala Daerah | ekosistem mempertimban
riset dan | gkan
inovasi kebutuhan
daerah pengembangan
Iptek daerah
dari RIPJPID
Tujuan | Peningkatan Peningkatan | Program inovasi
Pemban | kesejahteraan | kapasitas dan riset daerah
gunan masyarakat, Iptek dan | dalam RPJMD




Aspek | RPIMD 2025- | ppypip Keterkaitan
2029
daya saing | inovasi merujuk pada
daerah daerah strategi RIPJPID
untuk
kesejahtera
an
Strategi | Menyusun Menyusun | Strategi RPJMD
dan strategi sektor | strategi di sektor
Program | pembangunan | pengemban | pendidikan,
daerah gan  Iptek | industri,
daerah kesehatan, dan
lain - lain
disinergikan
dengan RIPJPID
Kinerja | Indikator Indikator ndikator bidang
pembangunan | kinerja Iptek | Iptek dalam
daerah RPJMD harus
konsisten
dengan target
RIPJPID

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

1.3.8. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan

1.3.9.

Tahunan

RPJMD sebagai rencana jangka menengah daerah
direncanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
operasionalisasi rencana pembangunan tahunan yang disebut
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rencana Pembangunan Tahunan harus berpedoman pada
RPJMD Kota Blitar.

Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Dokumen Sektoral
Lainnya

Selain memiliki hubungan dengan dokumen
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur,
RTRW, RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 juga
memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda
pembangunan Sustainable Development Goals (SDG’s); 2)
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Masterplan
Smart City dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.
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Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4:1;

1.4.2.

Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 -2029
dimaksudkan untuk memberikan arah Pembangunan Kota
Blitar dalam kurun waktu 2025-2029 yang didasarkan pada
visi dan misi Walikota masa Bhakti 2025-2030. Dimana
RPJMD Kota Blitar 2025-2029 juga dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai pedoman dalam Dberpartispasi
membangun Kota Blitar bagi seluruh pemangku kepentingan
atau seluruh elelem mansyarakat Kota Blitar dalam
mewujudkan kemajuan Kota Blitar.

Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029
memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;

b. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD setiap
tahun selama tahun 2025 -2029;

c. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota
dan Wakil Walikota;

d. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
Kota Blitar dalam mengendalikan penyelenggaraan
pembangunan daerah dan menjalankan aspirasi
masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

e. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

f. Menjadi pedoman bagi semua elemen Masyarakat dalam
turut membangun Kota Blitar tahun 2025 -2029.
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1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029
adalah sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan
BABII GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat :
a. Aspek Geografi dan Demografi
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
c. Aspek Daya Saing Daerah
d. Aspek Pelayanan Umum
2. Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang
realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024 dan proyeksi
keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 - 2029
3. Permasalahan dan Isu Strategis memuat :
a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
b. Isu strategis daerah
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat :
a. Visi dan Misi; dan
b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah memuat :
a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 ; dan
b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 — 2029.
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
1. Program Perangkat Daerah memuat :
Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan
Indikator program, target dan pagu indikatif Program
Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat :
a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU); dan
b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah (IKD).
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian
dari Upaya pencapaiana sasaran Pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Kondisi Daerah
Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, wilayah Kota Blitar terletak 112°14'-

112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°8' Lintang Selatan dengan
luas wilayah 33,203 km? yang dibagi atas tiga wilayah
kecamatan, yaitu Sananwetan, Kepanjenkidul, dan Sukorejo.
Kota Blitar terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur
dan kota ini merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi
Jawa Timur setelah Kota Mojokerto serta wilayahnya hanya
berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Adapun
batas-batas wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

2

2.

3.

Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar

Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan
Garum Kabupaten Blitar
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Blitar
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Wilayah Kota Blitar meliputi 3 kecamatan, yaitu
Kepanjenkidul, Sukorejo, dan Sananwetan. Masing-masing
kecamatan tersebut terdiri atas 7 kelurahan. Adapun luas
masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Blitar

NO | KELURAHAN KODE | KECAMATAN | LUAS (KM2) |
| 1 | Kepanjenkidul 35.72.01.1001 | Kepanjenkidul 1,043 |
2 | Ngadirejo 35.72.01.1002 | Kepanjenkidul 1928
| 3 | Sentul 3572011003 | Kepanjenkidul 2,287
4 | Kauman 35.72.01.1004 | Kepanjenkidul | 0765
5 Tanggung 35.72.01.1005 | Kepanjenkidul 2,449 |
6 | Bendo 35.72.01.1006 | Kepanjenkidul 1254
7  Kepanjenlor 35.72.01.1007 | Kepanjenkidul | 0.7

8  Pakunden 35.72.02.1001 | Sukorejo 5 231
9 Bitar _|357202.1002 | Sukorejo | 1,448 |
10 | Tlumpu 35.72.02.1003 | Sukorejo 1,081
11 Tur _35.72.02.1004 | Sukorejo 0.438
12 Karangsari 35.72.02.1005 | Sukorejo 0,863
13 | Sukorejo | 35.72.02.1006 | Sukorejo 1.384

| 14 | Tanjungsari 35.72.02.1007 | Sukorejo 2,604 |
15 [Gedog  [3572031001 [Samanwetan | 295
16 | Plosokerep 35.72.03.1002 | Sananwetan 1,164 |
17 | Klampok | 3572.03.1003 | Sananwetan 1,557 |
18  Sananwetan 35.72.03.1004 | Sananwelan 2,154 |
19 Rembang  [357203.1005 |Sananwetan | 0.869
20 | Karangtengah 35.72.03.1006 | Sananwelan 1,899
21 Bendogerit 35.72.03.1007 | Sananwetan 2,055
JUMLAH 33,203

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2022

Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan
nasional memandang posisi strategis Kota Blitar sehingga
menetapkan Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Hal
tersebut dikaitkan dengan posisi Kota Blitar yang berada di
tengah tengah Kabupaten Blitar. Dan Blitar menjadi wilayah
penghubung antara wilayah selatan dan tengah yaitu
Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dengan
wilayah Malang Raya. Posisi ini membuat Kota Blitar
berperan cukup strategis dalam Kkonektivitas, distribusi
pelayanan dan pertumbuhan wilayah.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota Blitar menjadi
pusat kegiatan ekonomi, industri, perdagangan, jasa yang
menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kondisi tersebut terdukung dengan fasilitas transportasi
antar daerah yaitu Stasiun Kereta Api dan Terminal Tipe B.
Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam dapat dilihat dari pola
penggunaan lahan, dimana pola penggunaan lahan Kota
Blitar dengan karakteristik kota kecil dapat dilihat dalam
tabel berikut.
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Tabel 2.2
Pola Penggunaan Lahan
No Jenis Penutup / Penggunaan Luas
' Lahan Ha %
1 | Bangunan 396.86 11.95
2 | Fasilitas Hankam 22.17 0.67
3 | Fasilitas Kesehatan 14.68 0.44
4 | Fasilitas Olahraga 29.54 0.89
5 | Fasilitas Pendidikan 58.14 1.75
6 | Fasilitas Peribadatan 3.74 0.11
7 | Fasilitas Perkantoran 45.18 1.36
8 | Fasilitas Sosial Budaya 2.33 0.07
9 | Fasilitas Transportasi 9.30 0.28
10 | Hotel/Losmen 0.81 0.02
11 | Industri dan Gudang 40.55 1.22
12 | Industri Pangan 0.03 0.00
13 | Industri Rokok 0.51 0.02
14 | Industri Roti 0.20 0.01
15 | Jalan 114.38 3.44
16 | Kebun 471.98 14.21
17 | Pariwisata 7.90 0.24
18 | Pekarangan 880.23 26.51
19 | Pemakaman 3.49 0.11
20 | Perdagangan dan Jasa 69.76 2.10
21 | Perdagangan dan Jasa (bank) 0.51 0.02
22 | Perdagangan dan Jasa (bengkel) 0.33 0.01
23 | Perdagangan dan Jasa (kios) 2.04 0.06
24 | Perdagangan dan Jasa (pasar) 3.01 0.09
25 | Perdagangan dan Jasa (pertokoan) 9.64 0.29
26 Perdagangan dan Jasa (show room 0.21 0.01
motor)

27 | Perdagangan dan Jasa (SPBU) 0.37 0.01
28 | Perdagangan dan Jasa (SPBE) 0.15 0.00
29 | Perdagangan dan Jasa (warung) 1.84 0.06
30 | Rel kereta api 4.39 0.13
31 | Ruang Terbuka Hijau 37.75 1.14
32 | Sawah 1,082.56 32.60
33 | Sungai 5.46 0.16
34 | TPA 0.26 0.01
TOTAL 3,320.30 100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Dalam keterbatasan sumber daya alam, Kota Blitar
memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan
yaitu daerah penghasil belimbing dengan kualitas baik, yaitu
Kelurahan Karangsari. Belimbing yang dikembangkan di
kelurahan ini termasuk bibit unggul dan sudah
mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian
Republik Indonesia yaitu Belimbing Merah Karangsari.
Selain sebagai pusat budidaya, Karangsari juga menjadi
tempat wisata petik belimbing.

Selain itu, Kota Blitar dikenal dengan Kota Koi karena
Kota Blitar minimal sekali dalam setahun mengadakan
lomba koi tingkat nasional. Tanah dan air Kota Blitar
termasuk baik untuk budidaya koi. Dengan memanfaatkan
posisi strategis Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah,
maka Kota Blitar memposisikan diri sebagai daerah
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pemasaran dan pusat transaksi ikan koi di wilayah Blitar
dan sekitarnya.

Potensi sumber daya alam lainnya, meskipun tidak
terlalu luas beberapa sumber mata air dimanfaatkan untuk
menjadi tempat wisata seperti Sumber Balang dan Sumber
Mbah Bawuk.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Secara geografis, Kota Blitar terletak diujung selatan
Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari
permukaan air laut dengan suhu udara cukup sejuk rata-
rata 24°C- 34°C karena berada di kaki Gunung Kelud.
Karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang
berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah
pertanian, kebun campuran dan pekarangan, maka sebagai
penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar
sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber
daya buatan. Potensi tersebut didukung dengan kekuatan
demografi Kota Blitar yang terus mengalami kenaikan cukup
signifikan. Namun, peningkatan jumlah penduduk
memberikan konsekuensi tersendiri bagi keberlangsungan
lingkungan. Kualitas dan kondisi wilayah menjadi semakin
menurun akibat adanya kegiatan manusia yang tidak
memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan
hidup. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas
lingkungan adalah terjadinya ketidaksesuaian penggunaan
ruang, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya lahan
kritis, bencana, dan pelanggaran peruntukan tata ruang,
dimana banyak kawasan lindung yang berubah fungsi.
Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan
keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan
hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap
zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup)
penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar
dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan
pemanfaatan ruang.
Sebagai bagian dari integrasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan analisis
terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup (D3TL) Kota Blitar. Hasil perhitungan D3TL
memberikan gambaran kapasitas lingkungan dalam
menunjang pembangunan secara berkelanjutan.
1. Daya Dukung Lahan (DDL)
Nilai DDL Kota Blitar adalah 0,63. Nilai ini lebih kecil dari
1, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang untuk aktivitas
manusia dan pembangunan melebihi luas lahan yang
tersedia secara ekologis. Kondisi ini mengindikasikan
tekanan terhadap fungsi lahan dan potensi konflik
penggunaan ruang, serta perlunya pengendalian alih
fungsi lahan dan peningkatan efisiensi tata ruang.
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2. Daya Tampung Resapan Air (DTRA)
Nilai DTRA Kota Blitar adalah 0,97, yang berarti hampir
seimbang namun mulai menunjukkan ketidakseimbangan
antara air hujan yang masuk dan kemampuan lahan
untuk meresapkannya. Hal ini mengindikasikan perlunya
langkah konservasi lahan dan pengendalian alih fungsi
ruang terbuka hijau agar genangan dan limpasan air dapat
dikendalikan secara efektif.

3. Daya Tampung Limbah Cair Domestik (DTLCD)
Nilai DTLCD adalah 0,42, menunjukkan bahwa daya
tampung badan air permukaan untuk menerima limbah
cair domestik jauh di bawah jumlah limbah yang
dihasilkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat
menurunkan kualitas air permukaan dan berisiko
menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. Oleh
karena itu, penguatan sistem pengelolaan air limbah
domestik dan IPAL komunal menjadi sangat penting untuk
ditekankan dalam arah kebijakan ke depan.

4. Daya Tampung Emisi Karbon (DTEC)
Nilai DTEC Kota Blitar adalah 0,21, mencerminkan bahwa
kemampuan ekosistem di wilayah ini untuk menyerap
emisi karbon sangat terbatas dibandingkan jumlah emisi
yang dihasilkan, terutama dari sektor transportasi dan
energi. Kondisi ini menunjukkan kontribusi signifikan
Kota Blitar terhadap perubahan iklim, serta perlunya
kebijakan mitigasi emisi seperti penghijauan, efisiensi
energi, dan transisi ke energi bersih.

Hasil analisis D3TL menjadi dasar penting dalam
merumuskan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di
Kota Blitar. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan yang direncanakan perlu mempertimbangkan
keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
agar tidak memperburuk degradasi sumber daya alam.
Integrasi ini selaras dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
KLHS.

Kota Blitar memiliki potensi daya dukung dan daya
tampung lingkungan yang relatif baik, dengan nilai daya
dukung lahan 0,021 ha/jiwa (2025) dan 0,020 ha/jiwa
(2029), masih berada di atas ambang minimum sesuai
standar nasional. Hal ini menunjukkan wilayah Kota Blitar
masih mampu menampung populasi hingga akhir masa
perencanaan.

Daya Dukung Pangan dan Daya Dukung Air

.1.Daya Dukung Pangan

Produktvitas lahan untuk pemenuhan pangan
beras di Kota Blitar pada tahun 2025 memiliki nilai 0,10
dimana nilai tersebut diatas dari nilai konsumsi fisik beras
minimun per tahun sebesar 0,12. Kondisi pada tahun 2025
dan 2045 juga memiliki tingkat produktivitas lahan sawah
masing-masing sebesar 0,10 dan 0,07 sehingga dapat
disimpulkan jika kebutuhan pangan di Kota Blitar memiliki
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status Defisit Daya Dukung Pangan atau Belum Mampu
Swasembada Pangan. Lebih detail lagi kondisi daya
dukungan pangan setiap kecamatan di Kota Blitar
ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025 dan Tahun 2045

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2025
Jumlah Kebutuhan Kebl\‘xmtu:m; P Luﬂl. 2 Daya :
Nama Wilayah | Penduduk Pangan Pertan Eksisti: Tampung | Keterangan
3 anian ting
(Jiwa) (ton) fhal (ha) Pangan

Kecamatan 47.211 3.834,95 614,58 528,31 0,86 | Defisit/

Kepanjen Kidul Terlampaui

Kecamatan 46.020 3.738,20 588,69 545,61 0,93 | Defisit/

Sananwetan Terlampaui

Kecamatan 50.088 4.068,65 640,73 496,46 0,77 | Defisit/

Sukorejo Terlampaui

KOTA BLITAR 143.319 11.641,80 1.844,00 1.570,38 0,85 | Defisit/
Terlampaui

Daya Dukung Pangan Kota Blitar Tahun 2045
_ Jumlah | Kebutuhan Kﬂal':::;mn Luas Daya
Nama Wilayah | Penduduk Pangan P d Pertanian | Tampung | Keterangan
(Jiwa) {ton) (ha) (ha) Pangan

Kecamatan 41.467 3.368,36 539,80 295,38 0,55 | Defisit/

Kepanjen Kidul Terlampaui

Kecamatan 45.961 3.733,41 587,94 458,94 0.78 | Defisit/

Sananwetan Terlampaui

Kecamatan 63.157 5.130,24 807,91 246,66 0,31 | Defisit/

Sukorejo Terlampaui

KOTA BLITAR 150.585 12.232,02 1.935,65 1.000,97 0,52 | Defisit/
Terlampaui

Sumber : Dinas

2.1.1.4.2.

Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Daya Dukung Air
Pada tahun 2025 dan 2029, daya dukung air Kota
Blitar dinyatakan kurang, karena kebutuhan melebihi
ketersediaan.
Tabel 2.4
Status Daya Dukung Air Kota Blitar

Tahun Ketersediaan Air Kebutuhan Air Status
(m?/tahun) (m?®/tahun)
2023 23.294.039 22.827.832,43 | Optimal
2025 23.294.039 25.426.932,44 | Kurang
2029 22.132.800 25.827.953,05 | Kurang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Distribusi jasa ekosistem penyedia air bersih
menunjukkan bahwa tiga kecamatan di Kota Blitar masih
memiliki area signifikan yang masuk dalam kategori tinggi
dan sangat tinggi. Namun demikian, tekanan pembangunan
di pusat kota menjadi tantangan terhadap keberlanjutan
daerah tangkapan air.

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses terhadap air minum yang layak merupakan salah
satu indikator kesejahteraan masyarakat dan bagian dari
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu
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ukuran yang dapat digunakan untuk menilai akses rumah
tangga terhadap konsumsi air minum adalah jumlah
sambungan rumah aktif yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih.

12,50
11,99

12,00
. 11,42
11.50 3
10,94 11,10 1118
11,00

10,50
10,00
2020 2021 2022 2023 2024
Sumber: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria, 2025
Gambar 2.2
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota
Blitar 2020 - 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat tren peningkatan
jumlah sambungan rumah aktif setiap tahunnya.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2023 -
2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam
penyediaan akses air minum kepada rumah tangga di tahun
terakhir. Keberlanjutan peningkatan akses air minum harus
didukung dengan investasi infrastruktur, kebijakan yang
tepat, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

2.1.1.5.2.Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk
dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan
secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan
ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang
memadai melalui produksi pangan domestik dan
perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses
pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya
kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas
konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan
infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut,
diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang
mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas
pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan
suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah
dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks
Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi
ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem
ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan
dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek
ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan
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pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan
dalam IKP didasarkan pada hasil reviu terhadap indeks
ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam
mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan
3 (tiga) pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data
secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta
mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.
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66
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Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025
Gambar 2.3

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar mengalami
peningkatan pada tahun 2024 menjadi 80,8. Hal ini
dipengaruhi oleh peningkatan rasio konsumsi, penurunan
persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,
peningkatan pangsa pengeluaran pangan, penurunan rumah
tangga tanpa akses listrik, peningkatan rata-rata lama
sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, peningkatan
persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih
dan penurunan presentase balita stunting.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan
Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan
kebijakan teknis melalui pemantauan secara rutin harga
pasar dan stok pangan di gudang toko pangan serta
melakukan koordinasi intensif antar Perangkat Daerah
terkait intregrasi program dan kegiatan yang mendukung
ketahanan pangan daerah melalui rakor tribulanan.
Disamping itu perlu untuk mempertahankan lahan
pertanian dalam LP2B sebagai wilayah untuk ketersediaan
produksi pangan masa depan dan wilayah resapan air
karena semakin tingginya pertumbuhan populasi perkotaan
dan urbanisasi yang menyebabkan konversi lahan pertanian.

2.1.1.5.3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi
seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan
yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan
untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar
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energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis
kelamin dan tinggi badan. Prevalensi Ketidakcukupan
konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah Prevalence of
Undernourishment (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk
melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

8 7,21
7 6,25 6,11

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik,2025
Gambar 2.4
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kota Blitar Tahun 2020-2024

PoU Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun
2020 hingga 2022 dan mencapai puncaknya pada 2022
yaitu sebesar 7,21%. Setelah itu, terjadi penurunan pada
2023 dan 2024, dengan capaian akhir di 5,42% yang lebih
rendah dari tahun 2020. Peningkatan PoU hingga 2022
kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi
pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan daya
beli dan terganggunya akses pangan. Penurunan pasca
2022 mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan
peningkatan efektivitas program pangan.

Capaian PoU tahun 2024 sebesar 5,42% menunjukkan
perbaikan yang signifikan dan mencerminkan membaiknya
akses konsumsi energi masyarakat, meskipun masih
berada sedikit di atas ambang 5% yang umumnya dianggap
sebagai batas aman secara nasional.

Lingkungan Hidup Berkualitas
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar
Tahun 2024 tercapai 64,94 dan termasuk ke dalam kategori
Sedang. Nilai ini tergolong masih rendah, utamanya untuk
nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan.
Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air disebabkan limbah
industri tahu, limbah domestik, dan limbah peternakan
masih belum dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi
kualitas badan air. Indeks Kualitas Lahan masih rendah,
dikarenakan Kualitas tutupan lahan yang ditentukan oleh
luasan pada delineasi pohon yang bersifat keras dan bukan
hanya dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota
Blitar. Data selengkapnya dari Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Kota Blitar dapat disimak dari tabel berikut.
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Tabel 2.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

No | Tahun | Kab/Kota | IKU IKA IKL | IKLH RIAI'{T‘II‘EG
1. | 2020 | Kota Blitar | 82,63 | 56,32 | 54,23 | 66,52 | Sedang
2.| 2021 | Kota Blitar | 83,76 | 51,58 | 38,52 | 61,75 | Sedang
3.| 2022 | Kota Blitar | 85,9 | 59,73 | 31,5]| 64,15 | Sedang
4. | 2023 | Kota Blitar | 85,83 | 67,78 | 33,51 | 67,58 | Sedang
5. | 2024 | Kota Blitar | 89,79 | 56,11 | 34,13 | 64,94 | Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Blitar
Nilai IKU Kota Blitar tergolong baik (nilai 89,79 pada
tahun 2024), namun menurun dibandingkan tahun
sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen
KLHS RPJMD Kota Blitar, wilayah yang menunjukkan
kualitas udara terburuk adalah daerah yang memiliki
konsentrasi aktivitas transportasi tinggi serta padatnya
permukiman, terutama di pusat kota. Tingginya emisi dari
kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama
penurunan kualitas udara.
Faktor pendorong capaian Indeks Kualitas Udara di
Kota Blitar yaitu :
a. Sebagian besar parameter udara seperti SO;, NO., CO,
dan PM..s masih di bawah baku mutu;
b. Luas RTH yang masih tersedia di beberapa wilayah
pinggiran.
Sedangkan faktor penghambat capaian Indeks
Kualitas Udara diantaranya adalah :
a. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi
(khususnya roda 4);
b. Penggunaan bahan bakar ber-RON rendah (seperti
Premium dan Pertalite);
c. PMic melebihi baku mutu di titik Taman Kebonjero
(76,95 pg/m?).
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan
kualitas udara, antara lain:
a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk
menyerap polutan udara;
b. Penataan transportasi dan pembatasan kendaraan di
area tertentu;
c. Kampanye penggunaan kendaraan ramah lingkungan
dan program “Bike to Work?,
d. Peningkatan pengawasan terhadap sumber emisi tidak
bergerak seperti aktivitas industri rumah tangga dan
pembakaran terbuka.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Blitar
Penurunan kualitas air di Kota Blitar disebabkan oleh
beberapa bahan pencemar utama, yaitu:
a. Bahan pencemar dominan: limbah  domestik
(mengandung BOD, COD tinggi), limbah deterjen, dan
limbah rumah tangga yang mengandung mikroplastik;
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b. Sumber pencemar: permukiman padat yang belum
memiliki pengolahan limbah memadai, aktivitas
perdagangan di pasar tradisional, dan kegiatan usaha
kecil seperti laundry serta warung makan.

Adapun faktor pendorong capaian nilai IKA Kota Blitar

adalah :

a. Peningkatan kesadaran dan pengawasan oleh Dinas
Lingkungan Hidup;

b. Peningkatan pengolahan limbah organik di beberapa
titik.

Di sisi lain faktor penghambat capaian IKA yaitu :

a. Limbah domestik dan industri (tahu, peternakan) belum
tertangani optimal;

b. Klorin bebas (6,08-24,7 mg/L), Fecal Coliform (30—
11000/100 ml), dan Total Coliform (30-4300/100 ml)
melebihi baku mutu.

¢ Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar

Nilai IKL Kota Blitar mengalami kenaikan jika
dibandingkan capaian tahun 2023. Adapun faktor
pendorong capaian IKL tersebut diantaranya yaitu
perhitungan IKL berbasis fungsi ekologis dan upaya
perluasan RTH.

Sedangkan faktor penghambat capaian IKL yaitu :

a. Konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun
(industri, permukiman);

b. Penurunan drastis luasan RTH dari 37,75 ha (2020)
menjadi 5,69 ha (2023).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan IKL,
Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan sejumlah
langkah:

a. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan
aturan tata ruang;

b. Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis, terutama di
bantaran sungai dan lahan terbuka;

c. Optimalisasi lahan tidur dan eks fasilitas publik sebagai
RTH atau kebun kota;

d. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
program pertanian organik dan konservasi lahan
berbasis komunitas.

Kegiatan  tersebut juga  didukung dengan
pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan
tutupan lahan berbasis citra satelit.

2.1.1.6.2.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang
memenuhi syarat kesehatan dan dikelola dengan baik.
Kondisi sanitasi aman, di Kota Blitar masih rendah yaitu
sebesar 4,45% dari seluruh rumah tangga sebanyak 52.691
yang ada. Hal ini disebabkan selama ini target sanitasi masih
sanitasi layak yang sudah tercapai hampir 100%.
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Tabel 2.6
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

. Tahun
N Indika
2 FoF 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. | Persentase Rumah | 6,45 | 6,55 | 7,15 | 8,21 | 8,45
Tangga dengan
Akses Sanitasi
Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka
meningkatkan akses sanitasi aman diantaranya sebagai
berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
sanitasi aman yang sangat berpengaruh terhadap
kesehatan;

2. Lokasi rumah yang sulit dijangkau oleh kendaraan sedot
tinja;

3. Kapasitas Infrastruktur pengolah limbah domestik (IPLT:
Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) yang terbatas.
Adapun beberapa upaya telah dilaksanakan guna

menangani permasalahan diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media massa,
media sosial maupun melalui sosialisasi secara langsung
dengan masyarakat;

2. Menyampaikan usulan untuk data dilaksanakan
pengadaan kendaraan/peralatan sedot tinja dengan
ukuran yang dapat menjangkau lokasi dengan jalan yang
cukup sempit;

3. Melaksanakan pengkajian guna mengembangkan IPLT
sehingga kedepan dapat memenuhi kapasitas yang
diperlukan oleh masyarakat Kota Bitar.

2.1.1.6.3.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi
volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir
(TPA), meminimalkan dampak lingkungan, dan
memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Nasional (SIPSN), pengolahan sampah pada tahun 2024

mencapai 98,01%, mengalami peningkatan  jika
dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 92,10%.
Tabel 2.7

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Blitar Tahun 2020 — 2024

) Tahun
No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. | Timbulan Sampah | 92,10 | 97,69 | 97,73 | 97,78 | 98,01
Terolah di Fasilitas
Pengolahan
Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025
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Berdasarkan data tersebut, capaian penanganan dan

pengurangan sampah di Kota Blitar yaitu :

Capaian penanganan sampah pada tahun 2024
menunjukkan volume sampah yang terangkut dan
ditangani sebesar 22,531.63 ton/hari atau 80.50 % dari
total timbulan;

Capaian pengurangan sampah melalui kegiatan daur
ulang, komposting, dan pengurangan dari sumber
mencapai 4,390.08 ton/hari atau sekitar 15.69 %.

Pemerintah Kota Blitar saat ini memiliki beberapa

fasilitas pengolahan sampah, antara lain:

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
Bank Sampah Induk;
Fasilitas pengolahan sampah berbasis komunitas di
kelurahan dan sekolah;
Komposting dan pengolahan limbah organik di beberapa
kawasan percontohan.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi terkait

pengelolaan sampah adalah :

Kapasitas TPA Gedog mendekati batas maksimal (87,99%
terisi pada 2022). Kapasitas TPA pada tahun 2024 yaitu
Cell 1 dengan kapasitas sebesar 82.669,16 m3 sudah
dipasifkan (ditutup) sejak tahun 2017 namun
keberlanjutan pemanfaatan dilakukan Pembangunan
Tanggul Cell sepanjang 290 m’ dengan tinggi 6 m sehingga
menambah kapasitas TPA. Adapun Kapastitas Cell 1
sudah terpakai sebanyak 78 %. Cell 2 dengan kapasitas
71.859,96 m3 , dibangun tahun 2016 dan saat ini sudah
di nyatakan penuh atau dipasifkan (di tutup);
Belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber (rumah
tangga dan usaha);
Ketergantungan pada satu lokasi TPA menjadikan
pengelolaan sampah rawan tekanan jika tidak ada
ekspansi atau inovasi teknologi pengolahan lanjutan.
Adapun faktor pendorong ketercapaian pengelolaan

sampah yaitu:

Peningkatan jumlah dan fungsi Bank Sampah (54 unit
tahun 2024);
Ketersediaan sarana dan prasarana seperti dump truck,
container, TPS, dan pembangunan IPAL komunal;
Upaya edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari
sumber dan kerjasama dengan lembaga mitra seperti
USAID dalam program SELARAS.

Upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Blitar yaitu :

Sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui program
Sekolah Adiwiyata, Bank Sampah, dan kampanye zero
waste;

Pengembangan inovasi digital untuk pelaporan dan
pemantauan timbulan sampah;

Kolaborasi dengan pelaku usaha seperti kafe, restoran,
apotek, swalayan, dan pusat perbelanjaan dalam
pengurangan sampah plastik. Kegiatan yang dilakukan
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yaitu dengan mengeluarkan surat edaran tentang
pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Untuk mendukung agenda  reformasi  sistem
persampahan secara menyeluruh, perlu ditambahkan
pendekatan berbasis ekosistem dan partisipatif masyarakat,
dengan poin-poin sebagai berikut:

Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola
Persampahan

1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui
pembinaan dan perluasan Bank Sampah, yang per
2024 sudah mencapai 54 unit aktif di Kota Blitar;
Mendorong pemilahan sampah dari sumber (rumah
tangga) dengan edukasi berkelanjutan dan insentif
ekonomi berbasis sampah bernilai.

2. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah

Penguatan infrastruktur pengangkutan sampah
melalui pengadaan Dump Truck, Gerobak Sampabh,
Armroll, dan tempat sampah terpilah;

Optimalisasi rute pengumpulan sampah untuk
efisiensi biaya dan jangkauan layanan.

3. Pemrosesan Residu di TPA dan Sanitary Landfill

2.1.1.6.4.Proporsi

Peningkatan kualitas layanan di TPA Gedog, yang
kapasitasnya sudah mencapai 87,99% terisi (2022),
dengan pendekatan  Sanitary Landfill dan
pemanfaatan gas methane dari sampah organik;

Penambahan Cell TPA dinilai tidak berkelanjutan
karena keterbatasan lahan, maka alternatif TPA

Regional atau lokasi baru perlu direncanakan sejak
dini.

Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh

Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengumpulan sampah merupakan
layanan yang mengambil dan memindahkan sampah dari
sumbernya ke tempat pengolahan sampah. Di Kota Blitar
layanan penuh pengumpulan sampah yang bersumber dari
rumah tangga pada tahun 2024 sebesar 90,5% yang
mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya sebesar

88,4%.

Tabel 2.8

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh

Pengumpulan Sampah Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Tahun
No Indikator
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Proporsi Rumah 88,4 | 88,6 | 89,0| 90,0| 90,5

Tangga dengan
Layanan Penuh
Pengumpulan
Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025
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Adapun faktor pendorong pengumpulan sampah rumah
tangga adalah:
e Perluasan jaringan pengangkutan sampah berbasis zonasi
wilayah dan rute pengumpulan;
e Dukungan anggaran operasional pengelolaan
persampahan;
e Keterlibatan masyarakat melalui program lingkungan dan
kampanye pilah sampabh.
Sedangan faktor penghambat pengumpulan sampah
rumah tangga yaitu:
e Masih terdapat wilayah marginal yang belum terlayani
secara optimal;
e Ketergantungan pada armada dan sarana fisik pengangkut
yang kapasitasnya terbatas.

2.1.1.6.5.Kinerja Penataan Tata Ruang

Pemerintah Kota Blitar secara konsisten menegakkan
dan meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12
Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2030 dan Peraturan
Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang RDTR & zonasi 2017-
2037, aturan zonasi dan pemanfaatan ruang diterapkan
sebagai pedoman dalam pengendalian pembangunan.
Ketaatan terhadap tata ruang perlu ditingkatkan melalui
pembangunan kerangka hukum, institusi yang kuat, serta
mekanisme pemantauan untuk memastikan pembangunan
kota berjalan sesuai dengan rencana tata ruang secara
berkelanjutan dan terkontrol.

Data hasil pengawasan penyelenggaraan penataan
ruang dari Sistem Informasi Pengawasan Teknis atau
SIWASTEK untuk kinerja di tahun 2021-2023 menunjukkan
bahwa kinerja aspek pengaturan, sebagaimana data berikut.

Tabel 2.9
Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaaan Penataan
Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun 2021 -

2023
No. Aspek Periode Tahun
2021 2022-2023

1 Pengaturan Penataan Ruang 90 82,50
2 | Pembinaan Penataan Ruang 30 89,81
3 | Perencanaan Tata Ruang 100 75,00
4 | Pemanfaatan Ruang 63 71,43
5 | Pengendalian Pemanfaatan 4 75,00

Ruang

Total 57,33 78,75

Predikat Sedang Sedang

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan
yang cukup signifikan pada aspek pembinaan penataan
ruang, dari skor 30 pada tahun 2021 menjadi 89,81 pada
tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya
intensif dalam memperkuat kapasitas pembinaan, baik
melalui pelatihan, sosialisasi, maupun peningkatan
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koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, aspek
pengendalian pemanfaatan ruang yang sebelumnya sangat
rendah di angka 4,00 mengalami lonjakan drastis menjadi
75,00, yang mengindikasikan peningkatan pengawasan serta
penegakan terhadap pelanggaran tata ruang.

Namun demikian, aspek perencanaan tata ruang yang
pada tahun 2021 mencapai skor tertinggi yaitu 100, justru
mengalami penurunan menjadi 75,00. Penurunan ini dapat
mencerminkan adanya tantangan dalam penyelarasan
rencana tata ruang dengan dinamika kebijakan nasional
atau implementasi regulasi baru. Sementara itu, pengaturan
penataan ruang mengalami sedikit penurunan dari 90
menjadi 82,50, dan pemanfaatan ruang mengalami
peningkatan moderat dari 63 menjadi 71,43.

Secara keseluruhan, nilai total kinerja meningkat dari
57,33 menjadi 78,75, meskipun masih berada pada kategori
sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meski telah terjadi
perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, terutama
pembinaan dan pengendalian, masih diperlukan penguatan
menyeluruh dan berkelanjutan pada aspek perencanaan dan
pengaturan untuk mencapai predikat kinerja yang lebih
tinggi dan merata di seluruh komponen penataan ruang.

2.1.1.6.6.Pertanahan

Urusan pertanahan difokuskan pada pengelolaan
administrasi pertanahan yang meliputi penataan kembali
aset milik daerah, pengendalian pemanfaatan tanah sesuai
peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
serta fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan. Pemerintah Kota Blitar juga memprioritaskan
percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah, penataan
batas wilayah administrasi, serta peningkatan koordinasi
dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
memastikan legalitas dan kepastian hukum hak atas tanah.
Upaya ini diiringi dengan pengawasan terhadap alih fungsi
lahan agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan,
serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbarui
data pertanahan secara berkala guna mendukung
pengambilan kebijakan yang akurat dan transparan.

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan
melalui mediasi berhasil mencapai 100 persen setiap
tahunnya. Realisasi ini dihitung melalui persentase
penanganan/mediasi terhadap kasus sengketa yang terjadi.
Pada tahun 2024, tidak terdapat kasus sengketa tanah
garapan, sehingga capaian 100 persen.

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2020 — 2024
: Tahun
No|  Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Penangan 100 | 100 | 100 | 100 | 100

sengketa tanah
garapamn yang
dilakukan
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No Indikator Tahun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

melalui mediasi

(persen)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih
terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan
peruntukan dalam RTRW, termasuk potensi alih fungsi
lahan pada kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.
Sengketa kepemilikan tanah antara warga maupun antara
warga dengan pemerintah masih ditemukan, meskipun
jumlahnya relatif  kecil, namun penyelesaiannya
membutuhkan waktu panjang akibat perbedaan bukti
kepemilikan. Keterbatasan anggaran serta sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang
pertanahan turut menjadi kendala dalam mempercepat
penyelesaian permasalahan ini secara menyeluruh.

2.1.1.7. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
2.1.1.7.1.Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi
kehidupan dan pembangunan global dimana salah satu
pemicunya adalah emisi Gas Rumah Kaca
(GRK). Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan
upaya untuk mengurangi jumlah emisi GRK yang dilepaskan
ke atmosfer per satuan aktivitas. Emisi GRK adalah gas-gas
yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, yaitu proses
penahanan panas di atmosfer yang memengaruhi suhu
permukaan bumi.

700.000,00 650.775,49
593.725,15

600,000,060
500.000,00
400.000.00
300.000,00 176.604,99
200.000,00

100.000,00 7.607,37

2021 2022 2023 2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembagunan Nasional, 2025
Gambar 2.5
Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Bitar Tahun
2021 - 2024
Upaya pembangunan rendah karbon di Kota Blitar telah
menunjukkan hasil positif melalui pelaksanaan sejumlah
aksi mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan data dari Sistem
Registri Nasional Aksi Perubahan Iklim (AKSARA) hingga
April 2025, total capaian penurunan emisi GRK di Kota Blitar
adalah sebesar 643.361,77 Ton CO:e. Angka ini
menunjukkan peningkatan signifikan dibanding data
sebelumnya pada tahun 2023 yang tercatat sebesar
593.725,15 Ton CO:e dari berbagai kegiatan mitigasi yang
tercantum dalam dokumen KLHS.
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Penurunan emisi GRK berasal dari kegiatan di berbagai
sektor, antara lain:

« Limbah dan sanitasi : seperti pembangunan IPAL
permukiman, tangki septik komunal, optimalisasi IPLT,
dan penyedotan lumpur tinja;

» Energi dan transportasi : pengadaan lampu hemat energi
dan PJU solarcell mendukung program Kampung Iklim
(Proklim);

» Kehutanan dan tutupan lahan : penanaman pohon di jalan
dan taman kota.

Beberapa kegiatan mitigasi yang telah dilaksanakan
meliputi:

» Pertanian : pendampingan pola tanam padi sehat,
pelatihan pembuatan pupuk organik;

o Pengolahan limbah peternakan (5.883 ton CO:eq);

» Penanaman pohon (6.695 ton CO:eq);

e Pendampingan pembuatan pupuk organik (49.636 ton
CO:zeq);

+ Penggunaan PJU solar cell (105 ton CO:zeq);

» Operasional pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan PDU.
Faktor Pendorong penurunan emisi GRK yaitu:

« Adanya dukungan program nasional seperti Proklim dan

SELARAS;
« Partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi dan
pendampingan,;

» Investasi pada teknologi rendah emisi (IPAL, PJU solarcell).
Adapun faktor penghambat penurunan emisi GRK

yaitu:

o Terbatasnya ruang hijau dan hutan kota sebagai penyerap
karbon di pusat kota;

« Emisi tinggi dari sektor transportasi dan pemukiman
padat (contoh: Kelurahan Kepanjenkidul, Plosokerep,
Sukorejo).

Target penurunan emisi GRK pada periode 2025-2029
telah ditetapkan melalui indikator kinerja RPJMD dalam
rentang 2,95 hingga 15,74 poin pada indeks GRK. Penurunan
GRK tersebut ditujukan sebagai bagian dari indikator
keberhasilan pembangunan rendah karbon dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Kota Blitar harus menyesuaikan
perencanaan pengurangan emisi GRK dengan Instruksi
Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, yang mensyaratkan
integrasi program-program mitigasi perubahan iklim ke
dalam dokumen RPJMD, serta pelaporan capaian melalui
sistem AKSARA.

2.1.1.7.2.Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat yang
digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu
wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk
mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko
terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku
kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana
dan manajemen risiko. Adapun realisasi IRB Kota Blitar
selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :
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Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa
Timur, 2025

Gambar 2.6
Indeks Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kota Blitar dalam periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya
penurunan yang konsisten dalam nilai indeks risiko
bencana, hal ini menggambarkan berkurangnya potensi dan
dampak dari bencana di Kota Blitar. Dari tahun 2020 hingga
2024, terdapat penurunan sebesar 20,08 poin atau sekitar
18,9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa Kota Blitar telah
berhasil mengurangi potensi risiko bencana dalam periode
tersebut.

Kota Blitar memiliki 4 (empat) ragam ancaman yaitu
erupsi gunung berapi, gempa bumi, kebakaran permukiman
dan cuaca ekstrem yang melekat terhadap karakter wilayah
perkotaan.

1. Erupsi gunung berapi
Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari
keberadaan gunung Kelud, yang merupakan salah satu
gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki
ketinggian 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif.
Gunung Kelud berada pada daerah perbatasan antara
Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dengan jarak
sekitar 27 km dari sebelah timur Kota Kediri. Pada
letusan Gunung Kelud Tahun 1991, Kota Blitar terkena
aliran lahar dan hujan abu yang sangat tebal sehingga
melumpuhkan aktivitas perekonomian Kota Blitar.
Meskipun letusan tahun 2014 relatif tidak berdampak
besar terhadap Kota Blitar, mengingat sifat letusan yang
tidak dapat diprediksi, Kota Blitar tetap menjadi wilayah
yang rawan terhadap letusan Gunung Kelud. Beberapa
wilayah yang menjadi kawasan rawan lahar Gunung
Kelud adalah kelurahan yang berada di sepanjang Sungai
Lahar.
2. Gempa bumi

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses
tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi vulkanik hanya
bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar
gunung saja, gempa ini disebabkan oleh pergerakan dan
tekanan magma di dalam dapur magma gunung tersebut.
Sedangkan gempa bumi tektonik disebabkan dari
pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Kota Blitar dan
sekitarnya masih terletak pada jalur subduksi lempeng,
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yaitu Lempeng Indo — Australia yang menyusup di bawah
Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Kota Blitar
merupakan wilayah yang rawan gempa bumi baik
tektonik maupun vulkanik.

. Kebakaran permukiman

Tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar relatif tinggi,
mencapai 4.486 jiwa per km2. Kondisi jalan lingkungan
padat hunian, sebagian besar tidak dapat dilewati mobil
pemadam kebakaran termasuk jenis mobil paling kecil
sekalipun sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya
kebakaran di permukiman. Data historis menunjukkan
kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan
perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat
kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kejadian
kebakaran pada Tahun 2015 di wilayah pertokoan
(Kelurahan Kepanjen Lor) dan di Pasar Legi (Kelurahan
Sukorejo). Meskipun memilki akses jalan yang relatif
lebih lebar daripada kawasan permukiman, tapi jika
tidak ditanggulangi dengan optimal akan menimbulkan
kerugian yang cukup berdampak pada aktifitas
perekonomian kota. Kajian Rawan Bencana Provinsi
Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti
wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu
wilayah yang rawan kebakaran.

. Cuaca ekstrem

Cuaca Ekstrem yang memicu angin puting beliung
adalah angin kencang dan berbahaya yang bergerak
melingkar hingga menyentuh permukaan bumi dan awan
kumulonimbus atau, dalam sedikit kasus, awan
kumulus. Yang paling hebat dari semua fenomena
atmosfir, angin puting beliung datang dengan berbagai
bentuk dan ukuran, tetapi secara tipikal berbentuk
gumpalan corong yang ujungnya menyentuh permukaan
bumi dan sering disertai dengan puing-puing dan debu.
Kebanyakan angin puting beliung berkecepatan antara
64 km/jam sampai 177 km/jam, menerjang beberapa
kilometer dan akhirnya menghilang. Yang paling ekstrem
dapat mencapai kecepatan di atas 480 km/jam,
terbentang lebih dari 1,6 Km, dan menyentuh permukaan
bumi lebih dari 100 km. Pada akhir Tahun 2015 dan awal
Tahun 2016 terjadi genangan air hujan yang frekuensi
dan intensitasnya meningkat sehingga cukup aktivitas
warga. Gejala keterbatasan air tanah ditunjukkan
dengan semakin dalamnya warga kota harus mengebor
sumur untuk memperoleh air (hingga 16 meter). Gejala
kekeringan juga meningkat seiring juga terjadinya badai
El Nino yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah
Indonesia mengalami kemarau panjang.

. Potensi bencana lain

Potensi bencana yang dapat melanda Kota Blitar adalah
kegagalan teknologi karena perkembangan kota dan yang
cukup menjadi perhatian adalah pengelolaan TPA
(Tempat Pembuangan Akhir) sampah, dengan tingginya
gas metan yang berpotensi terjadi ledakan. Juga potensi
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konflik sosial terutama di wilayah dengan karakteristik
masyarakat yang beragam.

Berbagai kebijakan yang dilakukan guna menurunkan
tingkat risiko bencana diantaranya yaitu perbaikan
infrastruktur yang sensitif ancaman bencana, penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana, penyusunan peraturan
daerah tentang penanggulangan bencana dan penyusunan
rencana kontinjensi ancaman bencana.

2.1.1.7.3.Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen
untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa
bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah
tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu
mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan
langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk
menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024, BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan
kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran
untuk kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari
kapasitas Perangkat Daerah /Instansi/Lembaga
Kabupaten/Kota (Cl) dan kapasitas Provinsi Perangkat
Daerah/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2).
Kapasitas Jawa Timur = (60% x C1) + (40% x C2)

0,6

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar , 2025
Gambar 2.7
Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

Nilai IKD Kota Blitar terus mengalami peningkatan
selama empat tahun terakhir. Indeks Kapasitas Daerah Kota
Blitar tahun 2024 adalah 0,47. Hal ini dikandung maksud
kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan
tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat
bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu
dikategorikan Sedang. Nilai IKD tahun 2024 ini belum
memenuhi target sebesar 0,60. Permasalahan yang dihadapi
diantaranya yaitu belum adanya regulasi atau kebijakan
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teknis dalam upaya penanggulangan bencana sehingga
diperlukan adanya peraturan daerah tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar.
Selain itu kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung
dari Perangkat Daerah terkait pemenuhan dokumen
pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD) juga merupakan
permasalahan yang perlu untuk diatasi.

Pemerintah Kota Blitar telah melakukan sejumlah
langkah teknis untuk memperkuat ketahanan daerah dan
meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Berikut
adalah beberapa langkah teknis yang telah dilakukan yaitu
menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana, melakukan sosialisasi dan rapat
koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait tentang
pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti
dukung untuk pengisian IKD Tahun 2025 serta
menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara
simultan dan berkelanjutan dengan stakeholder untuk
menyisir kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga
dapat ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel
dari setiap indikator.

Demografi
Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang
menggambarkan penambahan jumlah penduduk yang
dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun
perpindahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk
berguna untuk melihat kecenderungan penduduk dimasa
lampau, sekarang dan masa depan.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2020-
2024 rata-rata sebesar 0,33 %, melambat dibandingkan rata-
rata periode 2016-2020 sebesar 1,67 %. Laju pertumbuhan
penduduk Kota Blitar 2024 adalah 0,472 yang berarti
tergolong dalam laju pertumbuhan rendah karena kurang
dari 1 (satu). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah
Kota Blitar berhasil mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk. Namun meskipun demikian, laju pertumbuhan
penduduk harus tetap dikendalikan salah satunya dengan
upaya pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja dalam
rangka pendewasaan usia pernikahan. Laju pertumbuhan
penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan
terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai masalah
lainnya.
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Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Blitar 2020 - 2024

2.1.1.8.2.Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara
jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk
perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Data
rasio jenis kelamin dapat digunakan untuk perencanaan
pembangunan berwawasan gender. Rasio Jenis Kelamin Kota
Blitar 2020-2024 berada di 99-100% yang artinya untuk
setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99-100
penduduk laki-laki. Salah satu penyebab rasio jenis kelamin
kurang dari 100% adalah Angka Harapan Hidup (AHH)
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.
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Gambar 2.9
Rasio Jenis Kelamin Kota Blitar 2020 - 2024
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Gambar 2.10
Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

2.1.1.8.3.Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran
penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk
setiap kilometer persegi luas wilayah. Rata-rata kepadatan
penduduk 2020-2024 sebesar 4.847, naik bila dibandingkan
dengan rata-rata kepadatan penduduk periode 2015-2019
sebesar 4.716. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kota
Blitar yang memiliki tren kenaikan dalam 10 (sepuluh) tahun
terakhir. Sedangkan penurunan kepadatan penduduk pada
tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2020-2022
disebabkan oleh luas wilayah Kota Blitar yang bertambah di
tahun 2023 dari 32,57 km?2 menjadi 33,20 km?2.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.11
Kepadatan Penduduk Kota Blitar 2020 - 2024

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi
Jawa Timur dengan luas sekitar 33,20 km? yang terbagi
dalam 3 (tiga) kecamatan. Berdasarkan distribusinya,
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penduduk terbanyak ada di Kecamatan Sananwetan, namun

kecamatan yang paling padat penduduknya adalah
Kecamatan Sukorejo.

Tabel 2.11
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan
Penduduk Kota Blitar 2024

Luas Wilayah Penduduk
Wilayah % Y Kepadatan
Km? | terhadap | Jumlah | terhadap
Luas Jumlah
Kecamatan 10,43 31,42 | 46.000 28,54 4,410
Kepanjenkidul
Kecamatan 10,13 30,51 | 54.996 34,12 5.429
Sukorejo
Kecamatan 12,65 38,10 | 60.208 37,35 4.760
Sananwetan
Kota Blitar 33,20 100 | 161.204 100 4.856

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2025

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio
Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kota Blitar 2020 - 2024

Jumlah Penduduk (Ribu Laju Rasio | Kepadatan
Tahun Jiwa) Pertumbuhan | Jenis Penduduk
Laki - | Perem- | Total Penduduk Kelamin | (Jiwa/km?)
laki puan
2020 | 79,460 | 78,853 | 158,313 0.26 100.53 4,768
2021 | 78,820 | 79,424 | 158,244 -0.04 99.24 4,766
2022 | 78,952 | 79,606 | 158,558 0.20 99.18 4,776
2023 | 79,651 | 80,130 | 159,781 0.77 99.40 4,813
2024 | 80,376 | 80,828 | 161,204 0.45 99.00 4,856
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah

2.1.1.8.4.Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan
sesuai RPJPD Kota Blitar 2025-2045

Proyeksi demografi adalah perkiraan atau ramalan
mengenai perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu. Proyeksi ini biasanya
didasarkan pada data demografi masa lalu, tren
pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi
perubahan jumlah penduduk, seperti tingkat kelahiran,
kematian, dan migrasi.

Pada tahun 2029, proyeksi demografi Kota Blitar akan
mencakup estimasi jumlah penduduk kota tersebut
berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi ini
melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat
kematian, dan arus migrasi penduduk. Juga, faktor-faktor
eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi,
dan perubahan sosial dapat memengaruhi proyeksi
demografi.

Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Blitar Tahun
2025-2029 berdasarkan Proyeksi Penduduk
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Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020-2035 Hasil
Sensus Penduduk 2020.

Tabel 2.13
Proyeksi Penduduk Kota Blitar Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin, 2025 - 2029 (Ribu)

Umur Jenis Kelamin 2025 2026 2027 2028 2029
0-4 Laki-laki 5,55 5,55 5,56 5,57 2,57
Perempuan 5.33 5,33 5,34 5,35 5,35
5-9 Laki-laki 5,53 5,55 5,59 5,62 5,64
Perempuan 5,27 5,31 5,36 5,41 5,44
10-14 Laki-laki 5,74 5,69 5,63 5,58 555
Perempuan 5,45 5,41 5,36 5.3 5,28
15-19 Laki-laki 5,95 5,92 5,89 5,85 5,81
Perempuan 5,57 5,55 5,53 5,53 5,51
20-24 Laki-laki 6,04 6,05 6,04 6,02 6
Perempuan 5,76 5,76 5,75 5,72 5,69
25-29 Laki-laki 5,85 5,93 6 6,06 6,1
Perempuan Dbl 5,76 5,83 5,89 5,94
30-34 Laki-laki 5,5 5,55 5,64 5.75 5,86
Perempuan 5,8 5,82 5,83 5,85 5,89
35-39 Laki-laki 571 5,62 5,54 5,49 5,46
Perempuan 5,89 5,87 5,87 5,88 5,9
40-44 Laki-laki 6,12 6,06 5,96 5,84 5,72
Perempuan 6,09 6,09 6,05 5,99 5,93
45-49 Laki-laki 5,69 5,81 5,92 6,01 6,05
Perempuan 5,56 5,68 5,82 5,95 6,05
50-54 Laki-laki 5,02 5,12 5,23 5,36 5,49
Perempuan 5,12 5,18 525 5,33 5,42
55-59 Laki-laki 4,56 4,66 4,71 4,76 481
Perempuan 4,82 4,87 4,91 4 94 4,99
60-64 Laki-laki 3,62 3,75 3,9 4,05 4,19
Perempuan 4,23 4,35 4,45 4,54 4,61
65-69 Laki-laki 2,88 2,96 3,03 3,1 3,18
Perempuan 3,26 3.4 3,55 3.7 3,85
70-74 Laki-laki 1,98 2,08 2,17 2,25 2,33
Perempuan 2,47 2,58 2,67 2,74 2,82
75+ Laki-laki 1,76 1,88 2,01 2,14 2,28
Perempuan 2,5 2,67 2,87 3,08 3,31
Total 156,33 157,79 159,22 160,62 | 161,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

Tabel 2.14
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Blitar
Tahun 2025 - 2029

Parameter 2025 2026 2027 2028 2029
Penduduk
Laki-laki ¥7.5 78,16 78,81 79,43 80,03
Perempuan 78,83 79,62 80,41 81,19 81,96
Total 156,33 | 157,79 | 159,22 | 160,62 | 161,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020
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Gambar 2.12
Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2025 dan 2029

Proyeksi penduduk Kota Blitar untuk periode tahun
2025 hingga 2029 menunjukkan tren pertumbuhan positif
dimana diperkirakan jumlah penduduk Kota Blitar akan
terus mengalami peningkatan, mencapai 161,99 ribu jiwa
pada tahun 2029.

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang
cenderung positif, Pemerintah Kota Blitar perlu terus
memperhatikan  aspek  pembangunan  infrastruktur,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya guna
menjaga keseimbangan perkembangan di setiap wilayah di
Kota Blitar. Proyeksi ini menjadi dasar penting bagi
perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya
dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan
masyarakat Kota Blitar.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan Ekonomi
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang
mengukur perubahan dalam nilai total produksi ekonomi
suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Analisis data
pertumbuhan ekonomi penting untuk merancang kebijakan
ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi
aktual dan  perubahan  ekonomi, serta  untuk
mengidentifikasi  sektor-sektor yang mungkin perlu
mendapatkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021
dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Hal ini
mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi
dampak pandemi. Pada tahun 2023 ekonomi mengalami
peningkatan pertumbuhan menjadi 5,29 persen dan terus
meningkat sebesar 0,04 % (persen) menjadi 5,33 % (persen)
pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju
pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar
4,93 % (persen), juga di atas laju pertumbuhan ekonomi

10
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nasional yang sebesar 5,03 % (persen). Perkembangan laju
pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5
(lima) tahun tersaji pada tabel berikut.
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2020 2021 2022 2023 2024

Nasional -2.07 3.7 5.31 5,05 503

Jawa Timur 2-33 3,56 5,34 4.95 4,93

Kota Blitar -2,28 4,28 5,22 5,29 5,33
mme=sNasional e Jawa Timur Kota Blitar

Sumber : Badan Pusat Statistik,2025
Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar
Tahun 2020-2024

2.1.2.1.2.Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai keadaan saat
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan yang didefinisikan sebagai angka kemiskinan.
Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, angka
kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar
mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau
turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun
menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin
dari tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah
penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak
0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65
ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6 persen dan
terus turun menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau
turun sebesar 0,38 persen dari tahun 2022. Tahun 2024
jumlah penduduk miskin di Kota Blitar turun menjadi 9,86
ribu jiwa.

Berdasarkan  grafik tren angka  kemiskinan,
dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa
Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih
dibawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan
Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari
tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada
penurunan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur dari
2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada
penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024
sebesar 0,33 poin.

Tabel. 2.15
Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024
N Uraian Januh
© 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Tingkat
s 778 | 7,80 | 7,37 | 7.30 | 6,75
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No Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
2. | Jumlah
Penduduk
Miskin (ribu 11,10 11:33 10,65 10,61 9,86
jiwa)
3. | Garis
Kemiskinan (per | oo oqal 481,220 | 517.363 | 568.280 | 596.105
kapita per
bulan)

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2025
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2020 2021 2022 2023 2024

Nasional 10,19 9,71 9. 57 9.36 9,03
Jawa Timur 11,46 10,59 10,49 10,35 9,79
Kota Blitar 7,78 7,89 7.37 7,3 6,75

e Nasional e Jawa Timur Kota Blitar

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2025
Gambar 2.14
Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Tantangan dalam  mempertahankan penurunan
kemiskinan di Kota Blitar :

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang merata ke
semua lapisan masyarakat;

2. Perlindungan sosial melalui program bantuan sosial
harus terus diperkuat untuk mencegah masyarakat jatuh
kembali ke dalam kemiskinan;

3. Peningkatan akses pendidikan dan  pelatihan
keterampilan diperlukan untuk memastikan masyarakat
dapat bersaing di pasar kerja.

2.1.2.1.3.PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB)

PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per
kapita) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur
rata-rata pendapatan atau output ekonomi yang dihasilkan
oleh setiap individu dalam suatu wilayah (provinsi,
kabupaten, atau kota) dalam satu tahun. Indikator ini
diperoleh dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan
jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun yang
sama. PDRB per kapita Kota Blitar dalam kurun waktu 5
(ima) tahun tersaji pada tabel berikut.
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2020 2021 2022 2023
Jawa Timur 56,64 59,99 66,25 71,12
Kota Blitar 45,09 47,33 51,59 55,52
s Jawa Timur ess=Kota Blita:
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.15
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PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB) Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024
Faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB per
kapita Kota Blitar:
Pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. Laju pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,29 % (persen)
meningkat 0,04 % (persen) menjadi 5,33 % (persen) pada
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tahun 2024;

Kondisi demografi laju pertumbuhan penduduk Kota
Blitar yang relatif menunjukkan perkembangan positif;
Struktur ekonomi Kota Blitar bertumpu pada sektor
ekonomi yang produktif seperti industri atau jasa;
Investasi dan infrastruktur yang berjalan baik.

2.1.2.1.4.Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator
yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran
tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh
pasar kerja. TPT hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja
Nasional) bulan Agustus 2023 sebesar 5,24 % (persen). Hal
ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5
(lima) orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana
TPT sebesar 5,39 % (persen), TPT pada Agustus 2023
mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. TPT di tahun
2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13 %
(persen).

Tabel 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

No Uraian Jahun
2020 2021 2022 2023 2024
1; [TPE 6,68 6,61 5,39 5,24 5,11
Penduduk 73.201 | 74.339 | 73.616 | 82.605 | 81.650
2. | yang Bekerja
(orang)
3. | Pengangguran | 5.244 | 5.264 | 4.192 | 4.571 4.390
(orang)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
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2020 2021 2022 2023 2024

Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4.91
Jawa Timur 5,84 5,74 5,49 4 88 4,19
Kota Blitar 6,68 6,61 5,39 5,24 S

mmmNasional e Jawa Timur Kota Blitar

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

Strategi untuk menurunkan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) di Kota Blitar, melalui:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan
sektor-sektor yang padat karya dan memberikan ruang
untuk investasi di Kota Blitar;

2. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan
pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;

3. Dukungan untuk UMKM dengan bantuan modal dan
pelatihan kepada usaha kecil;

4. Program Padat Karya seperti pembangunan infrastruktur
yang melibatkan tenaga kerja lokal melalui
pemberdayaan RT/RW.

2.1.2.1.5.Rasio Gini

Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya
berkisar antara O (nol) (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai Rasio
Gini menunjukkan Kketidakmerataan pendapatan yang
semakin tinggi. Jika nilai Rasio Gini adalah nol maka artinya
terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan,
sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan
pendapatan yang sempurna.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur
menggunakan Rasio Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan
Rasio Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387.
Dibanding dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa
Timur, Rasio Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah
daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar
0,353. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Blitar
memiliki tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang lebih
tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
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0,5
0.4
0,3
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0,1
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2020 2021 2022 2023 2024
Nasional 0,385 0,381 0,381 0,388 0,388
Jawa Timur 0,364 0,364 0,365 0,387 0,387
Kota Blitar 0,344 0:37 0,381 0,397 0.353
v Ngsional essssJawa Timur Kota Blitar

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.17
Rasio Gini Kota Blitar Tahun 2019 - 2024

2.1.2.1.6.Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia di Kota Blitar terus mengalami
kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Blitar tahun
2024 menempati peringkat 5 (lima) di Jawa Timur dan
termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau
meningkat 0,66 poin dari tahun 2023.

Perkembangan IPM selama tahun 2020 - 2024 dapat
dilihat pada Gambar berikut:

o 14 - s
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2020 2021 2022 2023 2024
® Nasional 71,94 73,16 73,77 74,39 75,02
sJawa Timur 71,71 73,48 74,05 74,65 75,35

Kota Blitar 78,88 79,27 80,15 80,78 81,44

100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
0

® Nasional ®Jawa Timur Kota Blitar

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2025
Gambar 2.18
IPM Kota Blitar Tahun 2019 - 2024

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua
dimensi penyusunnya, yang terdiri dari Umur Harapan
Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita. Berikut Tabel
Indikator penyusun IPM dengan perkembangannya dari
tahun 2020 - 2024:
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Tabel 2.17
IPM Kota Blitar menurut Indikator Penyusunnya
Tahun 2020 - 2024

No.

Tahun

Indikator Satuan

Umur Panjang
dan Hidup Sehat

Hidup (UHH)

Pengetahuan
Sekolah (HLS)

Sekolah (RLS)

Standar Hidup
Layak

per Kapita (yang | Rupiah
disesuaikan)

Pembangunan
Manusia (IPM)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.7.Rata — Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari
kualitas pendidikan. Rata-rata lama sekolah menjadi salah
satu indikator penting karena mencerminkan akses dan
partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Semakin
tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang
masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan,
serta kesempatan kerja yang lebih baik. Di Kota Blitar, rata-
rata lama sekolah terus diupayakan peningkatannya melalui
pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah,
penyediaan beasiswa, serta program pemberdayaan
masyarakat berbasis pendidikan non-formal. Hal ini
diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sehingga berdampak langsung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada masyarakat usia 15 tahun ke atas, Rata-rata Lama
Sekolah Penduduk menunjukkan data fluktuatif sebagai
berikut.

Tabel 2.18
Rata — Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Tahun 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Usia Harapan Tahun 74,39 | 74,46 | 74,71 74,97 | 75,20

Harapan Lama Tahun 14,32 14,33 14,56 14,57 14,81

Rata — Rata Lama | Tahun 10,11 10,35 10,65 10,78 10,82

Pengeluaran Riil | Ribu 13.733 | 13.816 | 14.058 | 14.548 | 14.933

Indeks Indeks | 78,88 79,27 | 80,15 | 80,78 | 81,44

No. . Tahun
Haiator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 Rata-rata Lama 9,75 | 10,98 | 10,95 | 10,80 | 10,85
Sekolah Penduduk
Usia di Atas 15
Tahun

2.1.2.2,

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Kesehatan Untuk Semua
Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting
dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
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mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan adalah investasi jangka panjang
yang memerlukan komitmen dari pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Dengan meningkatkan akses, kualitas dan
kesadaran akan pentingnya kesehatan, maka dapat
menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun
yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan
Hidup juga dapat diartikan sebagai rata-rata kesempatan
atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup
merupakan salah satu indikator untuk menilai derajat
kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup yang tinggi
menunjukkan bahwa taraf kesehatan dan kesejahteraan
warga negara semakin baik.
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2020 2021 2022 2023 2024
» Nasional 71,47 71,97 71,85 72,13 72,39
wJawa Timur 71,3 71,38 71,74 72,11 72,35
Kota Blitar 73,75 73,86 79,93 74,97 75,2
= Nasional w»Jawa Timur Kota Blitar

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.19
Usia Harapan Hidup Tahun 2020 — 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Blitar tahun 2024
mencapai 75,2 tahun, dapat diartikan bahwa seorang bayi
akan menjalani hidup selama 75,2 tahun sejak dilahirkan.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka usia
harapan hidup di Kota Blitar konsisten berada di atas angka
nasional dan provinsi. Hal ini menandakan adanya
perkembangan positif dalam pembangunan derajat
masyarakat melalui peningkatan layanan dan akses
kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Jumlah kasus HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS),
demam berdarah dengue (DBD), diare, tuberkulosis (TB), dan
malaria di Kota Blitar pada tahun 2024, terlihat adanya
variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan
Sukorejo mencatatkan jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 10,
IMS 28 kasus, DBD 35 kasus, diare 1.130 kasus, TBC 75
kasus, dan malaria 1 kasus. Sementara itu, Kecamatan
Kepanjenkidul memiliki 4 kasus HIV/AIDS, 68 kasus IMS, 36




-46 -

kasus DBD, 1.047 kasus diare, 46 kasus TBC, dan tidak ada
kasus malaria. Di Kecamatan Sananwetan, jumlah kasus
HIV/AIDS mencapai 18 kasus, IMS 129 kasus, DBD 64 kasus,
diare 993 kasus, TBC 63 kasus, dan 1 kasus malaria.
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.20
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
keparahan penyakit diare di Kota Blitar terlihat cukup tinggi,
terutama di Kecamatan Sukorejo dan Kepanjenkidul. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sanitasi yang
kurang memadai atau kontaminasi air. Kedua, Kecamatan
Sananwetan memiliki jumlah kasus HIV/AIDS dan IMS yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain,
menunjukkan tingginya potensi penyebaran penyakit
menular seksual di wilayah tersebut. Ketiga, keberadaan
kasus TBC yang cukup signifikan di ketiga kecamatan
menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan pengobatan
penyakit TBC. Sedangkan untuk kasus DBD, Kecamatan
Sananwetan memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang lain.

2.1.2.2.3.Prevalensi Stunting
Stunting terjadi karena adanya gangguan tumbuh
kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang. Stunting pada anak dapat terjadi
karena kurangnya asupan gizi ibu saat hamil, atau
kurangnya asupan gizi pada anak saat dalam masa

pertumbuhan.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025.
Gambar 2.21
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2021 - 2024
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Prevalensi balita stunting dihitung dengan formula
indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita
dikalikan 100 % (persen). Dalam menentukan prevalensi
balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari
Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan.
Berdasarkan data, prevalensi balita stunting selama kurun
waktu 4 (empat) tahun menunjukkan data yang fluktuatif,
pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 11,4 %.

Prevalensi stunting tidak hanya menggambarkan
kondisi anak pada suatu wilayah, melainkan secara lebih
umum dapat menggambarkan kondisi gizi, pemeliharaan
kesehatan, pengasuhan, lingkungan, dan faktor sosial
ekonomi masyarakat. WHO menetapkan standar prevalensi
stunting harus di angka kurang dari 20 % (persen). Meskipun
prevalensi balita stunting Kota Blitar berada di bawah
standar WHO, prevalensi stunting merupakan salah satu
indikator kinerja pemerintah yang terus ditekan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan stunting, masih
ditemukannya masyarakat yang kurang memahami
pencegahan dan penanganan stunting sejak dini sehingga
diperlukan strategi yang tepat melalui edukasi, sosialisasi
dan pendampingan kepada masyarakat, utamanya bagi
keluarga yang anggota keluarganya terdapat ibu hamil dan
atau anak dalam masa pertumbuhan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020
tentang Standar Antropometri Anak mengatur standar
antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai
status gizi anak. Standar antropometri yang digunakan
terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U),
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U
atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau
Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian
status gizi menggunakan Indeks Antropometri sesuai dengan
kategori status gizi pada WHO Child Growth Standards untuk
anak usia 0-5 tahun danWHO Reference 2007 untuk anak 5-
18 tahun. Berikut disajikan dalam indikator antropometri
BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan jumlah balita yang
ditimbang sebanyak 7.500 balita.

7 71
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| I l I
Kepanjenkidul Sananwetan Sukorejo Kata Blitar
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025
Gambar 2.22

Persentase Balita Berat Badan Kurang Kota Blitar Tahun
2024
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Gambar 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Blitar Tahun 2024

2.1.2.2.4. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu
indikator penting untuk menilai derajat kesehatan ibu dan
kualitas pelayanan kesehatan, khususnya selama masa
kehamilan, persalinan, dan nifas. Tingginya angka kematian
ibu mencerminkan masih adanya tantangan serius dalam
sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam hal akses,
kualitas, dan ketepatan penanganan komplikasi kebidanan.
Adapun capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup Kota Blitar Tahun 2020 — 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2020 - 2024

No. | Indikator Tahun
2020 2021 2022 | 2023 | 2024
1. | Angka 230,28 | 803,78 | 172,31 | 47,68 | 173,99
Kematian Ibu
(AKI) per
100.000
kelahiran hidup

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
di periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif,
dengan lonjakan tajam pada 2021 (803,78) yang diduga
akibat dampak pandemi, kemudian turun drastis pada 2022
(172,31) dan mencapai titik terendah pada 2023 (47,68).
Namun, pada 2024 kembali meningkat menjadi 173,99,
mencerminkan ketidakstabilan capaian dan perlunya
penguatan sistem layanan kesehatan ibu secara
berkelanjutan untuk mencegah kematian ibu yang dapat
dicegah.

2.1.2.2.5.Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit yang bersifat
menular melalui udara, partikel dahak orang yang mengidap
TBC aktif saat batuk, berbicara atau bersin. Penularan itu
tidak langsung dapat dideteksi karena bakteri dapat bersifat
laten (non aktif) pada saat seseorang mempunyai daya tahan
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tubuh yang baik. Akan tetapi saat daya tubuhnya menurun
maka TBC akan menyerang orang tersebut. TBC perlu
mendapat perhatian khusus, karena seseorang yang sakit
TBC dapat menular pada 10 — 15 orang per tahun.

Penanganan TBC sangat tergantung pada tingkat
temuan penderita TBC di wilayah untuk dapat diambil
tindakan baik preventif agar tidak terjadi penularan dengan
dampak luas dan represif dengan tindakan pengobatan
tuntas pada yang bersangkutan.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025
Gambar 2.24
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis Tahun
2020 - 2024

Tingkat temuan tidak akan berhasil optimal jika tidak
diikuti dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik.
Masyarakat harus mampu menemu kenali TBC beserta pola
tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya
adalah selalu menjaga kesehatan pribadi, sedangkan
tindakan represifnya adalah pengobatan secara tuntas.

2.1.2.2.6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis

Angka keberhasilan pengobatan TBC (Success Rate
Treatment Tuberculosis) mengukur Jumlah semua kasus
TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua
kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun.
Capaian keberhasilan pengobatan pada pasien Tuberkulosis
di Kota Blitar pada tahun 2024 telah mencapai 82,9 %
(persen).
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Gambar 2.25
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Tahun 2020 -
2024
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2.1.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Cakupan kepesertaan JKN di Kota Blitar telah mencapai
100 % (persen) dari total penduduk terdaftar pada tahun
2022 sampai dengan 2024, menjadikan Blitar salah satu
daerah terdepan dalam pencapaian Universal Health
Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2025
Gambar 2.26
Angka Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Tahun 2020 - 2024

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan merupakan aspek
fundamental dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan
tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, tetapi juga menjadi pondasi bagi
pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa
dekade terakhir, banyak negara berinvestasi dalam sektor
pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten,
kreatif, dan mampu bersaing di era global.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan
pendidikan adalah akses yang merata terhadap pendidikan
bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah di berbagai
wilayah telah berupaya menghilangkan hambatan seperti
kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan keterbatasan
infrastruktur yang seringkali menjadi penghalang bagi anak-
anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program-
program seperti beasiswa, sekolah gratis dan pembangunan
fasilitas pendidikan menunjukkan dampak positif dalam
meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Penyelenggaraan wurusan pendidikan merupakan
urusan wajib pelayanan dasar dan secara nasional
diberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu
ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar
pendidikan yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara
minimal. Di bidang pendidikan, SPM dimaksudkan untuk
memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memperoleh
layanan pendidikan dasar yang layak, berkualitas, dan
merata. Integrasi indikator SPM ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menjamin
pencapaian target pelayanan dasar secara terstruktur,
terukur, dan berkelanjutan. Penyelarasan indikator SPM ke
dalam dokumen perencanaan tertuang dalam dokumen
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perencanaan daerah dan secara teknis ke dalam dokumen
strategis perangkat daerah untuk mencapai tujuan
pendidikan secara optimal. Kebijakan bidang pendidikan di
Kota Blitar diarahkan untuk pencapaian SPM sebagai
respons terhadap tantangan pendidikan nasional serta
dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya
dalam bidang pendidikan berkualitas (SDG 4).

Selain mengintegrasikan rencana pembangunan dengan
SPM, pemerintah mempedomani program prioritas urusan
pendidikan yang menjadi mandatori dalam Surat Edaran
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
tanggal 24 Januari 2025 Nomor:
1422 /MDM.A/PR.07.05/2025 perihal Indikator Kinerja
Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang
dirancang secara berkelanjutan dan searah dengan
kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Pelaksanaan  dukungan  program  prioritas dalam
perencanaan antara lain:

1. Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

a. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi yang
pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Walikota
Blitar nomor 51 Tahun 2019 tentang pendidikan Anti
Korupsi;

b. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan rintisan atas
program Sekolah Religius, Nasionalis dan Berbudaya.
Pada tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan
Walikota Blitar Nomor 35 tahun 2022 tentang
Penguatan Pendidikan karakter melalui program
Sekolah yang Religius, Nasionalis dan Berbudaya.
Program ini dirancang untuk membentuk karakter
peserta didik sejak dini melalui pembiasaan perilaku
positif ~dengan maksud menanamkan  serta
membentuk peserta didik yang berakhlak mulia,
religius, cerdas, terampil, cinta tanah air, mandiri,
mampu beradaptasi dengan lingkungannya,
berwawasan luas dan berbudi pekerti Iluhur.
Pelaksanaannya terintegrasi dalam kegiatan
intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
melibatkan guru dan orang tua.

2. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Bentuk dukungan meliputi pemetaan infrastruktur
pada satuan pendidikan utamanya keberadaan dapur
sekolah, kerjasama dengan Dinas terkait untuk

penyelenggaraan pelatihan taman asuh ramah anak di

tahun 2025 dan di setiap satuan pendidikan telah
memiliki program pembiasaan makanan sehat dan bergizi.
3. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan
Pendidikan
Selama kurun waktu 2021 - 2025, peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan
melalui pembangunan unit sekolah baru dan
pemeliharaan /rehabilitasi sekolah yang rusak. Fokus
utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang
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aman bagi peserta didik, serta mendukung akses bagi
anak berkebutuhan khusus.
. Digitalisasi Sekolah

Dukungan pelaksanaan program ini dengan
mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran
dan manajemen pendidikan. Kegiatan utama mencakup
penyediaan perangkat TIK, pelatihan literasi digital untuk
guru dan siswa, serta optimalisasi platform pembelajaran
dalam jaringan telah terpetakan dalam sub kegiatan di
Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah memperluas akses
informasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dalam rangka keberhasilan program ini Dinas pendidikan
telah berkolaborasi dan bekerjasama tidak hanya dengan
Perangkat Daerah terkait tetapi juga dengan Perguruan
Tinggi dalam pelatihan dan bimbingan teknis bagi guru.

. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Pendekatan pembelajaran yang menekankan
pemahaman konsep secara menyeluruh, berpikir Kkritis,
dan pemecahan masalah. Ciri khasnya adalah
pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berbasis
proyek. Evaluasi dilakukan melalui portofolio dan refleksi,
bukan hanya pengujian kognitif.

. Sekolah Model Transformatif

Merupakan satuan pendidikan yang menjadi
percontohan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan
transformasi pendidikan. Sekolah ini menerapkan praktik
manajemen yang baik, pembelajaran berbasis proyek dan
profil pelajar Pancasila, serta integrasi teknologi dan
partisipasi komunitas dalam kegiatan sekolah. Pada
tahun 2021 dilaksanakan program dari Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah dengan adanya “Program
Sekolah Penggerak”. Keberlangsungan Sekolah Penggerak
ini kemudian bertransformasi dengan peluncuran
program baru yaitu sekolah yang menerapkan
implementasi pembelajaran mendalam berbasis teknologi,
seperti pengenalan kecerdasan buatan (Artificial
Intelligent) dan coding kepada peserta didik.

. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah

Program ini bertujuan memperkuat layanan
psikososial siswa melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas guru Bimbingan Konseling. Fokus kegiatan
meliputi pengangkatan guru Bimbingan Konseling sesuai
rasio ideal (1:150 siswa), pelatihan profesional, dan
integrasi layanan Bimbingan Konseling dengan isu
perundungan, kekerasan, dan masalah sosial.

. Wajib Belajar 13 (Tiga Belas) Tahun

Ekspansi dari program Wajib Belajar 9 (sembilan)
Tahun, yang kini mencakup PAUD 1 (satu) tahun hingga
pendidikan menengah. Tujuannya menjamin setiap anak
mengikuti pendidikan minimal 13 (tiga belas) tahun.
Program ini didukung melalui dana BOS, program
afirmasi, beasiswa, dan kerja sama lintas sektor.

. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
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kondisi pendidikan saat ini. Harapan lama sekolah
digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai
kualitas pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi
suatu wilayah. Semakin tinggi nilai harapan lama sekolah,
semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses
pendidikan yang lebih lama, yang biasanya berkorelasi
dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas.

Selain itu, harapan lama sekolah berkontribusi sebagai
salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah menjadi salah
satu indikator strategis dalam mengukur ketercapaian
kinerja pembangunan.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, tren HLS
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian HLS
Kota Blitar tahun 2024 adalah 14,81, di atas capaian
Nasional dan Provinsi Jawa Timur.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.28
Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024

Angka Harapan Lama Sekolah memberikan gambaran
tentang kualitas pendidikan masyarakat. Salah satu
komponen yang dapat mengurangi angka HLS adalah Anak
Tidak Sekolah (ATS). ATS merupakan tantangan serius
dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan
berkualitas di Kota Blitar. Berbagai upaya mengidentifikasi,
mengatasi, dan mencegah kasus ATS dapat dilakukan guna
memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang
layak.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Dinas
Pendidikan Kota Blitar, pada tahun 2024 terdapat 363 anak
yang tergolong sebagai ATS. Angka ini menunjukkan
penurunan signifikan dari data awal yang mencapai 900
anak. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya verifikasi
langsung di lapangan dan intervensi program yang tepat
sasaran. Dari hasil verifikasi lanjutan atas 363 anak pada
aplikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
terpetakan laporan pada Tabel 2.20 sebagai berikut.
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Program ini mengatasi ketimpangan distribusi dan
kekurangan tenaga pendidik serta meningkatkan
kesejahteraan dan kompetensi guru. Strategi yang
dilakukan di Kota Blitar untuk daya dukung adalah
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Penunjang
Tugas (BPT) kepada guru dan tenaga kependidikan Non
ASN yang bertugas pada satuan pendidikan negeri.

2.1.2.3.1.Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat
pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah.
Semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin
tinggi pula jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.
Indikator RLS sangat relevan untuk dihitung capaiannya
karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia
di suatu wilayah.

12

UI I | I I

)

B s o

2021 2022 2023 2024

® Nasional i 8,54 8,69 8,77 8.85
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.27
Rata — Rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024

RLS Kota Blitar secara konsisten menunjukkan adanya
peningkatan dari tahun ke selama 5 (lima) tahun terakhir.
Sampai dengan tahun 2024, RLS di Kota Blitar adalah 10,82
tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota
Blitar menempuh pendidikan setara dengan kelas 1 (satu)
SMA. Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah
kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pendidikan tinggi serta kondisi ekonomi keluarga yang
kurang mampu seringkali memaksa anak-anak untuk
bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah.
Hal ini menyebabkan terdapat anak yang tidak dapat
menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau
melanjutkan ke perguruan tinggi.

2.1.2.3.2.Harapan Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk
mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat
dihabiskan oleh seorang anak dalam sistem pendidikan
formal. Indikator ini mencerminkan harapan lama waktu
yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bersekolah, mulai
dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, berdasarkan
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Tabel 2.20
Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status
Sekolah Tiap Provinsi (Kota Blitar) Tahun 2024 /2025
Tingkat Sekolah Dasar

Jumlah Jumlah
Siswa Siswa
No Kecamatan (Sekolah (Sekolah Total
Negeri) Swasta)
L P L P
1 | Kec. Sukorejo 1 1 0 0 2
2 | Kec. Kepanjenkidul 1 0 0 1 2
3 | Kec. Sananwetan 1 0 1 0 2
Kota Blitar 3 /| 1 1 6

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia, 2024

Beberapa faktor yang menjadi adanya anak yang tidak
bersekolah antara lain:

a. Faktor ekonomi (keterbatasan biaya pendidikan,
kebutuhan membantu keluarga);

b. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya
pendidikan;

c. Jarak sekolah atau aksesibilitas yang kurang memadai;

d. Kondisi sosial seperti pernikahan dini atau anak bekerja;

e. Disabilitas / anak berkebutuhan khusus.

Komitmen dalam pengentasan ATS melalui program-
program strategis yang inklusif menjadi penentu guna
memastikan tidak ada satu pun anak Kota Blitar yang
tertinggal dari akses pendidikan yang layak dan bermutu.
Misalnya dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan
pelibatan masyarakat, menyediakan sistem monitoring
berbasis data terintegrasi serta penguatan kolaborasi lintas
sektor untuk menjangkau ATS di seluruh wilayah.

2.1.2.3.3.Angka Literasi/Numerasi
Informasi capaian literasi sekolah diperoleh dari salah
satu instrumen Asesmen Nasional, yaitu Asesmen
Kompetensi Minimum (AKM). Inti dari AKM adalah penilaian
berdasarkan literasi membaca dan numerasi. Dengan
mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional
mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada
pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis dan
sistematis. Adapun data capaian persentase satuan
Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum
pada asesmen nasional untuk literasi membaca dan

numerasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Angka Literasi dan Numerasi Kota Blitar
Tahun 2023-2024

Angka Literasi dan

No Indikator Jenjang Numerasi
2023 2024
1 | Literasi SD 71,94 70,33
SMP 84,03 85,77
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Angka Literasi dan

No Indikator Jenjang Numerasi
2023 2024
2 | Numerasi SD 54,19 59,00
SMP 71,07 71,24

Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2025

2.1.2.3.4.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi dikatakan sebagai kemampuan memahami,
menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi
dalam berbagai bentuk, merupakan pondasi untuk
kemajuan individu dan masyarakat. Untuk mengetahui
sejauh mana masyarakat suatu wilayah memiliki
kemampuan literasi yang memadai, dapat diukur dengan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM
dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat
literasi masyarakat dalam berbagai aspek mencakup
kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, literasi
informasi dan digital, literasi sosial dan budaya, serta
aksesibilitas.

Jika dilihat dari perhitungan IPLM, saat ini Kota Blitar
berada pada angka 47,43, mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya, dan menunjukkan tren meningkat
selama 3 (tiga) tahun terakhir. Meskipun menunjukkan
progres positif, tetapi masih diperlukan upaya untuk
meningkatkan akses, kualitas, dan kesadaran literasi di
seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk
mencapai tujuan tersebut.

® Kota Blitar

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2025
Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2022 - 2024

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pemerintah diharapkan dapat hadir secara proaktif dan
adaptif dalam memberikan solusi terhadap berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam situasi
yang terus berubah, terutama di era globalisasi dan
perkembangan teknologi yang pesat, peran pemerintah
menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa
kebijakan dan program yang diimplementasikan relevan dan
efektif.
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Perlindungan sosial yang adaptif merupakan langkah
penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh.
Sistem perlindungan sosial yang adaptif dirancang untuk
merespons secara cepat dan efektif terhadap berbagai
tekanan yang dialami masyarakat, utamanya bagi kelompok
masyarakat rentan.

2.1.2.4.1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program
perlindungan sosial yang ditujukan untuk pekerja di
Indonesia. Program ini bertujuan memberikan jaminan sosial
kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi
risiko ekonomi dan sosial, seperti kecelakaan kerja, penyakit,
hari tua atau kehilangan pekerjaan.
Data capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan 2022-2024 adalah secbagai berikut:
60%

50% i
3% 860 48,41%

40%

38,26%
30%

20%
10%

Oﬂf’ﬂ
2022 2023 2024
Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota
Bilitar, 2025
Gambar 2.30
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota
Blitar Tahun 2022 - 2024

Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja tertuang dalam indikator pembangunan
jangka panjang, yaitu pada tahun 2045 cakupan
kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja ditargetkan dapat
mencapai 100 % (persen). Oleh karena itu, pemerintah perlu
menyusun  strategi untuk  memperluas cakupan
perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Tujuannya adalah
agar lebih banyak pekerja yang terlindungi dari berbagai
risiko sosial dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2.1.2.5.1.Indeks Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan

ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi
kerukunan umat beragama. Adanya IKUB diharapkan dapat
membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat
membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan keagamaan di
masyarakat. Selain itu IKUB menjadi acuan bagi pemerintah
dalam terus meningkatkan kualitas kerukunan di Kota
Blitar.
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Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024
Gambar 2.31
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar 2020-2023

Berdasarkan data di atas, capaian IKUB Kota Blitar
menunjukkan tren kenaikan. Hal tersebut menggambarkan
bahwa meskipun pada tahun 2020 terdapat pesta demokrasi
pemilihan kepala daerah dan wabah Covid-19 yang bisa
berpengaruh juga terhadap kondisi kerukunan umat
beragama di Kota Blitar, namun IKUB Kota Blitar justru
mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menggambarkan
bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Kota Blitar
dapat terjaga dengan baik dan stabil meskipun harus
melewati beberapa tantangan di tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan IKUB ini juga didukung oleh Kinerja FKUB Kota
Blitar yang semakin harmonis dalam penataan peningkatan
moderasi beragama dengan membangun, memelihara, dan
memberdayakan kerukunan antar tokoh umat beragama.

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif
Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan
capaian pembangunan perlindungan anak. IPA menjadi
landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang
efektif dan efisien untuk menangani permasalahan
khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak
maupun perlindungan khusus anak.
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.32

Indeks Perlindungan Anak Kota Blitar Tahun 2021 - 2024
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Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Blitar
menunjukkan tren positif selama periode 2021-2024,
dengan peningkatan signifikan dari 64,53 pada 2021 menjadi
72,83 pada 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan
implementasi program perlindungan anak. Meskipun terjadi
sedikit penurunan pada 2023 menjadi 70,57, hal ini segera
direspons dengan perbaikan sehingga capaian 2024 kembali
naik ke angka tertinggi sebelumnya, yaitu 72,83.

Dalam upaya meningkatkan nilai IPA Kota Blitar, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kota Blitar melaksanakan upaya pencegahan
eksploitasi anak dengan memberikan edukasi dan
pendampingan kepada warga yang menghadapi masalah
keluarga, khususnya yang berpotensi memanfaatkan anak
untuk kegiatan yang merugikan perkembangan fisik
maupun mental mereka.

Meskipun terdapat fluktuasi dalam IPA, Pemerintah
Kota Blitar menunjukkan komitmen yang kuat dalam
meningkatkan perlindungan anak melalui berbagai program
dan inisiatif. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi
masyarakat, dan masyarakat luas diharapkan dapat terus
memperbaiki indikator perlindungan anak di masa
mendatang.

2.1.2.6.2.Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran
keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal
kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi
kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Capaian pembangunan
manusia Kota Blitar di bidang kesetaraan gender semakin
menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat diketahui dari
realisasi IPG Kota Blitar yang terus mengalami peningkatan
dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

97 5 97,49

97,49
97,46

97.36 97,37

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.33
Indeks Pembangunan Gender Kota Blitar, Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2020 — 2023

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Blitar
meningkat dari 97,36 pada tahun 2021 menjadi 97,49 pada
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tahun 2023. Angka ini jauh diatas provinsi dan nasional
pada tahun 2023 yang sebesar 92,15 dan 91,85. Tingginya
capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan
bahwa kesenjangan gender di Kota Blitar relatif kecil atau
dengan kata lain telah terjadi kesetaraan dalam
pembangunan antara laki - laki dan perempuan di Kota
Blitar. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal
kesejahteraan sosial ekonomi, akses pendidikan, layanan
kesehatan, dan partisipasi politik berada dalam tingkat yang
cukup setara.

2.1.2.6.3.Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator
yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender di
berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi
politik dan ekonomi. Semakin rendah nilai IKG, semakin
kecil ketimpangan gender yang ada di suatu daerah.
Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKG, semakin besar
ketimpangan gender yang ada. Realisasi Indeks Ketimpangan
Gender Kota Blitar tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat

dilihat pada gambar berikut.
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.34
Indeks Ketimpangan Gender Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024
sebesar 0,198, naik 0,010 poin dibandingkan tahun 2023
yang sebesar 0,188. Meningkatnya Indeks Ketimpangan
Gender (IKG) terutama dipengaruhi oleh meningkatnya gap
pada dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga
kerja. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi
oleh perbaikan indikator proporsi perempuan pernah kawin
usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama
berusia < 20 tahun (MHPK20) dari 0,155 pada tahun 2023
menjadi 0,154 pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Blitar mempunyai komitmen yang
kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan di Kota
Blitar. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi
landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan
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implementasi  kebijakan yang berkaitan  dengan
pengarusutamaan gender di wilayah Kota Blitar.

2.1.2.6.4.Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda dirumuskan untuk
memotret situasi pembangunan pemuda dalam disagregasi
data yang memadai, baik dari segi tema maupun wilayah
administrasi yang dicakup. IPP disusun berdasarkan tiga
lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang
lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan
penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan
diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui
tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari
pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda
sebagai objek dan subjek pembangunan. Dalam kerangka
penyusunan [PP, aspek-aspek pembangunan pemuda
tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan 15
(lima belas) indikator penyusunnya. Indeks Pembangunan
Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda
di 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi
dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Adapun
nilai domain Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar tahun

2024 berdasarkan masing-masing domain adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.22
Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kota Blitar,
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

No. Domain Kota | Jawa | Nasional
Blitar | Timur
1. Pendidikan 66,67 | 73,33 70,00
2. Kesehatan dan | 75,00 | 65,00 65,00 |
Kesejahteraan |
3. Lapangan dan | 66,67 | 50,00 45,00
Kesempatan Kerja |
4, Partisipasi dan | 43,33 | 43,33 43,33
Kepemimpinan |
5. Gender dan | 46,67 | 50,00 53,33
Diskriminasi
Indeks Pembangunan 59,67 | 56,33 95,33
Pemuda (IPP)

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, 2025
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Gender dan Diskriminasi
Partisipasi dan Kepamimpinan
Lapangan dan Kesempatan Kerja
Kesehatan dan Kesejahteraan
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Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, 2025
Gambar 2.35
Perbandingan Domain Indeks Pembangunan Pemuda
Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Blitar,
menunjukan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan
dengan capaian IPP sebesar 59,67 pada tahun 2024.
Berdasarkan skala pengukuran 1-100, nilai indeks ini
tergolong predikat sedang dan mencapai nilai yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan IPP Provinsi Jawa Timur dan
Nasional.

Nilai masing-masing domain IPP Kota Blitar secara
keseluruhan baik, akan tetapi pada domain pendidikan serta
gender dan diskriminasi lebih rendah jika dibandingakan
dengan provinsi dan nasional. Pada domain pendidikan, nilai
Kota Blitar lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi
dan nasional. Salah satu penyebabnya adalah masih
rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di
Kota Blitar. Sedangkan pada domain gender dan
diskriminasi, persentase pemuda yang sekolah menengah
perlu ditingkatkan karena baru mencapai 53,79% dari
jumlah keseluruhan pemuda pada usianya. Domain gender
dan diskriminasi dapat ditingkatkan capaiannya dengan
meningkatkan jumlah pemuda perempuan yang bekerja di
sektor formal. Hal ini sangat berkaitan dengan domain
pendidikan di Kota Blitar melalui peningkatan pendidikan
yang menyeluruh termasuk pendidikan lanjutan ke

perguruan tinggi.

Aspek Daya Saing Daerah
Daya Saing Sumber Daya Manusia

.1.Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan
indikator yang secara kasar dapat digunakan untuk melihat
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keadaan ekonomi suatu daerah. Rasio ketergantungan
menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk
produktif (kelompok umur 15-64 tahun) terhadap penduduk
tidak produktif (kelompok umur <15 tahun dan >65 tahun).
Angka Beban Ketergantungan yang semakin tinggi
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.23
Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No

! Tahun

Kelompok Umur 2024
1)

Muda

Produktif

Tua

penduduk usia
tidak produktif

ketergantungan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2025
Gambar 2.36
Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan grafik di atas, rasio ketergantungan di
Kota Blitar selama kurun waktu 2020 - 2024 mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan naik
menjadi 45,65 % (persen), kemudian turun pada tahun 2021
dan 2022 menjadi 40,17 % (persen). Pada tahun 2024, rasio
ketergantungan mengalami kenaikan menjadi 40,72 %
(persen). Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5
(lima) tahun setiap 100 penduduk wusia produktif
menanggung sekitar 40 sampai dengan 46 penduduk non
produktif. Angka rasio ketergantungan salah satunya
dipengaruhi oleh kondisi demografi Kota Blitar yang relatif
menunjukkan perkembangan positif.

2020 2021 2022 2023 (*semester
0-14 - Umur 25.114 | 37.594 | 32.448 34.716 | 33.155

15-64 -Umur | 80.691 | 110.037 | 113.121 | 112.808 | 114.086
65+ - Umur 11.701 10.613 | 12.989 12.257 | 13.298

Jumlah 36.815 | 48.207 | 45.437 46.973 | 46.453

Rasio 45,62 43,81 40,17 41,64 40,72
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Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio
ketergantungan terhadap usia produktif di Indonesia tercatat
sebesar 40,72 % (persen) pada tahun 2024. Ini berarti ada
sekitar 40-41 per 100 penduduk usia non-produktif di
Indonesia bergantung kepada mereka yang berusia
produktif.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
2.1.3.2.1.Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan (termasuk perdagangan besar dan
eceran serta reparasi kendaraan) merupakan tulang
punggung ekonomi Kota Blitar. Pada tahun 2023, sektor ini
menyumbang sekitar 25,03% terhadap PDRB lokal,
menjadikannya sektor terbesar dalam struktur ekonomi
daerah. Tren tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana
kontribusi sektor ini terkonsolidasi pada 24,69% dari total
PDRB. Pertumbuhan tahunan sektor perdagangan pun
sangat signifikan selama 2020-2024 menunjukkan lonjakan
pertumbuhan sekitar 24,7% di tahun 2024, tertinggi
dibandingkan sektor lainnya.

Dominasi sektor perdagangan didukung oleh aktivitas di
pasar tradisional dan modern, UMKM, serta pelayanan
reparasi kendaraan, yang mendapat dorongan dari berbagai
even ekonomi lokal seperti Ramadan Fest. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa penguatan sektor perdagangan tidak
hanya memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan
PDRB, tetapi juga menjadi penggerak utama dinamika
ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kota Blitar.

Secara singkat sektor perdagangan adalah motor utama
ekonomi Kota Blitar, menyumbang sekitar % dari total PDRB,
dengan pertumbuhan dua digit yang konsisten, memperkuat
ketahanan ekonomi lokal.
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.37
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

2.1.3.2.2.Rasio PDRB Industri Pengolahan
Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah proporsi atau
persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah
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dalam periode tertentu. Industri pengolahan mencakup
kegiatan mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi
barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai
tambah. Sektor ini sering dianggap sebagai tulang punggung
perekonomian karena kemampuannya  menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Rasio PDRB Industri
Pengolahan Kota Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
tersaji pada tabel berikut.

10.20%

10,10%
10,10% 10,02%
10.00% 9,91%
9,90% 9,85%
9,80% 9,75%
9,70%
9,60%
9 50%
2020 2021 2023 2024
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.38
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Blitar Tahun 2020 -
2024

Interpretasi dari tabel di atas menunjukan bahwa Rasio
PDRB Industri Pengolahan di Kota Blitar dalam 5 (lima)
tahun terakhir menunjukan rasio yang tinggi yang
mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan
memainkan peran penting dalam perekonomian di
perkotaan. Industri pengolahan dianggap sebagai sektor
yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
nilai tambabh.

Dengan memahami rasio PDRB industri pengolahan,
pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Blitar dapat
merancang strategi untuk memperkuat sektor industri dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2.3.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
adalah proporsi atau persentase kontribusi sektor akomodasi
(perhotelan) dan penyediaan makanan serta minuman
terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor ini merupakan
bagian dari sektor pariwisata dan perdagangan, yang
mencakup kegiatan seperti penyediaan penginapan (hotel,
villa, hostel), restoran, kafe, dan usaha kuliner lainnya.
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota
Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada tabel
berikut:
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6,00% 5,89%

5,80% 5,71%

2023

3,60% 5,48%

2022

5,40% 5,29%

2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.39
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Kota
Blitar Tahun 2020 - 2024

5,05%

5,00%
4.80%
4,60%

2020

5,20%

2024

Interpretasi dari tabel di atas menunjukan Rasio yang
tinggi mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan
minum memiliki peran penting dalam perekonomian Kota
Blitar sebagai kota tujuan destinasi pariwisata. Sampai
dengan tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Blitar menunjukkan peningkatan, utamanya dilihat dari data
tamu wisatawan asing. Hal ini menunjukkan bahwa Kota
Blitar semakin dikenal di kancah internasional sebagai salah
satu destinasi wisata bersejarah dan budaya yang menarik.

Peningkatan ini juga mencerminkan efektivitas promosi
pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik
melalui media digital, even pariwisata, maupun kerja sama
dengan pelaku industri pariwisata global. Selain itu,
peningkatan daya tarik wisatawan turut berkontribusi
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor
pariwisata yang berkelanjutan sekaligus menjadi peluang
strategis bagi Kota Blitar untuk meningkatkan investasi di
bidang pariwisata.

Tabel 2.24
Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi Makan
Minum dan Jumlah Wisatawan 2021 - 2024

N Urai Tahun
2 e 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Pertumbuhan bukan merupakan 0,5
investasi Indikator RPJMD
penyediaan 2016-2026
akomodasi makan
minum (persen)
2 | Jumlah tamu 8 29 238 499
wisatawan asing
(orang)

Sumber: Dinas Penamanan Modal dan PTSP Kota Blitar, 2025 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2025

Sektor akomodasi dan makan minum sangat sensitif
terhadap kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi
(seperti COVID-19), yang dapat memengaruhi kunjungan
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wisatawan dan aktivitas konsumsi. Dengan memahami rasio
PDRB akomodasi dan makan minum, pemerintah dan
pemangku kepentingan di Kota Blitar dapat merancang
strategi untuk mengembangkan pariwisata, meningkatkan
kualitas destinasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
berbasis konsumsi.

2.1.3.2.4.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sering disebut
sebagai TPAK, merupakan parameter yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana angkatan kerja berkontribusi
terhadap jumlah penduduk usia sepuluh tahun ke atas
dalam suatu wilayah. TPAK adalah indikator yang berguna
untuk menganalisis ketersediaan tenaga Kerja dalam suatu
daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin baik kondisi
ketenagakerjaan wilayah tersebut. Semakin tinggi TPAK
berarti semakin banyak tenaga kerja yang siap berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Selama periode 2020-2022, TPAK di Kota Blitar
mengalami penurunan yang berkelanjutan setiap tahun,
namun pada tahun 2023 nilai TPAK mengalami kenaikan
dari 67,78 menjadi 72,26 % (persen). Tahun 2024 mengalami
penurunan 70,24. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga
kerja yang disebabkan salah satunya migrasi tenaga kerja
dari wilayah lain. Pemerintah Kota Blitar perlu
mengantisipasi dengan memastikan penduduk usia kerja
memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.

100

72,26
75 69,53 69,96 67.78 70,44
& o — — g

50
25
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2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024
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Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024

No. Indikator Tahun

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. | Tingkat 79,19 (81,32 | 79,79 | 80,91 | 82,02
Partisipasi
Angkatan
Kerja Laki-Laki

2. | Tingkat 60,24 | 59,04 | 56,23 | 63,87 | 59,23
Partisipasi
Angkatan
Kerja

Perempuan

3. | Tingkat 69,53 | 69,96 | 67,78 | 72,26 | 70,44
Partisipasi
Angkatan
Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2.5.Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal

Proporsi tenaga kerja yang terserap dalam sektor formal
di Kota Blitar menunjukkan perkembangan yang positif dari
tahun 2020 - 2023. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak
38,08 % (persen) dari total penduduk yang bekerja, berstatus
formal, sisanya 61,92 % (persen) bekerja di sektor informal.
Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun
2023 (38,80 % (persen)).

Meski mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor
informal, tren menuju peningkatan ketenagakerjaan formal
ini mencerminkan perbaikan regulasi, peningkatan akses
terhadap pekerjaan resmi, dan keberhasilan program
pengembangan industri lokal. Dengan demikian, penyerapan
tenaga kerja formal di Kota Blitar semakin tumbuh sebagai
fondasi penting dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja
dan stabilitas ekonomi daerah.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.41

Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Tahun
2020- 2024
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2.1.3.2.6.Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah ([ID) merupakan sistem
pengukuran dan penilaian terhadap penerapan
pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian
inovasi daerah adalah proses penilaian terhadap semua
bentuk inovasi daerah menggunakan indikator Indeks
Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan
dokumen yang memberikan informasi dan data terkait
pelaksanaan inovasi daerah yang telah berhasil
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua)
tahun. Capaian [ID Kota Blitar Tahun 2021 sampai tahun
2024 adalah sebagai berikut.

20

— 56,88
60 »
— - 20,83 48,04
= e
—®
40
20
0
2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam
Negeri, 2025
Gambar 2.42
Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2024
Strategi untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah Kota

Blitar:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk
menciptakan tenaga kerja yang inovatif;

2. Membangun fasilitas pendukung inovasi, seperti
inkubator bisnis dan pusat teknologi digital;

3. Kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi dan
masyarakat melalui pelaksanaan lomba inovasi;

4. Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)
yang kuat untuk mendorong inovasi, seperti sosialisasi
HKI.

2.1.3.2.7. ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) adalah indikator
ekonomi yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi
dalam menghasilkan output (produk domestik bruto/PDB).
ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi
(modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan
satu unit output. Semakin rendah nilai ICOR, semakin
efisien perekonomian suatu wilayah dalam menggunakan
modal wuntuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah dan analis ekonomi menggunakan ICOR untuk
mengevaluasi seberapa efektif program pembangunan dan
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investasi. ICOR juga sering dipakai dalam perencanaan
ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pada tahun 2024, angka ICOR sebesar 3,51, dan
tergolong cukup efisien. Artinya, dengan setiap peningkatan
investasi sebesar 3,51 % (persen) dari PDB, ekonomi mampu
tumbuh sebesar 1 persen. Semakin kecil angka ICOR,
semakin efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.

2.1.3.2.8.Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menjadi salah
satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana
masyarakat telah terhubung dengan layanan keuangan
formal, baik melalui perbankan, koperasi, maupun lembaga
keuangan non-bank. Pemerintah daerah bersama OJK dan
instansi terkait terus berupaya mendorong peningkatan
indeks ini melalui berbagai program, seperti perluasan
literasi keuangan di tingkat sekolah dan komunitas, fasilitasi
akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta penguatan
ekosistem pembayaran digital yang mudah dijangkau
masyarakat. Pencapaian IKAD yang lebih tinggi diharapkan
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,
mengurangi kesenjangan akses permodalan, serta
membangun fondasi keuangan masyarakat yang lebih
inklusif dan berkelanjutan di Kota Blitar.

Tabel 2.26
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Blitar
Tahun 2022 - 2024

: Tahun
2 Anasar 2022 | 2023 | 2024
1. | Indeks Akses Keuangan 6,66 6,17 6,46
Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025

Jika dilihat perkembangannya selama tahun 2022-
2024, IKAD Kota Blitar menunjukkan angka fluktuatif.
Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam akses
masyarakat terhadap layanan keuangan, yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor seperti tingkat literasi keuangan,
penetrasi layanan digital, dukungan pembiayaan bagi
UMKM, serta kebijakan pemerintah daerah. Meskipun belum
menunjukkan tren kenaikan yang stabil, capaian tahun
2024 memberikan sinyal positif bahwa upaya perluasan
inklusi keuangan mulai menunjukkan hasil, sehingga ke
depan perlu diperkuat melalui strategi kolaboratif antara
pemerintah, OJK, dan lembaga jasa keuangan untuk
menjaga konsistensi peningkatan IKAD.

2.1.3.2.9.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah
(RIPJPID) Kota Blitar 2025 - 2029

RIPJPID Kota Blitar dilakukan dalam kurun waktu lima

tahun (2025-5029) dengan tema besar “Riset dan Inovasi

untuk mewujudkan Kota Blitar yang Maju, Sehat dan

Sejahtera menuju Kota Masa Depan”. Melalui penyusunan

RIPJPID diharapkan dapat menjadi pondasi bagi sinergi
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antar sektor, mendorong kolaborasi multi-disiplin dan
memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki
arah yang jelas dan terukur, sesuai dengan visi dan misi
pembangunan daerah. Melalui RIPJPID, daerah diharapkan
tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai
penggerak utama dalam menciptakan inovasi yang
berdampak Iuas dan membawa manfaat nyata bagi
kesejahteraan masyarakat.

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada
kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Blitar.
Strategi ini selaras dengan analisis kesenjangan ekosistem
riset dan inovasi daerah. Strategi ini memperkuat serta
mengidentifikasi kebutuhan agar ekosistem riset dan inovasi
daerah menjadi lebih baik. Secara lengkap, strategi riset dan
inovasi IPTEK daerah Kota Blitar dijelaskan sebagai berikut :
a. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset

dan Inovasi di daerah

Tabel 2.27

Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur
Riset dan Inovasi di daerah

No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
1. | Reformasi Belum adanya | Penyusunan dan
Kebijakan kebijakan Penerbitan Rencana
IPTEK Daerah | reformasi Induk dan Peta Jalan
kebijakan yang | Pemajuan IPTEK
progresif. Daerah 2025 - 2029,
2. | Pengembangan | Fasilitas fisik | 1. Penyediaan
Infrastruktur | dan dan/atau
dasar IPTEK laboratorium peningkatan
riset yang fasilitas riset dan
belum tersebar inovasi yang
merata dan mendukung
belum pengembangan
mendukung riset dan inovasi
kebutuhan daerah dan Produk
inovasi. Unggulan Daerah

(PUD).

2. Pembangunan
Pusat — pusat riset
studi

3. Penataan

Belum adanya

Penyediaan dan/atau

Basis Data | sistem peningkatan  Sistem

IPTEK informasi data | Informasi data riset
riset yang | dan  inovasi yang
terstandar dan | terintegrasi dan dapat
mudah diakses public yang
diakses. berbasis pada data

eksisting.
4. | Peningkatan Belum 1. Penyediaan

Perlindungan | optimalnya laboratorium

dan sistem dan/atau studio

Pemanfaatan perlindungan hak kekayaan

Kekayaan hak cipta dan intelektual di

Intelektual paten hasil daerah dengan
inovasi lokal. memanfaatkan

N infrastruktur yang

S
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No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan

ada di BAPPERIDA
atau fasilitas
kelitbangan
lainnya.

2. Pengajuan produk
kelitbangan yang
belum mendapat
HAKI.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025

b. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya
Dukung Riset dan Inovasi di Daerah
Tabel 2.28
Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya
Dukung Riset dan Inovasi di Daerah

No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
1 Kolaborasi Belum 1. Pemetaan
Antar terbangunnya keunggulan dan
Pemangku kolaborasi potensi kolaborasi
Kepentingan. | antar pihak riset dan inovasi
secara sesuai dengan
sistematis, permasalahan
minimnya daerah dan produk
forum integratif unggulan daerah.
riset. 2. Skema/jaminan
benefit untuk
lembaga pelaku
riset yang

berkolaborasi.

3. Penguatan fungsi
kelembagaan
BRIDA Kota
sebagai orkestrator
riset dan inovasi
(fungsi assessment
terhadap kegiatan
riset dan inovasi
OPD).

4. Penguatan
kolaborasi BRIDA
Kota dengan
perguruan tinggi
maupun
perusahaan/bisnis.

5. Evaluasi terhadap
efektifitas dan
dampak kolaborasi

yang sudah
dilaksanakan.

2 Penyediaan Sarana riset | 1. Pengembangan
Sarana belum  sesuai sistem informasi
Pendukung | kebutuhan dan terintegrasi hasil
Riset dan | tidak tersebar riset dan inovasi
Inovasi merata  antar yang mudah

lembaga.
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No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
IPTEK di diakses
Daerah Masyarakat.

2. Peningkatan
fasilitasi akses
terhadap perangkat
lunak
(software/ aplikasi)
untuk analisis riset
dan inovasi.

3. Perpustakaan
digital, Co-working
space dan pusat
pelayanan analisis
data.

3 Kelembagaan
dan SDM.

Minimnya dana
inkubasi, belum
ada model
pelatihan  dan
pembinaan
berkelanjutan
berbasis
kebutuhan
UMKM.

Peningkatan dukungan
pendanaan awal untuk
inovator, dan program
pembinaan pasca
produksi yang aplikatif
hingga pemasaran.

J

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025
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c. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 2.29
Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
1 Penerapan Rendahnya 1. Optimalisasi
dan infrastruktur pemanfaatan media
Penyebaran | komunikasi dan sosial dan media
Inovasi. kurangnya Massa.
dukungan . Pelibatan public
program untuk figure dalam difusi
penyebaran hasil riset dan

hasil inovasi.

inovasi.

2 Pemanfaatan
Hasil Riset.

Belum tersedia
mekanisme
insentif
pemanfaatan
hasil riset oleh
stakeholder
lokal.

. Publikasi terbuka

diseminasi hasil
riset dan inovasi
melalui SIDa Kota
Blitar sehingga
dapat diakses
secara luas oleh
perangkat daerah
dan Masyarakat

. Peningkatan

implementasi hasil
riset dan inovasi
melalui evaluasi
dan monitoring
penggunaan hasil
riset dan inovasi
oleh perangkat
daerah.

3 Kemitraan
dengan
Stakeholder.

Belum ada
struktur
kelembagaan
khusus yang
mengelola dan
memfasilitasi
kemitraan riset
secara
profesional.

. Jaminan

. Evaluasi kemitraan

yang sudah terjalin
dan dampaknya.

. Pemetaan potensi

kebutuhan
riset dan inovasi
dalam rangka
pengembangan
jejaring kerjasama
riset dan inovasi
antar stakeholder
(pentahelix).

dan

. Pemetaan potensi

kebutuhan
kemitraan
diinisiasi
badan
(BUMD,
untuk
pengembangan
sektor unggulan
daerah.

yang
oleh
usaha
Swasta)

benefit
untuk mitra riset
dan inovasi.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025
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d. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 2.30
Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah
No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan

1 Promosi dan | Kurangnya Optimalisasi
Kampanye promosi kreatif | pemanfaatan media
riset dan | dan digital dan media
Inovasi daerah | komunikasi Massa.

publik yang
menjangkau
seluruh lapisan
masyarakat

2 Apresiasi Ketiadaan . Peningkatan
Prestasi riset | sistem apresiasi  untuk
dan Inovasi | apresiasi yang para periset dan
daerah sistematis dan inventor;

terukur . Fasilitasi
terhadap keberlanjutan
pelaku inovasi inovasi.

3 Pengembangan | Minimnya . Optimalisasi
Perusahaan inkubasi dan fungsi inkubator
Pemula pembinaan bisnis;
berbasis riset | bagi startup | 2. Peningkatan

berbasis riset peran dalam
secara formal pengembangan
inkubator bisnis;

. Peningkatan
peran stakeholder
non pemerintah
dalam penyediaan
inkubasi bisnis.

4 Pencatatan Belum ada | 1. Peningkatan
dan sistem yang kepedulian
Perlindungan | menjamin tentang KI kepada
Pengetahuan perlindungan masyarakat;

dan . Inventarisasi dan

pengembangan penyusunan basis

berkelanjutan data KI

terhadap (pengetahuan dan

pengetahuan teknologi)

lokal masyarakat
terintegrasi;

. Penguatan
kolaborasi
fasilitasi

pengembangan KI
(pengetahuan dan
teknologi)
Masyarakat;

. Peningkatan

kolaborasi pusat
inovasi dan sentra
KI dalam upaya
inventarisasi dan
fasilitasi
perlindungan
kekayaan
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No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
intelektual
Masyarakat.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025

e. Strategi penguatan keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 2.31
Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi
Daerah
No Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan

1 | Pengembangan | Kegiatan riset | Penetapan roadmap
Riset dan | belum riset dan inovasi
Inovasi diprioritaskan yang disusun

secara partisipatif,
sistematis; peningkatan forum
minim diskusi dan edukasi
sosialisasi dan | masyarakat, serta
pemetaan penambahan
kebutuhan anggaran dan
nyata keberpihakan pada
masyarakat masyarakat.

2 | Pengembangan | Belum ada | 1. Analisis dan
Klaster Inovasi | struktur klaster pemetaan
berbasis produk | inovasi formal produk unggulan
unggulan dan daerah sebagai
daerah kelembagaan arah kebijakan

pendukung pengembangan
yang kuat ekonomi daerah.

2. Inisiasi dan
pengembangan
riset dan inovasi
dengan
menindak lanjuti
analisis dan peta
produk unggulan
daerah.

3. Inisiasi klaster
inovasi berbasis
produk unggulan
daerah.

3 Keselarasan Keselarasan 1. Mengkomunikasi
implementasi kebijakan masih kan kebutuhan
Kebijakan perlu arah kebijakan
antara ditingkatkan riset dan inovasi
pemerintah dan diperkuat pusat dan
pusat dan daerah melalui
daerah berbagai

saluran.

2. Antisipasi dan
sinkronisasi
kebijakan
pemerintah
pusat yang
berdampak pada
daerah.




S

No Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
4 | Kendala Utama | Tidak tersedia | Pembentukan
Riset dukungan lembaga khusus
regulasi  atau | seperti Klinik IKM,
kebijakan dukungan
pendampingan | pemerintah yang
berkelanjutan kuat, penyamaan
untuk hasil riset | persepsi antar
elemen, dan
penguatan regulasi
yvang mendukung
riset.

5 | Tantangan Keterbatasan Pemetaan  klaster
Membangun akses dan | pengembangan
Klaster Inovasi | partisipasi inovasi produk

masyarakat unggulan daerah.
serta belum

adanya peta

jalan inovasi

lokal

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025

f. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan
perkembangan Global

Tabel 2.32

Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan
Perkembangan Global

No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
1 Relevansi Isu | Kurangnya Pemetaan tema dan
Internasional | respons kebijakan | penerbitan riset
lokal terhadap isu | sesuai dengan isu
global yang | global seperti
berdampak perubahan  iklim,
langsung energi terbarukan
yang perlu menjadi
prioritas riset
inovasi daerah.

2 Penguatan Belum ada | Melalui Pemetaan
Kerjasama kerangka potensi kerjasama
Internasional | kelembagaan dan | internasional dan

pendanaan untuk | Inisiasi penjajakan
mendukung kerjasama riset
kerjasama internasional
internasional kolaborasi BRIN
dan perguruan

3 Dampak Minimnya Optimalisasi
Kerjasama kolaborasi kolaborasi lintas
Internasional | strategis dengan | sektor termasuk

lembaga global | transfer  teknologi
dan akses pada | dan investasi asing
sumber daya | dalam inovasi
teknologi daerah.

4 Arah Tidak tersedianya | Penyusunan
Penyesuaian | roadmap Rencana Aksi
Global globalisasi inovasi | penyelarasan
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No. Aspek Analisis Strategi
Kesenjangan
daerah serta | dengan tren global
kurangnya melalui forum
kapasitas SDM | diskusi, pelatihan
dalam menjawab | SDM, sosialisasi
tantangan global. | dan skema
kemitraan global
yang konkret.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar,2025

2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.3.1%.

2.1.3.3.2.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan
komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang mencerminkan besarnya investasi fisik yang
dilakukan dalam satu wilayah, seperti pembangunan
infrastruktur, pembelian mesin, peralatan dan
pembangunan gedung. Sebagai persentase terhadap PDRB,
PMTB menunjukkan seberapa besar porsi pertumbuhan
ekonomi yang berasal dari kegiatan investasi tetap. Di Kota
Blitar, proporsi PMTB terhadap PDRB menjadi indikator
utama dalam menilai dinamika investasi daerah dan
kapasitas produktif jangka panjang. Nilai persentase yang
tinggi menandakan bahwa wilayah tersebut sedang aktif
dalam kegiatan investasi produktif yang dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebaliknya, jika nilai
PMTB rendah, hal ini mengindikasikan perlunya dorongan
kebijakan untuk meningkatkan investasi sektor produktif
guna memperkuat fondasi ekonomi lokal. Oleh karena itu,
memantau tren PMTB sebagai persentase PDRB sangat

penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang
efektif dan inklusif.

20,2 20,08
20
: 19,75
19,8
19,6 19,5 it
19,4 19,24
19,2 ~e
19
18,8
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.43
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

Ekspor Barang dan Jasa
Kota Blitar mulai aktif menembus pasar internasional
dengan ekspor produk unggulan UMKM. Pada Januari 2025,
dua kontainer kendang djimbe maupun cherry blossom
berhasil dikirim ke China sekitar 5.000 unit, dan kini bahkan
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mencapai 4-5 kontainer per bulan. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setempat bersama pelaku UMKM dan HIPMI
secara aktif membina pelaku usaha untuk meningkatkan
kualitas dan volume produksi agar mencapai standar global.
Selain itu, berbagai komoditas lokal seperti kerajinan batok,
batik, belimbing, ikan koi, kopi green bean, cokelat cair dan
furnitur telah memiliki potensi ekspor.

]
2020 2021 2022 2023 2024

” 4,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.44
Ekspor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Return On Asset (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) merupakan indikator keuangan
yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan
laba dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai
ROA, semakin baik kemampuan BUMD dalam mengelola
asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Di Kota Blitar, ROA BUMD menjadi salah satu
parameter penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan
dan operasional perusahaan daerah. ROA yang positif dan
stabil mencerminkan efektivitas manajemen dalam
mengoptimalkan aset perusahaan untuk menciptakan nilai
ekonomi bagi daerah. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah
atau negatif dapat mengindikasikan penggunaan aset yang
kurang produktif atau efisiensi operasional yang perlu
ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
melakukan pemantauan berkala terhadap ROA serta
mendorong perbaikan tata kelola dan inovasi bisnis di
lingkungan BUMD agar kinerja keuangan lebih sehat dan
berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Blitar memiliki 2 BUMD yang masih beroperasi,
yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan
Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Blitar (Bank Kota
Blitar). Kedua BUMD perlu dikelola secara profesional,
efisien, agar dapat menghasilkan laba tinggi sehingga
berpeluang menyumbang dividen ke Pendapatan Asli Daerah
(PAD). ROA juga menjadi indikator bagi pemerintah daerah
untuk menilai apakah perlu meningkatkan meodal,
melakukan pengawasan ketat, atau bahkan melakukan
privatisasi.
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Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025
Gambar 2.45
Return On Asset (ROA) BUMD Kota Blitar Tahun 2020 -
2022

2.1.3.3.4. Perkembangan Koperasi

Melihat roda perputaran perekonomian di Kota Blitar
selama kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak dapat
dipungkiri bahwa peran koperasi dan Usaha Mikro di Kota
Blitar cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Di
samping perannya bagi penggerak perekonomian daerah,
koperasi dan usaha mikro juga terbukti merupakan pelaku
usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah
cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung seperti
pandemi covid-19 saat ini, selain koperasi dan usaha mikro
juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor
tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Perkembangan koperasi di Kota Blitar menunjukkan
tren positif seiring komitmen kuat pemerintah daerah serta
berbagai inovasi strategis. Sampai dengan tahun 2025,
koperasi di Kota Blitar tercatat sebanyak 283 koperasi
dengan rincian 9 koperasi Syariah dan 274 koperasi Non
Syariah. Dari total tersebut, 104 di antaranya dinyatakan
aktif dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan RAT)
setiap tahunnya.

Data koperasi aktif di Kota Blitar disajikan pada tabel

berikut.
Tabel 2.33
Daftar Koperasi Aktif di Kota Blitar Tahun 2025
No. Nama Koperasi Keterangan

1 | KOPERASI WANITA "PUTERI GELORA" Aktif

2 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesai "MEKAR" SMEA NEGERI BLITAR

3 | KOPERASI KONSUMEN (KPRI) MERAH Aktif
DELIMA FORSMA

4 | KOPERASI KONSUMEN "KPRI STM Aktif
NEGERI BLITAR"

5 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "MEKAR MULIA" SMP Negeri 4
Blitar

6 | KOPERASI "WANITA MELATI ARUM Aktif
WANGI"
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No. Nama Koperasi Keterangan
7 | KOPERASI WANITA "ARGA DEWI MANDIRI" Aktif
8 | Koperasi Aneka Usaha Cipta Karya Aktif
Kotamadya Blitar

9 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "BINA USAHA Aktif
MANDIRI"

10 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SUBUR" SMP NEGERI 3 BLITAR
11 | Koperasi Serba Usaha "AL FAIDA" Aktif
12 | KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "YASMIN" Aktif
13 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "GATI" SMP NEGERI 9 BLITAR

14 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "BHAKTI PRAJA" PEMDA KODYA
BLITAR

15 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SEKAR SARI" SMP NEGERI 5
BLITAR

16 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia KPPDK LPA BLITAR

17 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "CENTRA Aktif
DANA ABADI"

18 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SWAKERTA RAHARJA" KANTOR
DEP. KOPERASI KODYA Blitar

19 | Koperasi Serba Usaha "BAROKAH" Aktif

20 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SEJAHTERA" SMP 2 Blitar

21 | KOPERASI SERBA USAHA "ARTHA KRIDHA Aktif
USAHA"

22 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "USAKO" PERTANAHAN KODYA
BLITAR

23 | PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RESOR Aktif
KOTA BLITAR

24 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SERBA GUNA" SMA NEGERI 2
BLITAR

25 | KOPERASI KONSUMEN ABDI PRAJA Aktif
SEJAHTERA

26 | KOPERASI WANITA "DEWI KUNTHI" Aktif

27 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "HUSADA" BLITAR

28 | KOPERASI WANITA "SRI REJEKI" Aktif

29 | KOPERASI WANITA "SRIKANDI" Aktif

30 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif

Indonesia "SEJAHTERA" KANTOR DEP.
AGAMA KODYA BLITAR
31 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "SUPRIADI" SMP NEGERI 7
BLITAR
32 | KOPERASI WANITA "BELIMBING" Aktif
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No. Nama Koperasi Keterangan

33 | Koperasi Guru dan Karyawan STM Islam Aktif
Blitar

34 | KOPERASI PRODUSEN ASUMI OEKIL Aktif
MANDIRI

35 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "PEMBANGUNAN" SMP NEGERI
1 BLITAR

36 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "TEGAS" BLITAR

37 | Primer Koperasi Pegawi Republik Indonesia Aktif
"WIJAYA KUSUMA" Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kotamadya Blitar

38 | Koperasi Simpan Pinjam "KARYA BHAKTI" Aktif

39 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "MAKMUR" SMP Negeri 6 Blitar

40 | Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Kota Aktif
Blitar

41 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "HANGUDI MAKMUR" SMP
NEGERI 8 BLITAR

42 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "ARTA KARYA" BLITAR

43 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "BINA SEJAHTERA" Blitar

44 | Koperasi Serba Usaha Pegawai PT. Bank Aktif
Negara Indonesia (Persero) Thk.
"SWADHARMA"

45 | Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Aktif

46 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "MANFAAT MAN" Blitar

47 | KOPERASI PONDOK PESANTREN "NURUL Aktif
ULUM"

48 | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Aktif
"Sejahtera"

49 | Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar Aktif
"SUBUR"

50 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "PATRIA UTAMA KARYA"

51 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia KPPDK PENGADILAN NEGERI
BLITAR

52 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH "AR-ROHMAH
SEJAHTERA ABADI"

53 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "LESTARI" SMA NEGERI 1
BLITAR

54 | PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar Aktif

55 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "EKA YOGA Aktif

PRATAMA"
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No. Nama Koperasi Keterangan
56 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "MINA SATWA TANI" Blitar
57 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "ABADI JAYA Aktif
MULYA"
58 | KOPERASI WANITA "KARTINI" Aktif
59 | Koperasi Serba Usaha Hillsi Aktif
60 | PRIMKOPPABRI Kab/Kodya Blitar Aktif
61 | KOPERASI WANITA "WENTAR" Aktif
62 | Koperasi Serba Usaha "SYARI'AH Aktif
MUHAMMADIYAH BLITAR"
63 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH "NURUL RIZQU
NISA"
64 | KOPERASI WANITA "TURI" Aktif
65 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA MITRA Aktif
SENTOSA"
66 | KOPERASI BINA USAHA EKONOMI Aktif
KELUARGA AISYIYAH AS SAKINAH
67 | Koperasi Pondok Pesantren Bustanul Aktif
Mutaallimat
68 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH RIADHOTUT
THOLIBAT CABEAN SEJAHTERA"
69 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "PATRIA HUSADA" Dinas
Kesehatan Kotamadya Blitar
70 | Koperasi Serba Usaha "TRI GUNA BHAKTI" Aktif
71 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "PASANG" Kejaksaan Negeri
Blitar
72 | Primer Koperasi Kartika Merak 08 Aktif
73 | PRIMER KOPERASI KARTIKA BADAK Aktif
HITAM
74 | KOPERASI WANITA "MEKAR JAYA" Aktif
75 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia "PERINDAG-97" KANTOR DEP.
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTAMADYA BLITAR
76 | Koperasi Mitra Usaha "WAHANA PATRIA" Aktif
Kotamadya Blitar
77 | KOPERASI WANITA "PERTIWT" Aktif
78 | Koperasi Karyawan MAYANGKARA ARTHA Aktif
79 | Koperasi Serba Usaha "TAMAN HANGUDI Aktif
JAYA" Kota Blitar
80 | Koperasi Serba Usaha "BERGAS" Aktif
81 | Koperasi Simpan Pinjam Setia Bhakti Aktif
82 | KOPERASI KONSUMEN (KSU) "SURYA Aktif
PATRIA JAYA"
83 | KOPERASI WANITA "RAYUNG WULAN" Aktif
84 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "ADHI ARTHA Aktif

JAYA"
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No. Nama Koperasi Keterangan

85 | Koperasi Simpan Pinjam Mulyo Agung Aktif

86 | Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mulya Jaya Aktif

87 | KOPERASI SIMPAN PINJAM "ARTHA Aktif
AGUNG ABADI"

88 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH NUR CHOIRUNISA
SEJAHTERA

89 | KOPERASI WANITA "KARYA MANDIRI" Aktif

90 | Primer Koperasi Pegawai Republik Aktif
Indonesia KPPDK LAPAS BLITAR

91 | KOPERASI WANITA "PUTRI PATRIA" Aktif

92 | KOPERASI SERBA USAHA "SRI REJEKI" Aktif

93 | Koperasi Serba Usaha PURNABHAKTI Aktif
TELKOM

94 | Koperasi Karyawan "PAGUYUPAN" Aktif

95 | Koperasi PEGAWAI KANTOR CABANG Aktif
TELEKOMUNIKASI Blitar

96 | KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) "MITRA Aktif
ARTA"

97 | Koperasi Unit Desa "BINA TARUNA Aktif
MANDIRI

98 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH DARUL MUTTAQIN
KAUMAN

99 | Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Aktif
Kotamadya Blitar

100 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN Aktif
PEMBIAYAAN SYARIAH NUR ROHMAH
SEJAHTERA

101 | Koperasi Serba Usaha "TOBA SEJAHTERA" Aktif

102 | Koperasi Simpan Pinjam Katalisma Aktif

103 | Koperasi Serba Usaha "GAMMA USAHA" Aktif
Kotamadya Blitar

104 | KOPERASI BERDIKARI SUKSES MANDIRI Aktif
INDONESIA

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar,
2025

Memasuki tahun 2025, implementasi Instruksi Presiden
terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah
satu fokus Pemerintah Kota Blitar. Sebanyak 21 koperasi di
tiap kelurahan dibentuk guna memperkuat produktivitas,
ketahanan pangan, serta daya saing UMKM lokal. Secara
keseluruhan, Kota Blitar mempertahankan arah kebijakan
progresif dalam pengembangan koperasi, dari pemberdayaan
UMKM dan modernisasi sistem hingga kolaborasi akademik
dan percepatan pembentukan koperasi kelurahan. Namun,
perhatian serius juga diperlukan terhadap kesehatan
administratif dan keberlanjutan operasional koperasi agar
lebih banyak koperasi yang aktif, legal dan berdampak
ekonomi nyata bagi masyarakat.
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Dalam hal pengembangan usaha mikro, Pemerintah
Kota Blitar secara aktif memperkuat ekosistem usaha mikro
melalui  sejumlah program strategis. Dalam praktek
lapangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan
pendampingan manajerial sejak tahun 2025, yang berfokus
pada manajemen keuangan, strategi pemasaran digital dan
persiapan memasuki pasar global. Program ini dibarengi
akses permodalan dan fasilitasi perizinan untuk memastikan
UMKM lebih siap bersaing di pasar nasional maupun
internasional.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah usaha mikro yang
dibina sejumlah 2380 orang berdasarkan data Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
Pembinaan ini termasuk pemberian dukungan fasilitasi
pemasaran produk usaha. Dari jumlah tersebut, 1767 usaha
telah memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Sedangkan
data usaha mikro yang naik kelas adalah sejumlah 275,
menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya
pembinaan usaha mikro di Kota Blitar.

Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan
urusan koperasi dan usaha mikro pada tahun 2024.

Tabel 2.34
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Perkembangan
Usaha Mikro Tahun 2024

No Indikator 2024

1 Pertumbuhan Volume Usaha 18,8
Koperasi

2 | Usaha Mikro yang 9,28
Bertransformasi dari Informal
ke Formal

3 Pertumbuhan Wirausaha 4,2

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota

Blitar, 2025

2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi
2.1.3.4.1.Indeks Infrastruktur Daerah
Indeks Infrastruktur Daerah adalah indikator untuk
mengukur kinerja kualitas infrastruktur daerah yang terdiri
dari indeks infrastruktur pekerjaan umum dan Level of
Service (LoS). Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
merupakan ukuran kinerja infrastruktur pekerjaan umum
yang meliputi infrastruktur bina marga (jaringan jalan,
jembatan dan trotoar), infrastruktur sumber daya air
(jaringan irigasi dan sumber mata air), dan infrastruktur
cipta karya (sarana sanitasi, air minum, gedung pemerintah
dan jaringan drainase). Indeks Infrastruktur Pekerjaan
Umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020
sebesar 85,08 dan di tahun 2024 sebesar 90,46. Layanan
perhubungan yang diukur dengan LoS juga mengalami
kenaikan dari tahun 2020 dengan 0,4778 (C) menjadi 0,283
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(B) di tahun 2024. Di mana semakin kecil nialinya maka
kinerja layanan perhubungan semakin baik.

Tabel 2.3

5

Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 - 2024

No Im.:hka‘tor 2020 | 2021 2022 2023 2024
Kinerja
1 Indeks 59,62 | 62,23 61,10 61,69 63,41
Infrastruktur
Daerah
1.1.| Indeks 85,08 | 88,69 87,08 88,02 90,46
Infrastruktur
Pekerjaan
Umum
1.2.| Level Of i) C c B B
Service v/c v/c v/c v/c v/c
rasio rasio rasio rasio rasio
0,4778 | 0,4778 | 0,4778 0,2595 0,283

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan
Kota Blitar, 2025

Selain kinerja tersebut, kualitas infrastruktur di Kota
Blitar juga ditandai oleh penyelenggaraan jalan yang relatif
baik dengan tingkat kemantapan jalan kota yang tinggi,
meskipun masih terdapat beberapa ruas yang memerlukan
perbaikan dan pemeliharaan rutin. Pemerintah Kota Blitar
secara bertahap melakukan rehabilitasi dan peningkatan
kualitas jalan, termasuk pembangunan saluran drainase
pendukung untuk mengurangi genangan air saat musim
hujan. Upaya ini juga dibarengi dengan pengaturan lalu
lintas dan perbaikan sarana penunjang seperti rambu,
marka jalan, serta penerangan jalan umum guna
meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna
jalan.

Kondisi jalan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bisa

dilihat pada tabel berikut;
Tabel 2.36
Kondisi Jalan Tahun 2020 - 2024

No | Kondisi 2020 2021 2022 2023 2024

Jalan km % km % km % km % km %
1 | Baik 204,949 | 77,6 | 190,454 | 72,2 | 156,212 | 59,2 | 228,637 | 91,0 | 113,2 | 45,06
2 | Sedang | 55,595 | 21,1 | 64,463 | 24,4 | 102,015 | 38,6 | 17,623 | 7,0 | 118,89 | 47,30
3 | Rusak 3,423 1,3 | 9,050 | 3,4 | 5740 | 2,2 | 5040 | 2,0 | 19,21 | 7,64

Total 263,967 | 100 | 263,967 | 100 | 263,967 | 100 | 251,300 | 100 | 251,03 | 100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Tabel 2.37
Kondisi Kemantapan Jalan
Tahun 2020 - 2024

N Kondisi Tahun

© ondis 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Kemantapan 98,7| 96,6| 97,8 98,0| 92,47
Jalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, 2025

Perubahan panjang jalan disebabkan ada perubahan
Surat Keputusan Walikota Blitar tahun 2017 dari 263,967
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km, diubah dengan Surat Keputusan Walikota Blitar tahun
2024 menjadi 251,300 km dengan mengeluarkan jalan
nasional dan jalan provinsi. Sehingga untuk selanjutnya
daerah hanya mencatat jalan kota sesuai dengan Surat
Keputusan Kepala Daerah.

Kualitas penyelenggaraan urusan infrastruktur juga
didukung dengan peningkatan kualitas perhubungan yang
ditunjang oleh sarana dan prasarana perhubungan. Adapun
data perlengkapan jalan di Kota Blitar disajikan pada tabel
berikut.

Tabel 2.38
Data Perlengkapan Jalan Tahun 2020 - 2024
No Jenis Tahun
Perlengkapan | Satuan | ,,,, | 5001 | 2022 | 2023 | 2024
Jalan
1 Penerangan Unit 5.590 5.864 5.994 6.041 6.096
Jalan Umum
2 Rambu Lalu Unit 2.727 2.987 2.996 3.004 3.004
Lintas
3 | Traffic Light & | Unit 29 29 29 32 32
Ptcl
4 | Warning Light | Unit 72 84 89 90 90
B Cctv Unit 22 23 23 23 23
6 | Marka Jalan Unit | 123.755 | 123.755 | 123.755 | 123.755 | 123.755
7 Cermin Unit 47 60 60 67 70
Tikungan
8 Guarddrill Unit 275 275 275 275
9 Deliniator Unit 175 175 175 175 175
10 | Paku Marka Unit 995 995 1.345 1.345 1.345

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Blitar, 2025

2.1.3.4.2.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau,

dan Berkelanjutan

Rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia kini
makin dibantu dalam mendapatkan hunian yang layak dan
terjangkau melalui berbagai program nasional seperti
Program Sejuta Rumah, BSPS, SSB, dan inisiatif kolaboratif
seperti NAHP dengan Bank Dunia untuk mendukung hunian
hijau dan tahan gempa. Di tingkat daerah, Kota Blitar aktif
memberikan stimulan rumah layak huni, termasuk
perbaikan, maupun pembangunan melalui prinsip gotong
royong antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.39
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau dan Berkelanjutan

No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase
Rumah Tangga

dengan Akses

Hunian Layak, 78,70 | 80,19 | 81,89 | 83,26 | 79,03

Terjangkau dan
Berkelanjutan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2025
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Akses hunian layak adalah hunian yang memenuhi
persyaratan rumah layak huni berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umumu dan Penataan Ruang No. 13
Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan
Rakyat, hunian terjangkau dihitung dari backlog
kepemilikan dan kehunian, sedangkan hunian
berkelanjutan adalah hunian yang terpenuhi PSU
berdasarkan peraturan daerah tentang perumahan dan
kawasan permukiman Kota Blitar.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2023 persentase
persentase rumah tangga dengan akses hunian layak,
terjangkau dan berkelanjutan mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat telah menempati hunian yang memenuhi
standar kelayakan, seperti struktur bangunan yang kokoh,
akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta
biaya hunian yang proporsional dengan pendapatan.
Pemerintah Kota Blitar terus mendorong peningkatan
kualitas permukiman melalui program bantuan stimulan
perumahan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta
penyediaan infrastruktur dasar. Upaya ini diharapkan dapat
menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman,
dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,
terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Stabilitas Ekonomi Makro
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah merupakan salah satu sumber
Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial dalam
memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang
penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan
untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian.
Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada
pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang
seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan
aturan perundangan yang berlaku.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB
adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah
dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu
daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi
pajak daerah terhadap PDRB. Rasio pajak daerah yang tinggi
menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memungut
pajak dari aktivitas ekonomi. Rasio pajak daerah yang tinggi
juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi karena pajak
yang dikumpulkan lebih banyak.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Blitar dalam 5
(lima) tahun terakhir berada di kisaran 0,54%-0,66%. Angka
ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan Rasio Pajak
Daerah Indonesia 2020-2022 yang berkisar 1,2%-1,3%.
Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata Rasio Pajak
Daerah kabupaten/kota lain di Jawa Timur 2020-2022,
Rasio Pajak Daerah Kota Blitar masih berada di atas rata-
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rata di mana rata-rata Rasio Pajak Daerah kabupaten/kota
lain di Jawa Timur 2020-2022 berada di 0,29%-0,32%.

Salah satu cara meningkatkan rasio pajak daerah
adalah menaikkan tarif, namun Pemerintah Kota Blitar
masih memperhatikan dampaknya terhadap kondisi
ekonomi, kebijakan yang diambil harus bersifat jangka
panjang, bukan untuk mengejar target penerimaan dalam
jangka pendek.
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Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Gambar 2.46
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Blitar 2020-2024
2.1.3.5.2.Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kenaikan harga barang dan
jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut
merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya
daya jual mata uang suatu negara. Dampak inflasi adalah
menurunnya kesejahteraan masyarakat, tidak stabilnya
perekonomian, timbulnya keresahan masyarakat, biaya
hidup semakin meningkat. Selain itu inflasi juga berdampak
pada daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi semakin
rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya. Tingkat
inflasi Kota Blitar pada akhir tahun 2024 mencapai 0,52%
(persen). Angka ini masih jauh dibawah tingkat inflasi
Indonesia yang sebesar 1,57% (persen) dan tingkat inflasi
Jawa Timur 1,51% (persen).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025
Gambar 2.47

Tingkat Inflasi Kota Blitar 2020-2024
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2.1.3.5.3.Persentase Peningkatan Investasi

Sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur
pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan investasi
perlu diamati secara berkala. Kota Blitar, dalam 5 (lima)
tahun terakhir, mengalami dinamika yang cukup signifikan
dalam hal pertumbuhan investasi. Adapun data investasi di
Kota Blitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Persentase Peningkatan Investasi Kota Blitar

Tahun 2020-2024
Indikator

No Kinet: 2020 | 2021 2022 2023 2024
nerja

1 Realisasi 0,1671 | 0,25846 | 0,34522 | 0,38506 | 0,43273
Investasi
(Triliyun
Rupiah)

2 | Persentase -37.15 54,67 33,57 11,54 12,38
peningkatan
investasi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan investasi
di Kota Blitar menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tren
menurun setelah sempat melonjak tajam. Pada tahun 2020,
investasi mengalami penurunan signifikan sebesar -37,15%
(persen) yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak
pandemi COVID-19. Namun, tahun 2021 mencatat lonjakan
pertumbuhan investasi hingga 54,67% (persen),
menandakan adanya pemulihan ekonomi yang cukup kuat.
Tren ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022
pertumbuhan investasi menurun menjadi 33,57% (persen),
dan kembali turun drastis menjadi 11,54% (persen) pada
2023. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit peningkatan
menjadi 12,38% (persen), laju pertumbuhannya sangat kecil,
yaitu hanya sebesar 0,84% (persen) dibandingkan tahun
sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah masa
pemulihan, pertumbuhan investasi di Kota Blitar cenderung
melambat dan mendekati stagnan. Oleh karena itu,
diperlukan strategi yang lebih agresif dari pemerintah daerah
dalam menarik investor.

Fluktuasi investasi di Kota Blitar dipengaruhi oleh
berbagai faktor yaitu :
1. Faktor Kebijakan

e Kekuatan

a. Kebijakan implementasi OSS-RBA  dalam
pengurusan izin usaha lebih memudahkan proses
perizinan pelaku usaha;

b. Peran aktif DPMPTSP dalam memberikan
pendampingan kepada pelaku wusaha dalam
pengurusan izin usaha dan pelaporan LKPM;

c. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang
mempermudah Masyarakat dalam mengurus
keperluan dokumen usahanya.
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e Kelemahan

a. Tingkat kepatuhan legalitas pelaku usaha
khususnya UMKM masih rendah;

b. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku
usaha mengenai pelaporan LKPM masih rendah,
sehingga mengakibatkan data realisasi investasi
masih kurang secara statistik, dibandingkan
dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya;

c. Belum adanya kebijakan daerah mengenai insentif
dan kemudahan penanaman modal.

2. Faktor Ekonomi
e Kekuatan

a. Inflasi terkendali dan daya beli masyarakat masih
stabil;

b. Kontribusi investasi yang berasal dari usaha kecil
mengalami kenaikan, khususnya pada sektor
perdagangan dan pariwisata;

c. Koperasi, BPR dan program kredit UMKM dari
perbankan masih hadir dalam membantu modal
usaha pelaku usaha.

e Kelemahan

a. Wilayah kota yang kecil mengakibatkan
keterbatasan pasar dan nilai perekonomian yang
kecil juga sehingga terkadang menjadi faktor
kurang menariknya Kota Blitar bagi investor besar;

b. Belum berkembangnya sektor industri di Kota
Blitar karena keterbatasan lahan;

c. Fluktuasi harga bahan baku, bahan bakar dan
bahan lainnya berpengaruh terhadap proses
produksi pelaku usaha yang ada.

3. Faktor Daya Tarik
e Kelebihan

a. Potensi disektor pariwisata Kota Blitar masih
banyak yang bisa dikembangkan;

b. Dukungan pemerintah terhadap produk-produk
lokal kota Blitar, menimbulkan daya saing yang
kompetitif di pasar nasional dan internasional.

¢ Kelemahan

a. Kegiatan promosi investasi yang masih minim
dilakukan;

b. Kawasan tematik yang dapat menarik perhatian
masyarakat/calon investor belum dikembangkan
secara khusus dan terorganisir;

c. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Blitar, menjadi
faktor sulitnya mengembangkan sektor usaha di
Kota Blitar lebih besar lagi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil
dan inklusif, Kota Blitar perlu menerapkan strategi investasi
berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada
peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan
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aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Adapun strategi
tersebut yaitu :
e Diversifikasi Sektor :

o

o
Q

Melakukan identifikasi dan kajian kembali untuk
menemukan peluang sektor unggulan terbaru yang
bisa dikembangkan untuk investasi;

Mengembangkan sektor pariwisata yang sekarang
sudah dimiliki agar Ilebih besar lagi seperti
pengembangan agrowisata, industry kreatif;
Pengembangan kawasan tematik investasi;
Berkolaborasi dengan daerah lain untuk turut saling
mendukung pengembangan investasi daerah.

¢ Kemudahan izin

Q

Penciptaan inovasi terbaru yang lebih efektif dan efisien
dalam membantu Masyarakat mengurus izin usaha
mereka;

Melakukan penguatan layanan di Mal Pelayanan Publik
Kota Blitar;

Lebih aktif dalam pendampingan pengurusan izin
usaha;

Melakukan digitalisasi dan integrasi layanan perizinan
yang masih dilakukan secara manual;

Melakukan perbaikan kebijakan, SOP dan SP agar
lebih ringkas sesuai dengan perkembangan izin yang
ada.

e Insentif

o

Penerbitan kebijakan daerah mengenai pemberian
insentif dna kemudahan berusaha;

Perbantuan dalam promosi produk investasi secara
digital maupun konvensional;

Melakukan fasilitasi kerjasama antara investor besar
dan pelaku usaha mikro kecil.

e Promosi Aktif

o

N NN

Melakukan update secara berkala peta potensi
investasi Kota Blitar;

Secara aktif melakukan promosi melalu media sosial
dinas mauput pemerintah kota;

Menyelenggarakan dan mengikuti forum / expo
investasi;

Melakukan kemitraan dengan pelaku media lokal Kota
blitar untuk publikasi yang lebih luas;

Memasukan data potensi kota blitar di Peta Potensi
yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan
Kementerian Investasi / BKPM.

1.4, Aspek Pelayanan Umum
.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
.1.4.1.1.Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh

mana perbaikan tata statistik kelola pemerintahan telah
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dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada
pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi
nilai Indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan
efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kota Blitar
selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan
yang cukup menggembirakan dalam hal reformasi birokrasi
sebagaimana tertuang pada grafik berikut.
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Gambar 2.48

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar 2020-2024

Secara keseluruhan, Kota Blitar berhasil melakukan
transformasi signifikan dalam reformasi birokrasi dalam lima
tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa dengan komitmen
yang kuat dan strategi yang tepat, pembenahan birokrasi
bisa berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi
masyarakat.

2.1.4.1.2.Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis
untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan
regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks
Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur
reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan
pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan
penguatan sistem regulasi nasional.
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Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2025
Gambar 2.49
Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar 2022-2024
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Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Blitar tahun
2023 meningkat 19,33 persen jika dibandingkan dengan
tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 telah
terbangun aplikasi JDIH yang terintegrasi dengan portal
JDIHN dan meningkatnya keterlibatan pejabat fungsional
analis hukum dalam melakukan evaluasi produk hukum di
daerah.

2.1.4.1.3.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
merupakan nilai pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan
oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun
2018 tentang SPBE).
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Gambar 2.50

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota
Blitar 2020-2024

Pemerintah Kota Blitar berhasil menunjukkan
komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik dengan meraih predikat “Sangat Baik”
dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2024. Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar mencapai
4,11 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi) Republik Indonesia No. 663
Tahun 2024 terkait Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat
dan Daerah yang diterbitkan pada 31 Desember 2024.
Capaian ini menandakan bahwa tingkat pemanfaatan
teknologi informasi oleh instansi pemerintah semakin baik,
proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih
efisien, transparan dan akuntabel serta kualitas layanan
publik meningkat, misalnya lebih cepat, mudah diakses
secara online dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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2.1.4.1.4.Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator
untuk  mengukur kinerja  pelayanan  publik di
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Terdapat 6
(enam) aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Enam aspek
tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM,
sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik,
konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik
dengan kategori terdiri dari A, A-, B, B-,C, C-, D, E, dan F.

4.6

2020 2021 2022 2023 2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast
Birokrasi, 2025
Gambar 2.51
Indeks Pelayanan Publik Kota Blitar 2020-2024

Capaian IPP Kota Blitar tahun 2024 yaitu 4,52 dengan
kategori Pelayanan Prima (A) di mana kategori tersebut
merupakan kategori terbaik. Dengan capaian kategori A
tersebut, Kota Blitar dinilai sangat prima dalam menerapkan
seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.1.5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan
instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nilai [KM yang
tinggi mencerminkan kepuasan masyarakat yang baik
terhadap layanan publik, sementara nilai yang rendah
menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelayanan.
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Gambar 2.52

Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Blitar 2020-2024

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar
diperoleh dari hasil survei IKM/SKM pada tahun berkenaan,
dimana capaian pada tahun 2024 termasuk kategori Sangat
Berhasil. Berdasarkan data capaian tahun 2020 hingga
2024, IKM Kota Blitar menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten, mencerminkan adanya komitmen dari Pemerintah
Kota Blitar dalam meningkatkan mutu layanan publik secara
berkelanjutan.

2.1.4.1.6.Nilai SAKIP

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil
evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi pada tahun berkenaan. Tujuan dari
evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi

hasil.

82

80,06

80

78

76

T4

72

70

68

2020 2021 2022 2023 2024
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025
Gambar 2.53

Nilai SAKIP Kota Blitar Tahun 2020 - 2024
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Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kota Blitar tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 80,06
dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas kinerja adalah “memuaskan”,
yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil.

2.1.4.1.7.0pini BPK atas LKPD
WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified
opinion) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor
eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan,
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini
diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah
dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material,
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).
Tabel 2.41

~ Opini BPK atas LKPD Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Opini BPK
1. atas LKPD WTP | WTP WTP | WTP | WTP

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP
atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan
menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur
yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 14 Kkali
berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah
Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan
tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan
pertanggungjawabannya.

2.1.4.1.8.Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas
perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk
kualitas pengendalian dan evaluasi. [IPPD mengukur sejauh
mana suatu daerah telah menyusun dan melaksanakan
rencana pembangunan secara efektif dan efisien.
Tabel 2.42
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
Tahun 2022 - 2024
| No. Indikator 2022 2023 | 2024 |
1. |Indeks Perencanaan 97,54 91,93 99,1?‘
Pembangunan Daerah
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Secara umum, [PPD Kota Blitar berada pada kategori
sangat tinggi selama tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan
bahwa proses perencanaan pembangunan daerah secara
umum sudah berjalan baik, terstruktur, dan sesuai dengan
kaidah perencanaan yang berlaku.




Adapun faktor pendorong tercapainya indikator kinerja
tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan program prioritas pembangunan yang
berjalan sesuai visi misi kepala daerah;

2. Adanya upaya untuk melakukan reviu target kinerja pada
perencanaan tahun berjalan.

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun
terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terdapat beberapa data capaian sasaran dan tujuan
Perangkat Daerah pembentuk Indeks Perencanaan
Pembangunan yang belum dapat disajikan, sehingga
realisasi target kinerja belum terhitung secara
keseluruhan;

2. Terdapat beberapa indikator sasaran Perangkat Daerah
yang tingkat capaian kinerjanya masih rendah seperti
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks
Ketahanan Daerah.

Dari permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang
akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja
selanjutnya adalah :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat
Daerah terkait data capaian kinerjanya;

2. Penguatan strategi dan program kegiatan prioritas yang
mendukung percepatan pencapaian indikator sasaran
Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas lahan dan Indeks
Ketahanan Daerah; dan

3. Melakukan perbaikan terhadap penetapan target dalam
dokumen perencanaan tahunan maupun dalam rencana
aksi setiap Perangkat Daerah dengan memastikan target
yang ditetapkan telah berdasarkan capaian kinerja tahun
sebelumnya, realistis dan menantang.

2.1.4.1.9.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian
ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan
penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda
antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Adapun capaian
Maturitas SPIP Kota Blitar Tahun 2020 - 2024 adalah
sebagai berikut.

Tabel 2.43
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No.| Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
1. Maturitas |Terdefinisi Terdefinisi| BPKP tidak |Terdefinisi Terdefinisi
SPIP (3) | (3) melaksanakan (3) (3,026)
QA

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2025

Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3.
Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP
di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup
melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis
terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan
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konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3
mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah
melaksanakan praktik pengendalian internal dan telah
terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian
intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman
Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor
63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko
diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksananya dapat
mengidentifikasikan, menganalisa dan mengendalikan risiko
yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
dokumen anggaran, pengawasan dan
pertanggungjawabannya.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan
Demokrasi Substansial
2.1.4.2.1.Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Penegakan Perda dan Perkada adalah aspek penting
dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan
oleh pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Capaian
persentase penegakan perda di Kota Blitar menunjukkan
seberapa baik Pemerintah Kota Blitar dalam menegakkan
aturan dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah realisasi
persentase penegakan Perda di Kota Blitar selama lima tahun
terakhir.
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Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2025
Gambar 2.54
Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2024 capaian penegakan Perda dan Perkada
mencapai 59,09% (persen). Peningkatan kinerja terhadap
penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan melalui evaluasi
dan penyesuaian kebijakan dalam rangka mengatasi
masalah yang menghambat penegakan Perda dan Perkada
pada tahun sebelumnya. Pemerintah melalui perangkat
daerah terkait terus berusaha ~memperbaiki dan
mengoptimalkan penegakan Perda dan Perkada dalam
rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih
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baik. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
kinerja ke depannya, diperlukan peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum dan koordinasi dengan stakeholder
terkait dalam penegakan Perda/Perkada serta penguatan
sosialisasi kepada masyarakat.

2.1.4.2.2.Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Blitar
mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun
terakhir. Peningkatan persentase capaian aksi HAM di Kota
Blitar dari 76,47% (persen) pada tahun 2022 menjadi 94,7%
(persen) pada tahun 2024 menunjukkan komitmen
Pemerintah Kota Blitar dalam mengimplementasikan aksi
HAM secara progresif.
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Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2025
Gambar 2.55
Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2022 - 2024

Realisasi persentase capaian aksi HAM tahun 2024 yang
mencapai 94,7% (persen), dengan peningkatan sebesar 7,32
poin dari tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Blitar
hampir memenuhi seluruh target aksi HAM yang
direncanakan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dengan
terus memperkuat kebijakan, kolaborasi dan sosialisasi agar
implementasi HAM semakin optimal dan merata di seluruh
aspek kehidupan masyarakat.

2.1.4.2.3.Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator
komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan
demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui
kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi
di suatu daerah. '
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Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, 2025
Gambar 2.56
IDI Kota Blitar Tahun 2020 - 2024
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Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa
pada tahun 2021 capaian IDI Kota Blitar yaitu 0 (nol).
Kondisi tersebut karena adanya kebijakan baru yang
dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ
tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI
Metode terbaru. Adanya aturan tersebut membuat penilaian
IDI di daerah ditarik oleh Provinsi, sehingga pada tahun 2021
Kota Blitar tidak melakukan penilaian IDI. Sedangkan pada
tahun 2023 capaian IDI Daerah Kota Blitar mengalami
kenaikan 4,22 poin jika dibandingkan tahun 2022 menjadi
90,53.

Adapun kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar
dalam mempertahankan ketercapaian Indeks Demokrasi
Indonesia yaitu tingginya komitmen pemerintah untuk
menjaga proses pemilu dan pluralisme, menjaga nilai-nilai
demokrasi, partisipasi politik masyarakat, budaya politik
masyarakat dan kebebasan sipil. Selain itu pemerintah juga
melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat
untuk menumbuhkan atau membiasakan untuk berbeda
pendapat dan saling menerima serta tenggang rasa.

2.1.4.2.4.Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (IPKKU) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan
berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk
menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan
trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
dalam periode tertentu. Urgensi dari IPKKU adalah untuk
melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan
maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten /kota telah
mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program
maupun dukungan lainnya.

Tabel 2.44
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kota Blitar Tahun 2023 - 2024

No Indikator 2023 2024
1 | Indeks Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban 100 98,52
| Umum

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

‘ Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum Kota Blitar mengalami penurunan dari 100 pada
‘ tahun 2023 menjadi 98,52 pada tahun 2024. Penurunan

IPKKU dipengaruhi oleh melemahnya penegakan Peraturan
Daerah (Perda), penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum, dan sistem akuntabilitas. Jika tidak
segera diperbaiki, kondisi ini bisa berdampak pada
meningkatnya gangguan ketertiban serta berkurangnya rasa
aman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera
melakukan langkah-langkah  strategis, mulai dari

|
|
-
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peningkatan efektivitas penegakan Perda, optimalisasi
sistem pemantauan Kketertiban, serta memperbaiki
akuntabilitas pengelolaan ketentraman dan ketertiban
umum secara menyeluruh.

Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah ukuran yang digunakan
untuk menilai tingkat keamanan yang dirasakan oleh
masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup
berbagai aspek, seperti keamanan dari kejahatan, bencana
alam, serta stabilitas sosial dan politik. Tujuan utama dari
pengukuran ini adalah untuk memahami persepsi
masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan
mereka, yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi
pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan
dan strategi peningkatan keamanan.

Pengukuran Indeks Rasa Aman biasanya dilakukan
melalui survei yang melibatkan berbagai variabel, antara lain
Keamanan dari Kejahatan, Keamanan dari Bencana Alam,
Kesejahteraan Sosial, Perlindungan atas Kebhinekaan.
Pengukuran atas Indeks Rasa Aman pada tahun 2024
sebesar 76,6.

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik

Pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar mencatat tingkat
partisipasi pemilih yang sangat tinggi, mencapai
85,14 persen dari total daftar pemilih (DPT, DPTb, dan DPK)
sejumlah 120.742 orang, atau sekitar 102.832 pemilih yang
menggunakan hak suaranya.

Hal ini merupakan angka partisipasi tertinggi di Kota
Blitar sejak Pemilu langsung pertama pada tahun 2004.
Keberhasilan ini didorong oleh sosialisasi intensif dari KPU
yang menargetkan kalangan GenZ dan milenial, serta
pemilihan petugas KPPS dari rentang usia produktif (17-55
tahun). Secara keseluruhan, Pemilu 2024 di Kota Blitar
berlangsung dengan tingkat kehadiran pemilih yang tinggi,
menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk
menggunakan hak pilihnya.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan
Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan
instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat
produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen
pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber
daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Keempat
komponen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 12
pilar daya saing.
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Tabel 2.45
Indeks Daya Saing Daerah Kota Blitar Tahun 2022 - 2024
No Indikator 2022 2023 2024
1 Indeks Daya Saing 3,42 3,84 4,05
Daerah

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Nilai IDSD Kota Blitar menunjukkan tren positif dan
konsisten meningkat selama tiga tahun terakhir, dari 3,42
pada tahun 2022 menjadi 4,05 pada tahun 2024. Hal ini
mencerminkan adanya perbaikan dari berbagai sektor
termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi dan
inovasi. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi
yang baik dengan stakeholder terkait, Kota Blitar memiliki
potensi untuk terus meningkatkan daya saingnya untuk
menjadi kota yang maju dan kompetetif.
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2:1:8; Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2020-2024
Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2020-2024
KINERJA TAHUN
i BORATaE i 2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) {05) (06) (07) (08)
I ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 | Indeks Harmoni Indonesia Indeks Survei dilakukan pada tahun 2025
2 | Indeks Kota Layak Huni Indeks Data belum pernah dirilis
3 | Tingkat Inflasi % 028 | 074 | 576 | 2,64 0,52
4 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks Belum dilaksanakan perhitungan 80,00
5 | Persentase peningkatan investasi di %o -37,15 54,67 33,57 11,54 12,38
kabupaten/kota
6 | ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Rasio Data belum pernah dirilis 3,51
7 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap % 23,55 24,16 25,11 25,03 24,69
PDRB
8 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan % 5,05 5,29 5,48 5,01 5,89
dan Minum
9 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 9,75 10,02 10,10 9,86 9,91
10 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) % 20,08 19,50 19,75 19,54 19,24
11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 69,53 69,96 67,78 72,26 70,44
12 | Indeks Inovasi Daerah Angka NA 53,21 56,88 50,83 48,04
13 | Proporsi Jumlah Usaha Mikro % Data belum pernah dirilis 8,04
14 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman % NA NA NA NA 93,29
Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
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[ KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
15 | Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor % 37,64 37,65 38,22 38,80 38,04
Formal
16 | Rasio Kewirausahaan Daerah % Data belum pernah dirilis 2,90
17 | Indeks Daya Saing Daerah Angka NA | NA [ 3,42 | 3,84 4,05
18 | Persentase pemanfaatan digital pada sektor % Data belum pernah dirilis 9,88
ekonomi
19 | Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses % Tidak dilaksanakan Pemilu/Pilkada 85,14
Politik
20 | Angka Ketergantungan % 45,62 43,81 40,17 41,64 40,72
21 | Return On Asset (ROA) BUMD % 0,56 0,54 0,58 NA -0,045
22 | Ekspor Barang dan Jasa % PDRB -12,14 -9,80 -7,69 -6,58 -491
23 | Realisasi investasi (Triliun Rupiah) triliun 0,1671 0,25846 0,34522 0,38506 0,43273
rupiah
24 | Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks NA NA 6,66 6,17 6,46
25 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,56 0,54 0,58 0,66 0,64
II | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 66,52 61,75 64,15 67,58 64,94
2 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) TON CO2 NA 7.607,37 176.604,99 | 593.725,15 | 650.775,49
Kumulatif EQ
3 | Indeks Risiko Bencana (IRB) Angka 106,73 108,28 110,10 109,04 71,51
4 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 73,38 68,69 74,57 79,25 80,80
5 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas % 92,10 97,69 97,73 97,78 98,01
Pengolahan Sampah
6 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,49 0,31 0,4 0,43 0,47
7 Indeks Kualitas Udara Indeks 82,63 83,76 85,9 85,83 89,79
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
8 | Indeks Kualitas Air Indeks 56,32 51,58 59,73 67,78 56,11
9 | Indeks Kualitas Lahan Indeks 54,23 38,52 31,5 33,51 34,13
10 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 5,44 6,25 7.21 6,11 5,42
(Prevalence of Undernourishment)
11 | Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,26 -0,04 0,20 0,77 0,45
12 | Rasio Penduduk % 100,53 99,24 99,18 99,40 99,00
13 | Kepadatan Penduduk Orang/km? 4861 4859 4868 4813 4835
14 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air % NA NA NA NA 14,00
Siap Minum Perpipaan
15 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air % 10,94 11,10 11,18 11,42 11,99
Minum
16 | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan % 88,4 88,6 89,0 90,0 90,5
Penuh Pengumpulan Sampah
17 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 6,45 6,55 7,15 8,21 8,45
18 | Indeks Pembangunan Berwawasan Indeks Data belum pernah dirilis 71,90
Kependudukan (IPBK)
[l | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi % -2 28 4,28 5,22 5,29 5,33
2 | Tingkat Kemiskinan % 7.78 7,89 7.7 7,30 6,75
3 | Rasio Gini Indeks 0,344 0,37 0,381 0,397 0,353
4 | Indeks Pembangunan Manusia Indeks 78,88 79,27 80,15 80,78 81,44
5 | Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,68 6,61 5,39 5,24 5,11
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 97,46 97,36 97,37 97,49 97,49
7 Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 74,39 74,46 74,71 74,97 75,20
8 | PDRB Per Kapita Juta 45,09 47,33 51,59 55,52 59,33
Rupiah
9 | Indeks Pelestarian Budaya Indeks Data belum pernah dirilis
10 | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Indeks Perhitungan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan capaian 0,699
11 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat % Data SSGI 12,9 12,8 17,7 11,4
pendek) pada balita belum rilis
12 | Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Perhitungan dilaksanakan mulai tahun 2025 62,23
13 | Harapan Lama Sekolah Tahun 14,32 14,33 14,56 14,57 14,81
14 | Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,11 10,35 10,65 10,78 10,82
15 | Rata-rata kemampuan Literasi SD Nilai NA 62,92 64,49 71,94 70,33
berdasarkan asesmen nasional
16 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP Nilai NA 74,12 77,77 84,03 85,77
berdasarkan Asesmen Nasional
17 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD Nilai NA 41,67 47,04 54,19 59,00
berdasarkan asesmen nasional
18 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP Nilai NA 74,12 TT.0T 71,07 71,24
berdasarkan Asesmen Nasional
19 | Indeks Pembangunan Pemuda Nilai Data belum pernah dirilis 59,67
20 | Indeks Pembangunan Olahraga Indeks Data belum pernah dirilis
21 |Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks NA | 6453 | 72,83 | 70,57 | 70,57
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
22 | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran Angka 230,28 803,78 172:31 47,68 173,99
hidup)
23 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di tahun 9,75 10,98 10,95 10,80 10,85
Atas 15 Tahun
24 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,334 0,199 0,194 0,188 0,198
25 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan % 95,27 96,79 100 100 100
nasional
26 | Indeks Zakat Nasional (IZN) Poin Data belum pernah dirilis 0,40
27 | Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis % 87,3 135,2 85,7 54,4 82,61
28 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus % 46,07 4,47 12,64 60,31 73,91
tuberculosis
29 | Indeks Kerukunan Umat Beragama % 84,38 84,88 85,15 85,49 85,49
30 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas % NA NA NA 16,34 16,59
vang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
31 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks NA NA 11.37 41,54 47,43
32 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 60,24 59,04 56,23 63,87 59,23
Perempuan
33 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial % NA NA 38,26 45,80 48 41
Ketenagakerjaan
IV | ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 67,17 68,04 68,71 84,68 90,41
2 Indeks Demokrasi Indonesia % 86,31 0 86,31 90,53 84,37
3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 82,39 84,14 84,50 85,60 89,23
4 | Indeks Pelayanan Publik Indeks 3,79 4,175 4,395 4,05 4,52
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KINERJA TAHUN

o g e 2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) {05) (06) (07) (08)
5 | Indeks Rasa Aman Angka Data belum pernah dirilis
6 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Angka NA NA NA 100 98,52
7 Persentase Rumah Tangga dengan Akses % 78,70 80,19 81,89 83,26 79,03
Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
8 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Level Terdefinisi Terdefinisi Tidak Terdefinisi Terdefinisi
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (3) (3) dilaksanaka (3) (3,026)
n QA
9 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks NA NA 97,54 91,93 99,15
10 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Angka 72,06 73,25 73,73 74,79 80,06
Pemerintah (SAKIP)
11 | Indeks Pemerintahan Digital Indonesia Indeks Data belum pernah dirilis
12 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan Nilai Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa
Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian
13 | Persentase Perda dan Perkada yang % 55,56 44 .44 44,44 66,67 59,09
ditegakkan
14 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Indeks 3:31 3,19 2,81 3,68 411
Elektronik
15 | Indeks Reformasi Hukum Indeks NA NA 77,65 96,98 97,57
16 | Persentase Capaian Aksi HAM % NA NA 76,47 87,38 94,70
V | INDIKATOR KINERJA KUNCI
A | Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
a | Pendidikan
1 % NA 81,66 95,32 86,06 83,75

Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)
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KINERJA TAHUN

£ i B 2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
2 Persentase warga negara usia 7-15 Tahun % NA 98,84 98,71 98,40 99,96
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
(APS)
3 | Persentase warga negara usia 7-18 tahun % NA 41,38 36,64 36,41 41,06
yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan (APS)
4 Rata-rata kemampuan literasi SD Nilai NA 62,92 64,49 71,94 70,33
berdasarkan Asesmen Nasional
S5 | Rata-rata kemampuan literasi SMP Nilai NA 74,12 77,77 84,03 85,77
berdasarkan Asesmen Nasional
6 | Rata-rata kemampuan numerasi SD Nilai NA 41,67 47,04 54,19 59,00
berdasarkan Asesmen Nasional
7 | Rata-rata kemampuan numerasi SMP Nilai NA 74,12 77,77 71,07 71,24
berdasarkan Asesmen Nasional
8 | Proporsi jumlah satuan PAUD yang % NA 93,81 90,83 83,80 82,07
mendapatkan minimal akreditasi B
9 | Proporsi Guru PAUD Formal dengan % NA 89,80 89,53 87,06 87,07
kualifikasi S1/D IV
10 | Iklim keamanan SD Nilai NA 74,26 78,64 79,29 81,95
11 | Iklim keamanan SMP Nilai NA 74,26 79,73 80,63 78,26
12 | Iklim kebinekaan SD Nilai NA 61,51 75,33 79,24 80,58
13 | Iklim kebinekaan SMP Nilai NA 61,51 73,84 81,30 77,68
14 | Iklim inklusivitas SD Nilai NA 55,01 61,07 60,90 65,29
15 | Iklim inklusivitas SMP Nilai NA 55,01 64,38 69,43 68,21
b Kesehatan
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NO INDIKATOR SATUAN ot ML
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 230,28 803,78 172,31 47,68 173,99
kelahiran
hidup
2 | Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100 100 100 100
sesuai standar
3 | Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Y% 100 100 100 100 100
sesuai standar
4 | Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru % 100 100 100 100 100
lahir sesuai standar
5 | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai % 100 100 100 100 100
standar
6 | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia % 92,85 92,85 100 100 100
pendidikan dasar sesuai standar
7 | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia % 100 100 100 100 100
produktif sesuai standar
8 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke % 100 100 100 100 100
atas mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
9 | Persentase Pelayanan kesehatan penderita % 100 100 100 100 100
hipertensi sesuai standar
10 | Persentase pelayanan kesehatan penderita % 100 100 100 100 100
diabetes melitus sesuai standar
11 | Persentase pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
12 | Persentase Pelayanan kesehatan orang % 100 100 100 100 100
terduga tuberkulosis sesuai standar
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NO

INDIKATOR

SATUAN

KINERJA TAHUN

2020 2021 2022 2023

2024

(01)

(02)

(03)

(04) (05) (06) (07)

(08)

Persentase Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus) sesuai
standar

%

120,88 100 100 100

100

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita

%

Data SSGI 12,9 12,8 17.7
belum rilis

11,4

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase peningkatan perlindungan
kawasan permukiman rawan banjir
kewenangan Kab/kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

97,84

Persentase Luas layanan irigasi
multikomoditas kewenangan kab/kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

63,56

Persentase Kondisi irigasi kewenangan
kab /kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

63,56

Persentase peningkatan jumlah penduduk
yang mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi
dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap jumlah penduduk di
kabupaten/kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

99,54

Persentase penduduk yang menempati hunian
dengan akses sanitasi (air limbah domestik)
layak dan aman

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

8,45

Persentase kepatuhan PBG & SLF
Kabupaten/Kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

100

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

%

98,7 | 96,6 | 97,8 | 98

92,35
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NO

INDIKATOR

SATUAN

KINERJA TAHUN

2020

2021

2022

2023

2024

(02)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(01)
8

Persentase tenaga kerja konstruksi yang
terlatih dan tersertifikasi di wilayah
kabupaten/kota yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi kerja kualifikasi
operator/teknisi/analis

(03)
%

82,2

100

100

100

Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa
Konstruksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

95

10

Jumlah hari layanan penerbitan KKPR
berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan)
yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah

hari

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

78

11

Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

100

Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Persentase warga negara korban bencana
kabupaten/kota yang memperoleh rumah
lavak huni

%

100

100

100

100

100

Persentase warga negara yang terkena
relokasi akibat program kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni

%

100

100

100

100

100

Persentase Luas kawasan permukiman
kumuh dibawah 10 ha yang ditangani

%

72,2

78,09

98,35

7,64

33,52

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang
Tertangani

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

17,69
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NO

INDIKATOR

SATUAN

KINERJA TAHUN

2020

2021

2022

2023

2024

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

%

bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026

100

Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat

Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas
yang dilaksanakan oleh Satpol PP

%

100

100

100

100

100

Persentase Perda dan Perkada yang
ditegakkan

%

44,44

44,44

44,44

66,67

59,09

Jumlah PPNS pada Satpol PP

orang

Presentase SOP yang tersedia dalam
penegakan Perda dan perkada serta
Penyelenggaraan Tibumtranmas

Y%

100

100

100

100

100

Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal
yang digunakan sebagai penunjang dalam
penegakan perda dan perkada serta
penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat dan perlindungan
masyarakat

%

100

100

100

100

100

Persentase jumlah anggota Satpol PP yang
telah mengikuti diklat dasar

%

42,86

46,67

48,84

36,21

65,63

Persentase warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana

%

100

100

100

100

100

Persentase warga negara dan aparatur yang
memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

%

100

100

100

100

100
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
9 | Persentase jumlah warga negara yang Yo 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
10 | Persentase penyelesaian dokumen % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 0
kebencanaan sampai dengan dinyatakan (Tidak
sah/legal menyusun)
11 | Persentase penanganan pra bencana % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
12 | Persentase penanganan pasca bencana % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 0
Tidak
me(nyusun)
13 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
14 | Persentase pelayanan penyelamatan dan Y% 100 100 100 100 100
evakuasi korban kebakaran
f | Sosial
1 Persentase korban bencana alam, sosial dan % 100 100 100 100 100
non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana kabupaten/kota
2 | Persentase penyandang disabilitas terlantar % 100 100 100 100 100
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti
3 | Persentase Pekerja sosial, tenaga % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100

kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial
yang melaksanakan pelayanan sosial di luar
panti sesuai standar
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Pesentase Penerima manfaat yang meningkat % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 13,25
kemandirian ekonomi
Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
kebutuhan dasar
Persentase anak terlantar yang terpenuhi % 100 100 100 100 100
kebutuhan dasarnya di luar panti
7 | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti
8 | Persentase lanjut usia terlantar yang % 100 100 100 100 100
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
9 | Persentase gelandangan pengemis yang % 100 100 100 100 100
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
10 | Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
kelompok rentan yang dilakukan selama satu
tahun
11 | Persentase pekerja sosial, tenaga % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial
yang melaksanakan penanganan korban
bencana kabupaten/kota pada masa tanggap
darurat dan pasca bencana sesuai standar
12 | Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100

sosial (PSKS) perorangan sosial yang
melaksanakan pelayanan sosial sesuai
standar
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Persentase sarana prasarana bagi korban % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
bencana kabupaten/kota yang disediakan
sesuai standar
Persentase sarana prasarana yang disediakan % bukan merupakan Indikator RPRJMD 2016-2026 100
sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar
panti
B | Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
a | Tenaga Kerja
1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang % 100 100 100 60 100
mengacu ke rencana tenaga kerja
2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Y% 8,68 88,63 87,74 87,97 9,85
Kompetensi
3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rp/Orang 45.179,13 | 10.863.609, | 23.277.195, | 25.278.788,7 | 25.038.520,
30 07 8 505
4 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata % 1,77 100 100 43,39 21,46
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta
BPJS Ketenagakerjaan).
5 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan % 66,67 92,42 89,96 82,06 51,45
(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme
layanan Antar Kerja dalam wilayah
Kabupaten
b | Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 97,46 97,36 97,37 97,49 97,49
2 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,334 0,199 0,194 0,188 0,198
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
3 | Persentase ARG Daerah % 31,01 18,32 37,23 34,24 33,80
4 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan
komprehensif
5 | Persentase perempuan korban kekerasan dan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
yang mendapatkan layanan komprehensif
¢ | Pangan |
1 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 12,5
Pemerintah Kabupaten/Kota
2 | Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota Nilai 0-100 bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 88,87
3 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
4 | Persentase pangan segar yang memenuhi % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
persyaratan dan mutu keamanan pangan
d | Pertanahan
1 | Terselesaikannya kasus tanah garapan belum % 100 100 100 100 100
bersertipikat yvang dilakukan melalui mediasi
2 | Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 85
penguasaan dan pengelolaan Pemerintah
Daerah
3 | Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam % 100 100 100 100 100
satu desa atau kelurahan lengkap secara
berkualitas
4 Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah % 90,63 90,63 90,63 90,21 90,12

dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB

Lingkungan Hidup
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 66,52 61,75 64,15 67,58 64,94
kabupaten/Kota
2 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 61,7
3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau % 34,25 38,33 33 32,5 65
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kab/Kota
f | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1 | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
bagi yang melaporkan
2 | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
bagi yang melaporkan
3 | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
bagi yang melaporkan
4 | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 99,63
bagi vang melaporkan
5 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 99,11
6 | Jumlah Data Profil Kependudukan yang dokumen bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 2
disusun
7 | Persentase Kepemilikan Identitas % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 18,6
Kependudukan Digital
g | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100

Kemasyarakatan Desa
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
2 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum
Adat
h | Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1 | Angka kelahiran total (Total Fertility % 2,03 2,14 1,92 1,91 1,93
Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
2 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern % 74,31 74,17 72,75 74,56 64,75
Contraceptive (mCPR)
3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 8,11
terpenuhi (unmet need)
4 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun Kelahiran per bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 17,3
(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 1000 WUS
15 -19 tahun
5 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nilai 0-100 bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 65,89
i Perhubungan
1 Konektivitas Kabupaten/Kota % 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2 | Persentase kelengkapan Jalan yang telah % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 88,31
terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan
Kabupaten /Kota
j Komunikasi dan Informatika
1 % 100 100 100 100 100

Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau
unit pelaksana teknis daerah yang terhubung
dengan akses internet yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
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NO

INDIKATOR

SATUAN

KINERJA TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
2 | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
Kabupaten /Kota yang terhubung dengan
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3 | Persentase Perangkat Dearah yang % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 20
Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPLPD)
k | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ] | |
1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 18,8
2 | Usaha Mikro yang Bertransformasi dari % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 9,28
Informal ke Formal
3 Pertumbuhan Wirausaha % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 4,2
1 Penanaman Modal
1 Persentase peningkatan investasi di % -37,15 54,67 33,56 11,5 12,38
kabupaten/kota
2 | Realisasi Total terhadap Target Investasi % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
m | Kepemudaan dan Olahraga | | ]
1 | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 0,25
pelatihan /kursus/training dan memperoleh
sertifikat
2 | Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Tidak
yang masuk Pelatda Provinsi Rijakasalk
Pelatda
n | Statistik | I ‘
1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 2,65
o | Persandian | l
1 | Tingkat kesiapan pengamanan informasi % Belum dilaksanakan 39,40 46,51 59,95
pemerintah daerah perhitungan
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
p | Kebudayaan
1 | Persentase Jumlah Warisan Budaya yang % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Belum
dilestarikan ditetapkan
Warisan
Budaya
2 | Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Belum
budaya tak benda yang didaftarkan ditetapkan
Cagar
Budaya dan
Warisan
Budayva
3 | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Belum
memperoleh sertifkasi profesi dibidang tersedia
kebudayaan tenaga
kebudayaan
q | Perpustakaan ]
1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Nilai bukan merupakan Indikator 47,49 51,43 52,4
Masyarakat RPJMD 2016-2021
2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai NA NA 11,37 41,54 47,43
r | Kearsipan
1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Nilai NA NA 80,17 84,75 91,59
lingkup Pemerintahan Daerah
C | Urusan Pilihan
a | Kelautan dan Perikanan
1 | Produksi Perikanan Budi Daya % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100,57
b Pariwisata ] | ‘
1 | Pertumbuhan Investasi Penyediaan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 0,5

Akomodasi, Makan, Minum
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KINERJA TAHUN

NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
2 | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
Berbintang Non Bintang)
3 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
memiliki Kekayaan Intelektual
c | Pertanian L ‘ |
1 | Peningkatan produksi tanaman pangan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -38,03
2 | Peningkatan Produksi Hortikultura % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 0,1
3 | Peningkatan Produksi komoditas Peternakan Yo bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 4,19
4 | Luas areal pengendalian dan penanggulangan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan
5 | Persentase wilayah yang terkendali dari % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
penyakit hewan menular strategis (diperoleh
dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)
d | Kehutanan
e | Energi dan Sumber Daya Mineral
f | Perdagangan
1 | Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Tidak
Wilayah pada kab/kota menghitung
2 Persentase alat ukur takaran timbangan dan % 15,38 62,28 56,27 42,61 48,17
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah
yang berlaku
g | Perindustrian
1 Pencapaian sasaran pembangunan industri % bukan merupakan Indikator RPRJMD 2016-2026 75

daerah, meliputi:
1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
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KINERJA TAHUN

NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3.
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4.
Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi
Sektor Industri Pengolahan Nonmigas
Kabupaten/Kota

2 | Persentase realisasi investasi sektor industri % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 11,2

dan kawasan industri dibandingkan realisasi
investasi seluruh sektor

3 | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti
hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan
dengan jumlah Perusahaan Industri dan
Kawasan Industri yang telah dilakukan
pengawasan

4 | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
Kawasan Industri yang memiliki tingkat
kepatuhan minimal 'Baik’ dibandingkan
seluruh jumlah Perusahaan Industri dan
Kawasan Industri yang sudah dilakukan
pembinaan

5 | Tersedianya informasi industri secara % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
lengkap, akurat, dan terkini

h | Transmigrasi ey [ |
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KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
D | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a | Perencanaan
1 | Persentase Program Prioritas Nasional yang % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -
didukung Program Daerah
b | Keuangan | l 1
1 | Persentase Belanja Pegawai di Luar % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 30,51
Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui
TKD
2 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 3,7 | 418 | 17 | 18,47 18,04
3 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 94,85
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
4 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -5,31
5 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 33,13
Pelayanan Publik
6 Persentase Penurunan SILPA % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 -27,76
¢ | Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
1 | Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen indeks bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 77,49
ASN
d | Penelitian dan Pengembangan I ‘ ]
1 | Persentase Rekomendasi Kebijakan % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 40
Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai
landasan dalam implementasi pembangunan
daerah
2 | Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Rasio bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 35

Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan
Usaha di Daerah
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Pelayanan Publik Tahun N

KINERJA TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
e | Fungsi Pengawasan
1 | Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) Kategori / WTP WTP WTP WTP WTP
Opini
2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Nilai 3 3 BPKP tidak 3 Terdefinisi
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melakg:;nakan (3.026)
3 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Nilai 2 2 3 3 Terintegrasi
Pemerintah (APIP) (3.195)
4 Manajemen Risiko Indeks Nilai bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 2,966
5 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun % bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 93,75
Anggaran N-1
f | Fungsi Pengadaan
1 | Pemanfaatan Sistem Pengadaan poin bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 27,49
2 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ poin bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 15
3 | Tingkat Kematangan UKPBJ poin bukan merupakan Indikator RPRJMD 2016-2026 8:9
g | Hubungan dengan Perwakilan Daerah I ] ]
1 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Tepat/Tidak bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 Tepat
Tepat
2 | Persentase Penetapan RanPerda Tahun N "2 bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 100
h | Pelayanan Publik | | |
1 | Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Nilai bukan merupakan Indikator RPJMD 2016-2026 98,19

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada
RKPD Kota Blitar tahun 2025 mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan
turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan
publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal,
disebut dengan SPM.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasara, terdiri atas:

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat;

f. Sosial.

Pencapaian SPM Tahun 2024 dijelaskan sebagai dalam
uraian sebagai berikut.

° a0 o

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal
bidang Pendidikan terdiri atas 2 layanan dasar yaitu :

- Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Pelayanan Dasar
SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun

- Pendidikan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar SPM
Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta
Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15
(lima belas) tahun

- Pendidikan Kesetaraan Penerima Pelayanan Dasar SPM
Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan
Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.47
Realisasi SPM Urusan Pendidikan
No | Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar |
1 | Pendidikan Anak 100% 95,38% 100%
Usia Dini
2 | Pendidikan Dasar 99,71% 97,93% 100%
3 | Pendidikan 98.80 % 100% 100%
Kesetaraan
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No | Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar
Indeks Capaian SPM 99,50% 97,77% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas
Paripurna | Utama | Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4

Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanann Minimal bidang

Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan

Daerah terdiri atas :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

- Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Lahir;

- Pelayanan Kesehatan Balita;

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat;

- Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolusis;

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi
Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus)

Pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2024
mengalami peningkatan di semua jenis pelayanan dasar dan
telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.48
Realisasi SPM Urusan Kesehatan
No Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar
1 | Pelayanan Kesehatan 91,08% | 98.53% 100%
Ibu Hamil

2 | Pelayanan Kesehatan 85,53% | 99,06% 100%
Ibu Bersalin
3 | Pelayanan Kesehatan 84,93% | 99,76% 100%
Bayi Baru Lahir
4 | Pelayanan Kesehatan 65,72% | 94,40% 100%

Balita ) -

5 | Pelayanan Kesehatan 99,33% | 98,71% 100%
pada Usia Pendidikan
Dasar

6 | Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100%

pada Usia Produktif
7 | Pelayanan Kesehatan 94.79% | 95,94% 100%
pada Usia Lanjut
8 | Pelayanan Kesehatan 83,75% 100% 100%
Penderita Hipertensi
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No Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar

9 | Pelayanan Kesehatan 100% 100 % 100%
Penderita Diabetes
Melitus

10 | Pelayanan Kesehatan 82,00% 100%
Penderita Diabetes 100%
Melitus

11 | Pelayanan Kesehatan 92,02% 100% 100%
dengan Orang Terduga
TBC

12 | Pelayanan Kesehatan 98% 100% 100%
orang dengan resiko
Terinfeksi Virus yang
Melemahkan Daya
Tahan Tubuh (HIV)

Indeks Pencapaian SPM 89,76% | 98,87% 100%

Kategori IP SPM Tuntas | Tuntas | Tuntas

Madya Utama | Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

e Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis
pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :
- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari — Hari,
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Domestik.
Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mengalami peningkatan di semua jenis
pelayanan dasar. Indeks Pencapaian SPM berhasil bertahan
100% (persen) atau Tuntas Paripurna pada tahun 2024.

Tabel 2.49
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruan

No | Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar
1 | Pemenuhan 98,37% 100% 100%
Kebutuhan Pokok
Air Minum Sehari
- Hari
2 | Penyediaan 98,55% 100% 100%
Pelayanan
Pengolahan Air
Minum Domestik
Indeks Pencapaian SPM 98,46% 100% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas
Utama Paripurna | Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025
e Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman
Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
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29/PRT/M /2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis
Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman kabupaten/kota terdiri atas:
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah.
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman telah mencapai 100% (persen) atau
tuntas paripurna selama tahun 2022-2024.

Tabel 2.50
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
No | Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar

1 | Penyediaan dan 100% 100% 100%
rehabilitasi rumah
yang layak huni
bagi korban
bencana

2 | Fasilitasi 100% 100% 100%
penyediaan rumah
yang layak huni
bagi masyarakat
yang terkena
relokasi program
Pemerintah Daerah

Indeks Pencapaian SPM 100% 100% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas

Paripurna | Paripurna | Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

e Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota,
jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas
daerah terdiri atas:
- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana,;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana;

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
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- Pelayanan evakuasi korban
kebakaran.
Capaian SPM kategori Ketentraman dan Ketertiban

Umum tahun 2024 konsisten menunjukkan capaian 100 %.
Tabel 2.51

penyelamatan dan

Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar
1 | Pelayanan 94.,67% 100% 100%
ketenteraman dan
ketertiban umum
2 | Pelayanan informasi 100% 100% 100%
rawan bencana
Indeks Pencapaian SPM 97,34 % 100% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas
Utama Paripurna | Paripurna
3 | Pelayanan 100% 100% 100%
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
4 | Pelayanan 100% 100% 100%
penyelamatan  dan
evakuasi korban
bencana
Indeks Pencapaian SPM 100% 100% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas
Paripurna | Paripurna | Paripurna
5 | Pelayanan 100% 97% 100%
penyelamatan  dan
evakuasi korban
kebakaran
Indeks Pencapaian SPM 100% 97% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas
Paripurna Utama Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

e Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial, jenis Pelayanan
Dasar pada SPM Sosial terdiri atas:
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar

di luar panti sosial;
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti

sosial;

- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
sosial;

- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya

gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
Capaian SPM urusan sosial telah mencapai 100%
(persen)atau tuntas paripurna pada tahun 2022 - 2024.
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Tabel 2.52
Realisasi SPM Urusan Sosial
No | Jenis Pelayanan 2022 2023 2024
Dasar
1 | Rehabilitasi sosial 100% 100% 100%

dasar penyandang
disabilitas telantar
di luar panti sosial

2 | Rehabilitasi sosial 100% 100% 100%
dasar anak telantar
di luar panti sosial

3 | Rehabilitasi sosial 100% 100% 100%
dasar lanjut wusia
telantar di luar

panti sosial

4 | Rehabilitasi sosial 100% 100% 100%
dasar tuna sosial
khususnya

gelandangan  dan
pengemis di luar
panti sosial

5 | Perlindungan dan 100% 100% 100%
jaminan sosial pada
saat dan setelah

tanggap darurat
bencana bagi
korban bencana
Indeks Pencapaian SPM 100% 100% 100%
Kategori IP SPM Tuntas Tuntas Tuntas

Paripurna | Paripurna | Paripurna

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2025

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen melaksanakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana peran posyandu
lebih luas dari layanan kesehatan ibu dan anak menjadi
lembaga kemasyarakatan yang turut menyelenggarakan 6
(enam) layanan dasar. Hal tersebut dilaksanakan melalui
pembentukan  kelembagaan  posyandu, peningkatan
kapasitas kader dan pengurus, peningkatan akses dan mutu
layanan, serta mengintegrasikan program lintas sektor
untuk mendukung percepatan penurunan stunting, anak
tidak sekolah, akses sanitasi dan air minum aman,
perumahan layak huni, kesejahteraan sosial.
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Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah
Daerah Kota Blitar. Untuk memberikan gambaran
pengelolaan keuangan daerah periode 2020-2024 dengan
kinerjanya dilanjutkan dengan gambaran proyeksi keuangan
periode 2026-2030. Periode 2020-2024 merupakan fase
strategis yang mencerminkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta
pembiayaan secara akuntabel dan efisien, khususnya di
tengah tantangan fiskal akibat pandemi dan tekanan
ekonomi nasional. Kinerja keuangan dalam periode ini
menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal yang
diterapkan bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan
optimalisasi sumber daya lokal. Analisis atas indikator kunci
seperti efektivitas PAD, efisiensi belanja, keseimbangan
belanja operasi dan modal, serta kemandirian fiskal
menunjukkan capaian dan kendala yang menjadi
pembelajaran penting. Misalnya, tren menurunnya efisiensi
serta tingginya proporsi belanja operasi menandakan
perlunya reformulasi strategi belanja agar lebih produktif. Di
sisi lain, peningkatan rasio ketergantungan transfer
menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal
daerah.

Proyeksi keuangan untuk periode 2026-2030 bertujuan
memberikan dasar bagi perumusan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah daerah yang lebih adaptif
dan realistis. Dengan mempertimbangkan tren pendapatan
daerah, belanja, dan pembiayaan pada lima tahun
sebelumnya, estimasi proyeksi disusun secara makro dengan
pendekatan teknokratik, serta mempertimbangkan dinamika
ekonomi nasional dan potensi daerah. Proyeksi ini
diharapkan menjadi alat bantu dalam menyusun prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
kemampuan fiskal, sekaligus sebagai upaya memperkuat
kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah.
Dengan kata lain, proyeksi ini bukan hanya alat
perhitungan, tetapi juga instrumen perencanaan yang
strategis untuk memastikan tercapainya pembangunan yang
berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi riil daerah.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum kinerja keuangan masa lalu (tahun
anggaran 2020-2024) Kota Blitar menunjukkan besarnya
kemampuan  anggaran  Pemerintah Daerah  yang
dipergunakan untuk melakukan pembangunan Hasil
analisis digunakan untuk menghitung kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai
pembangunan di Kota Blitar. Kapasitas riil kemampuan
daerah yang didasarkan pada kekuatan Pendapatan Asli
Daerah dan dana transfer maupun bantuan keuangan dari
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
membiayai pembangunan daerah.

Penilaian kinerja keuangan daerah di masa lalu
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merupakan langkah strategis dalam memastikan efektivitas
pengelolaan keuangan publik, sekaligus menjadi pijakan
bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa
mendatang. Evaluasi terhadap realisasi keuangan
sebelumnya membantu pemerintah daerah melihat sejauh
mana kemampuan fiskal digunakan secara efisien, adil, dan
berkelanjutan. Selain itu, penilaian ini juga berfungsi untuk:
a. Mengukur kapasitas keuangan daerah dalam
membiayai pelayanan publik;
b. Mengetahui efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran;
¢. Menilai kesehatan fiskal secara umum;
d. Mendeteksi potensi risiko fiskal di masa mendatang.
Metode yang digunakan untuk melakukan Analisis

Rasio Keuangan Daerah sebagaimana dianjurkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 yang

dapat dijadikan rujukan antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : mengukur sejauh
mana PAD dapat membiayai belanja daerah tanpa
tergantung transfer pusat;

2. Rasio Efektivitas PAD : mengukur kemampuan daerah
dalam merealisasikan target PAD;

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah : mengukur efisiensi
pengeluaran dalam mencapai output pelayanan publik;

4. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja : untuk
mengetahui seberapa besar belanja rutin dibanding
belanja pembangunan;

5. Rasio Ketergantungan Fiskal : menggambarkan
ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dengan melakukan penilaian secara objektif melalui
rasio-rasio ini, pemerintah daerah tidak hanya sekadar
mengulas masa lalu, tetapi menyiapkan fondasi keuangan
yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan. Evaluasi ini juga
menjadi dasar dalam menyusun RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah, dan RKPD secara lebih terukur dan akuntabel.

Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD
periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Kota Blitar tahun 2020 - 2024. Analisis
dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama
masa 1 (satu) tahun anggaran sebagai cerminan dari
pelaksanaan kebijakan Anggaran untuk penyelenggaraan
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program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama periode tertentu, serta sebagai acuan bagi
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
dengan membandingkan capaian kinerja keuangan daerah
dengan cara melakukan perhitungan rasio dalam mengukur
kemampuan keuangan daerah, hal tersebut berguna untuk
menggambarkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas
menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat wajib melaporkan  pertanggungjawaban
keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat
sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Ada beberapa
cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah
satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan
Daerah, melalui analisis rasio keuangan berdasarkan
pengukuran capaian kinerja keuangan merupakan bagian
penting dalam proses pengendalian menajemen keuangan
pemerintahan daerah. Pengukuran capaian kinerja
digunakan untuk menilai akuntabilitas pengelolaam
keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan publik, yaitu
bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang
publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan
dalam menunjukan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan
secara efisien dan efektif.

Selanjutnya berdasarkan data dan informasi capaian
realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dilakukan
analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja
keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan
perbandingan data keuangan yang terdapat dalam laporan
keuangan. Rasio-rasio yang umum digunakan:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: mengukur
kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan dan pembangunan dari pendapatan asli
daerah (PAD);

b. Rasio Efektivitas: mengukur sejauh mana target
pendapatan daerah tercapai;

c. Rasio Efisiensi: mengukur perbandingan antara biaya
yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima
daerah;

d. Rasio Keserasian: mengukur keseimbangan antara
belanja modal (investasi) dengan belanja operasional,

e. Rasio Ketergantungan Keuangan: mengukur tingkat
ketergantungan daerah pada transfer dari pemerintah
pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah atau rasio
kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian,
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah
terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah
pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula
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sebaliknya. Besaran dalam tingkat/rasio kemandirian dalam
keuangan di suatu Pemerintahan Daerah berpengaruh pada
bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Berikut adalah
tabel tentang rasio kemandirian dengan pola hubungan
keuangan Pemerintah:

Tabel 2.53
Rasio Kemandirian dengan Pola Hubungan Keuangan

Pemerintah

No Kemampuan Rasio Pola

Keuangan Kemandirian Hubungan

a |[Sangat Rendah |>0-25% Instruktif

b | Rendah > 25-50% Konsultatif

c | Sedang >50-75% Partisipatif

d | Tinggi >75-100% Delegatif

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Selanjutnya berdasarkan data dan informasi capaian
realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.54 ’
Realisasi PAD dan Dana Eksternal dengan Pola Hubungan
Keuangan Pemerintah Tahun 2020-2024

Tahun PAD Transfer Pusat+ % Pola
Provinsi+Pinjaman Hubungan

2020 [174.590.638.443 | 688.978.396.667 |25,34% | konsultatif

2021 |297.618.527.754 | 713.998.274.152 |41,68% | konsultatif

2022 |156.268.172.004 | 754.236.961.873 |20,72%| instruktif

2023 |171.554.840.691 | 747.967.798.768 |22,94%| instruktif

2024 |169.566.103.316 | 761.173.069.106 |22,28%| instruktif

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kota Blitar belum
menunjukkan perbaikan signifikan dalam kemandirian
fiskal. Tingginya transfer dari pusat dan provinsi dibanding
PAD mengindikasikan bahwa sebagian besar pembiayaan
kegiatan daerah masih bertumpu pada dana eksternal. Hal
ini mengurangi fleksibilitas fiskal dan otonomi daerah dalam
pengambilan keputusan strategis. Pola hubungan yang
dominan  bersifat instruktif menunjukkan urgensi
peningkatan kapasitas fiskal daerah agar dapat mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat dan mendorong
otonomi keuangan yang lebih berkelanjutan.

Rasio efektivitas keuangan daerah adalah ukuran
kinerja  pemerintah daerah dalam = merealisasikan
pendapatan yang direncanakan. Rasio ini menunjukkan
seberapa baik pemerintah daerah mencapai target
pendapatan mereka. Semakin tinggi rasionya, semakin
efektif kinerja keuangan daerah tersebut. Rasio efektivitas
keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Rasio ini
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merupakan indikator penting untuk menilai Kkinerja
pengelolaan keuangan daerah.
Tabel 2.55
Realisasi dan Target PAD Kota Blitar
Tahun 2020-2024
Tahun Realisasi PAD Target PAD %
2020 174.590.638.443 | 135.002.799.612 | 129,3
2021 297.618.527.754 | 182.713.636.574 | 162,9
2022 156.268.172.004 | 175.944.656.797 | 88,8
2023 171.554.840.691 | 168.359.025.901 | 101,9
2024 169.566.103.316 | 175.385.104.298 | g¢,7

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data dimaksud dapat dijelaskan bahwa
tahun 2020-2021 menunjukkan kinerja sangat efektif,
realisasi PAD melampaui target lebih dari 25% (persen). Hal
itu terjadi karena perencanaan target yang konservatif
sebagai dampak pandemi covid-19, akan tetapi di sisi lain
terjadi peningkatan penerimaan signifikan yang bersumber
dari penghargaan pemerintah Pusat atas kinerja
pengendalian pandemi yang tidak masuk dalam
perencanaan sebelumnya. Tahun 2022 terjadi penurunan
tajam ke rasio 88,8% (persen). Ini menunjukkan realisasi
lebih rendah dari target yang terjadi karena gangguan
ekonomi secara nasional dan global yang berdampak belum
optimalnya pelaksanaan pemungutan PAD. Tahun 2023
kondisi membaik kembali (101,9% (persen)). Hal ini
menunjukkan bahwa pemulihan kinerja ekonomi yang
berdampak pada pemulihan kinerja PAD dan target yang
lebih realistis. Tahun 2024 sedikit di bawah target (96,7%
(persen)), namun masih dalam batas toleransi efektivitas.
Tidak tercapainya target terutama bersumber pada
pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD Mardi Waluyo.
Diperlukan evaluasi terhadap kinerja RSUD Mardi Waluyo
agar dilakukan optimalisasi potensi.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah ukuran yang
menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam
menggunakan anggaran untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Rasio ini membandingkan antara biaya (belanja)
yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja
keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa
biaya yang dikeluarkan lebih sedikit untuk menghasilkan
pendapatan yang sama atau bahkan lebih.

Tabel 2.56
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Blitar
Tahun 2020-2024

- . Realisasi a Presentasi
Tahun | Realisasi Belanja Pendapstan %o Efisiensi
2020 | 868.055.395.687| 880.876.905.111| 99% | Kurang
2021 986.004.395.4371.041.505.261.947| 95% | Kurang
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Tahun | Realisasi Belanja Realinast % sgnta§1
Pendapatan Efisiensi

2022 |1.037.630.983.106| 918.568.210.281|113% | LdakK
efisiensi

Tidak

2023 958.762.098.374| 928.568.700.012|103% : .
efisiensi

Tidak

2024 975.535.861.773| 939.885.037.335|104% - .
efisiensi

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data tersebut, tahun 2020-2021
menunjukkan kinerja keuangan cukup efisien hingga efisien.
Belanja lebih rendah dari pendapatan, artinya pengelolaan
fiskal cukup Tbaik. Sedangkan tahun 2022-2024
menunjukkan tren tidak efisien, belanja melebihi
pendapatan. Ini bisa disebabkan oleh target pendapatan
tidak tercapai atau terlalu tinggi belanjanya sehingga terjadi
belanja defisit yang didanai dari pembiayaan daerah.
Beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu :
a. Melakukan review/peninjauan belanja daerah agar lebih
berbasis kinerja dan outcome;

b. Memperkuat manajemen pendapatan, terutama PAD,
agar belanja tidak bertumpu pada transfer;

c. Mengendalikan belanja rutin dan non-prioritas untuk
menjaga efisiensi fiskal.

Rasio keserasian keuangan daerah adalah ukuran yang
digunakan untuk menilai keseimbangan antara belanja rutin
(operasional) dan belanja pembangunan (modal) dalam
anggaran suatu daerah. Rasio ini membantu untuk
memahami bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi anggarannya dan apakah alokasi tersebut sudah
optimal untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat.

Tabel 2.57
Rasio Belanja Operasioanal terhadap Total Belanja Kota
Blitar Tahun 2020-2024

Tahun | Belanja Operasi Total Belanja Y%
Daerah
2020 | 724.635.646.540 868.055.395.687 | 83,48
2021 842.312.587.981 986.004.395.437 | 85,43
2022 874.420.007.001 | 1.037.630.983.106 | 84,27
2023 819.710.314.933 958.762.098.374 | 85,50
2024 841.102.355.843 975.535.861.772 | 86,22

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data tersebut, rata-rata belanja
operasional berada di atas 83% (persen) dari total belanja,
menunjukkan masih cukup tingginya dominasi belanja rutin
(gaji, barang dan jasa, pemeliharaan dan belanja lain-lain).
Artinya, hanya sekitar 14-17% (persen) anggaran
dialokasikan untuk belanja pembangunan (modal) setiap
tahun. Semakin naik tiap tahun, dari 83,48% (persen) (2020)
menjadi 86,22% (persen) (2024), menunjukkan tren
penguatan belanja rutin ini berpotensi mengurangi ruang
fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan
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publik. Hal itu terjadi karena banyaknya program prioritas
daerah yang bersifat belanja barang jasa yang diberikan
kepada masyarakat secara langsung dan bersifat rutin
mengikat, misalnya: belanja bantuan rastrada, belanja iuran
jaminan kesehatan masyarakat, belanja fasilitasi pendidikan
dasar, dan lain-lain. Kedepan beberapa kebijakan yang perlu
dilakukan pemerintah antara lain : peningkatan efisiensi
belanja operasional dan mendorong pergeseran ke belanja
pembangunan yang produktif dan pendekatan penganggaran
berbasis kinerja agar belanja operasional berdampak
langsung ke pelayanan publik.

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran
yang menunjukkan seberapa besar suatu daerah bergantung
pada transfer dana dari pemerintah pusat atau pemerintah
provinsi untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini dihitung
dengan membandingkan total pendapatan transfer daerah
dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasionya,
semakin besar ketergantungan daerah pada sumber
pendapatan eksternal, dan semakin rendah kemandirian
keuangannya.

Tabel 2.58
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Blitar tahun
2020-2024
Tahun PAD Total Pendapatan %

2020 174.590.638.443 | 706.286.266.667 | 24,72%
2021 297.618.527.754 | 743.886.734.193 | 40,01%
2022 156.268.172.004 | 762.300.038.277 | 20,50%
2023 171.595.683.831 | 756.973.016.180 | 22,67%

2024 169.566.103.316 | 770.318.934.019 | 22,01%
Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025

Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa tingkat
ketergantungan cukup tinggi (rata-rata PAD < 30% (persen)
dari total pendapatan). Tahun 2021 menunjukkan rasio
terbaik (40,01% (persen)) merupakan kemandirian tertinggi,
terjadi karena optimalisasi PAD yang bersumber dari
pelayanan RSUD Mardi Waluyo. Tahun 2022-2024, rasio
kembali menurun hingga sekitar 20-22% (persen)
menunjukkan tingkat ketergantungan meningkat. Kinerja
PAD belum konsisten. Perlu upaya memperkuat kapasitas
fiskal daerah melalui inovasi sumber pendapatan lokal.
Kebijakan yang perlu menjadi perhatian antara lain: Perlu
strategi untuk diversifikasi sumber PAD, terutama dari
sektor potensial daerah. Penguatan basis pajak daerah dan
peningkatan pelayanan publik untuk mendorong kepatuhan.
Meningkatkan kapasitas aparatur pajak daerah & teknologi
sistem informasi keuangan. Selain itu alternatif pembiayaan
kreatif perlu menjadi pemikiran pemerintah daerah.
Pembiayaan kreatif APBD adalah strategi pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan
sumber pembiayaan di luar pendapatan dan transfer reguler,
namun tetap sesuai aturan perundang-undangan. Ini
dilakukan agar daerah mampu membiayai pembangunan
secara mandiri, berkelanjutan, dan inovatif.
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2.2.1.1.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kinerja pelaksanaan APBD secara utuh dapat dilihat
dari realisasi APBD tahun 2020-2024 yang disajikan dalam
tabel sebagai berikut.
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Tabel 2.59

Realisasi APBD Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

No Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023 Realisasi 2024
I | PENDAPATAN
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 37.530.670.036 38.279.290.179 45.120.805.461 | 56.381.185.255 | 54.179.720.917
Pendapatan Retribusi Daerah 6.681.655.444 6.383.791.892 6.777.531.073 | 7.830.222.821 | 107.123.314.608
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 1.041.098.840 829.819.053 885.196.947 | 1.042.119.575 979.436.641
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 129.337.214.124 | 252.125.626.629 | 103.484.638.523 | 106.342.156.180 |  7.283.631.148
Daerah yang Sah
WMMWM Pendapatan Asli 174.590.638.444 | 297.618.527.754 | 156.268.172.004 | 171.595.683.831 | 169.566.104.314
2 | PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil

81.234.742.965

110.933.535.218

130.286.308.030

92.510.557.565

89.902.080.000

Dana Alokasi Umum

400.918.516.000

393.968.854.000

392.628.749.070

417.003.510.313

443.238.812.000

Dana Alokasi Khusus - Fisik

29.818.682.165

28.333.707.798

18.028.861.209

9.770.554.691

26.140.002.027

Dana Alokasi Khusus - Non
Fisik

48.102.622.342

49.103.022.963

54.940.729.877

67.415.695.578

62.034.580.679

Dana Insentif Daerah

56.837.217.000

36.309.878.000

56.255.400.000

53.546.779.000

32.033.190.000
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No

Uraian

Realisasi 2020

Realisasi 2021

Realisasi 2022

Realisasi 2023

Realisasi 2024

Jumlah Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

616.911.780.472

618.648.997.979

652.140.048.186

640.247.097.147

653.348.664.706

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Bagi Hasil

70.229.057.195

93.669.717.173

90.589.850.687

106.195.788.000

106.082.874.400

Bantuan Keuangan

1.837.559.000

1.679.559.000

11.507.063.000

1.524.913.621

1.741.530.000

Jumlah Pendapatan Transfer
Antar Daerah

72.066.616.195

95.349.276.173

102.096.913.687

107.720.701.621

107.824.404.400

Jumlah Pendapatan Transfer

688.978.396.667

713.998.274.152

754.236.961.873

747.967.798.768

761.173.069.106

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Lainnya

17.307.870.000

29.888.460.041

8.063.076.404

9.005.217.413

9.145.864.913

Jumlah Lain-lain Pendapatan
yvang Sah (24)

17.307.870.000

29.888.460.041

8.063.076.404

9.005.217.413

9.145.864.913

JUMLAH PENDAPATAN

880.876.905.111,23

1.041.505.261.947

918.568.210.281

928.568.700.012

939.885.037.335

II

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

293.925.147.875

314.975.285.655

323.977.811.820

314.865.852.902

346.522.094.817

Belanja Barang dan Jasa

377.654.652.693

481.177.955.698

500.986.799.380

443.446.489.987

430.109.209.209

Belanja Hibah

38.493.073.000

24.921.294.253

25.885.473.481

40.770.317.144

45.820.694.832

Belanja Bantuan Sosial

14.015.883.398

21.238.052.375

23.569.922.320

20.627.654.900

18.650.356.985

Belanja Bantuan Keuangan

546.889.575

0

0

0

0

Jumlah Belanja Operasi

724.635.646.540

842.312.587.981

874.420.007.001

819.710.314.933

841.102.355.843
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No Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2021 Realisasi 2022 Realisasi 2023 Realisasi 2024

2 | BELANJA MODAL
Belanja Tanah 627.630.320 4.885.684.000 880.732.430 2.696.905.689
Belanja Peralatan dan Mesin 51.660.497.640 |  58.792.600.288 | 68.037.519.911 | 26.322.308.618 | 20.744.067.013
Belsiils Gedung daa Dasgroan 28.630.154.933 | 22.340.709.027 | 27.666.316.129 | 62.954.436.910 | 55.789.927.363
wmwwwmam:_ logast dan 26.271.196.591 | 41.901.570.605 | 61.355.000.064 | 45.263.635.846 | 51.349.969.945
Belanja Aset Tetap Lainnya 3.281.295.801 2.936.121.510 2.038.194.732 | 2.097.644.616 1.541.538.234
Belanja Aset Lainnya 4.337.818.430 0 0 0 199.622.250
Jumlah Belanja Modal 114.808.593.714 | 130.856.685.430 | 160.877.763.265 | 136.638.025.990 | 132.322.030.494

3 | BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga 28.611.155.432 |  12.835.122.027 2.333.212.840 | 2.413.757.451 2.111.475.435

Jumlah Belanja Tidak Terduga

28.611.155.432

12.835.122.027

2.333.212.840

2.413.757.451

2.111.475.435

Jumlah Belanja

868.055.395.687

986.004.395.437

1.037.630.983.106

958.762.098.374

975.535.861.772

Surplus/Defisit

12.821.509.425

55.500.866.509

(119.062.772.825)

(30.193.398.361)

(35.650.824.436)

I

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)

174.663.656.285

187.384.483.475

239.941.987.648

119.053.885.988

73.994.318.147

Penciran Dana Cadangan

0

0

0

10.000.000.000

15.000.000.000

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

21.112.716

56.637.663

175.827.798

133.830.522

107.349.416

Jumlah Penerimaan

174,684,769,001

187,441,121,138

240,117,815,446

129,187,716,511

89,101,667,563
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No

Uraian

Realisasi 2020

Realisasi 2021

Realisasi 2022

Realisasi 2023

Realisasi 2024

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

0

0

25.000.000.000

Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

0

3.000.000.000

2.000.000.000

0

Pembayaran Pokok Utang

121.794.950

Jumlah Pengeluaran

121,794,950

3,000,000,000

2,000,000,000

25,000,000,000

o|C| O |O

PEMBIAYAAN NETTO

187,283,801,241

184.441.121.138

238.117.815.446

104.187.716.510

89.101.667.563

SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

187.384.483.476

239.941.987.647

119.055.042.621

73.994.318.149

53.450.843.127

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif rata-rata
10,93% (persen), namun fluktuatif, capaian tertinggi tahun
2021 (naik menjadi Rp297M) bersumber dari peningkatan
"Lain-lain PAD yang sah" pendapatan layanan kesehatan
pada RSUD Mardi Waluyo. Capaian terendah tahun 2022
(turun Rpl56 M). Penurunan signifikan terjadi pada
komponen Lain-lain PAD yang sah kembali pada kinerja
semula serta pajak daerah yang mengalami penurunan
karena pelemahan ekonomi dampak pandemi covid-19
sehingga pungutan pajak daerah banyak mengalami
pengurangan karena penerapan kebijakan insentif pajak dan
retribusi oleh Pemerintah Kota Blitar. Pajak Daerah tumbuh
stabil (7,22% (persen)), menunjukkan tren positif dan
potensi sebagai sumber PAD yang konsisten. Retribusi
Daerah justru anomali di 2024 (melonjak tajam) karena
terjadi penyesuaian Kklasifikasi kodefikasi pendapatan
pelayanan kesehatan RSUD Mardi Waluyo dari rekening PAD
Lain-Lain yang sah bergeser ke rekening retribusi daerah.
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan stagnan dan
menurun (-1,7% (persen)) mengindikasikan potensi yang
belum optimal. Sedangkan Lain-lain PAD yang sah
fluktuatif, menurun drastis di 2024 dampak penyesuaian
klasifikasi dan kodefikasi rekening.

Pada pos pendapatan transfer, transfer pemerintah
pusat relatif stagnan dengan pertumbuhan negatif kecil (-
0,96% (persen)). Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh lambat
(1,38% (persen)) namun tetap menjadi sumber dominan.
Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) turun tajam (-48,6%
(persen)) yang berdampak pada belanja modal infrastruktur.
Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin sulit diperoleh karena
penentuan Kkegiatan (lokasi prioritas) dan besaran nilai
ditentukan oleh masing masing Kementrian teknis.
Selanjutnya Dana Insenstif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal
sifatnya juga tidak tetap atau fluktuatif, karena diberikan
berdasarkan prestasi daerah. Prioritas pembangunan
nasional yang dilaksanakan di tiap-tiap tahun menjadi
faktor yang menentukan kriteria daerah penerima dana
insentif fiskal. Pemerintah Kota Blitar berkomitmen tetap
meningkatkan  kinerja setiap tahun agar dapat
mempertahankan potensi mendapatkan apresiasi berupa
dana insentif fiskal.

Transfer antar daerah tumbuh rata-rata 6,46% (persen).
Cenderung stabil dan naik perlahan, terutama dari
Pendapatan Bagi Hasil. Bantuan Keuangan fluktuatif, tahun
2022 naik drastis karena adanya program/ kegiatan spesifik
yaitu apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas capaian
kinerja WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 10
(sepuluh) kali berturut-turut. Sedangkan untuk Lain-lain
pendapatan yang sah relatif kecil kontribusinya (<1%
(persen)), tapi tumbuh 3,2% (persen) per tahun. Tidak
signifikan secara fiskal, namun perlu dikelola akuntabel.
Secara umum jumlah total pendapatan naik dari Rp880 M
(2020) menjadi Rp939 M (2024). Kondisi ini menunjukkan
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pertumbuhan cukup lambat, hanya 0,29% (persen).
Kenaikan terbesar terjadi di 2021, disebabkan lonjakan PAD.
Setelah 2021, tren cenderung stagnan menunjukkan potensi
pendapatan perlu digali secara optimal.

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota
Blitar Tahun 2020 - 2024 dapat diketahui melalui tabel
berikut: Belanja operasi masih mendominasi struktur
belanja daerah (+85% (persen) dari total belanja). Komponen
utamanya yaitu Belanja Pegawai relatif stabil dengan
pertumbuhan 2,40%  (persen). Ini mencerminkan
pengelolaan SDM yang cukup terkendali namun masih
cukup mendominasi. Perlu diantisipasi kebijakan
pemerintah terkait belanja wajib pegawai yang maksimal
30% (persen) mulai tahun 2027. Belanja barang dan jasa
mengalami peningkatan hingga 6,68% (persen), tapi sempat
turun pada 2023 dan 2024. Hal itu bisa merupakan indikasi
efisiensi atau penghematan operasional. Belanja Hibah &
Bantuan Sosial meningkat signifikan (hibah tumbuh 8,40%
(persen), bantuan sosial 16,67% (persen)). Khususnya tahun
2023-2024 karena adanya belanja hibah kepada KPU,
Bawaslu, Polri dan TNI untuk penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah serentak tahun 2024. Sedangkan belanja
bantuan sosial cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan
masyarakat. Ini menunjukkan arah belanja yang semakin
responsif terhadap sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja Modal mengalami tren berfluktuasi, dengan
pertumbuhan rata-rata 7,28% (persen). Namun, angkanya
masih jauh di bawah belanja operasi. Belanja
gedung/bangunan dan infrastruktur (jalan, irigasi, jaringan)
naik tajam pada 2022-2024, menunjukkan upaya
penguatan infrastruktur terutama untuk penyediaan gedung
pendidikan SMP 6 dan gedung pelayanan kelurahan. Belanja
Tanah dan Aset Tetap Lainnya kecil, tapi belanja tanah
tumbuh tajam (165,49% (persen)), akuisisi lahan digunakan
untuk pengembangan infrastruktur jalan.

Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan
drastis hingga -44,5% (persen), dari Rp28,6 M di 2020
menjadi Rp2,1 M di 2024. Ini menunjukkan membaiknya
kondisi darurat pasca pendemi Covid-19 dan perencanaan
yang lebih presisi. Total belanja naik dari Rp868 M (2020) ke
Rp975 M (2024), tumbuh rata-rata 3,74% (persen).
Pertumbuhan ini moderat, menandakan stabilitas fiskal
meskipun ada tekanan kebutuhan belanja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa struktur
belanja masih didominasi belanja operasi, mengindikasikan
bahwa sebagian besar anggaran masih untuk kegiatan rutin,
bukan investasi. Keseimbangan belanja operasi terhadap
belanja modal perlu terus ditingkatkan agar pembangunan
fisik dan pelayanan publik bisa lebih maksimal. Terdapat
tren positif dalam peningkatan belanja modal strategis,
khususnya infrastruktur, yang patut dilanjutkan.
Penurunan belanja tidak terduga mencerminkan perbaikan
kondisi dan efektivitas perencanaan
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Penerimaan pembiayaan sumber utama penerimaan
adalah SiLPA, namun menunjukkan tren menurun tajam:
dari Rp187,38 M (2020) turun menjadi Rp53,45 M (2024),
dengan rata-rata pertumbuhan negatif 21,99% (persen). Hal
ini mengindikasikan bahwa sisa anggaran tiap tahun
semakin kecil, bisa karena efisiensi belanja meningkat atau
kondisi kapasitas fiskal yang sedang menurun. Penerimaan
Kembali Pinjaman Daerah jumlahnya Kkecil tapi tumbuh
tinggi (83,76% (persen)), meskipun kontribusinya secara
total tidak signifikan. Pencairan Dana Cadangan dilakukan
di 2023 (Rp10 M) dan di 2024 (Rpl5 M) digunakan untuk
pendanaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Total
Penerimaan Pembiayaan menurun rata-rata 17,55%
(persen), menandakan Kketergantungan pada sumber
pembiayaan non-reguler makin berkurang.

Pengeluaran Pembiayaan, relatif kecil dan tidak
konsisten. Beberapa poin penting yaitu Penyertaan Modal
Daerah terjadi pada tahun 2021 dan 2022 karena
kebutuhan investasi penyesuaian struktur modal BUMD.
Pembentukan dana cadangan di 2023 untuk penyediaan
anggaran pilkada serentak tahun 2024.

Pembiayaan netto menunjukkan penurunan tajam dari
Rp187 M tahun 2020 ke Rp68,5 M tahun 2024, dengan rata-
rata pertumbuhan negatif 14,4% (persen). Menurunnya
pembiayaan netto ini dapat diartikan sebagai kemampuan
daerah makin mengandalkan pendapatan riil, bukan dari
pembiayaan atau juga karena terbatasnya kapasitas
pembiayaan, sehingga mengandalkan anggaran tahun
berjalan semata.

Perlu diambil kebijakan kedepan untuk mengatasi
keterbatasan kapasitas pembiayaan daerah. Kreativitas
finansial APBD merujuk pada upaya pemerintah daerah
untuk mencari sumber pembiayaan di luar pendapatan
daerah yang rutin (seperti pajak dan retribusi) serta dana
perimbangan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah
untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat
pembangunan daerah. Beberapa contoh kreativitas finansial
yang bisa dilakukan antara lain:

a. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak
swasta untuk membangun infrastruktur atau
menyediakan layanan publik, dengan skema investasi
dan bagi hasil yang saling menguntungkan;

b. Pembiayaan Kreatif: Ini mencakup berbagai skema
pembiayaan seperti penerbitan obligasi daerah,
pemanfaatan barang milik daerah yang tidak terpakai,
atau mencari pinjaman dari lembaga keuangan dengan
persyaratan yang lebih fleksibel;

c. Sinergi Pendanaan: Menggabungkan berbagai sumber
pendanaan, baik dari APBD maupun non-APBD, untuk
membiayai program prioritas. Misalnya, menggabungkan
dana APBD dengan bantuan dari pemerintah pusat, dana
hibah, atau investasi swasta;
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d. Pengelolaan Aset Daerah: Memaksimalkan potensi
pendapatan dari aset-aset daerah, seperti tanah,
bangunan, atau kekayaan alam, melalui pengelolaan
yang lebih profesional dan transparan;

e. Peningkatan Efisiensi Anggaran: Mencari cara untuk
mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi
penggunaan anggaran, sehingga dana yang tersedia bisa
dialokasikan secara lebih efektif.

2.2.1.1.2. Neraca Daerah

Adapun neraca daerah tahun 2020 - 2024 adalah
sebagai berikut :
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Tabel 2.60

Neraca Daerah Tahun 2020 - 2024
Pemerintah Kota Blitar

NO URAIAN 2020 2021 REAUS;)S;QTAHUN 2023 2024

01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

1 | ASET 2.505.047.554.204.28 | 2.842.396.924.943,55 | 2.838.091.886.965,55 | 2.854.039.588.941,53 | 2.690.051.138.693,09
A. Aset Lancar 255.432.695.030,48 | 285.865.718.417,84 | 150.058.746.982,34 | 107.606.083.454,56 |  89.199.258.541,50
B. Investasi Jabgka Panjang 25.317.569.753,02 | 28.766.959.869,50 | 29.770.167.704,33 |  28.372.892.367,90 |  25.056.371.011,12
C. Aset Tetap 2.301.260.267.656.95 | 2.515.598.532.461,44 | 2.627.019.789.512,93 | 2.705.472.064.884,33 | 2.561.792.928.299,59
D. Aset Lainnya 13.037.021.763.83 |  12.165.714.194,68 | 22.243.182.76595 |  12.588.548.234,74 |  14.002.580.840,88
JUMLAH ASET 2.595.047.554.204.08 | 2.842.396.924.043,55 | 2.838.091.886.965,55 | 2.854.039.588.941,53 | 2.690.051.138.693,09

2 | KEWAJIBAN 29.578.335.382,16 |  55.845.165.025,21 | 29.871.922.680,45 | 31.928.250.270,80 |  38.001.068.205,93
A. Kewajiban Jangka Pendek |  20.578.335.382,16 |  55.845.165.025,21 |  29.871.922.680,45 | 31.928.250.270,80 |  38.001.068.205,93
B. Kewajiban Jangka ) } i - &
Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN 29.578.335.382.16 |  55.845.165.02521 | 29.871.922.680,45 | 31.928.250.270,80 |  38.001.068.205,93

3 | EKUITAS 2.565.460.218.822.12 | 2.786.551.759.918,34 | 2.808.219.964.285,10 | 2.837.111.338.670,73 | 2.835.905.585.183,14
A. Ekuitas 2.565.460.218.822,12 | 2.786.551.759.918,34 | 2.808.219.964.285,10 | 2.837.111.338.670,73 | 2.835.905.585.183,14

JUMLAH EKUITAS

2.565.469.218.822,12

2.786.551.759.918,34

2.808.219.964.285,10

2.837.111.338.670,73

2.835.905.585.183,14

JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025
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Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa total aset
meningkat dari Rp2,59 triliun (2020) menjadi puncaknya
Rp2,85 triliun (2023), kemudian turun signifikan pada 2024
menjadi Rp2,69 triliun. Penurunan Rpl63 miliar (5,7%
(persen)) di tahun 2024 ini terjadi karena adanya
reklasifikasi aset serta pengalihan hak dan penghapusan
atas aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Aset Lancar
naik 2020-2021, tapi turun tajam pada 2022-2024 dari
Rp285 miliar (2021) ke Rp89 miliar (2024), disebabkan
realisasi belanja tinggi, menurunnya kas dan piutang
daerah, atau efisiensi likuiditas jangka pendek. Investasi
Jangka Panjang stabil dan tumbuh sampai 2022, namun
turun tajam di 2023-2024 (dari Rp29,8 miliar ke Rp25,1
miliar), disebabkan pencairan investasi atau penyesuaian
nilai wajar. Aset Tetap mengalami peningkatan konsisten
sampai 2023, lalu menurun signifikan di 2024 dari Rp2,71
triliun ke Rp2,56 triliun, sebab penghapusan aset dan
pengalihan hak aset kepada kementerian/lembaga. Aset
Lainnya cenderung fluktuatif, dengan lonjakan besar di 2022
(Rp22,2 miliar) lalu kembali turun disebabkan terjadi
reklasifikasi pencatatan aset.

Total Kewajiban meningkat signifikan dari Rp29,5
miliar (2020) ke Rp38 miliar (2024). Kewajiban masih
seluruhnya jangka pendek. Tidak ada kewajiban jangka
panjang tercatat; ini menunjukkan konservatisme fiskal atau
ketergantungan pada pendanaan non-hutang. Peningkatan
utang jangka pendek bisa menunjukkan ketegangan arus
kas atau peningkatan komitmen belanja yang belum dibayar
di akhir tahun. Ekuitas meningkat stabil dari Rp2,56 triliun
(2020) menjadi Rp2,83 triliun (2024). Penurunan aset di
2024 tidak signifikan memengaruhi ekuitas, menunjukkan
bahwa sebagian besar perubahan berada pada komponen
lancar dan tidak menimbulkan kerugian bersih.

Berdasarkan analisa atas data historis maka perlu
pendalaman terhadap pencatatan aset tetap dan aset lancar,
khususnya terkait belanja modal dan penghapusan aset.
Evaluasi struktur pembiayaan jangka pendek agar tidak
terlalu membebani kas dan optimalisasi aset daerah untuk
mendukung pendapatan dan menjaga struktur neraca tetap
sehat.

2.2.2. Kerangka Pendanaan
2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Proyeksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah
Kota Blitar untuk periode 2025-2029 disusun berdasarkan
pendekatan historis dan analisis tren pertumbuhan
komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah
selama tahun 2020-2024. Proyeksi ini mengasumsikan
bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah telah
sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta
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memperhitungkan stabilitas fiskal dan arah kebijakan makro
ekonomi nasional.

Pendapatan daerah Kota Blitar masih didominasi oleh
Pendapatan Transfer, terutama Dana Perimbangan yang
berasal dari APBN. Dana ini mencakup Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK), yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan
desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menunjukkan kontribusi yang masih terbatas, meskipun
secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan prioritas
pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial. Alokasi
belanja tiap urusan disusun berdasarkan dukungan urusan
terhadap pencapaian target kinerja daerah. Penetapan
anggaran tetap mengacu pada ketentuan perundang-
undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menekankan pada
peningkatan kemandirian fiskal daerah, efisiensi belanja, dan
transparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan kondisi
terkini, antara lain:

a. Perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat,
termasuk skema penyaluran DAK yang semakin
berbasis kinerja (performance-based budgeting);

b. Penguatan sistem informasi pemerintahan dan
digitalisasi keuangan daerah;

c. Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
pasca pandemi;

d. Peningkatan  kapasitas fiskal daerah melalui
pemanfaatan aset daerah dan pembiayaan Kkreatif
(creative financing).

Dengan memperhatikan kemampuan dan potensi fiskal
daerah, proyeksi pendapatan dan belanja ini diharapkan
menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan fiskal jangka
menengah yang sehat, kredibel, dan adaptif terhadap
dinamika pembangunan. Selanjutnya, struktur APBD
menyesuaikan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 disajikan pada tabel
sebagai berikut.
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Tabel 2.61
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2026-2030
i Baseline Tahun Proyeksi Tahun
N aian
9 Uy 2024 2026 2027 2028 2029 2030
(1) {2) (3) (4) () (6) (7) (8)
1 | PENDAPATAN
A | PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah | 54.179.720.917,80 | 96.773.830.000,00 | 97.321.608.000,00 | 97.821.608.000,00 98.294.824.000,00 | 100.964.940.000,00
gi’::;ﬁa‘a“ Retribunt 107.123.314.608,00 | 106.860.928.000,00 | 121.945.588.000,00 | 122.195.588.000,00 | 122.295.588.000,00 | 124.368.901.000,00
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 979.436.641,76 1.212.000.000,00 1.225.000.000,00 1.250.000.000,00 1.235.000.000,00 1.261.212.000,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Diatrah veng ek 7.283.631.148,88 |  5.340.361.000,00 | 5.874.397.000,00 | 5.975.000.000,00 5.985.000.000,00 | 6.284.250.000,00
‘I‘;“‘ae“l"lrah‘ Pendapatan Asli | ¢4 566 103.316,44 | 210.187.119.000,00 | 226.366.593.000,00 | 227.242.196.000,00 | 227.810.412.000,00 | 232.879.303.000,00
B | PENDAPATAN TRANSFER
1 | Transfer Pemerintah
Pusgat
Dana Bagi Hasil 89.902.080.000,00 | 90.543.031.000,00 | 92.353.891.620,00 | 92.353.891.620,00 94.277.000.000,00 | 83.985.352.000,00
Dana Alokasi Umum 443.238.812.000,00 | 456.999.804.000,00 | 466.139.800.080,00 | 466.139.800.080,00 | 466.389.800.080,00 | 479.849.794.200,00
?i:;fm"k”‘ L 26.140.002.027,00 |  4.322.138.000,00 | 29.247.138.000,00 | 4.172.138.000,00 16.597.138.000,00 |  3.947.138.000,00
E::igli‘l’{kﬂm Rlaxm - 62.034.580.679,00 | 63.003.277.000,00 | 63.003.277.000,00 | 63.003.277.000,00 63.003.277.000,00 | 63.003.277.000,00
Insentif Daerah 32.033.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan
Transfer Pemerintah 653.348.664.706,00 | 614.868.250.000,00 | 650.744.106.700,00 | 625.669.106.700,00 | 640.267.215.080,00 | 630.785.561.200,00
Pusat
2 Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil 106.082.874.400,00 | 65.340.625.000,00 | 66.647.437.500,00 | 66.897.437.500,00 67.980.386.250,00 | 68.325.278.000,00
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No

Uraian

Baseline Tahun
2024

Proyeksi Tahun

2026

2027

2028

2029

2030

(1)

(2)

(3)

)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bantuan Keuangan

1.741.530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Pendapatan
Transfer Antar Daerah

107.824.404.400,00

65.340.625.000,00

66.647.437.500,00

66.897.437.500,00

67.980.386.250,00

68.325.278.000,00

Jumlah Pendapatan
Transfer

761.173.069.106,00

680.208.875.000,00

717.391.544.200,00

692.566.544.200,00

708.247.601.330,00

699.110.839.200,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH

Pendapatan Lainnya

9.145.864.913,42

9.300.000.000,00

9.500.000.000,00

9.600.000.000,00

9.750.000.000,00

9.750.000.000,00

Jumlah Lain-lain
Pendapatan yang Sah

9.145.864.913,42

9.300.000.000,00

9.500.000.000,00

9.600.000.000,00

9.750.000.000,00

9.750.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

939.885.037.335,86

899.695.994.000,00

953.258.137.200,00

929.408.740.200,00

945.808.013.330,00

941.740.142.200,00

2 | BELANJA

A

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

346.522.094.817,00

367.222.111.290,00

367.346.023.707,00

371.844.033.595,00

366.938.999.777,00

377.200.341.164,00

Belanja Barang dan Jasa

430.109.209.209,71

463.652.724.506,00

441.843.066.911,00

453.402.563.558,00

462.823.852.538,00

467.890.804.035,00

Belanja Hibah

45.820.694.832,00

19.837.261.065,00

11.505.927.268,00

21.692.930.505,00

44.428.007.588,00

11.875.114.036,00

Belanja Bantuan Sosial

18.650.356.985,00

18.149.600.000,00

43.074.600.000,00

17.999.600.000,00

34.558.938.000,00

20.963.490.000,00

Jumlah Belanja Operasi

841.102.355.843,71

868.861.696.861,00

863.769.617.886,00

864.939.127.658,00

908.749.797.903,00

877.929.749.235,00

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

2.696.905.689,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Peralatan dan
Mesin

20.744.067.013,00

19.843.041.000,00

20.856.215.000,00

17.832.063.825,00

18.770.593.500,00

12.482.444.677,00

Belanja Gedung dan
Bangunan

55.789.927.363,00

27.924.153.000,00

38.055.606.000,00

44.574.927.731,00

26.527.945.350,00

68.518.861.500,00

Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan

51.349.969.945,00

29.710.354.000,00

46.704.829.650,00

42.447.086.178,00

44.,565.531.000,00

25.710.354.026,00

Belanja Aset Tetap
Lainnya

1.541.538.234,00

547.116.000,00

557.322.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00

Belanja Aset Lainnya

199.622.250,00

175.000.000,00

275.000.000,00

280.500.000,00

280.500.000,00

280.500.000,00

Jumlah Belanja Modal

132.322.030.494,00

81.199.664.000,00

106.448.972.650,00

105.694.577.734,00

90.704.569.850,00

107.552.160.203,00
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No

Uraian

Baseline Tahun

Proyeksi Tahun

2024 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8)
C | BELANJA TIDAK
TERDUGA
Belanja Tidak Terduga 2.111.475.435,00 5.879.963.396,00 5.952.500.000,00 6.049.300.000,00 5.963.000.000,00 6.143.500.000,00

Jumlah Belanja Tidak
Terduga

2.111.475.435,00

5.879.963.396,00

5.952.500.000,00

6.049.300.000,00

5.963.000.000,00

6.143.500.000,00

Jumlah Belanja

975.535.861.772,71

955.941.324.257,00

976.171.090.536,00

976.683.005.392,00

1.005.417.367.753,00

991.625.409.438,00

SURPLUS/DEFISIT

-35.650.824.436,85

-56.245.330.257,00

-22.912,953.336,00

-47.274.265.192,00

-59.609.354.423,00

-49.885.267.238,00

PEMBIAYAAN

A

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SiLPA)

73.994.318.147,86

56.245.330.257,00

47.912.953.336,00

62.274.265.192,00

29.609.354.423,00

49.885.267.238,00

Pencairan Dana Cadangan | 15.000.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 0,00
Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman 107.349.416,58 0,00 0,00 0,00

Daerah

Jumlah Penerimaan

89.101.667.564,44

56.245.330.257,00

47.912.953.336,00

62.274.265.192,00

59.609.354.423,00

49.885.267.238,00

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 0,00

Pembentukan Dana

e 0,00 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 0,00

Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah 0,00 10.000.000.000,00 0,00

Daerah

Jumlah Penpeluaran 0,00 0,00 | 25.000.000.000,00 | _15.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 89.101.667.564,44 | 56.245.330.257,00 | 22.912.953.336,00 | 47.274.265.192,00 | 59.609.354.423.00 | 49.885.267.238.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 53.450.843.127,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANGGARAN (SILPA)

Sumber : Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025
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Berdasarkan data  historis dan analisa tren
perkembangan tahun 2020-2024 diproyeksikan sebagai
berikut. Total pendapatan daerah diproyeksikan dalam tren
fluktuatif untuk periode lima tahun kedepan. Pendapatan
Daerah Kota Blitar tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh
rata-rata sebesar 2,13% (persen). Tahun 2026 diperkirakan
turun dari baseline realisasi tahun 2024, lalu naik perlahan
sampai 2030. Penurunan pada 2026 menjadi indikasi
perlunya kehati-hatian dalam asumsi pertumbuhan ekonomi
dan proyeksi transfer pusat. Ketergantungan yang tinggi
menyebabkan Kota Blitar menjadi daerah rentan terhadap
fluktuasi fiskal nasional yang dipengaruhi oleh faktor
eksternal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami tren
positif dan konsisten naik dari Rpl169,57 M (2024) ke
Rp232,88 M (2030). Kenaikan signifikan di 2026 (naik +24%
(persen)), terutama didorong oleh lonjakan Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus ke depan terutama
untuk digitalisasi pajak dan updating basis data pajak,
penyederhanaan retribusi, efisiensi pelayanan publik, dan
reformasi tarif berbasis nilai manfaat. Hasil pengelolaan
kekayaan daerah naik perlahan (£3-5% (persen) per tahun),
namun kontribusinya sangat kecil (<1% dari PAD). Potensi
besar jika pemerintah daerah mengelola aset secara produktif
(optimalisasi BUMD, kerja sama pemanfaatan aset).
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan meningkat dari
18% (persen) (2024) menjadi hampir 25% (persen) (2030) hal
itu diharapkan menjadi sinyal perbaikan kemandirian fiskal.
Perlu pengawasan ketat agar target PAD realistis, tidak
sekadar asumsi di atas kertas, dan ditopang oleh kebijakan
dan reformasi nyata di lapangan.

Pendapatan transfer pusat fluktuatif di tahun 2026-
2030, naik di tahun 2027, kemudian turun 2028, naik lagi di
tahun berikutnya. Tren pergerakan cenderung tidak stabil,
dipengaruhi DAK dan insentif daerah. Dinamika geopolitik
global seperti ketegangan kawasan Asia Timur, fluktuasi
harga energi dunia, serta dampak lanjutan dari perang
dagang antara negara-negara besar telah memberikan
tekanan pada kinerja fiskal nasional. Hal ini berdampak
langsung terhadap struktur belanja negara, termasuk alokasi
transfer ke daerah. Pada 2025, pemerintah pusat
menerapkan strategi fiskal yang lebih ketat, dengan fokus
pada efisiensi belanja dan selektivitas dalam penyaluran
dana transfer. Hal ini dipicu oleh penurunan penerimaan
negara dari sektor perdagangan dan pajak ekspor, sebagai
akibat dari pelemahan permintaan global dan penurunan
harga komoditas. Di sisi lain, potensi penyesuaian skema
DAK dan pemanfaatan insentif fiskal berbasis kinerja
(performance-based transfer) juga menjadi tantangan dan
peluang. Daerah dengan perencanaan yang responsif dan
tata kelola yang baik cenderung tetap memperoleh prioritas.
Untuk itu meskipun diproyeksikan secara pesimis akan
tetapi Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk selalu
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memberikan upaya terbaik untuk mendapatkan apresiasi
berupa insentif fiskal dan dana DAK.

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026-2030 diproyeksikan
naik bertahap mulai dari Rp83,9 M sampai akhirnya 94,2 M.
Tren perubahan cenderung stabil (meningkat moderat),
kecuali 2030 sedikit turun. Perlu menjadi perhatian bahwa
DBH sangat dipengaruhi oleh PNBP dan penerimaan
perpajakan nasional sehingga faktor eksternal seperti harga
komoditas & pertumbuhan ekonomi nasional menjadi
penentu utama atas kinerja alokasi ke daerah. Dana Alokasi
Umum (DAU) meningkat stabil dari Rp443,24M di tahun
2024 ke Rp479,84M pada akhir periode tahun 2030.
Kenaikan sejalan dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan
dasar dan indeks fiskal daerah. DAU menjadi komponen
terbesar, mencerminkan kebutuhan dasar pelayanan tetap
ditopang pusat. DAK cenderung diproyeksikan fluktuatif
mulai 2026 sampai 2030 dipengaruhi oleh DAK Fisik yang
sangat tergantung tema nasional misalnya infrastruktur,
pendidikan, kesehatan sehingga bisa fluktuatif akibat
pergeseran prioritas pusat. Sedangkan DAK Non fisik
cenderung stagnan, antara lain BOSP, TPG, Tamsil dan BOK
Kesehatan karena merupakan mandatory spending untuk
layanan dasar. Mengindikasikan peran spending-based
allocation makin kuat (terutama untuk pendidikan dan
kesehatan). Insentif fiskal diproyeksikan dengan pendekatan
konservatif. Insentif fiskal ini berbasis kinerja (pelayanan
publik, kinerja belanja, reformasi birokrasi dan tematik lain
berdasarkan prioritas pusat). O (nol) di proyeksi
mencerminkan pendekatan konservatif atau ketidakpastian.
Pendapatan Bagi Hasil mengalami perununan drastis dari
Rpl106M (baseline realisasi tahun 2024) dan lalu tumbuh
moderat hingga 2030. Penurunan yang tajam tersebut terjadi
karena perubahan klasifikasi bagi hasil PKB dan BBNKB
menjadi skema pajak berupa opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Secara agregat proyeksi pendapatan daerah dilakukan
secara konservatif. Proyeksi konservatif memang aman
secara fiskal, namun bisa memengaruhi ruang fiskal jika
kenyataan lebih tinggi dan tidak diserap optimal. Untuk
mengatasi keterbatasan kapasitas APBD dan meningkatkan
kualitas pembangunan Pemerintah Kota Blitar perlu
mengembangkan pembiayaan kreatif APBD. Pembiayaan
kreatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada
APBD, mempercepat pembangunan infrastruktur dan
program prioritas, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas
proyek. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk
membiayai proyek infrastruktur, kerja sama dengan lembaga
keuangan, atau skema pembiayaan inovatif lainnya

Di sisi belanja tren total belanja meningkat moderat dari
Rp975,5 miliar (baseline tahun 2024) dengan rata-rata
pertumbuhan sekitar 0,3%—1% (persen) per tahun. Namun,
belanja tidak diimbangi oleh pendapatan, yang menyebabkan
defisit anggaran terjadi setiap tahun. Belanja operasional
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masih mendominasi struktur belanja (rata-rata 80-90% dari
total belanja). Tren naik-turun ringan, tergantung pada
komponen internal, misalnya belanja barang dan jasa
fluktuatif. Belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar
Rp346,52 M naik jadi Rp377,20 M pada tahun 2030 dengan
kecenderungan kenaikan stabil +1-2% (persen) per tahun.
Kenaikan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.
15/2019 tentang gaji ASN dan proyeksi rekrutmen ASN. Hal
yang perlu diantisipasi reformasi birokrasi dan ketentuan
terkait belanja wajib pegawai. Belanja barang dan jasa
merupakan cerminan dari kebutuhan layanan publik dan
biaya administrasi. Belanja Hibah & Bantuan Sosial juga
fluktuatif. Kondisi ini bisa karena sifat hibah yang berbasis
prioritas tematik/tahun berjalan, diantaranya untuk
pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun
20209.

Belanja modal tahun 2024 sebesar Rpl32,32 M
diproyeksikan fluktuatif dengan peoyeksi tertinggi tahun
2030 sebesar Rp107,55 M. Belanja modal bersifat adaptif
terhadap program infrastruktur yang berbasis pada usulan,
prioritas daerah dan kemampuan pembiayaan. Belanja
modal rata-rata 10-15% (persen) dari total belanja, perlu
diantisipasi terkait ketentuan belanja wajib infrastruktur
minimal 40% (persen) yang diterapkan paling lambat tahun
2027. Belanja Gedung & Bangunan dan Jalan, Irigasi,
Jaringan dominan, tetapi fluktuatif tergantung proyek besar.
Beberapa rencana belanja modal yang akan di prioritaskan
periode 2026-2030 antara lain: pemenuhan infrastruktur
dasar perkotaan (jalan, sistem transportasi, perumahan,
sanitasi, persampahan, jaringan komunikasi), jaringan
drainase dan irigasi untuk pengendalian luapan air sungai,
pembangunan destinasi wisata buatan, pembangunan
kawasan perdagangan dan industri, fasilitas umum serta
ruang pelayanan publik lainnya. Belanja modal tanah
direncanakan untuk akuisisi hak untuk pengembangan
pengelolaan persampahan dan pembangunan fasilitas umum
lainnya. Penurunan belanja peralatan dan mesin hingga
tahun 2030 merupakan indikasi efisiensi atau minimnya
pengadaan baru. Pengadaan peralatan mesin skala besar
diprioritaskan untuk penunjang pelayanan umum misalnya
jaringan pengelolaan persampahan, jaringan komunikasi,
jaringan transportasi dan jaringan utilitas lainnya.

Belanja Tidak Terduga (BTT) naik signifikan sejak 2026
(baseline 2024 realisasi sebesar Rp2,1 M dan dianggarkan
stabil sebesar Rp4 M). Penyediaan BTT sebagai standby
budget sebagai antisipasi risiko lebih tinggi atau penyesuaian
kebijakan belanja kontinjensi. Proyeksi realistis dengan
mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang
HKPD dan kesiapsiagaan fiskal untuk penanggulangan
bencana, kedaruratan, atau force majeure.

Surplus/Defisit anggaran terjadi di setiap tahun yang
direncanakan. Defisit diperkirakan pada kisaran 2% (persen)
sampai 4% (persen) dan dikendalikan stabil dalam besaran
tersebut. Menunjukkan strategi belanja masih dalam batas




2.3.

2.3.1.

- 158 -

fiskal wajar, namun tetap perlu penguatan pendapatan
daerah (PAD & transfer). Untuk menutup defisit anggaran
tersebut direncanakan penerimaan pembiayaan daerah
terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan.
Sementara  itu, Pengeluaran pembiayaan  daerah
diproyeksikan di tahun 2027 dan 2028 pada komponen
penyertaan modal BUMD baru dan pembentukan dana
cadangan dalam rangka persiapan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah serentak tahun 2029, yang
kemudian di tahun 2029 dicairkan pada penerimaan
pembiayaan pencairan dana cadangan.

Secara umum proyeksi APBD tahun 2026-2030
disimpulkan bahwa belanja operasi mendominasi, terutama
karena gaji ASN dan layanan dasar. Belanja modal diarahkan
untuk mendukung infrastruktur prioritas nasional.
Kebijakan nasional seperti RPJMN, UU HKPD, dan PP ASN
berpengaruh besar terhadap struktur belanja. Perlu
diperhatikan terkait Evaluasi efektivitas belanja hibah &
sosial, optimalkan proposal DAK & bantuan keuangan, selalu
menjaga rasio belanja modal >20% (persen) untuk menjaga
kualitas belanja pembangunan serta mendorong efisiensi
belanja barang & jasa tanpa menurunkan pelayanan.

Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan
analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan
dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang
selanjutnya  dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau
peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu
strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat
antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
menengah. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah
menggambarkan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi
masyarakat yang belum ideal.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan dengan
melakukan Focus Group Discussion (FGD) perangkat daerah dan
mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan
urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang
dihadapi perangkat daerah.
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2.3.1.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan yang akan menjadi
masukan bagi penentuan sasaran pembangunan jangka
menengah Kota Blitar dirumuskan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan
satu dengan lainnya. Permasalahan pembangunan yang
dirumuskan secara holistik-tematik ini dapat dikelompokkan
menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Rata - rata lama sekolah penduduk Kota Blitar yang
masih 10,82 atau setingkat kelas 2 SMA, belum
mencapai target yang ditetapkan yaitu rata rata lama
sekolah 12 tahun atau lulus SMA;

2. Pemerintah Kota Blitar tidak bisa menjamin semua
warganya untuk masuk sekolah setingkat SMA, karena
Sekolah Tingkat Menengah merupakan kewenangan
provinsi;

3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 9,86
8(ribu jiwa) atau 6,75 % (persen) dari seluruh jumlah
penduduk Kota Blitar;

4. Tingkat prevalensi stunting yang masih diangka 17,7%
(persen) dalam angka nasional, sementara hitungan
daerah pada angka 6,87% (persen). Perbedaan angka
prevalensi stunting antara nasional dan daerah
disebabkan adanya perbedaan model perhitungan
daerah dan nasional;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar yang masih
tinggi yaitu di angka 5,11%(persen);

6. Tingginya angka ketimpangan pendapatan Kota Blitar
yaitu 0,353;

7. Rendahnya tingkat pemanfaatan digital dalam sektor
pemasaran produk Kota Blitar;

8. Masih belum terintegrasinya data data perangkat
daerah terutama data pelayanan, yang seharusnya
sudah dapat digunakan secara interoperabilitas antar
perangkat daerah;

9. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah, sehingga
ketergantungan finansial atau anggaran pembangunan
daerah masih pada level 80% (persen) kepada
pemerintah pusat;

10. Menurunnya kuantitas SDM ASN dan kualitas yang
belum memadai, diperkuat dengan komposisi struktural
dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat
mengakibatkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan;

11. Masih banyaknya pengamen dan pengemis di
perempatan yang ada lampu lalu lintas, menunjukkan
rendahnya ketertiban umum;

12. Belum terpilahnya sampah dari rumah tangga
mengakibatkan semua sampah masih terbuang ke TPA,
sedangkan kemampuan tampung TPA dengan semua
sampah terbuang ke TPA diperkirakan hanya tinggal 4
tahun saja;
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13. Meskipun hampir seluruh rumah tangga di Kota Blitar
telah memiliki akses sanitasi layak (99,21% (persen)
tahun 2023), namun akses terhadap sanitasi aman
masih sangat rendah, hanya sekitar 8,45% (persen)
pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya
pergeseran target dari sanitasi layak menuju sanitasi
aman sesuai standar nasional, termasuk sistem
pengolahan lumpur tinja (LLTT) yang efektif;

14. Masih terdapatnya kawasan kumuh 62 Ha, seharusnya
pada akhir tahun 2026 ditargetkan sudah 0% (persen)
tapi masih ada 1,9% (persen) dalam kondisi kumuh;

15. Masih terdapat rumah yang berlokasi di sempadan
sungai, yang mana merupakan area yang tidak
diperkenankan untuk rumah tinggal maupun bangunan
lainnya diluar ketentuan. Rumah yang berada di area
sempadan sangat rawan terjadinya bencana selain itu
juga dapat mengganggu fungsi dari sungai;

16. Masih minimnya moda transportasi massal, sehingga
memperbanyak penggunaan kendaraan pribadi yang
berakibat semakin besarnya potensi penambahan
polusi udara dan peningkatan emisi gas karbon;

17. Mulai dirasakannya dampak perubahan iklim, terdapat
S kelurahan yang mengalami penurunan permukaan air
tanah, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air
bersih dari sumur pompanya oleh karena semakin
meningkatnya alih fungsi lahan sehingga mengurangi
daerah resapan air;

18. Belum optimalnya penanganan pencemaran air
terutama yang disebabkan oleh limbah domestik,
industri tahu, dan peternakan;

19. Rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar
tahun 2024 yaitu sebesar 34,13 akibat minimnya
tutupan vegetasi pohon Kkeras, alih fungsi lahan
pertanian, dan belum optimalnya ruang terbuka hijau
yang menyebabkan penurunan daya dukung
lingkungan serta meningkatnya risiko banjir dan
degradasi ekosistem;

20. Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Blitar
masih berada di peringkat 20 dari 38 kabupaten/kota
sehingga perlu memperhatikan aspek pemanfaatan
ruang terutama dalam hal penerbitan KKPR dan
perizinan-perizinan lanjutan dari KKPR.

2.3.2.1Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang
akan datang. Isu strategis daerah akan menggambarkan
dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional,
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maupun internasional yang berpotensi memberi dampak
terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi
menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah
dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan.
Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun
berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat
dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga
dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum
terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi
modal pembangunan yang signifikan.

R 8

Isu Internasional
Beberapa

isu strategis internasional yang dapat
mempengaruhi dunia dalam jangka panjang sebagaimana
disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dalam hasil kajian RPJMN 2025 - 2029 sebagaimana gambar
2.57 Kecenderungan Global meliputi.

Global Trends Challenges Opportunities
™ '
« Decarbomzation « Climate changes + Emerging market size and
« Green development + Natural resource stress consumphon (pada tahun 2045,
+ Automation, loT & digitalization * Land use change penduduk Indonesia diperkirakan

+ Supply chamn diversification

+ Cwcular economy

* Physical internet

* Urbanization agglomeration (pada
tahun 2045, diperkirakan £70%
penduduk tinggal di kawasan
perkotaan)

« Everything as a service

* Remote work and work everywhere
+ Sharing economy

+ Post-extractive economy

+ Mature-aging population

(khususnya untuk mineral
resources dan fossil fuels)

+ Access fo global market (by the
+ Competitive advantage untuk

+ Renewable energy factory for

* Manhme economy

mencapal 315 juta jiwa)
location. by the digitalization)
beberapa jenis sumber daya alam

Southeast Asia (and even for
Asia)

23211

2.3:2.1.2,

- 2029

Gambar 2.57
Kecenderungan Global

Isu strategis Global yang Disebutkan dalam RPJMN 2025

Ada 10 Isu Strategis dalam RPJMN 2025 — 2029 yaitu :

VRN Rhhr-

Decarbonization;
Green Development;
Automation, Internet of Things and Digitalization;
Diversifikasi Rantai Suplai;
Ekonomi Sirkular;

Physical Internet;

Aglomerasi;

Segala Sesuatu adalah Layanan;
Remote Work is Everywhere : Tren Kerja Jarak Jauh

yang Meningkat;
10. Sharing Economy.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

dicanangkan

untuk melanjutkan konsep

tujuan
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pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang
belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai.
Dengan menetapkan tujuan Sustainable Development
Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

2.

10.
11 19

12,
13.

14.

15.

16.

17,

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya
dimana-mana;

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian
berkelanjutan;

Pastikan hidup sehat dan mempromosikan
kesejahteraan bagi semua segala usia;

Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan
mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup
untuk semua;

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
semua perempuan dan anak perempuan;
Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang
berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat
diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk
semua;

Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan,
inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan
kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak
untuk semua;

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan
industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan
mendorong inovasi;

Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
Membuat kota-kota dan pemukiman manusia
inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
Mengambil tindakan segera untuk memerangi
perubahan iklim dan dampaknya;

Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan
samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk
pembangunan berkelanjutan;

Melindungi, @ memulihkan dan  meningkatkan
pemanfaatan  berkelanjutan ekosistem  darat,
berkelanjutan  mengelola  hutan, memerangi
desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan
degradasi lahan dan menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati;

Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun
institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
tingkatan; dan

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
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Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Global (Global
Warming & Climate Change)

Pemanasan global atau global warming merupakan
kondisi dimana terjadi kenaikan suhu rata-rata secara
bertahap di daratan, lautan dan maupun di atmosfer
bumi. Pemanasan global dialami oleh seluruh dunia
termasuk di Indonesia, bahkan di Kota Blitar. Penyebab
Pemanasan global juga dapat mengakibatkan perubahan
iklim (climate change) secara pelan tapi pasti. Semakin
cepat peningkatan panas bumi maka akan terjadi pula
percepatan terjadinya perubahan iklim. Penyebab
terjadinya pemanasan global antara lain:

Meningkatnya gas rumah kaca;

Efek rumah kaca;

Polusi sampah plastik yang tidak dapat di daur ulang;
Penggunaan listrik yang boros;

Polusi udara akibat asap industri pabrik;
Penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran
hutan;

7. Penggunaan CFC secara berlebihan.

s @b

Dunia tanpa batas (Bordesless)

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi menyebabkan dunia seakan akan tanpa
batas. Kejadian di belahan bumi utara pada saat yang
sama dapat dilihat dan menjadi perhatian belahan dunia
bagian selatan. Dunia tanpa batas ini serig disebut dengan
globalisasi. Globalisasi adalah keterhubungan dan
keterkaitan antar manusia dan bangsa di seluruh dunia
yang membuat batas-batas suatu negara seakan akan
menjadi sempit. Globalisasi tidak hanya sekedar berlaku
pada dunia komunikasi dan informasi, akan tetapi juga
gaya hidup, perekonomian, hak asasi manusia dan
sebagainya.

Perdagangan internasional yang dijembatani
dengan teknologi, memudahkan proses transaksi tanpa
tatap muka tanpa uang tunai, semua transaksi dilakukan
memanfaatkan teknologi. Semua perubahan pasti aka
nada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari
globalisasi adalah adanya perubahan tata nilai dan sikap,
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
lebih cepat dan memungkinkan terjadinya tingkat
kehidupan yang lebih baik. Sementara dampak negatifnya
adalah lunturnya nilai budaya asli, terjadinya perubahan
gaya hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang akan
mempercepat kerusakan lingkungan.

Krisis Global

Krisis global dapat disebabkan karena adanya
gangguan rantai pasokan sumber daya, ekskalasi konflik
bersenjata antar negara, serangan terhadap infrastruktur
penting dan gangguan pasokan pangan, atau terjadi
pandemi. 66% (persen) dari responden pakar dunia
berkeyakinan bahwa krisis global dapat disebakab karena
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cuaca ekstrem, sementara 53% (persen) responden
menyatakan bahwa resiko global dapat disebabkan
informasi yang menyesatkan yang diciptakan artificial
intelegence.

Krisis global dapat mengakibatkan krisis ekenomi
yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan secara lokalitas akan sangat berpengaruh
pada perkembangan ekonomi Kota Blitar.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional
2.3.2.2.1. Isu Strategis Nasional Indonesia dengan memperhatikan
RPJPN 2025 - 2045
Tahun 2024 Pemerintah menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025 - 2045,
yang kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 — 2045.
Visi RPJPN Indonesia Emas 2045 menetapkan S sasaran
utama yaitu :
1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% (persen) dan ketimpangan
berkurang;
3. Kepemimpinan da pengaruh di dunia internasional
meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero
Emission.
Selanjutnya dalam rangka merealisasikan visi
Indonesia Emas 2045 tersebut maka dicanangkan proses
transformasi yang meliputi:
Transformasi Sosial;
Transformasi Ekonomi;
Transformasi Tata Kelola;
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia;
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan;
g. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan;
h. Kesinambungan Pembangunan.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa
Timur menyusun arah kebijakannya dalam RPJPD Jawa
Timur dengan 6 (enam) isu besar dalam bentuk misi
yaitu:

R P

™o

a. Transformasi Sosial;

b. Transformasi Ekonomi;

c. Transformasi Tata Kelola;

d. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

e. Pembangunan wilayah, penyediaan sarana dan
prasarana berwawasan lingkungan;

f. Pembangunan yang berkelanjutan.
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Pembangunan Infrastruktur
Indonesia membutuhkan pembangunan
infrastruktur yang kuat untuk membantu proses
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas,
produktivitas dan mewujudkan pemerataan
pembangunan. Berdasarkan data, Indonesia menempati
peringkat ke-72 dalam World Bank's Logistics
Performance Index pada tahun 2018 dan Index
Pembangunan Infrastruktur Global pada tahun 2019
menduduki peringkat ke-40. Oleh karena itu, Indonesia
harus meningkatkan investasi dalam pembangunan
infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan
ekonomi nasional. Isu strategis nasional dalam
pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 20 tahun
ke depan adalah untuk meningkatkan investasi dalam
pembangunan infrastruktur dan memastikan
tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:
1. Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama
dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun,
investasi dalam pembangunan infrastruktur masih
diperlukan agar tercapai peningkatan kualitas
infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu,
pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam
pembangunan infrastruktur untuk mencapai target
tersebut;
2. Meningkatkan Konektivitas
Meningkatkan konektivitas menjadi salah satu strategi
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal
ini mencakup peningkatan pada jaringan transportasi,
khususnya transportasi darat, laut dan udara untuk
melepaskan ketergantungan yang besar pada jalan
raya;
3. Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan menjadi hal utama dalam
upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Infrastruktur harus dibangun dengan merata di
seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah
terpencil dan terisolasi yang sebelumnya belum
tersentuh oleh pembangunan;
4. Meningkatkan Inovasi Teknologi
Meningkatkan inovasi teknologi menjadi salah satu
usaha dalam melakukan perbaikan infrastruktur yang
lebih efisien dan murah. Penerapan teknologi Al, IoT,
dan Big Data dalam pengembangan infrastruktur akan
mempercepat dan mempermudah proses konstruksi.
Selain itu, teknologi baru yang lebih ramah lingkungan
dan Dbiayanya rendah juga dapat membantu
memperbaiki kebijakan pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,
isu strategis nasional perlu menjadi perhatian utama
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selama 20 tahun ke depan. Pemerintah Indonesia harus
terus meningkatkan investasi dan melakukan inovasi
teknologi agar infrastruktur dapat berfungsi secara
maksimal dan membantu memajukan negara. Di
samping itu, pemerataan pembangunan juga perlu
diprioritaskan untuk menjamin kemajuan dan
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

Lingkungan Hidup

Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam
menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan
iklim, dimana beberapa wilayah di Indonesia mengalami
bencana alam yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi
dan lingkungan masyarakat. Di tahun 2018, Indonesia
menempati peringkat ke-2 di dunia dalam jumlah sampah
plastik yang masuk ke laut, dengan total lebih dari 3,2 juta
ton. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga lingkungan
dan melakukan tindakan pencegahan dalam mengatasi
perubahan iklim menjadi isu strategis nasional yang harus
diperhatikan. Isu strategis nasional tentang lingkungan
hidup di Indonesia adalah pencegahan dan penanganan
perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran
lingkungan yang semakin serius. Berikut adalah
penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu
strategis nasional lingkungan hidup di Indonesia:

1. Perubahan Iklim;

2. Pencemaran Lingkungan;

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam;

4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam isu strategis nasional lingkungan hidup, perlu
adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan
hidup yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan
seharusnya menjadi tujuan dalam setiap kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 20 tahun ke
depan.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
tingkat  kemiskinan. @ Namun, Indonesia  masih
memerlukan pemberdayaan ekonomi untuk mencapai
tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data
Kementerian Perekonomian, jumlah pengangguran
terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,82%
(persen). Sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk
menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi di masa depan. Isu strategis
nasional tentang pemberdayaan ekonomi di Indonesia
meliputi peningkatan kesempatan kerja, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah
penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu
strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia:
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1. Peningkatan Kesempatan Kerja;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan

Inklusif;

4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional.
Dalam isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi

di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan

kualitas SDM dan mengembangkan sektor ekonomi yang

berkelanjutan dan inklusif. Hal ini penting untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

memberdayakan seluruh warga negara Indonesia.

Pertahanan Keamanan

Indonesia memerlukan upaya untuk meningkatkan
pertahanan keamanan, mengingat peningkatan risiko dari
ancaman seperti terorisme dan konflik antarnegara. Upaya
meningkatkan keamanan dan stabilitas menjadi isu
strategis nasional yang mendapat perhatian serius. Isu
strategis nasional Indonesia dalam 20 tahun ke depan
meliputi berbagai hal penting yang secara signifikan
mempengaruhi kehidupan manusia dan pembangunan
nasional. Dengan pemikiran strategis yang tepat,
Indonesia berupaya untuk mempercepat pembangunan
dan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya
di masa depan. Isu strategis keamanan nasional di
Indonesia meliputi upaya penanggulangan terorisme,
perlindungan  terhadap kedaulatan negara dan
peningkatan kemampuan pertahanan negara. Berikut
adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait
isu strategis keamanan nasional di Indonesia:

1. Penanggulangan Terorisme;

2. Perlindungan Terhadap Kedaulatan Negara;
3. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara;
4. Pemberantasan Narkoba.

Dalam isu strategis keamanan nasional di Indonesia,
perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga terkait
untuk meningkatkan kemampn dalam menjaga dan
melindungi negara dari ancaman-ancaman yang ada. Hal
tersebut meliputi peningkatan kerjasama antara TNI, Polri,
BNPT dan instansi lainnya, serta meningkatkan
kemampuan intelijen untuk mendeteksi potensi terorisme
dan ancaman lainnya.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur
Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama
dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

1.

2.

Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
daerah;

Penanggulangan  kemiskinan dengan  perluasan
kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar
untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses
pasar Kkerja untuk pekerjaan yang layak, perluasan
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akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi
masyarakat miskin, pengembangan program-program
ekonomi dan kewirausahaan serta program-program
yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
Pengembangan sumber daya manusia berkualitas
melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan
standar hidup yang layak dan bekualitas.

Peningkatan  tata  kelola  pemerintahan dan
kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata
kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan
untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan
dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta
menyederhanakan prosedur administratif = dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan
terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip
pembangunan berkelanjutan;

Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan
Petani.

2.3.2.4. Telaahan / Isu Kebijakan Daerah

2.3.24.1.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar
Tahun 2025 - 2045
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Blitar juga mempedomani
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar. Hal ini
bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan
arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
dengan tujuan, kebijakan, rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang serta indikasi program. Adapun
muatan RTRW secara umum diuraikan pada bagian ini.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kota adalah rencana
susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan
wilayah Kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan
prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk
melayani kegiatan skala kota, dan mengintegrasikan
wilayah kota. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas
dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru,
simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang
dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang,
keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan
dengan Kkriteria:

a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kota;

b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan
pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung
kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;

c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup wilayah kota;
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d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional
(RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana
struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta
memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kota/kota yang berbatasan,;

e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah kota memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan
penetapannya berada pada pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi yang berada di wilayah kota
bersangkutan;

2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK)
serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);

3) Harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam
ruang wilayah kota serta saling terkait menjadi satu
kesatuan sistem perkotaan; dan

4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi
kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan yang
berada dalam wilayah kota, yang meliputi pusat
layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah
kota yang menunjang keterkaitan fungsional antar
pusat pelayanan.

f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan
indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana
distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi
daya dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah
kota;

2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam
rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan
pelestarian lingkungan;

3. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW
nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang
wilayah provinsi, kondisi eksisting dan dokumen
rencana sektoral terbaru;

4. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan
indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

5. Mengacu pada Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyusunan rencana pola ruang wilayah kota Blitar
telah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota
dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten /Kota, rencana pola
ruang Kota Blitar akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung
1. Badan Air (BA)

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

B. Kawasan Budi Daya
1. Kawasan Pertanian (P)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Pariwisata (W)

Kawasan Permukiman (PM)

Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)

Kawasan Perkantoran (KT)

Kawasan Transportasi (TR)

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

B0 N OV TR B B RO
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c. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah
kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber
daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan
hidup. Delineasi kawasan strategis kota berbentuk poligon
dan bersifat indikatif. Nilai strategis kawasan strategis
kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;

b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah kota;

c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;

d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan Kkebijakan
terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan
ditetapkan di wilayah kota;

e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup wilayah kota;

f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang
wilayah kota yang memiliki kekhususan;

g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis
nasional yang ada di wilayah kota;

h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional,
namun harus memiliki kepentingan /kekhususan yang
berbeda serta harus ada pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah
kabupaten /kota yang jelas;

i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan
kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja
sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;

j- Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai
strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan
pembangunan wilayah kota; dan

k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kawasan strategis Kota Blitar terdiri dari kawasan
strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya serta kawasan strategis dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
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d. Isu Strategis

Isu strategis wilayah merupakan kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan
penataan ruang daerah dimasa yang akan datang. Isu
strategis wilayah di Kota Blitar antara lain:

1;

9.

Rencana pengembangan sistem jaringan
persampahan wilayah lintas kab./kota: Blitar yang
melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;
Rencana pembangunan Pasar Agro yang merupakan
salah satu amanah dari Perpres 109 tahun 2020
terkait program strategis nasional belum dapat
dilakukan;
Pembangunan Double Track jalur kereta api di jalur
Jawa Selatan termasuk melewati Kota Blitar
tertuang dalam rencana Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Proyek Strategis
Nasional;
Konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun
karena adanya perubahan pemanfaatan ruang dari
non terbangun menjadi terbangun. Banyak
tumbuhnya kawasan perumahan;
Pengembangan wisata komplek Makam Bung Karno,
Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif
termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor
80 Tahun 2019 sebagai dasar Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020;
Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs
Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar
Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada
ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini;
Rencana Pengembangan Jalan Tol Tulunggagung-
Blitar-Kepanjen (Agungblijen) termuat dalam
Keputusan Menteri PUPR Nomor
367 /KPTS/M/2023;
Adanya perbedaan batas administrasi dalam
Permendagri no 44 tahun 2018, batas yang
digunakan dalam RTRW kota yang ditetapkan pada
tahun 2011, dan batas administrasi pada RTRW
Provinsi yang ditetapkan pada tahun 2019;
Beberapa mata air teridentifikasi mengering.

Isu-isu strategis di Kota Blitar akan diakomodir ke

dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai
berikut:
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Isu Strategis Kota Blitar

e. Potensi

Potensi Wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang
berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya
untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan
kemampuan wilayah yang bersangkutan. Potensi Kota
Blitar antara lain:
1. Potensi Ekonomi Wilayah

Potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar sebagai

berikut:

1. Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan
besar dan eceran sebesar 24,48% (persen),
informasi dan komunikasi sebesar 13,91% (persen)
dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,69%
(persen);

2. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada
sektor perdagangan besar dan eceran sebesar
39,34% (persen) dari total investasi, pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 35,54% (persen)
dari total investasi dan Industri pengolahan
sebesar 19,14% (persen) dari total investasi;

3. Industri pengolahan, perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
transportasi dan pergudangan, penyediaan




- 177 -

akomodasi dan makan minum termasuk dalam
potensi perkembangan ekonomi cepat;

4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan,
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan
Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis;

5. Nilai investasi tertinggi berdasarkan sektor usaha
di OSS yaitu aktivitas rumah sakit pemerintah dan
swasta, angkutan bermotor untuk barang umum,
dan konstruksi jaringan irigasi dan drainase.

Potensi-potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar
akan  diakomodir ke dalam  pertimbangan
penyusunan rencana sebagai berikut:

POTENSI EKONOMI
Kota Bitar didominass olehl ™ T T TR T T sebosar 24 48%. » Indusin pengolshan, S R k. Reparas Mobi
informasi dan komunikasi sebessr 1391% dan jasa keuangan dan ssuransi don Sepeda Molor Transp dan f gan.  Pany
scbesar § £3% Akomodas dan Makan Minum termasuk dalam potensi perkembangan
’ skonomi cepat
oy (Y vrdosoncan Beses don Reparas: Mobd dan Sepeda Motor
nvestasi berdasarkan Sobtor T T | th v o
palens: tasi & Kola Bltar e pebior perdsgangin bese: gan) Keuangan dan Asurans:. Real Estate, Jasa Perusahaan dan Adminstras
m* m‘:?&ug, dan lolal mvdnsﬁr pole AP n den Beriimnes Pemenntahan, Partahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi
sehesar 35 54% dan fotal mvestas: dan Industri pengolshan sebesar 1 14% dan basis
loal inverstas: )

& | * Investasi berdasarkan Seklor usaha df 0SS

N irvestas) lertingg) berdasarkan seklor usaha d 0SS yaily aktivitas rumah
sakit pemerintah dan swasta, angkutan bermotor untuk barang umum,
dan konstruksi jaringan irigas! dan drainase
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025
Gambar 2.62

Potensi Ekonomi Kota Blitar

2. Potensi Sarana dan Prasarana
Potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar
sebagai berikut:

1. Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat)
sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah
sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk
meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih
luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan
serta kesehatan lingkungan;

2. Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas
produksi menganggur sebanyak 722.472 m3
(16,44% (persen)) disebabkan pemanfaatan pompa
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan
efisiensi pemakaian listrik.

Potensi-potensi sarana dan prasarana di Kota

Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan

penyusunan rencana sebagai berikut :
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Gambar 2.63
Potensi Sarana dan Prasarana Kota Blitar

3. Potensi Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam di Kota Blitar sebagai
berikut:

1. Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung
sendiri memiliki jumlah produksi terbesar
dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun
2022 yakni 73,256 kuintal meskipun luas
panennya tidak sebesar tanaman padi. Hal
tersebut tentunya berpotensi sebagai
pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga
hilirnya nanti jika dikelola secara optimal;

2.Pada Sektor industri, industri didominasi oleh
industri makanan, minuman, dan tembakau yakni
sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut
tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak
swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan
mampu menambah PAD Kota Blitar kedepan;

3. Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya
dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan
Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah
yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain
Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan
Bung Karno, dan sebagainya. Selain itu juga
terdapat potensi-potensi wisata lainnya dimana
ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog.

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar akan
diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan
rencana sebagai berikut:

POTENS| SUMBER DAYA ALAM POTENS| SUMBER DAYA ALAM
e EE L e T
» Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya
sendii  memiliki  jumiah produksi terbesar dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota
dibandingh pangan lainnya di tahun 2022 Biitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota
yakni 73,268 kwintal kipun luas panennya lidak Biitar cukup beragam antara lain Makam Bung Kamo, lstana
sebesar tanaman padi Gebang, Perpustakaan Bung Kamo, dst Selain ftu juga
« Pada Sektor jenis industri, Industri didominasi oleh terdapal potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs
Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni baru, yakni Situs Gedeg.

sebesar 2,835 unit di tahun 2022 Hal tersebut juga
teriihal dan berbagai makanan, ofahan makanan khas
Kota Blitar yang banyak dituju wisatawan sebagai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025
Gambar 2.64
Potensi Sumber Daya Alam Kota Blitar
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4. Potensi Fisik Wilayah
Potensi fisik wilayah di Kota Blitar sebagai
berikut:

1. Kota Blitar  didominasi oleh klasifikasi
pengembangan tinggi sebesar 73,76% (persen) dari
total luas wilayah. Sehingga dapat mendukung
untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya;

2. Status daya dukung air di Kota Blitar adalah belum
terlampaui yang berarti kebutuhan air masih di
bawah ketersediaan air. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat nilai surplus yang besar dari
ketersediaan air di Kota Blitar sehingga masih bisa
digunakan untuk keperluan kegiatan budidaya
lainnya.

f. Permasalahan
Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang
tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal
bagaimana permasalahan wilayah dapat dipecahkan
dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan
juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu
keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan
faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang
tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan
atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan
penataan ruang. Berikut permasalahan di Kota Blitar:
1. SK Cagar Budaya yang belum diperbaharui dimana
untuk yang terakhir ada pada Keputusan Walikota
Blitar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penetapan
Lokasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kota Blitar
sebagai Obyek Wisata Daerah. Lokasi yang
tercantum ada 10 lokasi, antara lain Makam
Proklamator RI Bung Karno Jalan Mayjen
Sungkono, Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan
Agung, Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
Jalan Shodanco Supriyadi, Komplek Monumen
PETA Jalan Shodanco Supriyadi, Makam Aryo Blitar
Jalan Pamungkur Blitar, Komplek Makam
Pangeranan, Jalan Jalan Shodanco Blitar Jalan
Sultan Agung, Komplek Pendopo Kabupaten Blitar
dan Alon - Alon Jalan Semeru, Rumah Dinas
Walikota Blitar Jalan Shodanco Supriyadi , Rumah
Dinas Dan Yon 511 Jalan Panglima Sudirman,
Kompleks Bangunan PGSD Jalan Mayjen Sungkono;
2. Masih  kecilnya minat masyarakat untuk
menggunakan angkutan kota sehingga armada yang
ada beralilh penggunaannya untuk angkutan
sekolah;
3. Kondisi Terminal Tipe C Kota Blitar yang
terbengkalai. Ada rencana untuk difungsikan
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sebagai tempat tunggu ojek online dan angkutan
wisata;

Belum optimalnya pemanfaatan terminal barang
diukur dari capaian retribusi pada semester pertama
tahun 2023 yang masih jauh dari target;

Terjadi perubahan lahan tidak terbangun menjadi
perumahan yang masif di Kota Blitar. Perubahan
lahan paling besar terjadi di Kecamatan
Sananwetan. Jenis perubahan paling besar yang
terjadi adalah perkebunan menjadi perumahan;
Status daya dukung bahan pangan di Kota Blitar
adalah terlampaui yang berarti kebutuhan pangan
melebihi ketersediaan pangan. Hal ini menunjukkan
bahwa Kota Blitar berpotensi tidak tercukupi
kebutuhan bahan pangannya;

Belum optimalnya pemanfaatan IPLT Kota Blitar,
dimana kondisi saat ini ritase yang masuk masih
sedikit;

Jika dilihat dari pelanggan PLN, belum optimalnya
pemenuhan pelayanan PLN di Kecamatan Sukorejo
sebesar -12,69% (persen) dari total jumlah KK dan
Kecamatan Sananwetan sebesar -9,67% (persen)
dari total jumlah KK;

Terdapat 15,02% (persen) SPAM non Aktif dari
keseluruhan SPAM terbangun;

10. Data tampung TPA Ngegong overload;
11. Kerusakan bangunan sumber daya air;
12. Bahaya bencana banjir lahar.

. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Wilayah Kota

1.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar
Tujuan penataan ruang wilayah kota
dirumuskan dengan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang yang
tercantum pada RTR (Rencana Tata Ruang) di
atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya,
serta RTRW provinsi dan rencana rincinya)
melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan
masyarakat;

b. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD);

c. Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah
ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW
provinsi;

d. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan
dan karakteristik wilayah kota;

e. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam
Jjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
dan

f. Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
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Sejalan dengan tujuan penataan ruang provinsi
dan tujuan pembangunan sektoral Kota Blitar,
tujuan penataan ruang wilayah Kota Blitar
dirumuskan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA BLITAR SEBAGAI PUSAT
PELAYANAN PERDAGANGAN DAN JASA REGIONAL
DAN KOTA WISATA YANG DIDUKUNG OLEH
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN YANG PRODUKTIF DAN
BERKELANJUTAN.”

Kata Kunci:

1. Pelayanan Perdagangan Jasa

Adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata
di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada
sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah
yang akan mendukung pariwisata yang ada.
Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan
berbagai kebutuhan yang tentunya dapat
disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa
disekitar lokasi wisata tersebut. Dimana dalam 20
(dua puluh) tahun kedepan pelayanan perdagangan
jasa tidak hanya dalam lingkup regional saja,
diharapkan juga dapat melayani pada skala
nasional. Hal tersebut juga didukung dengan
ditetapkannya Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun
2023-2043 serta transforrmasi Kota Blitar yang
mampu menjadi simpul transit dan pusat distribusi
komoditas unggulan.

2. Kota Wisata

Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek
patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan
kepahlawanan sangatlah kental di kota ini.
Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas
perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di
Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai
daerah wisata, selain guna mengenang jasa
pahlawan juga untuk menumbuhkan dan
meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan,
cinta tanah air kepada masyarakat luas pada
umumnya dan kepada para generasi bangsa
terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada
khususnya. Wisata kebangsaan juga berkaitan
dengan wisata religius yang ada di Kota Blitar,
dimana terdapat makam gantung Djojodigda, Masjid
Ar-Rahman serta Masjid Agung Blitar. Selain itu
juga merupakan Pengembangan Kota Wisata yang
ada pada Kota Blitar juga merupakan arahan dari
RTRW Nasional, Arahan Peraturan Presiden Nomor
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80 Tahun 2019, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun
2023-2043 serta penetapan ODTW lingkup sejarah
dalam RIPPARDA Jawa Timur Tahun 2017-2032.
3. Industri Pengolahan Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan
akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan
utamanya bagi Kota Blitar. Dimana diharapkan
nantinya pengembangan tidak hanya didukung dari
sisi produksi saja melainkan sampai pada proses
pengolahan industrinya baik dalam sektor pertanian
serta perkebunannya. Hal tersebut juga sesuai
dengan arahan RTRW Nasional yang menyatakan
Kota Blitar diarahkan sebagai kawasan andalan
Kediri-Tulungagung-Blitar yang berfokus pada
pengembangan pertanian, perkebunan, industri,
perikanan, dan pariwisata.
4. Produktif dan Berkelanjutan
Produktif dalam artian mampu memberikan hasil
yang optimal dengan meningkatkan produktivitas
pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang
mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar.
Selain itu produktif juga menggambarkan suatu
kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan
efisien yang tentunya juga terukur dimana akan
mengikuti arus yang semakin dinamis. Sedangkan
berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak
hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata
ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap
nyaman bagi generasi di masa yang akan datang
dengan memperhatikan lingkungan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang
wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi
perencanaan penataan ruang wilayah. Kebijakan
penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan
kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang
wilayah kota;

2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kota;

3. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan
wilayah kota;

4. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan
kawasan strategis kota;

5. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang
dimiliki;

6. Mempertimbangkan  kebijakan  peruntukan
ruang pada sempadan pantai, sungai, situ,
danau, embung, waduk, dan mata air; dan

7. Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
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Sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah
Kota Blitar, kebijakan penataan ruang wilayah Kota
Blitar dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan
peran regional;

2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan
memperkuat interkoneksi antar kawasan;

3. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata
lainnya;

4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

5. Peningkatan  pengelolaan kawasan yang
berfungsi lindung;

6. Pengembangan pertanian dan perkebunan

perkotaan serta industri pengolahannya;

Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota;

Pelestarian bangunan cagar budaya;

9. Pengembangan kawasan budi daya terbangun
yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan
ruang;

10. Pengembangan kawasan strategis kota untuk
mengoptimalisasi potensi kawasan;

11. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan
produktif; dan

12. Peningkatan ketahanan ruang untuk
mengurangi risiko bencana.

. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang
wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi
perencanaan penataan ruang wilayah. Strategi
penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan
kriteria:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah
kota;

2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
wilayah kota;

3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan
indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam
RTRW Kota;

4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;

S. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan
dalam jangka waktu perencanaan; dan

6. Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Strategi penataan ruang akan direspon oleh
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana struktur ruang Kota Blitar tidak
terlepas dari fungsi dan peranan Kota Blitar dalam
lingkup regional dan nasional, isu strategis wilayah,
potensi dan permasalahan wilayah, serta tujuan
penataan ruang Kota Blitar. Rencana pola ruang

© N
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Kota Blitar mengarah pada alokasi lahan yang

berorientasi pada kawasan pengembangan atau

budidaya dan pentingnya perlindungan terhadap

kawasan lindung.

Kebijakan dan strategi Kota Blitar dijabarkan

sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Pengembangan fungsi kota dalam
mewujudkan peran regional, memiliki strategi
penataan ruang sebagai berikut:

a.

b.

mengembangkan  kegiatan  perdagangan
pelayanan regional;

mengarahkan pengembangan sektor-sektor
ekonomi strategis dengan mengutamakan
usaha ekonomi kerakyatan;

mengembangkan sektor pendukung
perekonomian yang melayani kawasan
regional;

meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang
mempunyai skala pelayanan regional;
meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala
regional; dan

mengembangkan kerjasama lintas wilayah
dalam wilayah pengembangan blitar untuk
memantapkan pelayanan dan pengembangan
regional dalam berbagai sektor kegiatan.

2. Kebijakan 2: Pengembangan pusat pelayanan
kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar
kawasan, memiliki strategi penataan ruang
sebagai berikut:

a.

memantapkan dan mengembangkan pusat
pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan
pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi
dan saling melengkapi;

. memantapkan peran pusat pelayanan kota

yang mampu melayani skala internal kota dan
regional;

. mengembangkan sub pusat pelayanan kota

yang mendukung peran pusat pelayanan kota
sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata
dan pelayanan umum skala regional;

. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan

pada masing-masing kawasan permukiman di
kelurahan;

meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan
yang mendorong interaksi kegiatan antar
bagian wilayah kota;

memisahkan pergerakan antar kota dan
pergerakan dalam kota; dan

meningkatkan pelayanan dan integrasi antar
moda transportasi yang mendukung tumbuh
dan berkembangnya pusat pelayanan kota
dan sub pusat pelayanan kota dan wilayah di
sekitarnya.
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3. Kebijakan 3: Pengembangan wisata kebangsaan
dan wisata lainnya, memiliki strategi penataan
ruang sebagai berikut:

a.

b.

o

d.

e
f.

meningkatkan dan mengembangkan objek
wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
mengembangkan dan melestarikan potensi
budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik
wisata;

meningkatkan sarana dan prasarana yang
mendukung pelayanan pariwisata;
meningkatkan promosi dan pemasaran
wisata;

. mengembangkan roadmap pariwisata; dan

meningkatkan kerjasama pariwisata lintas
wilayah.

4.Kebijakan 4: Peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan sarana dan prasarana lingkungan
permukiman, memiliki strategi penataan ruang
sebagai berikut:

a.

k.

meningkatkan kualitas permukiman dan
perumahan diutamakan untuk kawasan
permukiman kumuh;

memenuhi kebutuhan perumahan yang layan
dan sehat, baik oleh pemerintah maupun
melalui kerjasama investasi swasta;
mendistribusikan sarana lingkungan di setiap
pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan
hirarki pelayanan;

mengembangkan prasarana jaringan listrik
dan sumber energi listrik alternatif;

. mengembangkan sistem jaringan

telekomunikasi yang berbasis informasi pada
kawasan pelayanan publik;

mengoptimalkan pendayagunaan dan
pengelolaan sumber daya air untuk menjaga
ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya
air;

mengoptimalkan sistem pengelolaan
persampahan terpadu dengan teknik-teknik
yang berwawasan lingkungan serta
permanfaatan persampahan;
mengembangkan prasarana pengolahan air
minum;

meningkatkan kualitas air bersih menjadi air
minum pada kawasan-kawasan pelayanan
umum;

meningkatkan prasarana pengelolaan air
limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
dan

mengoptimalkan fungsi jaringan.

5. Kebijakan 5: Peningkatan pengelolaan kawasan
yang berfungsi lindung, memiliki strategi
penataan ruang sebagai berikut:
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a. melestarikan kawasan resapan air untuk
menjaga ketersediaan sumberdaya air;

b. pengendalian perubahan kawasan lindung
melalui pembatasan pembangunan di lahan
produktif;

a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang
telah rusak atau pemanfaatannya yang telah
menyimpang; dan

b. mengelola kawasan lindung secara terpadu.

6. Kebijakan 6: Pengembangan pertanian dan
perkebunan perkotaan serta industri
pengolahan, memiliki strategi penataan ruang
sebagai berikut:

a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan
agrowisata di bagian selatan kota;

b. mengembangkan kawasan pertanian dan
perkebunan serta industri pengolahannya;

c. meningkatkan sarana dan  prasarana
pertanian dan perkebunan serta industri
pengolahannya; dan

d. mendorong peran serta masyarakat dan
swasta pengelolaan kawasan pertanian dan
perkebunan serta industri pengolahannya.

7. Kebijakan 7: Optimalisasi peran ruang terbuka
hijau kota, memiliki strategi penataan ruang
sebagai berikut:

a. mempertahankan fungsi dan menata ruang
terbuka hijau yang ada;

b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang
telah beralih fungsi;

c¢. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka
hijau meliputi lapangan olahraga terbuka,
taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau,
jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi
penyediaan RTH lainnya;

d. pengembangan ruang terbuka hijau dengan
desain ramah lingkungan untuk
meningkatkan fungsi keberlanjutan; dan

e. mendorong peran serta masyarakat dan
swasta dalam penyediaan dan pengelolaan
ruang terbuka hijau kota.

8. Kebijakan 8: Pelestarian kawasan cagar budaya,
memiliki strategi penataan ruang sebagai
berikut:

a. menetapkan bangunan-bangunan  yang
memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar
budaya;

b. melakukan pemeliharaan dan revitalisasi
bangunan cagar budaya kota;

c. mengembangkan potensi kawasan cagar
budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu
pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan
dan ekonomi masyarakat; dan
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d. mendorong peran serta masyarakat dalam
upaya melestarikan bangunan dan kawasan
cagar budaya.

. Kebijakan 9: Pengembangan kawasan budidaya

terbangun yang mempertimbangkan efisiensi

pemanfaatan ruang, memiliki strategi penataan

ruang sebagai berikut:

a. mengembangkan kawasan budidaya
terbangun secara vertikal di kawasan pusat
kota;

b. mendistribusikan pengembangan perumahan
yang diarahkan pada kawasan selatan kota;

c. meningkatkan pembangunan permukiman
vertikal;

d. mengendalikan alih fungsi lahan menjadi
permukiman,;

e. mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi
kawasan permukiman kumuh;

f mengembangkan dan menata kawasan
perdagangan secara merata sesuai dengan
fungsi pelayanan kawasan; dan

g mengembangkan ruang-ruang kawasan yang
proporsional dengan sistem insentif dan
disinsentif.

Kebijakan 10: Pengembangan kawasan strategis

kota untuk mengoptimalisasi potensi kawasan,

memiliki strategi penataan ruang sebagai
berikut:

a. mengembangkan kawasan pusat perdagangan
dan jasa pusat kota sebagai kawasan strategis
pertumbuhan ekonomi;

b. mengembangkan kawasan yang mewakili
karakteristik dan penanda budaya kota
sebagai kawasan strategis sosial budaya;

c. mengembangkan kawasan yang mendukung
keseimbangan lingkungan kota sebagai
kawasan strategis fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup; dan

d. mendorong peran dan fungsi masing-masing
kawasan strategis untuk mencapai tujuan
penataan ruang kota.

Kebijakan 11: Pengendalian alih fungsi lahan

pertanian pangan produktif, memiliki strategi

penataan ruang sebagai berikut:

a. menetapkan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan dalam rangka perlindungan
lahan pangan; dan

b. mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian
pangan berkelanjutan.

Kebijakan 11: Peningkatan Ketahanan Ruang

untuk Mengurangi Risiko Bencana, memiliki

strategi penataan ruang sebagai berikut:

a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan
pembangunan pada kawasan rawan bencana;
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b. mengembangkan sistem mitigasi bencana;

¢. menetapkan kawasan rawan bencana melalui
sistem zonasi kawasan rawan bencana;

d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi
bencana pada kawasan rawan bencana.

Telaahan terhadap Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Blitar

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan
berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan
penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis
pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara
menggali dan mengkaji data — data sekunder yang ada
seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik
RPJMD Kota Blitar 2025 - 2029 dan berdasarkan
identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan
(TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan
menggali informasi data primer yang dilakukan melalui
kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan
(stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi
terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu
maupun lembaga.

Penyusunan isu strategis menggunakan
pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan
saran yang disepakati dari kegiatan uji publik yang
menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling
strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu Pembangunan
Berkelanjutan paling strategis tersebut meliputi :

1. Daya saing sumber daya manusia;

2. Pengentasan kemiskinan;

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good
Governance);

Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan;
Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota;
Minimalisasi degradasi lingkungan,;

Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
Peningkatan mitigasi bencana perkotaan;

Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum
mencapai target adalah mendorong pencapaian
indikator tersebut agar dapat mencapai target
nasional;

10. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam
target RPJMD dan belum mencapai target nasional;
11. Indikator yang belum memiliki data dan ada target

yang ditetapkan secara nasional.

SEIoh

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
Pilar sosial mencakup lima tujuan pada
pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri
segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3
menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4
menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta
mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5
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mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan
kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan
hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain
kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan
kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi
perubahan iklim. Berikut adalah rumusan isu strategis
TPB pilar sosial di Kota Blitar :

Tabel 2.62
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Sosial Kota Blitar

TPB PILAR SOSIAL

ISU STRATEGIS

Tujuan 1  mengakhiri
segala bentuk kemiskinan

1,

&

Proporsi peserta Program
Jaminan Sosial

Persentase rumah tangga
yang  memiliki akses
terhadap layanan sumber
air minum layak dan
berkelanjutan

Persentase rumah tangga
yang  memiliki  akses
terhadap layanan sanitasi
layak dan berkelanjutan
Persentase rumah tangga
kumuh perkotaan

Tujuan 2 menghilangkan | 1. Prevalensi stunting
kelaparan, mencapai | 2. Prevalensi malnutrisi
ketahanan pangan dan gizi | 3. Prevalensi anemia pada
yang baik serta ibu hamil
meningkatkan pertanian | 4. Prevalensi konsumsi
berkelanjutan pangan
Tujuan 3 menjamin | 1. Masih tingginya Angka
kehidupan yang sehat dan Kematian Ibu (AKI)
meningkatkan 2. Persentase orang terduga
kesejahteraan seluruh TBC mendapatkan
penduduk semua usia pelayanan TBC sesuai SPM
Tujuan 4 menjamin | Proporsi anak-anak dan
pendidikan yang inklusif| remaja:
dan merata serta | 1. (a) pada kelas 4, (b)
mempromosikan  belajar tingkat akhir SD/kelas 6,
sepanjang hayat (c) tingkat akhir
SMP/kelas 9 yang
mencapai standar
kemampuan  minimum
dalam: (i) membaca, (ii)
matematika.

2. Rata-rata  kemampuan
literasi SD berdasarkan
assesmen nasional

Tujuan 5 mencapai [ 1. Jumlah kebijakan

kesejahteraan gender dan responsif gender

memberdayakan kaum mendukung

perempuan pemberdayaan perempuan
2. Proporsi kursi yang

diduduki perempuan di
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TPB PILAR SOSIAL ISU STRATEGIS

parlemen tingkat daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 (lima) tujuan pada
pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 (delapan)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
Tujuan 9 (sembilan) membangun infrastruktur yang
tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10
(sepuluh) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
dan Tujuan 17 (tujuh belas) menguatkan sarana
pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.63
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Ekonoi Kota Blitar

TPB PILAR EKONOMI ISU STRATEGIS

Tujuan 8 (delapan) |1. Persentase tenaga
meningkatkan pertumbuhan kerja informal

berkelanjutan, kesempatan
kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan

ekonomi yang inklusif dan [2. Jumlah peningkatan

usaha industri
pariwisata dalam
proporsi terhadap total

vang layak untuk semua usaha

Tujuan 17 (tujuh belas) | Proporsi penduduk
menguatkan sarana | terlayani mobile
pelaksanaan dan | broadband (Proporsi RT
merevitalisasi kemitraan | RW Terlayani Internet)
global untuk pembangunan

berkelanjutan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup 6 (enam) tujuan pada
pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 (enam)
menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11
(sebelas) menjadikan kota dan permukiman yang
inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12
(dua belas) menjamin pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan; Tujuan 13 (tiga belas) mengatasi langkah
segera untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya dan Tujuan 15 (lima belas) pelestarian dan
pemanfataan  berkelanjutan  ekosistem  daratan.
Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis
berdasarkan pilar lingkungan dijabarkan pada tabel
berikut :
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Tabel 2.64
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Lingkungan

TPB PILAR LINGKUNGAN

ISU STRATEGIS

Tujuan 6 (enam) Menjamin
ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan
untuk semua

1. Proporsi populasi yang
memiliki akses layanan
sumber air minum aman
dan berkelanjutan
Persentase rumah tangga
yang memiliki akses
terhadap layanan
sanitasi layak

Tujuan 11 (sebelas)
menjadikan kota dan
permukiman yang inklusif,
aman tangguh dan
berkelanjutan

Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

Identifikasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar

Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan
pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar
hukum dan tata kelola digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB PILAR HUKUM DAN
TATA KELOLA

ISU STRATEGIS

Tujuan 16 (enam belas)
Mempromosikan
masyarakat yang damai dan

inklusif untuk
pembangunan
berkelnajutan,
menyediakan akses

keadilan untuk semua dan
membangun lembaga yang
efektif, bertanggungjawab,
dan inklusif di semua
tingkatan

1. Persentase
penggunaan e-
procurement terhadap
belanja pengadaan
Proporsi anak umum
dibawah 5 tahun yang
kelahirannya dicatat
oleh lembaga
pencatatan sipil,
menurut umur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD) Kota Blitar 2025 — 2045

Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota
Blitar Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

|8

2.

3.

Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas

didasari moral dan kekuatan religius;

Antisipasi tenaga kerja,
manusia ke teknologi;

alih dari sumber daya

Transformasi pasar dari konvensional menuju digital;
Ekonomi yang harus tumbuh dari waktu ke waktu;
Dua kutub pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya;
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6. Ancaman kemiskinan dan Kawasan kumuh;

7. Tuntutan pelayanan PEMDA secara digital
terintegrasi;

8. Pembangunan karakter nasional dari Bumi Bung
Karno;

9. Ancaman menurunnya kualitaslingkungan hidup,
perubahan iklim dan bencana alam;

10. Pentingnya pembangunan daerah yang
berkelanjutan;

11. Pelayanan sanitasi, air minum yang aman;

12. Pelayanan persampahan dan pengurangan sampah
dari hulu.

Visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 — 2045 adalah :
“KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN
BERKELANJUTAN?”

. “Cerdas”, dimaksudkan Kota Blitar menjadi Kota Cerdas
yakni cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas pemerintah
daerah, cerdas infrastruktur dan cerdas lingkungan dalam
bentuk transformasi sosial, transformasi ekonomi,
transformasi tata kelola yang didukung dengan ketahanan
lingkungan.

. “Inklusif”, yaitu pembangunan Kota Blitar dibangun atas
dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Keseteraan dan keadilan atas semua sektor pembangunan
pendidikan, kesehatan,
pelayanan dasar, pelayanan umum dan juga sektor
ekonomi yang meliputi kesempatan berusaha dan
kesempatan mendapatkan penghasilan.

. “Maju”, yaitu selalu bergerak terdepan dalam setiap
perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari
waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan.

. “Berkelanjutan”, yaitu baik dari sisi manajemen
pemerintahan maupun sisi pengelolaan ruang. Dari sisi
manajemen pemerintahan berkelanjutan dimaksudkan
adanya keberlanjutan manajemen
pemerintahan daerah dalam 4 (empat) tahapan suksesi,
mengingat RPJPD ini meliputi 4 (empat) tahapan
periodesasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan ruang adalah
pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada
keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan yang
dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan
hidup dengan meminimalisir dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Kota Blitar, ditetapkan 4 (empat) sasaran
dengan 5 (lima) indikator yang dijelaskan dalam tabel
berikut :
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Tabel 2.66
Sasaran Visi Kota Blitar
VISI SASARAN INDIKATOR
Kota cerdas, | Peningkatan PDRP per Kapita
inklusif, maju | pendapatan per | (Rp juta)
dan kapita Rasio PDRB
berkelanjutan Penyediaan
Akomodasi dan
Makan  Minum
(o)
Pengentasan Tingkat
kemiskinan dan | kemiskinan (%)
ketimpangan Rasio Gini
Peningkatan  daya | Indek
saing sumber daya | Pembangunan
manusia Manusia
Peningkatan kualitas | Indeks kualitas
lingkungan hidup lingkungan
hidup (IKLH)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,

data diolah

Agar tingkat keberhasilan Visi Pembangunan Kota Blitar
dapat terukur maka visi dioperasionalkan dalam misi dan
arah kebijakan 4 (empat) tahap pembangunan 5 (lima)
tahunan atau pembangunan jangka menengah daerah.

Misi

pembangunan jangka

panjang

ditetapkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1.

Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan
Berdaya Saing (Transformasi Sosial), dengan
mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan,
serta memiliki kompetensi sehingga mempunyai daya
saing di dunia Kkerja didampingi kebijakan
perlindungan sosial yang proporsional dan
berkeadilan.

Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi
Kota Blitar Secara Berkelanjutan (Transformasi
Ekonomi), dengan membangun ekosistem ekonomi
yang bertransformasi dari konvensional menuju
digital didukung oleh riset dan inovasi secara
berkelanjutan.

Digitalisasi  Pelayanan  Publik = Kota  Blitar
(Transformasi Tata Kelola), melalui penyelenggaraan
pelayanan pemerintah pada semua bidang dengan
berbasis digital yang mengintegrasikan semua bidang
pelayanan dengan pola interoperabilitas sehingga
mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima
cepat, inklusif dan berkeadilan.

Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai,
Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan
Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme,
dengan pengembangan dan peningkatan tertib sosial
dalam semua sektor kehidupan masyarakat dan
pengembangan demokratisasi yang dinamis didasari
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nasionalisme, patriotisme serta kerukunan beragama
masyarakat Kota Blitar mewujudkan Kota Blitar yang
nyaman, damai disertai berketahanan sosial dan

budaya.

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar
Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan
Berketahanan Ekologi, dengan

menciptakan kekuatan beradaptasi secara terus
menerus melalui pembangunan berkelanjutan
mewujudkan Kota Blitar peduli terhadap lingkungan
dan berketahanan menghadapi bencana ekologi.

Sedangkan kebijakan untuk periode I (2025 - 2029)

diarahkan pada :

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan,
dan perlindungan sosial;

2. Pengembangan Ekonomi inklusif serta penguatan
riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;

3. Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan
penyederhanaan regulasi;

4. Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat, kelembagaan demokrasi
dan penataan kebijakan pendukung stabilitas
ekonomi daerah;

5. Penyediaan infrastruktur berkualitas dan
berwawasan lingkungan hidup.

2.3.2.5. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya
Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen
RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan
pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah
sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang
ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau
dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau
pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Kabupaten Blitar adalah satu - satunya daerah
perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Blitar. Ada
beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen
RPJMD antara lain :
1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Tuntutan terhadap terwujudnya SDM berkualitas
khususnya generasi muda dalam menyongsong
Indonesia Emas 2045;
2. Pertumbuhan Ekonomi
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi dengan
mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal,
berwawasan lingkungan hidup dan didukung oleh
infrastruktur yang mantap;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
4. Ketetraman dan ketertiban
Terjaganya ketentraman, ketertiban serta kebebasan
beragama dalam kehidupan masyarakat.
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Arah pembangunan secara umum direprentasikan
dalam rumusan visi dan misi. Adapun visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati Blitar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.67
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Periode 2025 —
2029
Visi Misi
Kabupaten Blitar Membangun generasi muda

Berdaya dan Berjaya berkualitas, berakhlak, sehat
jasmani dan rohani, berpendidikan
yang baik dan keluarga sehatera
yang siap menyongsong Indonesia
Emas

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
berbasis potensi lokal didukung
infrastruktur yang mantap,
berwawasan lingkungan, berpihak
dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat maupun dunia usaha,
ramah gender serta tangguh
bencana

Meningkatkan kinerja birokrasi dan
pelayanan publik berbasis eletronik
yang akuntabel dan bebas korupsi,
bersifat melayani serta peka
terhadap aspirasi dan kebutuhan
masyarakat

Menjamin ketentraman, ketertiban
serta kebebasan beragama dalam
kehidupan bermasyarakat dan
pelaksanaan pembangunan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
2025, data diolah

Kerjasama Kabupaten — Kota Blitar menjadi salah satu
isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD
Kabupaten Blitar dan RPJMD Kota Blitar sehingga
perencanaan jangka menengah Kabupaten — Kota Blitar dapat
secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan
permasalahan baik sosial, ekonomi maupun pengembangan
infrastruktur wilayah terutama di wilayah - wilayah
perbatasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 — 2031, beberapa
hal yang terkait dengan Kota Blitar di antaranya sebagai
berikut :

1. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna
menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer
yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan
menyatu dengan JLS;

2. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang
pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar
dilaksanakan dengan strategi salah satunya adalah
mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten
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Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya
pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran
dan beberapa obyek wisata potensial;

3. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang
menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata
yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu :

a) Kota Blitar - Kademangan — Bakung — Goa Umbul Tuk
- Pantai Pangi,

b) Kota Blitar — Kademangan - Wonotirto — Pantai
Tambakrejo;

c) Kota Blitar — Sutojayan - Panggungrejo - Pantai
Serang;

d) Kota Blitar — Sutojayan — Binangun — Wates — Pantai
Jolosutro;

4. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa
pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan
Dandang ke Kota Blitar.

5. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan
Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa
Papungan, Balai Desa Kuningan, Klampok Kota Blitar,
Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan dan
Kecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr.
Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut;

6. Pengembangan kawasan perumahan skala besar
diarahkan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok dan
kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasan Kota
Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan
Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan,
Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun;

7. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar
dan Kabupaten Blitar.

2.3.2.6. Penetapan Isu Strategis

Kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah. Kriteria yang digunakan ditampilkan pada

tabel berikut:
Tabel 2.68
Kriteria Penetapan Isu Strategis

No Kriteria Keterangan

1. | Memiliki pengaruh [ Isu  tersebut mempunyai
yang besar terhadap | keterkaitan dengan kebijakan
pencapaian nasional, kementerian dan
sasaran pembangunan | lembaga serta provinsi
Nasional

2. | Merupakan tugas dan | Isu tersebut merupakan tugas
tanggung jawab | dan tanggung jawab sesuai

pemerintah daerah

kewenangan Pemerintah Kota
Blitar

3. | Dampak yang | Isu tersebut memiliki
ditimbulkan terhadap | pengaruh yang kuar dan
daerah dan masyarakat | cakupan yang luas, baik

negatif maupun positif
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pembangunan daerah

No Kriteria Keterangan

4. | Memiliki daya ungkit | Isu tersebut berkaitan dengan
yang signifikan | fungsi dan peran untuk
terhadap mendorong penguatan

terhadap penerapan kebijakan
dan program pembangunan

dengan Tema RPJMD

5. | Kemungkinan atau | Penanganan isu tersebut
kemudahan untuk | mudah  dilakukan secara
ditangani kebijakaan, regulasi, dan

sumber daya manusia dalam
jangka menengah (5 tahun)

6. | Memiliki  kesesuaian | Isu tersebut mendukung tema

RPJMD

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan permasalahan

pembangunan yang

dihadapi, telaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional,

isu/kebijakan provinsi,

isu/kebijakan Kota Blitar,

dan

telaahan RPJMD daerah sekitar, serta KLHS Rancangan
Teknokratik RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu
strategis Kota Blitar, sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Keberhasilan Kota

Blitar mencapai Indeks

Pembangunan Manusia yang tinggi pada angka 81,44
menunjukkan bahwa Kota Blitar sudah pada jalur yang
tepat dalam penyelenggaran pendidikan, Kesehatan dan
peningkatan kesejahteraan warganya. Akan tetapi Upaya
pembangunan manusia harus terus dilakukan oleh
Pemerintah Kota Blitar khususnya untuk meningkatkan
daya saing.

Daya saing manusia ditentukan oleh tingkat
pendidikan, kompetensi dan kondisi kesehatan. Tingkat
Pendidikan Masyarakat minimal harus lulus Tingkat
menengah dengan berbekal kompetensi bidang yang
diminati. Salah satu faktor pendukung keberhasilan
pendidikan di Kota Blitar adalah adanya program sekolah
gratis untuk tingkat SD dan SMP, dan bantuan biaya
sekolah untuk pelajar SMA dan mahasiswa perguruan
tinggi yang berasal dari keluarga miskin.

Sementara itu, Kesehatan juga menjadi faktor
penting penentu daya saing manusia. Kualitas kesehatan
sudah harus mendapat perhatian sejak dalam kandungan
ibu, sebab kesehatan kandungan akan berpengaruh pada
kelahiran dan kondisi lahir menentukan jejak awal kondisi
kesehatan manusia. Oleh karena itu, kebijakan
meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin sehat,
meningkatkan kualitas kesehatan balita, anak anak dan
remaja menjadi urgent.

Kualitas pembangunan manusia juga diukur dari
Usia Harapan hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH)
ditentukan oleh kualitas kesehatan, semakin berkualitas
kesehatan masyarakat maka Usia Harapan Hidup (UHH)
juga akan semakin panjang.
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b. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu indikator yang paling sering dilihat dari
keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat
kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat dihindari oleh level
pemerintahan apapun dan negara manapun, akan tetapi
dapat diminimalisasi atau dikurangi dengan kebijakan
yang tepat. Teori kebijakan yang dianut oleh pemerintah
dalam mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan
pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluaran
masyarakat didukung dengan memprioritaskan kebijakan
penguatan pendapatan dan subsidi untuk warga miskin
diprioritaskan pada daerah daerah yang paling banyak
berstatus miskin atau disebut dengan kantong-kantong
kemiskinan.

3 (tiga) kebijakan itu harus didasarkan pada data
yang valid dan akurat berbasis keluarga dan jiwa dengan
tercatat nama disertai dengan alamat serta data data yang
dapat menggambarkan kondisi keluraga atau individu
yang dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan
(By Name By Address By Case). Dengan demikian akan
dapat terpantau secara jelas perkembangan level
kesejahteraan baik status keluarga maupun individunya.

Mengurangi pengangguran tidak semudah teori
dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Sering kali
tersedia lapangan pekerjaan karena dianggap kelas
rendah, maka penduduk lokal enggan meraihnya karena
faktor gengsi. Penduduk lokal inginnya bekerja pada
pekerjaan yang dipandang terhormat, akan tetapi
penduduk lokal tidak mempunyai tingkat pendidikan dan
kompetensi yang dibutuhkan oleh formasi pekerjaaan
yang dianggap terhormat. Oleh karena itu, mengurangi
pengangguran harus dimulai dengan peningkatan budaya
masyarakat yang bangga bekerja dalam bidang apa saja
daripada terlihat menganggur. Selanjutnya adalah
meningkatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja
sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pada sisi dunia usaha, pemerintah daerah perlu
melakukan pendekatan terkait formasi jenis kompetensi
yang dibutuhkan. Kemudian pemerintah daerah bisa
melakukan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai
kebutuhan dunia kerja baik pada pencari kerja maupun
pekerja. Selain itu pemerintah daerah bisa memberikan
fasilitasi investasi untuk membuka peluang kerja yang
formasi tenaga kerja dimiliki oleh kebanyakan warga
masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan pengurangan
pengangguran data By Name By Address By Case
(BNBABC) juga menjadi faktor penting.



- 199 -

Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis
Potensi Lokal
Isu strategis berkaitan dengan daya saing ekonomi

masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 3

aspek yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju
kemandirian fiskal daerah

Pembangunan daerah sangat bergantung pada
kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana telah
diketahui bahwa ketergantungan daerah terhadap
dana transfer dari pemerintah pusat sangat dominan
yaitu sebesar 80% (persen), maka apabila
disimulasikan tidak ada dana transfer maka
pemerintah Kota Blitar akan kollaps. Sebab
Pendapatan asli daerahnya tidak mampu untuk
membiayai operasional pemerintahan daerah yang
paling minim yaitu terpenuhinya gaji pegawai. Oleh
karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah harus
didorong minimal mampu pada angka 300 M - 350 M
sebagaimana mandatori untuk pembayaran gaji
pegawai baik ASN maupun pejabat politiknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari
pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah
bermula dari pelayanan pemerintah daerah. Maka
selain peningkatan perolehan dengan perluasan
wilayah layanan dan eliminasi kebocoran yang
kesemuanya dikenal dengan intensifikasi,
pemerintaha daerah harus mampu melakukan
ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah Upaya Upaya
membuka sumber sumber pendapatan baru untuk
peningkatan PAD.

Kunci dari perluasan masyarakat membayar
retribusi dan pajak adalah pemerintah daerah harus
menggerakkan semua sendi kehidupan wusaha
masyarakat mulai dari yang mikro sampai dengan
besar. Menggerakkan sumber daya ekonomi untuk
dikonsumsi daerah lain, sehingga banyak uang yang
berasal dari luar daerah beredar di Kota Blitar.

2. Usaha dan produksi yang harus naik kelas dengan
pasar regional dan nasional yang disertai peningkatan
produktivitas ekonomi kreatif

Usaha masyarakat harus naik kelas, dari mikro
menjadi kecil, menengah dan besar. Usaha masyarakat
harus memperluas area pemasaran dari lokal, regional,
nasional dan internasional. Sudah banyak produksi
Kota Blitar yang bergerak menapaki pemsaran
internasional, seperti produk kendang Jembe, Produk
Batik Mawar Putih juga hasil budidaya tanaman hias.
Sementara itu banyak juga produk yang sudah
terpasarkan di level nasional seperti kerajinan kayu
dalam bentuk mainan dan alat musik, sambel pecel
dan sebagainya.

Usaha dan produksi dapat naik kelas jika mampu
mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk,
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kontinuitas produksi dan kapabilitas memenuhi
peningkatan permintaan. Untuk dapat memenuhi
kondisi tersebut maka usaha dan produksi Masyarakat
harus diperkuat dengan kelembagaan, manajerial dan
permodalan usaha yang baik. Selanjutnya perluasan
pasar dilakukan dengan pemasaran digital.

Potensi ekonomi kreatif di Kota Blitar sangat
menjanjikan terutama pada sektor seni pertunjukan,
kriya, kuliner, fesyen. Sedangkan sektor sektor yang
dimungkinkan berkembang baik adalah desain
interior, film, video, fotografi, desain komunikasi
visual, dan periklanan. Akan tetapi saat ini area
pemasarannya masih terbatas di Kota Blitar, ke depan
harus dapat diperluas area pemasarananya meliputi
kota dan Kabupaten Blitar bahkan provinsi dan
nasional. Sebab keterbatasan area pemasaran akan
mengakibatkan persaingan dalam daerah sendiri
sehingga peluang pendapatannya juga akan sangat
terbatas.

Penguatan produktifitas ekonomi kreatif harus
didukung kebijakan daerah yang kuat terutama pada
sisi promosi dan pemasaran. Penciptaan ruang ruang
bebas akses internet dan tempat tempat kerja yang
bersifat terbatas dan temporary seperti co working
space akan sangat berarti untuk start up di bidang
ekonomi kreatif. Ruang ruang bebas untuk pertemuan
anak anak muda ataupun para pengusaha mikro
untuk berbagi ide dan kreatifitas antar sesame mereka,
akan banyak membantu meningkatkan kreatifitas
peningkatan produksi dan jaringan pemasaran yang
lebih luas
. Penguatan Pariwisata berbasis Wisata Kebangsaan

Blitar identik dengan Bung Karno, sebab Ir.
Sukarno Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia
dan Presiden pertama Indonesia dimakamkan di Kota
Blitar. Idiom “Jangan sekali kali mengaku menjadi
orang Indonesia seutuhnya apabila belum berterima
kasih pada Sang Proklamator dengan cara mendoakan
langsung di pusaranya”, harus selalu digaungkan
untuk menjadi daya tarik Kota Blitar.

Keputusan Walikota Blitar yang menetapkan 14
Pebruari sebagai Hari Cinta Tanah air juga perlu untuk
dikumandangkan seantero Indonesia agar
memperkuat nilai Kota Blitar sebagai Kota Wisata
Kebangsaan.

Wisata kebangsaan akan lebih menguat apabila
Pembangunan Museum Peta dapat terlaksana.
Pembangunan Museum Peta bisa dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Blitar tanpa menunggu bantuan
pemerintah pusat. Akan tetapi upaya pembangunan
oleh pemerintah pusat harus tetap diupayakan agar
nantinya dapat menjadi museum nasional. Sehingga
daya tariknya menjadi lebih luas dan kunjungan
wisatanya diharapkan dapat meningkat secara



-201 -

signifikan mengimbangi wisata kebangsaan dan religi
ke Makam Bung Karno.

Potensi yang belum tergarap adalah wisata
kebangsaan yang berbasis kesejarahan dalam bentuk
cagar budaya. Banyak cagar budaya di Kota Blitar yang
harus ditonjolkan untuk menjadi spot- spot destinasi
wisata kebangsaan dengan penguatan pada Story
Telling. Misalnya Kawasan jalan Soedancho Supriyadi
dengan aksesoris Kebon Rojo. Kawasan Kampung
Mataraman sebagai pintu masuk Kota Blitar
menggunakan kereta api. Temuan baru Candi Gedog
dan Candi Karang Tengah juga berpotensi
mendatangkan kunjungan arkeologi yang cukup
banyak. Mengingat Candi Gedog dan dan Candi Karang
Tengah diduga adalah area tempat tinggal dan pusat
Blitar di Jaman Kerajaan Kadiri dan Singosari sampai
Majapahit. Untuk itu masih diperlukan kebijakan yang
berkelanjutan setiap tahapannya.

d. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Isu strategis berkaitan dengan Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan mempunyai 5 (lima) aspek
yaitu:
1. Pelayanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman

Kebijakan nasional yang menetapkan pelayanan
sanitasi aman dan air minum aman menuntut
perubahan target dalam pembangunan daerah dari
layak menjadi aman. Sanitasi aman dan air minum
aman memang sudah seharusnya menjadi standart
pelayanan minimal, sebab faktor ketersediaan sanitasi
dan air minum yang aman sangat berpengaruh pada
kesehatan dasar masyarakat.

Kondisi sanitasi aman secara sederhana adalah
untuk tempat penampungan tinja atau septik tanknya
terdaftar dalam Layanan Lumpur Tinja Terdaftar
(LLTT) dan secara berkala dilakukan penyedotan atas
lumpur tinjanya. Sedangkan air bersih aman standar
paling sederhana adalah air minum yang didapat dari
jaringan perpipaan, artinya air minum yang diperoleh
dari PDAM atau saluran perpipaan air minum yang
dikelola oleh kelompok masyarakat. Untuk itu harus
ada kebijakan untuk memperkuat Upaya pelayanan
sanitasi aman dan air minum yang aman.

Kondisi yang agak sulit dan harus segera
ditangani adalah pembuang air limbah rumah tangga
baik dari dapur maupun kamar mandi yang dibuang
ke drainase penampung air hujan. Untuk ini perlu ada
kebijakan extra ordinary yang direncanakan dan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah
limbah ini dengan baik dengan basis lingkungan
semacam septik komunal untuk air limbah rumah
tangga (Grey Water).



-202 -

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan
Bangunan Gedung

Kondisi saat ini indeks infrastruktur dalam status
tinggi, kondisi ini seyogyanya dapat dipertahankan
atau bahkan nilainya dapat mencapai lebih tinggi.
Untuk dapat menjadi Kota yang menarik dikunjungi
dan dapat menarik investasi, performance Kota Blitar
harus selalu Nampak bersih, rapi dan indah untuk
dinikmati. Tidak terlihat kabel kabel yang tidak
terorganisir dengan baik. Tidak terdapat pedestrian
yang lubang lubang, tidak rata dan tidak ada fasilitas
penunjuk untuk tunanetra. Pedestrian yang nyaman
untuk jalan kaki dan menjadi spot foto yang menarik
akan tetapi tetap bersahabat dengan lingkungan
hidup. Terdapat taman taman kota dengan berbagai
tema yang menarik dikunjungi. Tempat tempat
olahraga yang juga bisa menjadi destinasi atau
sebaliknya destinasi destinasi wisata yang melibatkan
sport didalamnya.

Yang perlu menjadi catatan dalam kurun waktu
tahap RPJMD ini, banyak bangunan gedung
pemerintah baik fasilitas perkantoran, pendidikan,
kesehatan, kecamatan dan kelurahan sudah
memerlukan pemeliharaan. Kebijakan penambahan
gedung atau relokasi gedung kantor kelurahan juga
akan menimbulkan biaya pemeliharaan, sehingga
manajemen pemeliharaan gedung negara harus betul
betul direncanakan dengan manajemen waktu dan
kualitas pekerjaan pemeliharaan yang baik, sehingga
tidak terjadi inefisiensi anggaran daerah.

Infrastruktur pelayanan umum seperti jalan dan
pedestrian, fasilitas olahraga, taman, penerangan jalan
umum, CCTV dan sebagainya harus selalu dilakukan
pemeliharaan setiap waktu. Penyediaan anggaran
untuk pemeliharaan harus selalu disediakan dengan
kerangka panganggaran tersedia saat dibutuhkan.

3. Pelayanan Persampahan dan Pengurangan Sampah
dari Hulu

Pelayanan sampah oleh Pemerintah Kota Blitar
dengan model saat ini hanya akan bertahan maksimal
4 (empat) tahun yang akan datang jika tidak ada
penambahan Cell penampungan sampah. Kondisi itu
dapat diatasi jika dilakukan pengolahan sampah
dengan pemilahan mulai dari hulu yaitu rumah tangga
atau usaha penghasil sampah. Kebijakan penambahan
Cell di TPA sifatnya hanya seperti bom waktu, yaitu
mengulur waktu untuk menjadi masalah besar lagi.
Kebijakan penambahan Cell di TPA sulit dilakukan
karena lahan yang tersedia di TPA tidak ada, artinya
jika kebijakan penambahan Cell yang dipilih maka
harus membuka TPA baru.

Kebijakan pengaturan pengolahan sampah sejak
di hulu perlu dilakukan segera untuk mengurangi
timbulan sampah yang terbuang ke TPA. Kebijakan itu
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mengatur sampah yang di produksi Rumah Tangga
dan tempat usaha yang dibuang secara terpisah antara
sampah organik dan sampah anorganik. Untuk
efektifitas pelaksanaan Pemerintah Kota Blitar dapat
mengoptimalkan tugas pengirit sampah dan kelompok
kelompok bank sampah. Pada Konteks waktu terbatas
sampai dengan tahun tahun 2028 dapat
mengoptimalkan Kerjasama yang terbentuk dengan
USAID dalam program SELARAS.

. Minimalisasi Degradasi Lingkungan

Dampak perubahan iklim global sudah sangat
terasa di Kota Blitar dengan indikasi dari menurunnya
sumber air permukaan yang ditengarai dari sumur
warga yang tidak lagi dapat diambil dengan pompa air.
Agar tidak terjadi perluasan dampak, maka perlu
diterapkan kebijakan peduli lingkungan yang benar
benar serius dengan melibatkan semua lapisan
masyarakat. Pembuatan lubang lubang biopori pada
setiap tanah pekarangan dan tanah terbuka meskipun
kapasitas tidak optimal tapi bisa membantu
menambah cadangan air tanah. Pembuatan sumur
sumur resapan untuk menampung air hujan agar
tidak langsung terbuang ke sungai akan sangat
berpengaruh pada penambahan cadangan air tanah.
Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan membuat sumur resapan
dengan konstruksi yang baik terutama pada daerah
daerah yang rawan genangan saat hujan. Ada 2 (dua)
keuntungan yang diperoleh yaitu (1) mengurangi
bahkan mengatasi tingkat dan lama genangan, (2)
menjadi cadangan air bawah tanah.

Perluasan ruang terbuka hijau juga menjadi
sangat penting dengan penanaman pohon di sepanjang
jalan besar tentunya dengan pola regenerasi pohon-
pohon yang mengganggu lalu lintas dengan pola
terencana. Penanaman pohon pohon di lahan lahan
tidak terpakai atau pekarangan pekarangan dengan
pohon produktif akan banyak membantu memenuhi
kebutuhan konsumsi buah-buahan.

Hal penting yang bisa dilakukan Pemerintah Kota
Blitar adalah rebuilding melakukan pemeliharaan
Gedung kantornya dengan merombak menjadi green
building yaitu gedung kantor yang hemat energi dan
dapat optimal menyumbang oksigen dengan
pemberian tanaman tanaman baik secara vertikal
maupun horizontal
. Antisipasi Kebencanaan

Posisi Kota Blitar yang berada pada lereng
Gunung Kelud dengan Kali Lahar yang membelah Kota
Blitar menimbulkan potensi bencana dengan skala
yang tidak dapat diprediksi, tergantung skala letusan,
jenis dan volume material yang dikeluarkan. Dalam
kajian Sejarah sudah beberapa kali letusan Gunung
Kelud yang membawa aliran lava sampai ke Kota
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Blitar. Akan tetapi pada letusan terakhir, Kuasa Ilahi
membebaskan Kota Blitar dari Material letusan.
Dengan dampak yang tidak dapat diprediksi inilah
diperlukan dana cadangan yang diperlukan sewaktu
waktu jika Kota Blitar terdampalk.

Dana cadangan juga berfungsi untuk menangani
peristiwa bencana lain seperti longsor, angin puting
beliung, banjir dan sebagainya. Dengan adanya
anggaran yang disiapkan untuk dipergunakan
sewaktu waktu, dapat menjaga kredibilitas dan
kepercayaan masyarakat atas hadirnya pemerintah
daerah saat dibutuhkan

Satu Data

Nasional sudah menetapkan kebijakan Satu Data
Indonesia (SDI), Kota Blitar mempunyai kewajiban untuk
mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan satu data
menjadi hal yang wurgent dilakukan untuk reformasi
mindset pembangunan yang seperti biasanya “Business as
Usual” menjadi pembangunan yang berbasis data. Semua
proses pembangunan yang berbasis data mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil
berbasis data.

Satu data Kota Blitar juga harus dalam konteks

dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah untuk
mempermudah perangkat dalam proses pembangunan
dan melaksanakan pelayanan.
Satu data Kota Blitar juga harus mampu mempermudah
dan menyederhanakan pelayanan pada masyarakat.
Pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan pada
masyarakat cukup dengan identitas diri pemohon.

Pelayanan Pemerintah menuju Smart Governance

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik
pusat, provinsi maupun Kota Blitar selama ini terpisah
pisah dan membuat masyarakat kesulitan saat
membutuhkan. Kesulitan mencari tahu tempat pelayanan
dan kesulitan dengan berbagai berkas yang harus dibawa
sebagai persyaratan. Untuk mempermudah pelayanan
pemerintah di berbagai tingkatan itu, Pemerintah Kota
Blitar perlu mengajak semua penyedia layanan
pemerintah untuk sepakat memberi pelayanan yang masih
berbasis pelayanan langsung pada satu tempat atau satu
atap.

Pelayanan akan mudah dilakukan dan pemerlu
layanan juga akan dipermudah jika persyaratan
berkasnya disederhanakan atau bahkan dapat dilakukan
dengan ketersediaan data yang dapat dibagipakaikan.

Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta
Perlindungan Masyarakat

Salah satu syarat utama sebuah kota untuk menjadi
magnet bagi investor adalah wilayah yang aman dan
kondusif. Investasi membutuhkan situasi yang dapat
menjamin kepastian mendapatkan keuntungan. Wilayah
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yang aman dari gangguan baik lingkungan sekitar
maupun faktor-faktor eksternal akan menjamin proses
bisnis atas investasi berjalan seperti yang direncanakan.
Wilayah yang kondusif baik dari kebijakan pemerintah
daerah maupun dari situasi masyarakatnya pasti akan
mendukung percepatan pencapaian target bisnis untuk
memperoleh hasil atau keuntungan.

Kebijakan pemerintah daerah yang stabil tidak
berubah ubah, yang peduli pada usaha masyarakat
bersumber pada kebijakan para pejabat politik. Oleh
karena itu, salah satu faktor kondusifitas daerah
ditentukan oleh tingkat pendidikan politik rakyat dalam
berdemokrasi. Sedangkan keamanan akan terbentuk oleh
faktor-faktor yang saling terkait yaitu Kkepolisian,
pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Masing-
masing harus memberikan kontribusi positif untuk dapat
membentuk kondisi dan situasi daerah yang aman.

Perlindungan pada anak atau perempuan dari
kekerasan rumah tangga selama ini dikenal dengan tugas
urusan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga
seolah-olah perlindungan anak dan perempuan ini
menjadi tugas dari satu perangkat daerah saja,
seharusnya juga menjadi tugas banyak pihak dengan pola
integratif. Upaya perlindungan anak dan perempuan
harus dimulai dari level terendah di struktur organisasi
penunjang pemerintahan yaitu Rukun Tetangga dan
Rukun Warga. RT dan RW didukung oleh kader — kader
yang ada di masyarakat selevel kelurahan misalnya kader
keluarga berencana, posyandu, jumantik dan sebagainya.
Semua yang ada di level masyarakat harus mempunyai
jalur komunikasi dengan kelurahan khususnya seksi
ketentraman dan ketertiban kelurahan dan kecamatan.
Jalur koordinasi pencegahan, penanganan dan tindak
lanjut kejadian harus sampai pada dinas teknis bahkan
sampai kepala daerah. Kecepatan antisipasi dan tindakan
di level masyarakat akan dapat mengurangi kejadian
kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada  konteks yang  berbeda, kebakaran
dikategorikan dalam musibah karena tidak masuk dalam
kategori bencana, dampaknya sangat besar terhadap
kehidupan masyarakat. Kebakaran rumah/tempat usaha
atau permukiman dapat mengakibatkan sebuah keluarga
berstatus menjadi miskin setelah kebakaran. Kecepatan
penanganan kebakaran menjadi faktor penentu besarnya
kerugian yang ditimbulkan. Kecepatan reaksi terhadap
laporan kebakaran sangat terganung pada manusia dan
peralatan yang dimiliki oleh satuan pemadam kebakaran
Kota serta kemudahan akses pada obyek kebakaran.
Karena intensitas kejadian kebakaran yang relatif rendah
mengakibatkan kebijakan penyiapan peralatan kebakaran
menjadi sengat minim. Akses di permukiman yang rawan
terjadi kebakaran tidak bisa dilalui oleh mobil pemadam
kebakaran. Untuk antisipasi besarnya kerugian oleh
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kebakaran maka perlu dibuat kebijakan yang
komprehensif untuk mengantisipasi kejadian

. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam
mengantisipasi ancaman baru tentang krisis pangan
dunia. Pangan yang cukup, aman dan bergizi menjamin
hak dasar manusia untuk hidup sehat dan produktif.
Ketahanan pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas
sosial dan politik, mengurangi angka kemiskinan,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta
mendukung kemandirian. Sistem ketahanan pangan yang
berkelanjutan ikut menjaga lingkungan dan kelestarian
pertanian dalam jangka panjang.
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BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

=t
. e

DAERAH

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 - 2029
Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan
diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan visi
Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima)
tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya
dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah
Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Kota Blitar memberikan peran yang positif dalam
menopang pembangunan di Jawa Timur dan nasional.
Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif
pada pembangunan misalnya dapat dilihat dari tingkat
kemiskinan sebesar 6,75% dengan tingkat kemiskinan
ekstrem 0% dibawa rata-rata provinsi dan nasional serta
Indeks Pembangunan Manusia pada angka 81,44 di atas rata
rata provinsi dan nasional. Selain itu, penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan
di Kota Blitar telah berjalan dengan baik sehingga tidak
menimbulkan gejolak yang mengakibatkan terganggunya
pembangunan di daerah, regional maupun nasional.
Pelaksanaan APBD yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama
15 tahun berturut turut serta prestasi positif di berbagai
sektor dan urusan lainnya memberikan gambaran bahwa
Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam
pembangunan Jawa Timur maupun nasional.

Untuk dapat mempertahankan kondisi yang sangat baik
tersebut, maka dibutuhkan pandangan visioner yang dapat
meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju
prestasi yang lebih baik dalam mendukung semua program
provinsi dan nasional. Pandangan visioner itu ditentukan
dari Visi Calon Walikota dalam Pilkada tahun 2024.
Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024
maka Visi yang dipilih adalah visi Walikota terpilih yang
kemudian dipergunakan sebagai visi pembangunan Kota
Blitar dalam RPJMD tahun 2025 - 2029 adalah:

“KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA
MENUJU KOTA MASA DEPAN”
Dengan penjelasan sebagai berikut :
KOTA BLITAR, didefinisikan sebagai :
Meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Blitar dan
seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam
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batas — batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Blitar.

MAJU, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar yang selalu bergerak terdepan
dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu
lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke
depan. Dengan berbagai capaian pembangunan ekonomi,
infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota
Blitar akan terus berusaha menjadi yang terbaik khususnya
meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan
infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur
digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan
dengan mempertimbangkan keseimbangan dan dampak
terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan
sistem pelayanan yvang terintegrasi akan berdampak positif
pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi
memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta
terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai
bidang.

SEHAT, didefinisikan sebagai:

Terwujudnya kota yang bukan hanya bebas penyakit, tetapi
kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk
hidup sehat secara fisik, mental dan sosial melalui kebijakan
pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat

SEJAHTERA, Terwujudnya peningkatan lebih lanjut atas
kondisi makmur yang tidak hanya berdimensi material atau
jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang
memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam
mencapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses
pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam
tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai,
di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan,
papan, pendidikan, dan lapangan kerja, juga bebas
mengumpulkan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan
dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan,
dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara
fisik, psikis maupun intelektualitas. Keterpaduan antara
dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang
paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi
masyarakat Kota Blitar untuk melahirkan masa depan yang
aman tentram damai sentosa dan makmur.

MENUJU, didefinisikan sebagai :

Upaya untuk mencapai tujuan — tujuan dengan rencana dan
strategi yang terukur.

KOTA MASA DEPAN, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar sebagai kota layak huni yang aman
dan nyaman, kota cerdas berdaya saing dan berbasis
teknologi, berbasis keunggulan ekonomi dan budaya lokal,
yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi
seluruh masyarakat serta berkelanjutan.
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Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat
dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan” akan diwujudkan
dengan 5 (lima) misi yaitu :

1.

Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius
dan Nasionalis;

Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang
Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang

Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan
Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan

2.
3.
Berbasis Smart Governance,
4.
Berkarakter;
5

Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota
Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.
Untuk mencapai kualitas perencanaan yang

berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan perencanaan
harus selaras dan konsisten, dimana RPJMD sebagai
perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun harus selaras
dengan RPJPD sebagai perencanaan jangka panjang 20 (dua
puluh) tahun. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD
dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Keselarasan Misi pada RPJPD Kota Blitar 2025 - 2045
dengan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 - 2029

Misi RPJPD 2025 - 2045 Misi RPJMD 2025 - 2029
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar | Misi 1: Mewujudkan Blitar Kota
yang Nyaman, Damai, Pancasila yang Aman,
Berketahanan Sosial dan Religius dan Nasionalis
Budaya Didasari
Kekuatan Religius serta
Jiwa Nasionalisme dan
Patriotisme
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar | Misi 2 : Mewujudkan Kota Blitar
yang Nyaman, Damai, Sehat dan Sejahtera
Berketahanan Sosial dan
Budaya Didasari
Kekuatan Religius serta
Jiwa Nasionalisme dan
Patriotisme
Misi 1: Membangun SDM Kota
Blitar yang Cerdas,
Sehat dan  Berdaya
Saing
Misi 3: Digitalisasi Pelayanan | Misi 3: Mewujudkan
Publik Kota Blitar Pembangunan Kota Blitar
Misi 5: Mewujudkan yang Berkelanjutan dan
Pembangunan Kota Tata Kelola Pemerintahan
Blitar Berkelanjutan, yang Berbasis Smart
Berwawasan Governance
Lingkungan dan
Berketahanan Ekologi
Misi 1: Membangun SDM Kota | Misi4: Mengembangkan Potensi
Blitar yang Cerdas, Pendidikan, Pemuda dan
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Misi RPJPD 2025 - 2045

Misi RPJMD 2025 - 2029

Sehat dan Berdaya Perempuan sebagai

Saing Generasi Emas yang
Cerdas dan Berkarakter

Misi 2: Mengembangkan Misi 5: Mewujudkan

Ekosistem Ekonomi dan Pembangunan Kota Blitar

Inovasi Kota  Blitar sebagai Kota Perdagangan,

Secara Berkelanjutan Jasa, Pariwisata, dan
Industri

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Keselarasan perencanaan juga harus dilakukan antar

tingkat

pemerintahan dimana RPJMD Kota Blitar harus

mendukung Program Pemerintah Pusat maupun Provinsi
Jawa Timur. Untuk itu Misi RPJMD Kota Blitar juga harus
selaras dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan
Asta Cita dalam RPJMN. Dimana keselarasan RPJMD Kota
Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan
proses penyusunan secara simultan dan terkoordinasi.
Keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi
Jawa Timur dan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Keselarasan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 — 2029 dengan Nawa
Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita

MISI RPJMD
KOTA BLITAR NAWJ&%T?{E{?Q AR ASTACITA
2025-2029
Mewujudkan Jatim Harmoni - Asta Cita 1 - Memperkokoh
Blitar Kota Menjaga Terwujudnya Ideologi Pancasila,

Pancasila vang
Aman, Religius
dan Nasionalis

Masyarakat yang Harmonis
dan Inklusif melalui
Pengembangan Nilai-nilai
Kesalehan Sosial, Berjiwa
Pancasila,
Pengarusutamaan Gender,
serta Memajukan Seni,
Budaya dan Prestasi
Olahraga

Jatim Lestari - Menjaga
Kelestarian Lingkungan
Hidup dalam Mewujudkan
Pembangunan
Berkelanjutan

Demokrasi dan HAM

Asta Cita 8 - Memperkuat
Penyelarasan Kehidupan
yang Harmonis dengan
Lingkungan Alam dan
Budaya, serta Peningkatan
Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan
Makmur
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MISI RPJMD

NAWA BHAKTI SATYA

KOTA BLITAR ASTACITA
2025-2029 JAWA TIMUR
Mewujudkan Kota | Jatim Sejahtera - Asta Cita 2 -
Blitar Sehat dan Mempercepat Pengentasan | Memantapkan sistem
Sejahtera Kemiskinan dan pertahanan keamanan

Pengurangan Ketimpangan
melalui

Perlindungan Sosial yang
Adaptif, Pemberdayaan
Masyvarakat dan
Kemandirian Pedesaan
dengan

Pendekatan Lintas sectoral
- Spasial Berbasis Data
Terpadu

Jatim Agro - Meningkatkan
Kesejahteraan Petani,
Peternak dan Nelayan

Jatim Sehat -
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
melalui pelayanan
kesehatan untuk semua (
health for all ) yang
berkualitas, merata, mudah
diakses dan berkeadilan,
serta sinergis dengan
perwujudan Universal
Health Coverage (UHC)

negara dan mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

Asta Cita 6 - Membangun
dari Desa dan dari Bawah
untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan

Asta Cita 4 - Memperkuat
Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM),
Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan,
Prestasi Olahraga,
Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran
Perempuan, Pemuda, dan
Penyandang Disabilitas
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MISI RPJMD
KOTA BLITAR e ASTACITA
2025-2029
Mewujudkan Jatim Berkah Amanah - Asta Cita 3 - Melanjutkan
Pembangunan Memperkuat Pengembangan
Kota Blitar yang | Penyelenggaraan Tata Infrastruktur dan
Berkelanjutan dan | Kelola Pemerintahan yang Meningkatkan Lapangan
Tata Kelola | Baik, Bersih, Efektif, Kerja yang Berkualitas,
Pemerintahan BerQaya Qﬂma dan Mendorong Kewirausahaan,
yang Beibasis Partisipatif Mcng?mbangkan Industri
Smart Governance Treatd norta
Jatim Akses - Mengembangkan

Memperkuat konektivitas
antar wilayah dan intra
aglomerasi dengan
meningkatkan
pembangunan infrastruktur
transportasi yang
berkualitas, modern,
terpadu, dan berkeadilan

Jatim Lestari -

Menjaga Kelestarian
Lingkungan Hidup melalui
Peningkatan Kualitas
Lingkungan, dan
Ketahanan Iklim dalam
mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan

Agromaritim Industri di
Sentra Produksi melalui
Peran Aktif Koperasi

Asta Cita 7 - Memperkuat
Reformasi Politik, Hukum,
dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan

Asta Cita 8 - Memperkuat
Penyelarasan Kehidupan
yang Harmonis dengan
Lingkungan Alam dan
Budaya, serta Peningkatan
Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai

Masyarakat yang Adil dan
Makmur
Mengembangkan | Jatim Harmoni - Menjaga | Asta Cita 4 - Memperkuat
Potensi Terwujudnya Masyarakat Pembangunan Sumber
Pendidikan, yang Harmonis dan Inklusif | Daya Manusia (SDM),
Pemuda dan melalui Pengembangan Sains, Teknologi,
Perempuan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, | Pendidikan, Kesehatan,
sebagai Generasi Berjiwa Pancasila, Prestasi Olahraga,
Emas yang Cerdas | Pengarusutamaan Gender, | Kesetaraan Gender, serta
dan Berkarakter serta Memajukan Seni, Penguatan Peran

Budaya dan Prestasi
Olahraga;

Jatim Cerdas ~
Memperkuat kualitas
sumber daya manusia
melalui peningkatan
pelayanan dan akses
Pendidikan untuk semua (
Education for all) yang
berkualitas, merata, dan
berkeadilan;

Perempuan, Pemuda, dan
Penyandang Disabilitas

Asta Cita 8 - Memperkuat
penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan
budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat
beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
makmur;
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MISI RPJMD
KOTA BLITAR Nﬁwﬁaﬁ'ﬁfy‘m ASTACITA
2025-2029
Mewujudkan Jatim Kerja - Asta Cita 2 -
Pembangunan Memperluas Lapangan Memantapkan Sistem
Kota Blitar sebagai | Kerja yang Berkualitas Pertahanan Keamanan
Kota Perdagangan, | melalui Peningkatan Negara dan Mendorong
Jasa, Pariwisata, Kewirausahaan, Iklim Kemandirian Bangsa
dan Industri Investasi dan Stabilitas melalui Swasembada
Ekonomi Pangan, Energi, Air,

Ekonomi Syariah, Ekonomi
Digital, Ekonomi
Hijau, dan Ekonomi Biru

Asta Cita 3 - Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri
kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi melalui
peran aktif koperasi;

Asta Cita 5 - Melanjutkan
Hilirisasi dan
Mengembangkan Industri
Berbasis Sumber Daya
Alam untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di Dalam
Negeri

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.1.2.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan
berupa pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan
visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang
didasarkan pada isu-isu analisis strategis dengan indikator
kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan
secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka
masing-masing misi diuraikan dengan pernyataan tujuan
dan indikator tujuannya. Dalam memformulasikan tujuan
pembangunan lima tahun kedepan, selain memperhatikan
hal tersebut juga memperhatikan pencapaian sasaran visi
pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang
diformulasikan  spesifik, mudah dicapai, rasional
memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula
indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun
dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap
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tahun. Sasaran pembangunan diturunkan dari tujuan yang
merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil
penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya
tujuan pembangunan RPJMD. Dalam melakukan formulasi
sasaran pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Blitar
dalam menyusun sasaran pembangunan juga
memperhatikan arah pembangunan yang termaktub pada
RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 — 2045 sehingga apa yang
telah menjadi arah pembangunan 20 tahun kedepan tetap
terjaga. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam
penentuan indikator sasaran pembangunan, Pemerintah
Kota Blitar juga memperhatikan Indikator Utama
Pembangunan (IUP) yang termuat pada RPJPD Kota Blitar
Tahun 2025 - 2045 sebagai salah satu upaya untuk
mencapai mengawal pencapaian target IUP di tiap tahapan
pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila
yang Aman, Religius dan Nasionalis

Untuk membangun Kota Blitar yang aman bagi
warganya dan pengunjungnya, kuat, mandiri, dan harmonis,
serta memastikan keberlanjutan pembangunan, kerukunan
umat beragama dan nasionalisme merupakan hal yang
penting untuk dilakukan. Untuk itu tujuan dan indikator
misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius
dan Nasionalis adalah :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila
yang Aman, Religius dan Nasionalis

3.1.2.1.

Tujuan / Sasaran Indikator
Terwujudnya kehidupan yang | Indeks Harmoni
harmonis di masyarakat | Indonesia
melalui penguatan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat
Meningkatnya partisipasi | Indeks  Demokrasi
masyarakat dalam politik dan | Indonesia

pembangunan daerah
Terwujudnya jaminan
aman pada masyarakat

rasa | Indeks Rasa Aman

Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Indeks Ketentraman
dan Ketertiban

Terwujudnya kota
berketahanan bencana

yang

Indeks Risiko

Bencana (IRB)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data
diolah

Tujuan pembangunan yang pertama yaitu Terwujudnya
kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan
nilai — nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
merupakan upaya mendukung pencapaian misi RPJMD
Kota Blitar Tahun 2025-2029 dikarenakan seluruh kegiatan
pembangunan membutuhkan dukungan stabilitas daerah
yang diperlihatkan melalui keharmonisan masyarakat di
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semua sektor serta dukungan seluruh lapisan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, jaminan rasa aman sangat penting untuk
menciptakan masyarakat yang sejahtera, stabil dan
produktif. Dengan situasi dan kondisi daerah yang aman,
setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan
nyaman, berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati
hak dan kebebasan meraka secara optimal. Selain itu
Jaminan situasi aman dan nyaman bagi setiap orang yang
datang dan berusaha di Kota Blitar akan dapat mendukung
terwujudnya Kota Blitar yang inklusif dan dapat menjadi
daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota
Blitar.

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan
Sejahtera

Kesehatan adalah faktor utama untuk dapat melakukan
aktifitas dan produktifitas. Upaya pembangunan kesehatan
masyarakat serta jaminan kesehatan bagi semua warganya
menjadi tujuan yang sangat penting bagi pembangunan
setiap daerah. Pemerintah Kota Blitar mengutamakan sektor
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan kualitas
layanan kesehatan bagi semua masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk
memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi,
tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga
kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun
keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar.
Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama,
menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Blitar sebagai
langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak
penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak
sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif
untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam
menghadapi  berbagai risiko dan krisis. Kedua,
meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Dengan
ketahanan keluarga yang kuat dapat menjadi pondasi utama
dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan Kota
Blitar Sehat dan Sejahtera, dirumuskan tujuan dan sasaran
beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 - 2029
sebagai berikut :
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Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan
Sejahtera
Tujuan / Sasaran Indikator
Meningkatnya Kualitas | Usia Harapan Hidup
Kehidupan Masyarakat
yang Sehat
Terwujudnya Kesehatan | Indeks Pembangunan
yang Merata Kesehatan  Masyarakat
(IPKM)
Prevalensi Stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita
Meningkatnya Tingkat Kemiskinan
Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kesejahteraan
Hidup dan Ketangguhan | Sosial (IKeSos)
Sosial Masyarakat Indeks Ketahanan
Pangan (IKP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah

Tujuan pembangunan meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat yang sehat merupakan salah satu
upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga
RPJPD Kota Blitar 2025 - 2045 yaitu Peningkatan Daya
Saing Sumberdaya Manusia.

Sedangkan tujuan pembangunan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu upaya
mendukung pencapaian sasaran visi kedua RPJPD Kota
Blitar 2025 - 2045 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan
Ketimpangan.

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota
Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan
yang Berbasis Smart Governance

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang
menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kota
berkelanjutan adalah kota yang dirancang untuk mengatasi
dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui
perencanaan kota dan pengelolaan kota. Dalam konteks ini,
inisiatif berkelanjutan dicapai dengan membangun alternatif
ramah lingkungan ke dalam infrastruktur kota serta
memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan
secara bijaksana tanpa mengorbankan kebutuhan generasi
mendatang. Pada periode 2025 - 2029, ditetapkan target
utama yaitu Mewujudkan pembangunan kota yang layak
huni serta Penurunan Emisi GRK.

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan merupakan
elemen kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran lima
tahun Walikota dan Wakil Walikota. Smart governance
adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
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meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi
masyarakat dalam mengambil keputusan. Melalui misi ini,
Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan,
partisipatif, inovatif, akuntabel dan berbasis teknologi demi
meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan
masyarakat.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata
Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance,
dirumuskan tujuan dan sasaran Dbeserta indikator
pencapaiannya pada tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota
Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan
yang berbasis Smart Governance

Tujuan / Sasaran Indikator
Terwujudnya Indeks Kota Layak Huni
Pembangunan Kota | Penurunan emisi gas rumah

Nyaman dan Layak | kaca (GRK) Kumulatif
Huni

Terwujudnya  fasilitas | Indeks Kepuasan Layanan

perkotaan yang | Infrastruktur

berkelanjutan

Meningkatnya kualitas | Persentase rumah tangga

permukiman dengan akses hunian layak,
terjangkau dan berkelanjutan

Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan

lingkungan hidup yang | Hidup Daerah

berkualitas dan

berkelanjutan

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

birokrasi

pemerintahan yang
efektif, efisien dan

akuntabel
Terwujudnya pelayanan | Indeks Pemerintahan Digital
pemerintahan yang | Indonesia
berkualitas dan | Indeks Pelayanan Publik
terintegrasi Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Opini BPK atas Laporan
Keuangan
Terwujudnya Indeks Perencanaan
manajemen Pembangunan Daerah
pemerintahan yang | Nilai  Sistem = Akuntabilitas
profesional Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah



3.1.2.4.

- 218 -

Tujuan pembangunan terwujudnya pembangunan kota
nyaman dan layak huni beserta sasarannya, merupakan
salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi
RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 - 2045 keempat yaitu
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan  pembangunan meningkatnya  birokrasi
pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan
upaya mendukung pencapaian dari seluruh sasaran visi
RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 - 2045 dikarenakan seluruh
kegiatan pembangunan membutuhkan dukungan
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan
berintegritas serta dukungan seluruh lapisan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan penentuan
sasaran pembangunan selain memperhatikan upaya
pencapaian tujuan dari misi mempertimbangkan pula
sasaran yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2025
- 2045. Memperhatikan hal tersebut maka sasaran yang
telah ditetapkan selaras dengan sasaran kesebelas yaitu
Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas
dan Adaptif serta sasaran kedua belas Terwujudnya
Pelayanan Publik Terpadu Satu Data berbasis Teknologi
Informasi pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 — 2045.

Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi
Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas
yang Cerdas dan Berkarakter

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan
modal dasar tercapainya Visi Kota Blitar 2045, Visi Jawa
Timur Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045. Oleh
karena itu dalam RPJMD 2025 - 2029 pembangunan
sumberdaya manusia dilaksanakan dengan memberikan
setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi
dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam
pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan,
peningkatan kualitas pemuda, pengarusutamaan gender,
serta memajukan seni budaya. Hal ini penting dilakukan
sebagai bentuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi
Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan
Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan
Berkarakter, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta
indikator pencapaiannya pada tahun 2025 - 2029 sebagai
berikut :

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi
Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi
Emas yang Cerdas dan Berkarakter
Tujuan / Sasaran Indikator
Meningkatnya Kualitas | Indeks Pembangunan
Sumber Daya Manusia Manusia (IPM)
Harapan Lama Sekolah
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Tujuan / Sasaran Indikator
Meningkatnya kualitas | Rata — Rata Lama Sekolah
pendidikan
Meningkatnya kualitas | Indeks Pembangunan
generasi muda Pemuda (IPP)
Meningkatnya kesetaraan | Indeks Pembangunan
gender Gender (IPQG)

Terwujudnya kota yang

Indeks Pelestarian Budaya

berkebudayaan maju

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah

Tujuan pembangunan ketujuh yaitu meningkatnya
kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu upaya
mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga RPJPD Kota
Blitar 2025 - 2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber
Daya Manusia sehingga indikator pencapaian menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga merupakan
indikator sasaran visi RPJPD ketiga.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi
Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan
Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan
Berkarakter selain memperhatikan upaya tujuan dari misi,
mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang
tertuang dalam RPJPD Kota Blitar 2025 - 2045, yaitu
sasaran pokok pembangunan kedua yaitu terwujudnya
pendidikan yang merata di Kota Blitar dan sasaran pokok
pembangunan keempat terwujudnya keluarga berkualitas,
kesetaraan gender dan masyarakat inklusif di Kota Blitar.

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota
Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan
Industri

Pembangunan Kota Blitar yang difokuskan pada kota
perdagangan, jasa, pariwisata dan industri adalah agar
pembangunan daerah lebih fokus pada sektor-sektoryang
selama ini berkontribusi besar pada pembangunan daerah.
Pengembangan Kota Blitar sebagai kota perdagangan adalah
dalam upaya mewujudkan perluasan lapangan kerja yang
berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-
up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, dan
stabilitas ekonomi.

Pengembangan industri kreatif melalui pembangunan
pariwisata dan penguatan ekosistem ekonomi Kkreatif
dioptimalkan untuk mendorong iklim perekonomian Kota
Blitar dengan mengoptimalkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi secara agregat, sehingga akan dapat
membuka lebih banyak kesempatan kerja. Atas dasar hal
tersebut maka ditetapkan tujuan pada misi Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,
Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan yaitu
terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.
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Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,
Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan, dirumuskan
tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada
tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota
Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan

Industri
Tujuan / Sasaran Indikator

Terwujudnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Daerah Yang | Rasio Gini
Inklusif Tingkat Inflasi

PDRB Per Kapita
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan
kontribusi sektor | terhadap PDRB
unggulan terhadap | Rasio PDRB Penyediaan

pertumbuhan ekonomi | Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Terwujudnya Persentase Peningkatan Investasi
kemudahan berusaha
yang mendorong
realisasi investasi
daerah

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
pengangguran

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah

Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap
pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu upaya
mendukung pencapaian Peningkatan pendapatan per kapita.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota
Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri selain
memperhatikan upaya tujuan dari misi, mempertimbangkan
pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam
RPJPD Kota Blitar 2025 - 2045, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya  peningkatan  tenaga kerja  yang
berkompetensi

2. Terwujudnya perkembangan iptek, inovasi dan
produktivitas ekonomi Kota Blitar

3. Terwujudnya transformasi ekonomi digital dan ekonomi
hijau

4. Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi

5. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah

6. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan
yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu
menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada
indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap
pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target
kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.8
berikut :



- 221 -

Tabel 3.8
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 - 2029
VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SO SRR o e
/ RN R0 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

KOTA BLITAR YANG | Terwujudnya Indeks Data belum 6,91 6,95 6,99 7,09 7,19 7,25
MAJU, SEHAT DAN kehidupan Harmoni pernah dirilis

SEJAHTERA yang harmonis Indonesia

MENUJU KOTA melalui (Indeks)

MASA DEPAN penguatan Meningkatnya Indeks 84,37 88,68 88,69 88,70 88,71 88,72 88,73
- Mewujudkan Blitar | nilai - nilai partisipasi Demokrasi

Kota Pancasila yang | Pancasila masyarakat Indonesia

Aman, Religius dan dalam dalam politik (indeks)

Nasionalis kehidupan dan

- Mewujudkan Kota | bermasyarakat | pembangunan

Blitar Sehat dan daerah

Sejahtera Terwujudnya Indeks Rasa Data belum 76,60 76,65 76,70 76,75 76,80 76,85
- Mewujudkan jaminan rasa Aman (Angka) | pernah dirilis

Pembangunan Kota aman pada Meningkatnya Indeks 98,52 98,80 99,10 99,40 99,70 100 100
Blitar yang masyarakat ketentraman Ketenteraman

Berkelanjutan dan dan ketertiban | dan Ketertiban
Tata Kelola masyarakat (Angka)

Pemerintahan yang Terwujudnya Indeks Risiko 71,51 70,32 68,60 66,97 65,41 63,93 62,50
berbasis Smart Kota yang Bencana (IRB)

Governance Berketahanan (Angka)

- Mengembapgka.n Bencana
Potensi Pendidikan, ["Meningkatnya Usia Harapan 75,20 75,30 75,56 75,82 76,07 76,33 76,59
Pemuda dan | kualitas Hidup (UHH)

Perempuan sebagai | kehidupan ({tahun))

Generasi Emas yang | masyarakat Terwujudnya Indeks 0,699 0,699 0,700 0,720 0,725 0,730 0,735
Cerdas dan yang sehat Kesehatan yang | Pembangunan

Berkarakter Merata Kesehatan

- Mewujudkan Masyarakat

Pembangunan Kota (Indeks)

Blitar sebagai Kota Prevalensi 11,40 9,69 9,69 9,24 8,74 8,19 7,60
Perdagangan, Jasa, Stunting
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET TAHUN

KET.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(99)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Pariwisata dan
Industri

(pendek dan
sangat pendek)
pada balita
(%))

Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat

Tingkat
Kemiskinan
(%)

6,75

6,63

6,42

5,92

5,57

4,87

Meningkatnya
Kualitas Hidup
dan
Ketangguhan
Sosial
Masyarakat

Indeks
Kesejahteraan
Sosial (Indeks)

62,23

62,58

62,93

63,28

63,63

63,98

64,33

Indeks
Ketahanan
Pangan (IKP)
(Indeks)

80,80

80,81

81,56

82,31

83,06

83,81

84,56

Terwujudnya
pembangunan
kota nyaman
dan layak huni

Indeks Kota
Layak Huni
(Indeks)

Data belum
pernah dirilis

62,80

65,60

68,40

71,20

74,00

76,80

Penurunan
emisi gas
rumah kaca
(GRK)
Kumulatif
(TON CO2 EQ)

650.775,46

663.790,97

677.066,79

690.608,12

704.420,29

718.508,69

732.878,87

Terwujudnya
fasilitas
perkotaan yang
berkelanjutan

Indeks
Kepuasan
Layanan
Infrastruktur
(IKLI) (Indeks)

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

85,00

Meningkatnya
kualitas
permukiman

Persentase
Rumah Tangga
dengan Akses
Hunian Layak,
Terjangkau

79,03

91,00

92,49

94,19

95,88

97,38

99,02
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET TAHUN

KET.

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(08

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

dan
Berkelanjutan

(%ol

Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas dan
berkelanjutan

Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup Daerah
(Indeks)

64,94

67,02

67,09

67,17

67,25

67,33

67,41

Meningkatnya
Birokrasi
Pemerintahan
yvang Efektif,
Efisien dan
Akuntabel

Indeks

Reformasi

Birokrasi
(Indeks)

90,41

90,91

91,00

91,25

91,50

91,75

92,00

Terwujudnya
pelayanan
pemerintahan
yang berkualitas
dan terintegrasi

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) (Indeks)

89,23

89,40

89,57

89,74

89,91

90,08

90,25

Indeks
Pelayanan
Publik(Indeks)

4,52

4,54

4,56

4,58

4,60

4,62

4,64

Maturitas
Penyelenggara
an Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP) (Level)

Terdefinisi
(3,026)

Terdefinisi
(3,030

Terdefinisi
(3,034)

Terdefinisi
(3,038)

Terdefinisi
(3,042)

Terdefinisi
(3,046)

Terdefinisi
(3,05)

Indeks
Pemerintahan
Digital
Indonesia
(Indeks)

Data belum
pernah dirilis

1,70

1,70

1,90

1,90

2,20

Opini BPK
Atas Laporan

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR e ach RARGH TAHIN 2l
i SRl 2094 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Keuangan
(Nilai)
Terwujudnya Indeks 99,15 77,70 78,57 80,28 82,00 83,71 85,42
manajemen Perencanaan
pemerintahan Pembangunan
yang profesional | Daerah
(Indeks)
Nilai Sistem 80,060 80,11 80,14 80,17 80,20 80,23 80,26
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
{Angka)
Meningkatnya Indeks 81,44 82,71 82,86 83,20 83,54 83,88 84,32
Kualitas Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Manusia (Indeks)
Meningkatnya Harapan Lama 14,81 14,82 14,84 14,91 15 15,06 15:1
kualitas Sekolah
pendidikan (Tahun)
Rata-Rata 10,820 10,825 10,830 10,835 10,840 10,845 10,850
Lama Sekolah
(Tahun)
Meningkatnya Indeks 59,67 62,65 65,63 68,61 71,59 74,57 77.55
kualitas Pembangunan
generasi muda Pemuda (Nilai)
Meningkatnya Indeks 97,49 97,49 97,59 97,64 97,69 97,74 97,79
kesetaraan Pembangunan
gender Gender (IPG)
(Indeks)
Terwujudnya Indeks Data belum 50,29 86,14 86,98 87,83 88,67 89,52
kota yang Pelestarian pernah dirilis
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR e il L
/ TREUN 209 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
berkebudayaan | Budaya
maju (Indeks)
Terwujudnya Rasio Gini 0,353 0,352 0,349 0,346 0,343 0,340 0,337
Ekonomi (Indeks)
Daerah yang Tingkat Inflasi 0,52 1,97 2,12 1,96 1,81 1,71 1,61
Inklusif (%))
PDRB Per 59,33 60,01 60,65 61,33 62,01 63,69 64,37
Kapita (Juta
Rupiah)
Laju 5,33 5,37 5,41 5,54 5,58 5,62 5,65
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Meningkatnya Kontribusi 24,69 25,09 25,24 25,39 25,54 25,69 25,84
kontribusi Sektor
sektor unggulan | Perdagangan
terhadap terhadap
pertumbuhan PDRB (%)
ekonomi Rasio PDRB 5,89 5,90 5,92 5,95 5,98 6,05 6,12
Penyediaan
Akomodasi
Makan dan
Minum (%)
Rasio PDRB 9,91 10,03 10,08 10,13 10,18 10,23 10,28
Industri
Pengolahan
(%0)
Terwujudnya Persentase 12,38 1 1,5 2 2.5 | 3,5
kemudahan peningkatan
berusaha yang investasi
mendorong
realisasi
investasi daerah
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR s IARGET Tatun EEL
/ EnHUN20R4 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Menurunnya Tingkat 531 4,97 4,83 4,69 4,55 4,41 4,27
pengangguran Pengangguran
terbuka (%)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Tabel 3.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 - 2029

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5) ©)

1. | Mewujudkan Blitar | Terwujudnya Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap
Kota Pancasila yang | kehidupan yang | partisipasi Ketertiban Umum dan | didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi
aman, religius dan | harmonis di | masyarakat dalam | Ketenteraman yang sehat dan dinamis
nasionalis masyarakat melalui | politik dan | Masyarakat serta

penguatan nilai-nilai | pembangunan daerah | Pelindungan Masyarakat
Pancasila dalam dengan melibatkan | Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan
kehidupan seluruh pemangku | peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika
bermasyarakat kepentingan (P4GN-PN)
Terwujudnya jaminan | Meningkatnya Peningkatan keamanan wilayah dengan
rasa aman  pada | keamanan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
masyarakat ketertiban masyarakat Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban
serta peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam
trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan
mengoptimalkan penegakan perda
Terwujudnya kota | Meningkatkan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan
yang  berketahanan | Pencegahan dan | kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan
bencana Penanganan Bencana literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa
bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya
dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-
struktural di daerah rawan bencana
Pengembangan sistem mitigasi bencana dan
pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan
bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan
bencana
Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana
pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi
masyarakat
2. Meningkatnya Meningkatkan upaya | Perluasan upaya promotif-preventif dan

Kualitas Kehidupan

pelavanan kesehatan

pembudayaan perilaku hidup sehat
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No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

Mewujudkan

Blitar
sejahtera

sehat

Kota
dan

Masyarakat
Sehat

yang

Terwujudnya
kesehatan
merata

yang

secara menyeluruh,
terjangkau, merata,
berkelanjutan,
profesional
bermutu

dan

Pemerataan dan peningkatan akses layanan
kesehatan dan jaminan kesehatan universal
dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas
layanan kesehatan

Pemerataan, peningkatan kompetensi dan

kesejahteraan tenaga kesehatan

Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak
disertai pencegahan dan pengurangan angka anak
tidak sehat

Percepatan penurunan angka kesakitan,
penurunan penyakit menular dan tidak menular

Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan
stunting

Dukungan pada program Makan Bergizi

Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan
Kesehatan Gratis

Dukungan pada penuntasan kasus TBC

Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit
lengkap dan berkualitas

Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatnya
Kualitas Hidup dan
Ketangguhan Sosial
Masyarakat

Penanggulangan
Kemiskinan
terpadu
terintegrasi

secara
dan

Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan
perlindungan sosial terintegrasi

Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan
perguruan tinggi berbasis keluarga miskin

Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui
bantuan sosial
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi
masyarakat / rentan
Meningkatkan . ol i d
Lstatiann pangan F:‘enmgk’ata’n_ ketahanan pangan dan gizi pada
dasvah tingkat individu, keluarga dan masyarakat
Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas
pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi
pertanian dan implementasi teknologi smart
Jarming
Peningkatan ketahanan pangan melalui smart
farming dan stabilitas harga terkait usaha
pertanian
3. | Mewujudkan Terwujudnya Terwujudnya fasilitas | Meningkatkan kualitas | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas
Pembangunan Kota | pembangunan kota | perkotaan yang | infrastruktur umum dan infrastruktur kota yang peduli
Blitar yang | nyaman dan layak | berkelanjutan perkotaan lingkungan
Berkelanjutan dan | huni Meningkatkan kualitas | Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi
Tata Kelola dan dan kuantitas | yang aman bagi masyarakat
Pemerintahan  yang jaringan drainase serta
Berbasis Smart menjamin ketersediaan Penlngkatan pembangunan sumur resapan dari
Governance air yang berkelanjutan

aliran air dan sumur biopori pada drainase
lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang
berketahanan iklim dan ekologi

Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota
dan pengembangan jaringan irigasi secara
terintegrasi

Mewujudkan tata
ruang yang efisien dan
berkelanjutan melalui
perencanaan ruang

Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata
ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara
berkala dengan  penyesuaian  berdasarkan
kebutuhan daerah

Penguatan pengelolaan jalan kota
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan kualitas | Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi
dan kuantitas | dan logistik yang andal
?;;?ii:a:na ii}iﬂ beice;t: Peni_ngkata.n konektivitas layan.an _jaringan:
berkualitas i mob1l11tas utama masyazfakat melalui dan integrasi
—_—— sert::l ayeman > | multimoda dan penyiapan sarana prasarana
integrasi antarmoda
Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem
transportasi publik masal
Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar
untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah
menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional
(jalan tol)
Meningkatnya Meningkatkan kualitas | Percepatan penyediaan dan peningkatan akses
kualitas lingkungan perumahan | rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan,
permukiman dan permukiman melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan,
penataan kawasan kumuh perkotaan
Terwujudnya Meningkatkan cakupan | Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan

Lingkungan  hidup
yang berkualitas dan
berkelanjutan

pengelolaan  sampah
dengan melibatkan
peran serta masyarakat

berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan
sampah dengan pengembangan circular economy
dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah

dan pemanfaatan | B3

teknologi

Mengendalikan Peningkatan pengendalian pencemaran dan
pencemaran kerusakan lingkungan

lingkungan melalui

berbagai instrumen

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan
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No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya
birokrasi
pemerintahan yang
efektif, efisien dan
akuntabel

Terwujudnya
pelayanan
pemerintahan yang
berkualitas dan
terintegrasi

Meningkatnya kualitas
kinerja dan pelayanan
publik serta
optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi

Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis
teknologi informasi

Peningkatan satu data
indentitas penduduk

pelayanan  berbasis

Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan
publik

Peningkatan akses dan konektivitas internet pada
pusat pelayanan publik, pusat layanan wilayah dan
sub pusat layanan wilayah

Peningkatan kemampuan keuangan dan aset
daerah sebagai modal pembangunan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan
pengembangan manfaat aset daerah di dukung
kebijakan penambahan aset daerah

Penataan kelembagaan yang adaptif dengan
kebutuhan daerah

Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor
di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan
dasar

Terwujudnya
manajemen
pemerintahan yang
profesional

Meningkatnya
reformasi tata kelola
pemerintahan dan
profesionalisme ASN

Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan
peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju
penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar
yang profesional dan bebas korupsi

Peningkatan  partisipasi masyarakat, dunia
pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan
pembangunan

Peningkatan pengendalian, evaluasi dan

pengawasan pembangunan

Peningkatan profesionalitas ASN
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pengembangan karir ASN daerah berbasis
meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan
punishment termasuk melalui
peningkatan/perbaikan kesejahteraan berdasarkan
capaian kinerja
4. | Mengembangkan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana
potensi  pendidikan, | Kualitas Sumber | Kualitas Pendidikan | Pengelolaan dan | pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi
pemuda dan | Daya Manusia Pemerataan standar dan aman bencana, dan sarana
perempuan  sebagai Aksesibilitas Layanan | transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi
generasi emas yang Pendidikan daerah
cerdas dan -
berkaralkter Penguatan dan  pengembangan  kurikulum

pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal,
potensi, dan keunggulan daerah.

Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta
didik menuju generasi berkompeten dan berdaya
saing tinggi

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan
tenaga kependidikan

Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah
dan perguruan tinggi

Dukungan pada program pemberian makan bergizi

Meningkatnya

kualitas

muda

generasi

Membangun generasi
muda yang handal dan

berdaya saing tinggi
melalui penguatan
karakter, prestasi,

kreatifitas dan Inovasi

Penguatan Daya saing generasi muda melalui
pemupukan ajang prestasi di segala bidang

Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi
pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter
Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) @) (5) (6)
generasi muda serta | Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi
menumbuhkan budaya | masyarakat dalam meningkatkan masyarakat
berolahraga di | olahraga
masyarakat
Meningkatnya Meningkatkan Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga
Kesetaraan Gender Pengarusutamaan berkualitas
Gender Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia
melalui penguatan kapasitas, kemandirian,
kemampuan dalam pengambilan Keputusan serta
peningkatan partisipasi di pelbagai bidang
pembangunan
Pengendalian penduduk yang proporsional dan
produktif.
Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan
pendukung berbasis kearifan lokal.
Terwujudnya  kota | Optimalisasi nilai | Peningkatan pemajuan kebudayaan
yang berkebudayaan | budaya dalam | Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek
maju pembangunan karakter | yang diduga cagar budaya sebagai icon penguat
karakter kebudayaan daerah
Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu
bersaing secara global
5. | Mewujudkan Terwujudnya Meningkatnya Membangun Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor
Pembangunan Kota | ekonomi daerah yang | kontribusi sektor kemandirian ekonomi | ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
Blitar sebagai Kota | inklusif unggulan terhadap yang berdimensi penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian
Perdagangan, Jasa, pertumbuhan kerakyatan untuk inflasi daerah
Pariwisata dan ekonomi meningkatkan Peningkatan produktivitas BUMD
Industri kesejahteraan melalui | Transformasi pasar tradisional

penguatan struktur
ekonomi yang
berorientasi pada

Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar
konvensional dan pasar modern
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No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
pengembangan Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang

perdagangan, industri ,
UMKM dan pariwisata

menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan
Ekonomi Hijau (Green Economy)

Pengembangan kota sebagai pusat layanan
regional

Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan
proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi
teknologi

Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai
bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal
yang inklusif

Peningkatan peran UMKM pada rantai industri
melalui peningkatan akses ke sumber daya
produktif melalui penerapan teknologi dan
kemitraan usaha

Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama
antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan
sumber bahan baku

Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam
rangka peningkatan SDM profesional

Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota,
sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata
berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan
urban tourism

Penataan dan penguatan wisata sejarah
khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung
Karno yang didukung penguatan peran kampung
wisata dan wisata hutan kota

Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah
sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha
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mendorong realisasi
investasi daerah

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) ) (5) (6)
Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi
nasional dalam Pembangunan karakter nasional
Mengembangkan Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
ekonomi kreatif Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif
pada pasar nasional dan internasional
Terwujudnya Meningkatkan nilai Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan
kemudahan investasi daerah berbasis teknologi informasi didukung data data
berusaha vang pendukung penarik investasi

Peningkatan akses kemudahan investasi terkait
regulasi, human resources, aksesibilitas dan
kondusitivitas daerah

Menurunnya
pengangguran

Menurunkan
Pengangguran

Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan
pengurangan pengangguran terbuka dan
terselubung

Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga
kerja menghadapi transformasi industrialisasi

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan
pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja
rentan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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3.2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama Mewujudkan Blitar
Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis
Dalam rangka mengawal keberhasilan untuk menjadikan
Kota Blitar yang aman, religius dan nasionalis, telah
ditetapkan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk
mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan
Blitar Kota Pancasila yang aman, religius dan nasionalis
ditetapkan Strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

politik dan pembangunan daerah

Arah kebijakan :

* Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap
didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang
sehat dan dinamis;

* Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan
peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika
(P4GN-PN).

Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban

masyarakat

Arah kebijakan :

* Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi;

* Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta
peningkatan keterlibatan masyarakat dalam trantibum
linmas untuk mengurangi kriminalitas dan
mengoptimalkan penegakan perda.

Strategi 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan

Bencana

Sasaran 3 : Terwujudnya kota yang berketahanan bencana

Arah kebijakan :

 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan
kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan
literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi,
dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan
mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di
daerah rawan bencana

* Pengembangan sistem mitigasi bencana dan
pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan
bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana

* Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada
kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas
pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas
pencapaian :
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* Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi
dan HAM

* Asta Cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

* Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

* Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang
Harmonis dan Inklusif.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua Mewujudkan Kota
Blitar Sehat dan Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan
sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan
sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Kota Blitar
Sehat dan Sejahtera ditetapkan strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut :

Strategi 3 : Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan
Secara Menyeluruh, Terjangkau, Merata, Berkelanjutan,
Profesional dan Bermutu.
Sasaran 4 : Terwujudnya kesehatan yang merata
Arah Kebijakan :
e Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan
perilaku hidup sehat
e Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan
dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan
optimalisasi fasilitas layanan kesehatan
* Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
* Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai
pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
e Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan
penyakit menular dan tidak menular
e Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan
stunting
e Dukungan pada Program Pemberian Makan Bergizi
* Dukungan pada  penyelenggaraan  Pemeriksaan
Kesehatan Gratis
e Dukungan pada penuntasan kasus TBC
* Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit lengkap dan
berkualitas

Strategi 4 : Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan

terintegrasi

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan

sosial masyarakat

Arah kebijakan :

e Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan
perlindungan sosial terintegrasi
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Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan
perguruan tinggi berbasis keluarga miskin

Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan
sosial

Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi
masyarakat / rentan

Strategi 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan
sosial masyarakat

Arah kebijakan :

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat
individu, keluarga dan masyarakat

Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas
pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi
pertanian dan implementasi teknologi smart farming
Peningkatan ketahanan pangan melalui smart farming
dan stabilitas harga terkait usaha pertanian

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas

pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas
pencapaian :

Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan;

PHTC 1 - Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan
pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu
hamil,

PHTC 2 - Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan
gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun
Rumah Sakit lengkap berkualitas;

PHTC 3 - Mencetak dan meningkatkan produktivitas
lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah,
dan nasional;

PHTC 5 - Melanjutkan dan menambahkan program
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha
untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

PHTC 7 - Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah
murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
terutama generasi milenial, Generasi Z, dan Masyarakat
berpenghasilan Rendah (MBR);
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e Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani,
Peternak dan Nelayan

» Jatim Sehat - Meningkatkan derajat Kesehatan
Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses
dan Berkeadilan.

e Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan
dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan
Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas
sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu

3.2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata
Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance
Dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang
berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang adaptif telah dirumuskan sasaran pembangunannya.
Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan
pada misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang
Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis
Smart Governance ditetapkan strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut :

Strategi 6 : Meningkatkan Akses Infrastruktur Perkotaan
Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang
berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pembangunan sarana, prasarana dan
utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan

Strategi 7 : Meningkatkan Kualitas Dan Dan Kuantitas

Jaringan Drainase Serta Menjamin Ketersediaan Air Yang

Berkelanjutan

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang

berkelanjutan

Arah Kebijakan :

* Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman
bagi masyarakat

* Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air
dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai
penangkap air hujan aliran air

e Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang
berketahanan iklim dan ekologi

*» Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan
pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi

Strategi 8 : Mewujudkan Tata Ruang Yang Efisien Dan
Berkelanjutan Melalui Perencanaan Ruang

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang
berkelanjutan

Arah Kebijakan : Penguatan pengelolaan dan pengendalian
tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara
berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah
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Strategi 9 : Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Kuantitas

Prasarana Jalan Beserta Fasilitas Jalan Yang Berkualitas,

Aman, Ramah Serta Nyaman

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang

berkelanjutan

Arah Kebijakan :

e Penguatan pengelolaan jalan kota

* Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan
logistik yang andal

e Peningkatan konektivitas layanan jaringan mobilitas
utama masyarakat melalui dan integrasi multimoda dan
penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda

* Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem
transportasi publik masal

e Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk
peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju
akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol)

Strategi 10 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan
Dan Permukiman

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas permukiman

Arah Kebijakan : Percepatan penyediaan dan peningkatan
akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan,
melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan
kawasan kumuh perkotaan

Strategi 11 : Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah
Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Dan
Pemanfaatan Teknologi

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pengelolaan sampah terpadu hulu - hilir
dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah
dengan pengembangan sirkular ekonomi dan peningkatan
pengelolaan dan layanan sampah B3.

Strategi 12 : Mengendalikan Pencemaran Lingkungan
Melalui Berbagai Instrumen Pengendalian Dan Pencemaran
Lingkungan

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan

Strategi 13 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan

Pelayananan Publik Serta Optimaliasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Sasaran 9 : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang

berkualitas dan terintegrasi

Arah kebijakan :

e Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis
teknologi informasi

e Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas
penduduk
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e Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik

e Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat
pelayanan publik, pusat pelayanan wilayah dan sub pusat
pelayanan wilayah

e Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah
sebagai modal pembangunan

¢ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan
manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan
aset daerah

e Dukungan penguatan kelembagaan dan integrasi lintas
sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan
dasar

e Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan
daerah

Strategi 14 : Meningkatnya Reformasi Tata Kelola

Pemerintahan Dan Profesionalisme ASN

Sasaran 10 : Terwujudnya manajemen pemerintahan yang

profesional

Arah kebijakan :

e Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan
kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan
pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas
korupsi

e Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan
dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan

¢ Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan
pembangunan

e Peningkatan profesionalitas ASN

e Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi
melalui manajemen talenta, reward dan punishment
termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan
berdasarkan capaian kinerja

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas
pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas
pencapaian :

e Asta cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur
dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

e Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, @ serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan

e Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam & budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil & makmur;
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* PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen,
tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat
negara

* Jatim Berkah Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif,
Berdaya Guna dan Partisipatif

* Jatim Akses - Memperkuat infrastuktur Konektivitas Antar
Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern,
Terpadu, dan Berkeadilan;

* Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat mengembangkan
potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi
emas yang cerdas dan berkarakter

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam
upaya perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan, pemuda dan perempuan telah dirumuskan
sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan
sasaran pembangunan pada misi mengembangkan potensi
pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas
yang cerdas dan berkarakter ditetapkan strategi dan arah
kebijakan sebagai berikut :

Strategi 15 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan

Aksesibilitas Layanan Pendidikan

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Arah kebijakan :

* Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman
bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik
sesuai kondisi daerah

e Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan
berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan
keunggulan daerah

* Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi

* Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga
kependidikan

* Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan
perguruan tinggi

* Dukungan pada program pemberian makan bergizi

Strategi 16 : Membangun Generasi Muda Yang Handal Dan
Berdaya Saing Tinggi Melalui Penguatan Karakter, Prestasi,
Kreativitas Dan Inovasi Generasi Muda Serta Menumbuhkan
Budaya Berolahraga Di Masyarakat
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas generasi muda
Arah kebijakan :
e Penguatan daya saing generasi muda melalui
pemupukan ajang prestasi di segala bidang
e Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi
pembangunan
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¢ Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter
Pemuda yang Mandiri dan Kreatif

¢ Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi
masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga

Strategi 17 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender

Sasaran 13 : Meningkatnya kesetaraan gender

Arah kebijakan :

e Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga
berkualitas

* Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui
penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam
pengambilan Keputusan serta peningkatan partisipasi di
pelbagai bidang pembangunan

e Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif

e Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan
pendukung berbasis kearifan lokal.

Strategi 18 : Optimalisasi Nilai Budaya Dalam

Pembangunan Karakter

Sasaran 14 : Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju

Arah kebijakan :

e Peningkatan pemajuan kebudayaan

e Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang
diduga cagar budaya sebagai ikon penguat karakter
kebudayaan daerah

e Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu
bersaing secara global

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas
pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas
pencapaian :

e Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan
generasi Z), dan penyandang disabilitas;

*» Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

» PHTC 4 - Membangun sekolah-sekolah unggul
terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki
sekolah sekolah yang perlu renovasi;

e PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen,
tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan
pejabat negara;

* Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang
Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai
Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan
Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi
Olahraga;
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» Jatim Cerdas - Memperkuat kualitas sumber daya
manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses
Pendidikan untuk semua (Education for all) yang
berkualitas, merata, dan berkeadilan

3.2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,
Pariwisata dan Industri
Dalam rangka mengawal keberhasilan mewujudkan
Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan
Industri telah dirumuskan sasaran pembangunannya.
Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan
pada misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai
kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri ditetapkan
strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 19 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang
Berdimensi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada
Pengembangan Perdagangan, Industri , UMKM Dan
Pariwisata

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan

terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

* Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas
ekonomi serta pengendalian inflasi daerah

* Peningkatan produktivitas BUMD

e Transformasi pasar tradisional

* Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar
konvensional dan pasar modern

* Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang
menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi
Hijau (Green Economy)

* Pengembangan kota sebagai pusat layanan regional

» Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses
bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi

» Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian
dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif

e Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui
peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui
penerapan teknologi dan kemitraan usaha

* Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar
pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan
baku

» Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka
peningkatan SDM profesional

* Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota,
sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis
wisata kebangsaan dan kultural dengan urban tourism

* Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait |
PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung
penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota
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* Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar,
Pelaku wisata, media dan dunia usaha

* Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi
nasional dalam Pembangunan karakter nasional

Strategi 20 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan

terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

¢ Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

* Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada
pasar regional, nasional dan internasional

Strategi 21 : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah

Sasaran 16 : Terwujudnya kemudahan berusaha yang

mendorong kemudahan investasi daerah

Arah kebijakan :

* Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis
teknologi informasi didukung data data pendukung
penarik investasi

* Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi,
human resources, aksesibilitas dan kondusitivitas daerah

Strategi 22 : Menurunkan Pengangguran

Sasaran 17 : Menurunnya pengangguran

Arah kebijakan :

* Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan
pengangguran terbuka dan terselubung

* Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
menghadapi transformasi industrialisasi

* Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian
Jjaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas
pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas
pencapaian :

e Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

e Asta Cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur
dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

e Asta Cita 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam negeri;

» Jatim Kerja - Memperluas Lapangan Kerja yang
Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim
Investasi dan Stabilitas Ekonomi
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322 Pentahapan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan Kota Blitar 2025 - 2029
merupakan tahap pembangunan lima tahunan dari RPJPD
Kota Blitar Tahun 2025 - 2045. Sesuai dengan arah
kebijakan pembangunan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 -
2045, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada
periode 2025 - 2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi
sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi,
sosial, lingkungan dan pemerintahan.

Selanjutnya, untuk menuju pada terwujudnya visi kota
Blitar pada tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tema
pembangunan dalam RKPD pada periode 2025 - 2029.
Fokus/Tema pembangunan tahunan sebagai berikut :

TAHUN 2026 | -
m k‘:’: Kota Berkarakter Dengan Smart Governance Dan Smart Economy
Pemerataan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Inovasi Dan Daya
TAHUN 2028 Saing Dasrah
m @ Pemantapan Stabilitas Ekonomi Mewujudkan Kota Yang Maju

Akselerasi Transformasi Melalui Penguatan Kesejahteraan
Masyarakat, Infrastruktur yang Berkelanjutan, Ekonomi yang Lebih
Inovatif dan Inklusif serta Pengelolaan Layanan Publik

Penguatan Pondasi Tranformasi Bidang Pelayanan Dasar Yang
Didukung Kualitas SDM Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Gambar 3.1 Fokus / Tema Tahunan RKPD selama Periode RPJMD
Tahun 2025 - 2029

3.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan,
Kota Blitar merumuskan kebijakan kewilayahan yang
mendukung  keterpaduan pembangunan. Kebijakan
kewilayahan dirumuskan untuk menciptakan daya saing
daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2023-
2043 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045,
pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur lima tahun
ke depan fokus pada peningkatan lima koridor penghubung
antar kawasan dan kepulauan yaitu Kawasan
Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo Tengger-Sumeru,
Kawasan Selingkar [jen, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan, serta Kawasan Madura dan Kepulauan. Potret
kondisi perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur pada
lima koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan
menunjukkan pusat pertumbuhan berada pada Kawasan
Gerbangkertosusila yang  merupakan  pusat  dari
perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta logistik di
Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Kawasan Bromo-Tengger—
Semeru yang merupakan kawasan dengan potensi pertanian,
perkebunan serta sektor pariwisata relatif berkembang
selama 20 tahun utamanya di sekitar Kota Malang-Kota
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Batu. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan
memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup
signifikan utamanya di sekitar Kota Kediri. Di sisi lain,
Kawasan Selingkar Ijen menunjukan perkembangan relatif
tinggi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.
Perkembangan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh potensi
besar pada sektor pariwisata dan agroindustri. Di Kawasan
Madura dan Kepulauan, perkembangan wilayah di kawasan
tersebut terlihat memusat di Kabupaten Pamekasan.
Perkembangan wilayah di Kawasan Madura dan Kepulauan
didorong dan difokuskan pada pengembangan pertanian,
peternakan dan perikanan.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023-2043 Kota Blitar merupakan Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kawasan Selingkat
Wilis dan Lintas Selatan. Selatan merupakan kawasan
strategis yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur
dengan akses jalan nasional lintas selatan. Dikelilingi oleh
pegunungan dan potensi alam yang belum banyak
tereksplorasi, kawasan ini memiliki kekuatan dalam
pengembangan pertanian, energi terbarukan, serta
pariwisata berbasis alam dan petualangan. Percepatan
pembangunan infrastruktur di kawasan ini membuka
peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi
lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki
peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan,
minapolitan dan agroindustri dengan sektor unggulan
pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga memiliki keunggulan
dalam pariwisata alam. Untuk mewujudkan Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagai pusat agropolitan
dan minapolitan, serta berkembang untuk menjadi kawasan
agroindustri di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
perlu adanya peningkatan akses layanan dasar seperti
fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing
dan kompetensi sumber daya manusia, pengentasan
kemiskinan serta perluasan penyediaan jaminan sosial.
Dalam aspek ekonomi, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan ini perlu didorong untuk optimalisasi sektor
pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan
komoditas unggulan, hilirisasi produk unggulan,
peningkatan akses pendanaan, peningkatan kerja sama
antar daerah dan juga perluasan pemasaran produk sebagai
upaya mewujudkan Kketerkaitan pasar lokal dan pasar
regional. Pengembangan tersebut juga harus didukung
dengan peningkatan konektivitas ekonomi dan transportasi
pendukung sistem logistik seperti jalan tol dan bandara.
Selain itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan perlu didukung
dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pengembangan di wilayah tersebut
diperlukan highlight indikasi intervensi yang mampu




3.2.4.
3.2.4.1.

- 249 -

memberikan dampak positif serta meningkatkan ekonomi di
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Adapun
highlight indikasi intervensi untuk Kota Blitar adalah:

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di
Jawa Timur dengan intervensi Retrofit atau penguatan
infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Blitar.

2. Pengembangan dalam urusan Pariwisata dengan
intervensi Revitalisasi Museum PETA Blitar

Pengarustamaan Pembangunan
Pengarusutamaan SDGs
Pengarustamaan Sustainable Development Goals (SDGs)
mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke
seluruh aspek nasional dan daerah melalui:
¢ Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung
percepatan pencapaian SDGs 2030;

* Mengintegrasikan target-target SDGs kedalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

* Penyusunan Rancangan Aksi Daerah, dan Penguatan
Kolaborasi Multi Pihak;

* Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan

* Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program
pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi
sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal,
serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 111/2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Nasional (dokumen RAN dan RAD) terdapat 212 indikator
sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan
17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kontribusi Kota Blitar terhadap Pencapaian SDGs
Tujuan SDGs Kontribusi Kota Blitar

Tanpa Kemiskinan | Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs tanpa kemiskinan (SDGs
Goal 1) selaras dengan misi mewujudkan
kota Blitar sehat dan sejahtera pada
sasaran Meningkatnya kualitas hidup
dan ketangguhan sosial masyarakat

Tanpa kelaparan Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs tanpa kelaparan (SDGs Goal
2) selaras dengan misi mewujudkan kota
Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran
meningkatnya kualitas hidup dan
ketangguhan sosial masyarakat

Kehidupan sehat | Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dan sejahtera dalam SDGs kehidupan sehat dan
sejahtera (SDGs Goal 3) selaras dengan
misi mewujudkan Kota Blitar sehat dan
sejahtera pada sasaran terwujudnya
kesehatan yang merata di Kota Blitar dan
sasaran meningkatnya kualitas hidup
dan ketangguhan sosial masyarakat
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Tujuan SDGs Kontribusi Kota Blitar
Pendidikan Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
berkualitas dalam SDGs Pendidikan berkualitas

(SDGs Goal 4) selaras dengan misi
mengembangkan potensi pendidikan,
pemuda dan perempuan sebagai generasi
emas yang cerdas dan berkarakter pada
sasaran meningkatnya kualitas
pendidikan

Kesetaraan gender

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs kesetaraan gender (SDGs
Goal 9) selaras  dengan  misi
mengembangkan potensi pendidikan,
pemuda dan perempuan sebagai generasi
emas yang cerdas dan berkarakter pada
sasaran meningkatnya kesetaraan
gender

Air bersih dan
sanitasi layak

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs air bersih dan sanitasi layak
(SDGs Goal 6) selaras dengan misi
mewujudkan pembangunan Kota Blitar
yvang berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang Dberbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan

Energi bersih dan
terjangkau

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs energi bersih dan terjangkau
(SDGs Goal 7) selaras dengan misi
mewujudkan pembangunan Kota Blitar
yvang berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang Dberbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan vang berkelanjutan

Pekerjaan  layak
dan pertumbuhan
ekonomi

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi (SDGs Goal 8)
selaras dengan misi mewujudkan
pembangunan Kota Blitar sebagai kota
perdagangan, jasa, pariwisata dan
industri pada sasaran meningkatnya
kontribusi sektor unggulan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan sasaran
menurunnya pengangguran

Industri, inovasi
dan infrastruktur

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs industri, inovasi dan
infrastruktur (SDGs Goal 9) selaras
dengan misi mewujudkan pembangunan
Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata
kelola pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
serta misi mewujudkan pembangunan
Kota Blitar sebagai kota perdagangan,
jasa, pariwisata dan industri  pada
sasaran meningkatnya kontribusi sektor
unggulan terhadap pertumbuhan
ekonomi
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Tujuan SDGs

Kontribusi Kota Blitar

Berkurangnya
kelompok rentan

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs berkurangnya kelompok
rentan (SDGs Goal 10) selaras dengan
misi mewujudkan pembangunan Kota
Blitar sebagai kota perdagangan, jasa,
pariwisata dan industri pada sasaran
meningkatnya kontribusi sektor
unggulan terhadap pertumbuhan
ekonomi serta misi mewujudkan Kota
Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran
meningkatnya kualitas hidup dan
ketangguhan sosial masyarakat

Kota
permukiman
berkelanjutan

dan

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs kota dan permukiman
berkelanjutan (SDGs Goal 11) selaras
dengan misi mewujudkan pembangunan
Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata
kelola pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran meningkatnya
kualitas permukiman

Konsumsi dan
produksi yang
bertanggung jawab

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab (SDGs Goal 12)
selaras dengan misi mewujudkan
pembangunan Kota Blitar  yang
berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
dan sasaran terwujudnya lingkungan
hidup yang berkualitas dan
berkelanjutan

Penanganan
perubahan iklim

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs penanganan perubahan
iklim (SDGs Goal 13) selaras dengan misi
mewujudkan pembangunan Kota Blitar
yang berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan

Ekosistem lautan

Ekosistem daratan
(life on land)

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs ekosistem daratan (life on
land) (SDGs Goal 15) selaras dengan misi
mewnjudkan pembangunan Kota Blitar
yang berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
dan sasaran terwujudnya lingkungan
hidup yang berkualitas dan
berkelanjutan

Perdamaian,
keadilan dan
kelembagaan yang
kuat

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
dalam SDGs perdamaian, keadilan dan
kelembagaan yang kuat (SDGs Goal 16)
selaras dengan misi mewujudkan
pembangunan Kota Blitar  vang
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Tujuan SDGs Kontribusi Kota Blitar

berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang berbasis smart
governance pada sasaran terwujudnya
pelayanan pemerintahan yang
berkualitas dan terintegrasi serta sasaran
terwujudnya manajemen pemerintahan
yang professional

Kemitraan untuk | Pemerintah Kota Blitar berkomitmen
mencapai tujuan dalam SDGs kemitraan untuk mencapai
tujuan (SDGs Goal 17) melalui berbagai
inisiatif dan kolaborasi bersinergi dengan
universitas, organisasi masyarakat, dan
sektor swasta untuk untuk menciptakan
pembangunan berkelanjutan. Sebagai
bentuk dukungan dan kontribusi atas
pencapaian (SDGs Goal 17) kemitraan
dengan memberikan fasilitasi dan
mediasi, kemudahan bagi pihak yang

terlibat dalam kemitraan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025,
data diolah

Program Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah disusun dan ditetapkan
berdasarkan tema tahunan untuk penyelenggaraan urusan
yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan
oleh perangkat daerah. Sehingga bentuk dasar dari program
pembangunan daerah adalah program perangkat daerah.
Sedangkan program prioritas pembangunan daerah adalah
program yang dirumuskan dan dipilih dari program
pembangunan daerah karena memiliki keterhubungan
langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Keterhubungan langsung dengan visi dan misi daerah
disebabkan adanya program yang disusun sebagai janji
politik sebagai operasionalisasi dari visi dan misi yang
diajukan dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Agar
Program yang dijanjikan dapat terlaksana untuk mencapai
visi dan misi dalam struktur perencanaan pembangunan
daerah, maka program tersebut harus dikonversi atau
dipersamakan dengan klasifikasi, kodifikasi dan
nomenklatuir program dalam ketentuan perencanaan
daerah.

Adapun persamaan program janji politik yang
dikonversi ke dalam program prioritas daerah berdasarkan
klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program adalah
sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dan program
prioritas pembangunan daerah yang dihubungkan dengan
visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai mana disajikan pada
Tabel 3.12. berikut :
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Tabel 3.11

Pelaksanaan Program Prioritas Walikota oleh Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Daerah

Tahun 2025-2029

No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
1 | Mendirikan pusat kajian pemikiran dan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
ajaran Bung Karno Kesatuan Bangsa dan Politik Kebangsaan
2 | Membumikan pemikiran dan ajaran Perangkat Daerah yang menangani Urusan 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Bung Karno ke dalam Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik Kebangsaan
Pendidikan, Organisasi Sosial Politik dan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
komponen masyarakat lainnya. Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika serta Budaya Politik
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
3 | Penyediaan dana bantuan untuk TPQ, Bagian yang menangani urusan kesra pada | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian
Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Sekretariat daerah Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
Minggu, dan lainnya, serta peningkatan
SDM dan kesejahteraan tenaga
pendidiknya.
4 | “Sarapan Bareng Walikota Blitar” sebagai | Bagian yang manangani urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
sarana pelatihan Life Skill bagi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Pemerintahan)
masyarakat Kota Blitar
S | Meningkatkan kompetensi dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
kesejahteraan tenaga kesehatan, dan kesehatan Kesehatan
dokter. Rumas Sakit Umum Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
6 | Pembangunan baru gedung RSUD untuk | Rumas Sakit Umum Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya

penambahan jumlah ruang rawat inap,

Kesehatan Masyarakat
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No

Program Prioritas Walikota

Perangkat Daerah

Program Prioritas Daerah

ruang operasi, CATH LAB dan pengajuan
peningkatan fasilitasi pelayanan
Kesehatan

7 | Menjadikan RSUD Mardi Waluyo sebagai | Rumas Sakit Umum Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota

8 | Memfasilitasi pelayanan ambulan gratis | Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
untuk penjemputan dan pemulangan kesehatan Kesehatan Masyarakat
pasien/jenazah yang cepat dan tanggap Siinas Sakit Uit Dasrak Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

9 | Meningkatkan Bantuan Sosial bagi Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Rehabilitasi Sosial
lansia, penyandang disabilitas, dan sosial
keluarga tidak mampu

10 | Optimalisasi bantuan beras Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
kesejahteraan daerah (Rastrada) dengan | sosial
bantuan lauk-pauk bagi keluarga tidak
mampu

11 | Pembangunan sarana, prasarana, Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Penataan Bangunan Gedung

utilitas umum dan infrastruktur kota
yang ramah publik dan lingkungan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

5. Penyelengaraan Jalan

a8 g

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSU)

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Perhubungan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)

Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
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No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
12 | Memfasilitasi Pengelolaan sampah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
limbah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
13 | Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Air yang berketahanan iklim dan ekologi | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
14 | Pengelolaan risiko bencana dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Penanggulangan Bencana
meningkatkan kesiapsiagaan, sistem Penanggulangan Bencana Daerah
peringatan dini, kesadaran dan literasi
masyarakat tentang potensi bahaya
gempa bumi, dan cuaca ekstrem
maupun bahaya lainnya dengan
mengembangkan mitigasi struktural dan
non-struktural
15 | Pengembangan karier ASN berbasis Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Kepegawaian Daerah
meritokrasi melalui manajemen talenta, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
reward dan punishment Daya Manusia
16 | Mengembangkan pelayanan berbasis Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup

Teknologi Informasi yang terintegrasi
melalui Blitar Smart Services

Komunikasi, Informatika dan Statistik

Daerah Kab/Kota

2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pengelolaan Arsip

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
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No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
Bagian yang menangani urusan Organisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pelayanan Penanaman Modal
Penanaman Modal
17 | Optimalisasi program RT KEREN menjadi | Bagian yang menangani urusan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju | Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Masa Depan) dengan meningkatkan | Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
kemanfaatan bagi warga masyarakat
18 | Meningkatkan kualitas dan . Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
kesejahteraan guru dan tenaga ﬁ:;ﬁgg{ka;nDaerah yRegmeRangRIl Uy aen
kependidikan
19 | Menyediakan fasilitas belajar mengajar Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan Pendidikan (SD, SMP)
berbasis IT (Digitalisasi Pendidikan) Pendidikan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Program pengelolaan aplikasi dan informatika
Komunikasi, Informatika dan Statistik
20 | Mengembangkan budaya akademik di Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Riset dan Inovasi Daerah
Kota Blitar melibatkan perguruan tinggi | Perencanaan Pembangunan Daerah
21 | Peningkatan pelayanan sarana Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
transportasi bagi peserta didik Perhubungan (LLAJ)
22 | Menumbuhkembangkan kreativitas Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan Pendidikan (PAUD, SD, SMP)
kebudayaan berupa pembinaan, bantuan | Pendidikan
peralatan, optimalisasi pusat kesenian, | Perangkat Daerah yang menangani urusan | Program Pengembangan Kebudayaan
dan penyelenggaraan event-event seni Kebudayaan dan Pariwisata
budaya
23 | Pembekalan pendidikan pra-nikah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

parenting bagi ibu dalam pola asuh anak

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Sejahtera (KS)
2. Program Pemenuhan Hak Anak
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No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Kesehatan Masyarakat

24 | Pendampingan dan perlindungan bagi Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Pemenuhan Hak Anak

pekerja wanita

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

2. Program Perlindungan Perempuan

Perangkat Daerah yang menangani Koperasi,
UMKM dan Tenaga Kerja

Program Hubungan Industrial

25

Menjalin kerjasama perdagangan antar
pemerintah daerah

Bagian yang menangani urusan
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian
Pemerintahan)

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

26

Membuka akses & koneksi antar wilayah
dengan cara: membenahi jalur
transportasi (Pintu Gerbang Tol
Menghadap ke Kota)

Perangkat Daerah yang menangani
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Jalan

27

Membangun Pasar Agro, Pasar Induk,
dan Pergudangan sebagai pusat
perdagangan pasar grosir dan
Revitalisasi Pasar

Bagian yang menangani urusan
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah

Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)

Perangkat Daerah yang menangani
Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

28

Menumbuhkembangkan UMKM untuk
menghasilkan produk unggulan daerah
melalui penerapan teknologi dan
kemitraan usaha

Perangkat Daerah yang menangani urusan
UMKM

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)

29

Membangun pasar ekonomi kreatif
dengan memberi ruang kreasi kepada
milenial dan perempuan dalam bidang

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
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No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
IT, kuliner, kriya, fashion, dan potensi
lainnya
30 | Memfasilitasi promosi dan pemasaran Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Promosi Penanaman Modal
produk unggulan Kota Blitar ke dalam Penanaman Modal
dan luar negeri ) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan
Perangkat Daerah yang menangani, UMKM Usaha Mikro (UMKM)
Perangkat Daerah yang menangani urusan .
Pcrdagangan Kota %litgr . Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
31 | Membentuk BUMD baru guna Bagian yang menangani urusan Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian
menangani kegiatan bidang usaha baru | Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
dalam satu wadah multiusaha pada Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah yang menangani urusan Penyertaan Modal
Keuangan
Bagian yang menangani urusan Hukum Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah
: e : i ik Destinasi Pariwisata
32 Mfakam Bung Karno sgbagal Destinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisa
Wisata Utama Kota Blitar berskala Kebud desi Paitwissta
internasional RRAL el Sak
33 | Menjalin hubungan kemitraan dengan Bagian yang menangani urusan kerjasama Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
negara dan kota di luar negeri yang pada Sekretariat Daerah
memiliki hubungan kesejarahan dengan
Bung Karno
34 | Penguatan peran kampung wisata dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pemasaran Pariwisata

membangun objek wisata baru

Kebudayaan dan Pariwisata

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kecamatan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
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No

Program Prioritas Walikota

Perangkat Daerah

Program Prioritas Daerah

35

Memfasilitasi dan pendampingan
pertanian model Urban Farming dan Pola
Tanam Organik

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Program Perizinan Usaha Pertanian

. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

o b D

e

© %

36

Bantuan peralatan dan fasilitas
pendukung di bidang pertanian

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

37

Pengelolaan tata niaga produk pertanian
dan UMKM melalui BUMD

Bagian yang menangani urusan
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah

Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

38

Membuka Industri Baru dan
memberikan kemudahan serta
kenyamanan bagi investor untuk
berinvestasi dan membuka pabrik
(berproduksi) sehingga menyerap tenaga
kerja

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Penanaman Modal

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Penanaman Modal

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Lingkungan hidup

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pemyelenggaraan Penataan Ruang

Perangkat Daerah yang menangani urusan
Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengendalian Izin Usaha Industri
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No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
39 | Membangun kerja sama dengan pelaku Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Penempatan Tenaga Kerja
usaha untuk memprioritaskan tenaga Tenaga Kerja
kerja warga kota Blitar Bagian yang menangani urusan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan)
40 | Normalisasi Drainase Perkotaan, Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Normalisasi Sungai untuk peningkatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan
Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
41 | Pembangunan Sekolah dan Revitalisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Pendidikan
42 | Pembangunan Rusunawa dan Rumah Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Pengembangan Perumahan
Layak Huni Perkotaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 2. Program Kawasan Permukiman
Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
43 | Pembangunan Hunian Perumahan PNS, | Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengembangan Perumahan
Karyawan BUMN/BUMD dan Karyawan | Perumahan Rakyat dan Kawasan
swasta. Permukiman
44 | Pembangunan Pusat Ekonomi Perangkat Daerah yang menangani : el
Perdagangan (Blitar Trade Center) Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
45 | Pembangunan Fasilitas Olahraga (Sirkuit | Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Sentul) Kepemudaan dan Olahraga
46 | Pembangunan dan peningkatan Perangkat Daerah yang menangani urusan Program penyelenggaraan jalan
infrastruktur obyek Wisata Perkotaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47 | Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas | Perangkat Daerah yang menangani urusan 1. Program Penataan Bangunan Gedung

Umum

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
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Kesatuan Bangsa dan Politik

No Program Prioritas Walikota Perangkat Daerah Program Prioritas Daerah
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Kecarnatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
48 | Mall UMKM Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengembangan UMKM
UMKM
49 | Pemberian beasiswa untuk sekolah Perangkat Daerah yang menangani urusan Progam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
menengah dan perguruan tinggi berbasis | Kepemudaan
keluarga miskin Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Pengelolaan Pendidikan
Pendidikan
50 | Pilkada 2029 Perangkat Daerah yang menangani urusan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga

Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika
serta Budaya Politik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Tabel 3.12
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 — 2029
VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Visi : KOTA BLITAR YANG | Terwujudnya Indeks Harmoni
MAJU, SEHAT DAN kehidupan yang Indonesia(lndeks)
SEJAHTERA MENUJU harmonis Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia
KQ’I:A MASA DEPAN melalui partisipasi (indeks)
Misi ; penguatan nilai | masyarakat Meningkatnya kesadaran | Cakupan Penguatan Ideologi 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN

- Mewujudkan Blitar Kota
Pancasila yang Aman,
Religius dan Nasionalis

- Mewujudkan Kota Blitar
Sehat dan Sejahtera

- Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar
yvang Berkelanjutan dan
Tata Kelola Pemerintahan
yang berbasis Smart
Governance

- Mengembangkan Potensi
Pendidikan, Pemuda dan
Perempuan sebagai
Generasi Emas yang
Cerdas dan Berkarakter

- Mewujudkan
Pembangunan Kota Blitar
sebagai Kota Perdagangan,

- nilai Pancasila
dalam
kehidupan
bermasyarakat

dalam politik
dan
pembangunan
daerah

masyarakat akan ideologi
Pancasila dan karakter

Pancasila dan Karakter

Kebangsaan (%)

IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

kebangsaan
Meningkatnya etika dan Persentase Pendidikan Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN
budaya politik pada Kader Partai Politik (%) PERAN PARTAI POLITIK DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Meningkatnya ketertiban
organisasi
kemasyarakatan

Persentase Organisasi
Kemasyarakatan yang Aktif (%)

8.01.04 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Meningkatnya ketahanan
ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat

Persentase Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah yang Dilaksanakan (

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Jasa, Pariwisata dan Meningkatnya Persentase Konflik Sosial yang | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
Industri penanganan konflik Diselesaikan (%) KEWASPADAAN NASIONAL DAN
sosial yang diselesaikan PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Terwujudnya Indeks Rasa Aman(Angka)
jaminan rasa .
aman pada Meningkatnya Indeks Ketenteraman dan
masyarakat ketentraman Ketertiban (Angka)
dan ketertiban Meningkatnya Persentase Perda dan Perkada | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
masyarakat penyelesaian gangguan yang ditegakkan (%) KETENTERAMAN DAN

trantibum dan
pelanggaran Perda

KETERTIBAN UMUM

Persentase Cakupan
Perlindungan Masyarakat (%)

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Persentase Penyelenggaraan
Tibumtranmas (%)

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Meningkatnya kualitas
pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran dan non
kebakaran

Cakupan Penyebaran Informasi
dan Edukasi Rawan Kebakaran
(%)

1.05.04 PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Cakupan Layanan
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran (%)

1.05.04 PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Terwujudnya Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kota yang (Angka)
Berketahanan Meningkatnya kualitas Persentase Cakupan 1.05.03 PROGRAM
Bencana layanan pencegahan dan | Penyebaran Informasi dan PENANGGULANGAN BENCANA
kesiapsiagaan terhadap Edukasi Rawan Bencana (%)
bencana
Meningkatnya Persentase Penanganan Pasca 1.05.03 PROGRAM
penanganan bencana Bencana (%) PENANGGULANGAN BENCANA
pada saat pascabencana
Meningkatnya Persentase penanganan 1.05.03 PROGRAM
penanganan bencana tanggap darurat bencana (%) PENANGGULANGAN BENCANA
pada saat tanggap
darurat
Meningkatnya Usia Harapan Hidup
kualitas (UHH)((tahun))
kehidupan Terwujudnya Indeks Pembangunan
masyarakat Kesehatan yang Kesehatan Masyarakat (Indeks)
yang sehat Merata Prevalensi Stunting (pendek
dan sangat pendek) pada balita
(%))
Meningkatnya kinerja Skor penilaian kinerja BLUD 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG

BLUD UPT Puskesmas

UPT Puskesmas Sananwetan
(Nilai)

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Skor penilaian kinerja BLUD
UPT Puskesmas Kepanjenkidul
(Nilai)

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Skor penilaian kinerja BLUD
UPT Puskesmas Sukorejo
(Nilai)

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Meningkatnya mutu
layanan Rumah Sakit

Persentase Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Rumah Sakit (%)

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Akreditasi RSUD (Nilai
Akreditasi)

1.02,01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase fasilitasi layanan
kedinasan sesuai standar /
ketentuan yang berlaku (%)

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya kualitas
kesehatan perorangan
dan masyarakat

Angka Kematian Neonatal
(AKN) per 1.000 kelahiran
hidup. (Orang)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase pemenuhan syarat
kualitas kesehatan lingkungan
(%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Insiden Stunting
Balita (kasus baru) (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Proporsi penduduk dengan
aktivitas fisik yang cukup (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Populasi Bebas Penyakit
Menular (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Prevalensi depresi di umur
lebih dari 15 Tahun (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kelurahan yang
mencapai target kekebalan
kelompok (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan yang terakreditasi
paripurna (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Jumlah Kematian Ibu AMPSR
(Orang)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Populasi Bebas Penyakit
Tidak Menular (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Presentase lanjut usia yang
mandiri (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya kualitas
kesehatan perorangan
dan masyarakat melalui
pelayanan kesehatan
rujukan

Persentase layanan rumah
sakit dengan kompetensi
minimal dasar (%)

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya mutu dan | Rasio Nakes dan Named 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN
distribusi tenaga terhadap populasi (Indeks KAPASITAS SUMBER DAYA
kesehatan (Skala 0-100)) MANUSIA KESEHATAN
Meningkatnya kualitas Persentase tempat pengelolaan | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN
dan distribusi sediaan pangan memenuhi syarat (%) FARMASI, ALAT KESEHATAN
farmasi, alat kesehatan, DAN MAKANAN MINUMAN
dan makanan minuman Persentase fasilitas layanan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN
kefarmasian dan alat FARMASI, ALAT KESEHATAN
kesehatan dan yang memenuhi | DAN MAKANAN MINUMAN
evaluasi mutu (%)
Meningkatnya kualitas Persentase UKBM sesuai 1.02.05 PROGRAM
pemberdayaan standar (%) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
masyarakat bidang BIDANG KESEHATAN
kesehatan
Meningkatnya Tingkat Kemiskinan(%)
Kesejahteraan
Masyarakat Meningkatnya Indeks Kesejahteraan Sosial

Kualitas Hidup
dan
Ketangguhan
Sosial
Masyarakat

(Indeks)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
(Indeks)

Meningkatnya daya
dukung potensi dan
sumber kesejahteraan
sosial dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Persentase Pekerja sosial,
tenaga kesejahteraan sosial,
dan/atau relawan sosial yang
melaksanakan pelayanan sosial
di luar panti sesuai standar (%)

1.06.02 PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Meningkatnya cakupan
rehabilitasi sosial

Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti (%)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI

SOSIAL
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Persentase Anak Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti (%)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Persentase gelandangan dan

pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar
anti (%)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Persentase Lanjut Usia
Terlantar yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Luar
Panti (%)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Luar
Panti (%)

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Meningkatnya kecukupan
perlindungan dan
jaminan sosial

Persentase Penerima Manfaat
yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasar (%)

1.06.05 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase keluarga miskin
dan rentan penerima
perlindungan sosial yang
tergraduasi dari kemiskinan
(%0)

1.06.05 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian
Ekonomi (%)

1.06.05 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya cakupan Persentase Korban Bencana 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN

perlindungan sosial
korban bencana

Alam, Sosial dan/atau Non
Alam yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasar Pada Saat
dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana Kabupaten/Kota (%)

BENCANA

Meningkatnya
diversifikasi dan
ketahanan pangan
masvarakat

Skor Pola Pangan Harapan
(Nilai)

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

Meningkatnya
penanganan kerawanan
pangan

Persentase Daerah Rentan
Rawan Pangan (%)

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

Meningkatnya
pengawasan mutu dan
keamanan pangan

Persentase Pangan Segar yang
Memenuhi Persyaratan dan
Mutu Keamanan Pangan (%)

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

Meningkatnya produksi
perikanan budidava

Persentase Izin Usaha
budidaya perikanan yang
Diterbitkan (%)

3.25.04 PROGRAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)

3.25.04 PROGRAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA

Meningkatnya kualitas
produk hasil perikanan

Persentase Izin Usaha
pengolahan hasil perikanan
yvang Diterbitkan (%)

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Angka Konsumsi Ikan
(Kg/KAP/TH)

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Meningkatnya distribusi
dan kualitas sarana
pertanian

Persentase Peningkatan
Produksi Komoditas
Peternakan (%)

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

Persentase Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan (%)

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

Persentase Peningkatan
Produksi Hortikultura (%)

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

Meningkatnya distribusi
dan kualitas prasarana
pertanian

Persentase produk RPH yang
dijamin ASUH (Aman, Sehat,
Utuh, Halal) (%)

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Cakupan Luas Lahan Pertanian
yang Ditetapkan Menjadi LP2B
(Ha)

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Meningkatnya
pengendalian kesehatan
hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner

Tingkat Pengendalian Penyakit
Hewan Menular Strategis
(PHMS) (Dokumen)

3.27.04 PROGRAM
PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

Persentase Unit Usaha Pangan
Asal Hewan yang Memiliki
Sertifikat Pra NKV atau NKV
(Nomor Kontrol Veteriner) (%)

3.27.04 PROGRAM
PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

Meningkatnya
pengendalian dan
penanggulangan bencana
pertanian

Persentase Penanganan
Dampak Perubahan [klim
Terhadap Pertanian (%)

3.27.05 PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN

Persentase Penanganan
Bencana Pertanian (%)

3.27.05 PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN
Meningkatnya kualitas Persentase Izin Usaha 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN
dan kemudahan Pertanian yang Diterbitkan (%) | USAHA PERTANIAN
perizinan usaha Persentase Izin Usaha 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN
pertanian Peternakan yang Diterbitkan USAHA PERTANIAN
(%)
Meningkatnya kapasitas | Persentase Kelembagaan yang | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN
SDM bidang penyuluh Dibentuk dan Beroperasi PERTANIAN
pertanian dan pembinaan | Koperasi Tani (%)
kelembagaan usaha tani Persentase SDM Penyuluh 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN
Pertanian yang Ditingkatkan PERTANIAN
(%)
Meningkatnya tata kelola | Persentase TMP Nasional yang | 1.06.07 PROGRAM
Taman Makam Pahlawan | terkelola dengan baik (%) PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Terwujudnya Indeks Kota Layak
pembangunan Huni(Indeks)
kota nyaman Penurunan emisi gas rumah
dan layak huni kaca (GRK) Kumulatif (TON
CO2 EQ)
Terwujudnya Indeks Kepuasan Layanan

fasilitas
perkotaan yang
berkelanjutan

Infrastruktur (IKLI) (Indeks)

Meningkatnya
perlindungan masyarakat
terhadap banjir dan

Persentase Luas Layanan
Irigasi Multikomoditas (%)

1.03.02 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)
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TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

akses masyarakat
terhadap irigasi

Persentase Peningkatan
Perlindungan Kawasan
Permukiman Rawan Banjir (%)

1.03.02 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)

Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sistem penyediaan air
minum

Persentase rumah tangga yang
memiliki akses air minum
aman (%)

1.03.03 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sistem pengelolaan air
limbah

Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan
akses sanitasi aman (%)

1.03.05 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

Meningkatnya kualitas
sistem drainase perkotaan

Persentase Cakupan Drainase
dalam Kondisi Baik (%)

1.03.06 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

Meningkatnya kualitas
bangunan gedung

Persentase Bangunan Gedung
dalam Kondisi Baik (%)

1.03.08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Persentase bangunan gedung
berizin (%)

1.03.08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Meningkatnya
aksesibilitas masyarakat
yang aman dan nyaman

Tingkat Kemantapan Jalan (%)

1.03.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN

Meningkatnya kompetensi
tenaga konstruksi

Persentase Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)

1.03.11 PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang

Persentase kesesuaian
perwujudan rencana pola
ruang (%)

1.03.12 PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya Persentase Terselesaikannya 2.10.04 PROGRAM

penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan

Kasus Tanah Garapan Belum
Bersertipikat yang Dilakukan
melalui Mediasi (%)

PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN

Meningkatnya
penyelesaian ganti
kerugian dan santunan
tanah untuk

Persentase Penyelesaian Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan (%]

2.10.05 PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

pembangunan

Meningkatnya Persentase Tanah Kosong yang | 2.10.08 PROGRAM

pengelolaan tanah Dikelola (%) PENGELOLAAN TANAH KOSONG
kosong

Meningkatnya tertib
pertanahan dan kepastian
hukum bagi pemegang
hak atas tanah

Persentase tanah aset yang
bersertifikat (%)

2.10.10 PROGRAM
PENATAGUNAAN TANAH

Meningkatnya kualitas
sarpras perhubungan

Persentase Kelengkapan Jalan
vang telah Terpasang terhadap
Kondisi Ideal (%)

2.15.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)

Meningkatnya layanan
angkutan jalan
berkeselamatan

I[KM Layanan Angkutan Jalan
Berkeselamatan (Indeks)

2.15.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)

Meningkatnya ketertiban
jalan

Persentase Ruas Jalan yang
Menerapkan Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas (%)

2.15.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya Cakupan Perlintasan Kereta 2.15.05 PROGRAM
pengelolaan perlintasan Api yang Ditangani (%) PENGELOLAAN
kereta api PERKERETAAPIAN
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga
kualitas dengan Akses Hunian Layak,
permukiman Terjangkau dan Berkelanjutan

(%)

Terpenuhinya rumah
layak huni bagi warga
negara korban bencana
dan yang terkena relokasi
akibat program
pemerintah

Persentase warga negara
korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni
(%o)

1.04.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Warga Negara Yang
Terkena Relokasi Akibat
Program Pemerintah Yang
Memperoleh Fasilitasi
Penyediaan Rumah Yang Layak
Huni (%)

1.04.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman

Persentase kawasan kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten /kota ditangani (%)

1.04.03 PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Persentase Rumah Layak Huni
di kawasan kumuh (%)

1.04.03 PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Meningkatnya Rumah
Tidak Layak Huni yang
Tertangani di luar
kawasan kumuh

Persentase Rumah Tidak Layak
Huni di Luar Kawasan Kumuh
yang Tertangani (%)

1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya penyediaan | Persentase perumahan yang 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN
PSU perumahan dan sudah dilengkapi PSU PRASARANA, SARANA DAN
permukiman (Prasarana, Sarana dan Utilitas | UTILITAS UMUM (PSU)
Umum) dalam Kondisi baik (%)
Persentase Tempat Pemakaman | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN
Umum yang dilengkapi PSU PRASARANA, SARANA DAN
dalam kondisi baik (%) UTILITAS UMUM (PSU)
Terwujudnya Indeks Kualitas Lingkungan
lingkungan Hidup Daerah (Indeks)
hidup yang Meningkatnya efektivitas | Persentase Rekomedasi Kajian | 2.11.02 PROGRAM
berkualitas dan | kajian lingkungan untuk | Lingkungan Hidup yang PERENCANAAN LINGKUNGAN
berkelanjutan memitigasi dampak KRP | Ditindaklanjuti (%) HIDUP

Menurunnya
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup

Persentase badan air yang
memenuhi baku mutu (%)

2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Persentase kawasan yang
memenuhi baku mutu udara
(%)

2.11.03 PROGRAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya kualitas

Persentase RTH (%)

2.11.04 PROGRAM

pengelolaan PENGELOLAAN
keanekaragaman hayati KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

Meningkatnya
penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Persentase Limbah B3 yang
Terkelola (%)

2.11.05 PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN

(B3) Limbah Bahan
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OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

Meningkatnya kepatuhan
usaha dan/atau kegiatan
terhadap persetujuan
lingkungan yang
diterbitkan

Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH, dan PUU LH yang
diterbitkan (Usaha/Kegiatan)

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

Meningkatnya kapasitas
dan partisipasi SDM
bidang lingkungan hidup

Persentase kelompok
masyarakat peduli lingkungan
yang aktif (%)

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Penyuluh
Lingkungan Hidup yang
Ditingkatkan Kompetensinya
(%)

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Meningkatnya kinerja
pemangku kepentingan
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup

Persentase Partisipasi
Masyarakat dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (%)

2.11.09 PROGRAM
PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Meningkatnya
penyelesaian sengketa
/kasus tindak pidana
lingkungan hidup

Persentase Penyelesaian
Sengketa/Kasus Tindak Pidana
Lingkungan Hidup (%)

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP

Meningkatnya tata kelola
persampahan

Persentase cakupan layanan
persampahan (%)

2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) _(02) (03) (04) (05) (06) (07)
M_enmgkgtnya Indeks Reformasi
Blrokrgm Birokrasi(Indeks)
Pemerintahan Terwujudnya Opini BPK Atas Laporan
SE{‘, ?_g%egfggﬁf' pelayanan Keuangan (Nilai)
Alsatibel pemerintahan Indeks Pelayanan

yang berkualitas
dan terintegrasi

Publik(Indeks)

Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) (Level)

Indeks Pemerintahan Digital
Indonesia (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) (Indeks)

Meningkatnya kualitas
layanan pendaftaran
penduduk

Persentase kepemilikan
Identitas Kependudukan Digital
(IKD) (%)

2.12.02 PROGRAM
PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Kepemilikan Kartu
Identitas Anak (%)

2.12.02 PROGRAM
PENDAFTARAN PENDUDUK

Meningkatnya kualitas
layanan pencatatan sipil

Persentase Akta Kelahiran yang
Diterbitkan (%)

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

Persentase Akta Kematian yang
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan (%)

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

Persentase kepemilikan
dokumen akte kelahiran
seluruh penduduk (%)

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

Persentase Akta Perkawinan
yang Diterbitkan bagi yang
Melaporkan (%)

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
SIPIL
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) {02) (03) (04) (05) (06) (07)
Persentase kepemilikan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
dokumen perceraian (%) SIPIL
Persentase Akta Perceraian 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
yang Diterbitkan bagi yang SIPIL
Melaporkan (%)
Persentase kepemilikan 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN
dokumen perkawinan (%) SIPIL
Meningkatnya Persentase Informasi 2.12.04 PROGRAM
pemanfaatan informasi Kependudukan yang PENGELOLAAN INFORMASI
kependudukan Dimanfaatkan (%) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Meningkatnya kualitas Cakupan Pengelolaan Profil 2.12.05 PROGRAM
profil kependudukan Kependudukan (%) PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN
Meningkatnya kualitas Persentase fasilitasi tata kelola | 2.13.04 PROGRAM

penyelenggaraan tata
kelola kelurahan

kelurahan (%)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

Meningkatnya
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan

Persentase fasilitasi
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan
(LKK) (%)

2.13.05 PROGRAM
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT

Meningkatnya Jangkauan
dan kualitas komunikasi
publik pemerintah daerah

Persentase tingkat kepuasan
masyarakat terhadap akses
dan kualitas informasi publik
pemerintah daerah (%)

2.16.02 PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Meningkatnya Kualitas
Penerapan Digitalisasi
Pemerintahan

Persentase pemenuhan
layanan publik dan
administrasi pemerintahan
berbasis digital (%)

2.16.03 PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Tercapainya kolaborasi,
integrasi, dan
standardisasi dalam
penyelenggaraan Sistem
Statistik Nasional (SSN)

Persentase OPD yang
menggunakan data statistik
sektoral dalam menyusun
perencanaan pembangunan
dan evaluasi pembangunan (%)

2.20.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL

Meningkatnya Keamanan
Siber dan Sandi
Lingkungan Pemerintah
Daerah

Persentase Perangkat Daerah
yang hasil penilaiain
implementasi persandian
untuk pengaman informasi
masuk kategori baik (%)

2.21.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

Meningkatnya tata kelola
arsip dinamis dan statis

Tingkat Ketersediaan Arsip (%)

2.24.02 PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP

Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan berbangsa
bernegara kepentingan
pemerintahan, untuk negara,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat (%)

2.24.02 PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

Persentase perangkat daerah
yang memiliki IKM dengan
kategori minimal Baik (%)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase unit pelayanan
publik dengan kategori
pelayanan Baik (%)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya kualitas
kebijakan kesejahteraan

rakyat

Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat (%)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Meningkatnya kualitas
kebijakan pemerintahan

Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintahan (%)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan

Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan (%)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya kualitas
kerja sama daerah

Efektivitas Kerja Sama Daerah
(%)

4.01.02 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya kualitas Persentase produk hukum 4.01.02 PROGRAM

produk hukum yang yang ditindaklanjuti (%) PEMERINTAHAN DAN
dihasilkan KESEJAHTERAAN RAKYAT
Meningkatnya Persentase masalah hukum 4.01.02 PROGRAM

penyelesaian perkara
hukum

yang terselesaikan (%)

PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya kualitas Tingkat Kematangan UKPBJ 4.01.03 PROGRAM

layanan pengadaan (Level) PEREKONOMIAN DAN

barang dan jasa PEMBANGUNAN

Meningkatnya kualitas Persentase penyampaian 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
penganggaran dan rekomendasi pengawasan PELAKSANAAN TUGAS DAN
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | FUNGSI DPRD

(%)

Persentase penyampaian
rekomendasi penganggaran (%)

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

Meningkatnya kualitas
persidangan dan kajian

Persentase Penetapan
Ranperda Tahun N (%)

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

peraturan perundang-
undangan

Persentase Ketepatan
Penetapan Perda APBD Tahun
N (%)

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

Meningkatnya Tata Kelola
Akuntansi dan Pelaporan

Persentase laporan keuangan
tepat waktu (%)

5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya tata kelola
anggaran

Persentase Belanja Pegawai di
Luar Tunjangan Guru yang
Dialokasikan melalui TKD (%)

5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Persentase Alokasi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik
(%)

5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya tata kelola
perbendaharaan

Persentase Penurunan SILPA
(%)

5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Persentase Realisasi Anggaran
Belanja Urusan Wajib
Pelayanan Dasar (%)

5.02.02 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya tata kelola
aset daerah

Persentase Penambahan Nilai
Aset Tetap (%)

5.02.03 PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola
Pendapatan Daerah

Persentase Target Pajak Daerah
terhadap PAD (%)

5.02.04 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

Persentase Realisasi Pajak
Daerah terhadap PAD (%)

5.02.04 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

Persentase Realisasi Retribusi
Daerah terhadap Target
Retribusi Daerah (%)

5.02.04 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH




- 282 -

VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Menurunnya Tindaklanjut Rekomendasi BPK | 6.01.02 PROGRAM
penyelewengan atau Tahun Anggaran N-1 (%) PENYELENGGARAAN

penyimpangan, baik yang
bersifat anggaran
ataupun proses dan
kewenangan

PENGAWASAN

Meningkatnya kualitas
pendampingan dan
asistensi

Level Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) (Level)

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

Indeks Manajemen Risiko (IMR)
(Indeks)

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

Meningkatnya kualitas
pelayanan dan

Persentase pelayanan dan
pengaduan yang diselesaikan

7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN

penyelenggaraan sesuai standar pelayanan (%) PEMERINTAHAN DAN

pemerintahan PELAYANAN PUBLIK
Persentase masyarakat yang 7.01.02 PROGRAM
tertib dalam PENYELENGGARAAN
menyelenggarakan PEMERINTAHAN DAN
administrasi pemerintahan PELAYANAN PUBLIK
umum (%)
Persentase kelurahan yang 7.01.02 PROGRAM
masyarakatanya aktif menjaga | PENYELENGGARAAN
trantibum secara swadaya (%) PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat | 7.01.03 PROGRAM

keberdayaan dan

yang aktif dalam kegiatan
ekonomi produktif (Kelompok)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
partisipasi masyarakat Persentase lembaga 7.01.03 PROGRAM
dalam pembangunan kemasyarakatan yang aktif (%) | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN
Persentase pemenuhan 7.01.03 PROGRAM
kegiatan pemberdayaan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
masyarakat dan sarana DESA DAN KELURAHAN
prasarana kelurahan yang
mendukung pencapaian SPM
(%0
Terwujudnya Nilai Sistem Akuntabilitas
manajemen Kinerja Instansi Pemerintah
pemerintahan (SAKIP) (Angka)

yang profesional

Indeks Perencanaan
Pembangunan Daerah (Indeks)

Meningkatnya tata kelola
organisasi pemerintah
daerah

Indeks Kematangan Organisasi
(Indeks)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perangkat daerah
dengan nilai SAKIP minimal A
(%e)

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah

Persentase capaian kinerja
program daerah (%)

5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase Keselarasan RPJMD
dengan RKPD (%)

5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase Keselarasan RPJMD
dengan Renstra PD (%)

5.01.02 PROGRAM
PERENCANAAN, PENGENDALIAN
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase program prioritas
nasional yang didukung
program daerah (%)

5.01.02 PROGRAM

PERENCANAAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan dan
pembangunan manusia,
bidang infrastruktur dan
kewilayahan, serta bidang
perekonomian dan SDA

Persentase Keselarasan RKPD
dengan Renja PD pada Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (%)

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase Keselarasan RKPD
dengan Renja PD pada Bidang
Perekonomian dan SDA (%)

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase Keselarasan RKPD

dengan Renja PD pada Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
(%)

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Meningkatnya kualitas
layanan administrasi
kepegawaian

Persentase Perencanaan
Kebutuhan yang sesuai dengan
Formasi (%)

5.03.02 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Pengembangan
Karir ASN sesuai dengan
Kompetensinya (%)

5.03.02 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Pegawai dengan
SKP Bernilai Baik (%)

5.03.02 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya kualitas Persentase Realisasi 5.04.02 PROGRAM
analisis kebutuhan, Pendidikan dan Pelatihan yang | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
pengembangan dan Dilaksanakan (%) MANUSIA
evaluasi serta layanan Persentase ASN yang Memiliki | 5.04.02 PROGRAM
pengembangan Sertifikasi Kompetensi (%o) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
kompetensi MANUSIA
Persentase ASN yang 5.04.02 PROGRAM
Mendapatakan Pengembangan | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kompetensi Teknis (%) MANUSIA
Persentase ASN yang 5.04.02 PROGRAM
Mendapatakan Pengembangan | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kompetensi Dasar, Manajerial, | MANUSIA
dan Fungsional (%)
Meningkatnya Rasio Produk Inovasi yang 5.05.03 PROGRAM RISET DAN
pemanfaatan inovasi Dimanfaatkan Pemerintah, INOVASI DAERAH
daerah dalam Masyarakat, Industri, dan
pembangunan Badan Usaha di Daerah (Rasio)
Persentase Rekomendasi 5.05.03 PROGRAM RISET DAN
Kebijakan Pembangunan INOVASI DAERAH
Daerah yang Dijadikan sebagai
Landasan dalam Implementasi
Pembangunan (%]
Meningkatnya Indeks Pembangunan
Kualitas Sumber Manusia(Indeks)
Daya Manusia Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah
kualitas (Tahun)
pendidikan Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Meningkatnya partisipasi
anak usia sekolah

Persentase warga negara usia
7-15 Tahun yang berpartisipasi

1.01.02 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
dalam pendidikan dasar (APS)
(%)
Persentase warga negara usia 1.01.02 PROGRAM
7-18 tahun yang berpartisipasi | PENGELOLAAN PENDIDIKAN
dalam pendidikan kesetaraan
(APS) (%)
Persentase warga negara usia 1.01.02 PROGRAM
5-6 tahun yang berpartisipasi PENGELOLAAN PENDIDIKAN
dalam pendidikan PAUD (APS)
(%)
Meningkatnya kualitas Persentase Satuan Pendidikan | 1.01.03 PROGRAM
kurikulum pendidikan yang Mengembangkan PENGEMBANGAN KURIKULUM
Kurikulum Muatan Lokal (%)
Meningkatnya mutu dan | Indeks Pemerataan Guru 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK
distribusi pendidik dan (Rasio) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
tenaga pendidikan Persentase Guru yang Memiliki | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK
Sertifikat Pendidik (%) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas Persentase Usulan Izin Satuan | 1.01.05 PROGRAM
dan distribusi institusi Pendidikan yang Diterbitkan/ PENGENDALIAN PERIZINAN
pendidikan Diperbarui (%) PENDIDIKAN
Meningkatnya Layanan Persentase ketermanfaatan 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN
Perpustakaan Sesuai perpustakaan oleh masyarakat | PERPUSTAKAAN
Standar Nasional (%)
Perpustakaan
Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda
kualitas (Nilai)

generasi muda

Meningkatnya daya saing
kepemudaan

Tingkat Partisipasi pemuda
dalam organisasi kepemudaan
organisasial kemasyarakatan
(%)

2.19.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Rasio Wirausaha Pemuda (%) 2.19.02 PROGRAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN
Meningkatnya Persentase atlet yang masuk 2.19.03 PROGRAM
pembudayaan dan Pelatda Provinsi (%) PENGEMBANGAN KAPASITAS
prestasi olah raga DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatnya kualitas Tingkat Partisipasi Masyarakat | 2.19.04 PROGRAM
kepramukaan dalam Kepramukaan (%) PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender
kesetaraan (IPG) (Indeks)
gender Meningkatnya kualitas | Tingkat Partisipasi Angkatan | 2.08.02 PROGRAM

dan efektifitas
penyelenggaraan PUG dan
peran perempuan dalam

Kerja (TPAK) Perempuan (%)

PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

pembangunan Persentase Anggaran Responsif | 2.08.02 PROGRAM
Gender (ARG) (%) PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Tingkat Pemanfaatan Data 2.08.02 PROGRAM
Gender dan Anak dalam PENGARUSUTAMAAN GENDER
Perencanaan, Evaluasi DAN PEMBERDAYAAN
dan/atau Penyusunan (%) PEREMPUAN
Menurunnya kekerasan Rasio kekerasan terhadap 2.08.03 PROGRAM

terhadap perempuan

perempuan per 100.000
perempuan (Rasio)

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Meningkatnya kualitas
keluarga dalam
mendukung kesetaraan

Jumlah Pembelajaran Keluarga
(Puspaga) vang Berperspektif

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
gender, pemenuhan hak, | Gender dan Hak sesuai
serta peerlindungan Standar (Unit)

perempuan dan anak

Terjaminnya pemenuhan
hak semua anak secara
konprehensif

Indeks Pemenuhan Hak Anak
(IPHA) (Indeks)

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN
HAK ANAK (PHA)

Meningkatnya
pencegahan dan
penanganan tindak
kekerasan eksploitasi,
penelantaran, perkawinan
dan perlakuan salah
lainnya terhadap anak

Indeks Perlindungan Khusus
Anak (IPKA) (Indeks)

2.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Rasio kekerasan terhadap anak
per 10.000 anak (Rasio)

2.08.07 PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Terkendalinya
pertambahan jumlah
penduduk

Angka kelahiran remaja umur
15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19)
(Kelahiran per 1000 WUS 15-
19 tahun)

2.14.02 PROGRAM
PENGENDALIAN PENDUDUK

Meningkatnya
pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dalam
pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet
need) (%)

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase Kehamilan Tidak
Direncanakan (KTD) (%)

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

Meningkatnya
pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dalam
mewujudkan Keluarga
Sejahtera (KS)

Persentase Keluarga yang aktif
Mengikuti Kelompok Kegiatan
Ketahanan Keluarga (%)

2.14.04 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Terwujudnya Indeks Pelestarian Budaya
kota yang (Indeks)
berkebudayaan [ Meningkatnya peran serta | Tingkat Partisipasi Masyarakat | 2.22.02 PROGRAM
maju masyarakat dalam Terhadap Pengembangan PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
pengembangan Kebudayaan (%)
kebudayaan
Meningkatnya warisan Persentase Warisan Budaya 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN
budaya yang dilestarikan | yang Dilestarikan (%) DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA
Terwujudnya Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)
Ekonomi Daerah Rasio Gini(Indeks)
yang Inklusif Tingkat Inflasi((%))
PDRB Per Kapita(Juta Rupiah)
Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan
kontribusi Akomodasi Makan dan Minum
sektor unggulan (%)
terhadap Rasio PDRB Industri
pertumt?uhan Pengolahan (%)
ekonomi Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB (%)
Meningkatnya kualitas Persentase Koperasi yang 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN

layanan izin usaha
simpan pinjam

Memiliki Izin Usaha Simpan
Pinjam (%)

1ZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Meningkatnya pembinaan
dan pengawasan koperasi

Persentase Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi (%)

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Meningkatnya kinerja
pengelolaan koperasi

Persentase Koperasi Aktif (%)

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
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VISI / MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

Meningkatnya kualitas
SDM perkoperasian

Persentase Koperasi yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pelatihan (%)

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATTHAN PERKOPERASIAN

Meningkatnya
produktivitas koperasi

Pertumbuhan Volume Usaha
Koperasi (%)

2.17.06 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

Meningkatnya kapasitas
UMKM yang tangguh dan
mandiri

Persentase Usaha Mikro yang
Bertransformasi dari Informal
ke Formal (%)

2.17.07 PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

Pertumbuhan Wirausaha (%)

2.17.07 PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

Meningkatnya daya saing
UMKM

Proporsi UKM Menjalin
Kemitraan dan Ekspor (%)

2.17.08 PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM

Meningkatnya daya tarik
destinasi pariwisata

Persentase Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan (%)

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN
DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA

Meningkatnya jangkauan
pemasaran pariwisata

Persentase Peningkatan Media
Pemasaran Pariwisata (%)

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN
PARIWISATA

Meningkatnya kualitas
ekosistem ekonomi kreatif

Persentase Pelaku Ekonomi
Kreatif yang Memiliki Kekayaan
Intelektual (%)

3.26.04 PROGRAM
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) |
Meningkatnya kapasitas Persentase Pelaku Pariwisata 3.26.05 PROGRAM

SDM pariwisata dan
ekonomi kreatif

dan Ekonomi Kreatif yang Aktif
dan Tervalidasi yang Dibentuk
dan Beroperasi (%)

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

Meningkatnya
kemudahan proses
perizinan dan
pendaftaran berusaha

persentase usaha perdagangan
yg berizin (%)

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN
DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

Meningkatnya kualitas
sarana perdagangan dan
distribusi barang yang
efisien, merata dan
terintegrasi

Persentase Sarana
Perdagangan yvang
Ditingkatkan Kualitasnya (%)

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Meningkatnya kelancaran
distribusi dan stabilitas
harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting

Persentase Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok Dan
Barang Penting (%)

3.30.04 PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

Meningkatnya pelaku
usaha yang berorientasi
ekspor

Nilai Ekspor Barang (Nilai)

3.30.05 PROGRAM
PENGEMBANGAN EKSPOR

Meningkatnya tertib niaga
dan mutu produk

Indeks kepuasan konsumen
terhadap layanan perlindungan
konsumen (Indeks (Skala O-
100))

3.30.06 PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase alat-alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku
(%)

3.30.06 PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya Jumlah kerjasama penggunaan | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN
penggunaan dan produk lokal daerah (Kerja DAN PEMASARAN PRODUK
pemasaran produk dalam | Sama) DALAM NEGERI
negeri
Meningkatnya realisasi Persentase Realisasi Investasi 3.31.02 PROGRAM
pembangunan industri Sektor Industri dan Kawasan PERENCANAAN DAN
Industri (%) PEMBANGUNAN INDUSTRI
Meningkatnya kualitas Persentase Izin Usaha Industri | 3.31.03 PROGRAM
perizinan berusaha sektor | yang Diterbitkan (%) PENGENDALIAN IZIN USAHA
perindustrian INDUSTRI
Meningkatnya Persentase industri yg terdaftar | 3.31.04 PROGRAM
pemanfaatan informasi di SIiNAS (%) PENGELOLAAN SISTEM
industri INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Terwujudnya Persentase peningkatan
kemudahan investasi
berusaha yang Meningkatnya Realisasi Total terhadap Target | 2.18.02 PROGRAM
mendorong kemudahan berinvestasi | Investasi (%) PENGEMBANGAN IKLIM
realisasi PENANAMAN MODAL

investasi daerah

Meningkatnya jangkauan
promosi penanaman
modal

Persentase Peningkatan
Investor yang Berinvestasi (%)

2.18.03 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan
berusaha berbasis risiko

Persentase Pelaku Usaha yang
Memperoleh Izin Sesuai
Ketentuan (%)

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) (Indeks)

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Terkendalinya
pelaksanaan penanaman
modal

Persentase Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan
yang Dihadapi Pelaku Usaha
dalam Membuka Usaha (%)

2.18.05 PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
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VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET.
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Data 2.18.06 PROGRAM
pemanfaatan dan dan Informasi Penanaman PENGELOLAAN DATA DAN
informasi penanaman Modal (%) SISTEM INFORMASI PENANAMAN
modal MODAL
Meningkatnya kualitas Efektivitas Kebijakan 4.01.03 PROGRAM
kebijakan administrasi Administrasi Pembangunan (%) | PEREKONOMIAN DAN
pembangunan PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas Efektivitas Pelaksanaan 4,01.03 PROGRAM
kebijakan pengelolaan Kebijakan Pengelolaan PEREKONOMIAN DAN
perekonomian Perekonomian (%) PEMBANGUNAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
pengangguran (Yo)

Terpenuhinya tenaga
kerja sesuai standar
kompetensi perusahaan

Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat kompetensi (%)

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja yang 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN
penempatan tenaga kerja | Ditempatkan (%) TENAGA KERJA

Meningkatnya pekerja Jumlah pekerja pada 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN
Indonesia yang perusahaan yang menerapkan | INDUSTRIAL

terlindungi perlindungan hak-hak pekerja

dan dialog sosial (Orang)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Blitar

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN ) DAERAH
Bty OUTCOME E 2024 2023 2028 2027 2028 2029 2030 SN ANGTITG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU i
fo1) fa2) (03) 04} (05) (06) (07] {08) 09 1a) 11} f12) (13} (14) {15)
1.01 - URLISAN
FEMERINTAHAN 201.841.996.454,0 205.605.433.086,0 208.841.448.722,0 205.954.446.615,0 211.994.061.284,0
BIDANG [H] (4] 0 n (]
FENDIDIKAN
1.0L.D1 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 129.045.193 576,0 143.099.774.297 0 143.450.243.326,0 143.099.774.297,0 145.871.683.625.0
PEMERINTAHAN 0 0 0 o 0
DAERAH
KABUPATEN/KGOTA
Meningkatnya TR e S Dinas/Badan
fasilitasi layanan <y ;“ k‘d“d”"‘““ e iob 139 945,193 576,0 3? 143.099,774,297,0 - 143.450.243,326,0 143.099,774.297 0 145.871.683.625,0 | yang menangani
kedinasan Perangiat [ pesual Stan / b5 oa i 8 0 87,9 o & o BRd 0 | Bidang
Daerah bm;‘lm m”‘“ Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN 54.489,794.578,00 54.726,300,074,00 £7.224.978.745,00 55.077.313.603,00 57.956.151.008,00
PENDIDIKAN
Persentase warge
Meningkatoya negAta a5 Dinas/Badan
partisipasi anak usia | '2hunyang 83,75 86,54 89,33 54.480,794,578,00 92,13 54.728.300.074.00 94,67 5§7,204.978.745,00 97,22 §5.077.213.603,00 90,77 7.956.151.008,00 | YoN§ menangani
sekolah berps_irthlpaaidahm " ! ¥ * g + g . - i 5 077.31 , A 3 . i i &dﬂﬂ%
pendidikan PAUD Pendidikan
[APS) %)
Fersentase warga
negara usia 7-15 Dinas/Badan
Tabun van, T i
berpanwpgn At 99,96 100 100 100 100 100 100 mfng igan
pendidikan dasar Pendidilan
[APS) ()
Fersentasze wa
negara usia 7-18 Dinas/Badan
- hoaxt o Y 41,06 43,67 46,67 49,48 52,29 35,09 570 yang menangani
pendidikan Pendidikan
kesctaraan |APS) %)
1.01.03 - FROGRAM
PENGEMBANGAN #32.019.500,00 927 065.475,00 973.418.799,00 927.065.475,00 973.418.749,00
KURIKULUM
Persentase Satuan
Meninglkatoya Pendidikan yang Dinas/Radan t
kualitas kurikuhim Mengembangkan 100 100 100 $32.919.500,00 10D 927.065.475,00 100 973.418.749,00 100 927.065.475,00 100 973.418.749,00 | LN Menangan
pendidikan Kurikulum Muatan pcnmm
Lakal (%)
1.01.04 - PROGRAM
Texacy £.557.624.00,00 6.833.005.515,00 7.174.655.791,00 6.833.005.515 00 7.174,655.791.00
KEFENDIDIKAN
:“'::’;‘;::L:‘;‘i R g‘::ﬁ;;‘::;““"“ 18,29 18,29 183 6.557.624.300,00 18,32 5.433.005.515,00 18,34 7.174.658.791,00 18,36 6.833,005.515,00 18,36 7.174,655.791,00 ;’;x"ﬁmm
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUBAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gﬁ%’m Fi OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAD
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
[01) (o2) {03) 044 fas) {06} f07] (08} 09) {10} (11) (12) {13) (14) {15)
pendidik dan tenaga Bidang
pendidilcan Pendidilkean
Persentase Guru Dinas/Badan
yang Memiliki ; = v yang menangani
Sertifikat Pendidik 51,00 53,00 54,00 55,00 56,00 a7,ui a7.09 Bidang
[ Pe:
1.01.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN =
PERIZINAN 16.464.500,00 17.287.725,00 18.152.111,00 17.287.725,00 18.152.111,00
PENDIDIKAN
Mesinglatnya Persentase Usulan Dinas /Badan
Kialitas daa Izin Satuan yang me .
i ; Pendidikan yang 100 100 100 16.464.500,00 100 17.287.725,00 100 18,152.111,00 100 17.287.725,00 100 18.152.111,00 | ¥2 i
distribusi institusi Bidang
%y Diterbitkan/ e
piiiciioe Diperbarui {%) Pendidikan
1.02 - URUSAN
PEMERINTAHAN 243.076.316.242,0 230.377.325.341.0 239.019.970.702,0 280.680.980.333.0 289.666. 155 126,0
BIDANG o 0 o o 1]
KESEHATAN
1.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URLSAN 1580.613.549.802,0 172,283,974.736,0 175.255.779.511.0 172:988.132.955,0 177.896.946.522,0
PEMERINTAHAN 1] (¥ 4] #] 4]
DAERAH
EABUPATEN/KOTA
Meningkatnya kinerja Dinas/Badan
BLUD UPT 9.300.000.000,00 9.534.060,000,00 9.772.411,000,00 10.016.721.000,00 10.267.139.000,00 | Y208 Pumangani
Puskesmas Bidang
- Kesehatan
Skor penilaian Dinns/Badan
kinerja BLUD UPT me i
Puskesmas . - 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 ;‘“‘;‘E“ s e
Kt\pnnjeﬂkaiu] Kesehatun
Skor penilaian Dinas / Badan
kinerja BLUD UFT ,_ yang menangani
Pusk - - 70,00 72,00 T4.00 76,00 78,00 Bid
Sukorejo (Nilai) Kesehatan
Skor penilaian Dinas/Badan
kinerja BLUD UPT - yang menangan
Priskis g - - 70,00 72,00 74,00 76,00 TH,00 Bidang
Sananwetan (Nilai) Kesehatan
Persentase Capalan Dinas/Badan
Meningksatnya mutu Standar Pelayanan — 3 = yang menangani
tayanan R h Saldt Minimal [SPM) B7.00 &8,00 89,00 45.000,000.000,00 G0, 00 6§6.294 454,.509,00 91,00 87.696,975.758,00 92,00 86.445,720.758,00 93,00 £9.063.355.271,00 Bi
Rumah Salkit (%) Kesehatan
Dinns/Badan
Akreditasi - £ . Mmenan;
INI::?AMF R-‘imli:.; Paripurna Paripurna Paripumna Panpurna Peripurna Paripurna Paripurna MB‘ ;‘ns i
Kesehatan
Persentase [asilitasi
layanan kedinasan Dhmé?::lﬂn i
scsuai standar | 100 100 100 100 100 100 100 e ngan
gl:::umn yang Knehimn
T )




- 297 -

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
ol INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gﬁﬁgm / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o (02} 03) o4) {05} {6) (97) (03] 09 10} (EX) 12 (13 (14 f15)
Mesiinghntayz Pemn:s;d{?:hmmsl Dinas/Badan
[asilitasi layannn m = i yang menangani
kedinasan Perangkat sesuai standar [ 100 100 100 76.313.549.802,00 100 T6.455.460.227 00 100 T7.786.389.723,00 100 76.525.691.197,00 100 TH.566.452.251,00 Bi
ketentuan yang &
Rassah berlaku (54) Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KEBEHATAN 3 - 102.966.359.378,0 106.263.303,904,0
PERDRANGAN DAN 58.246,902,940,00 53.997 487.105,00 59.655.158.191,00 0 0
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Meningkatnys
kualitas keseh P ase lnyanan Dinns { Badan
perorangan dan rumah sakit dengan . Z - R . yang menangani
masyarakat melsluf kompelensi minimel 66,67 66,67 70,83 10.000.000.000,00 75,00 952.529.517,00 79,17 5.968.010.764,00 83,33 50.954.199.213,00 B7.50 52.983.093.007,00 Bidang
pelayanan kesehatan | dasar (%) Kesehatan
rujukan
Meninghkatnya = : Dinas/Badan
kualitas kescl 1 Fooa lam"!r. . 5 - = yung menangani
perorangan dan l‘.:;'h Yang mandici - 93.82 48.346.902.940,00 93,84 53.044.957.588,00 93,86 S3.687.147 427,00 a3 68 53.012.160,165,00 a4 55.280.210.597,00 Bidang
| masyarakat ) Kesehatan
Angka Fopulasi ;z‘ricmnmpni
Bebas Penyakit - - 71,90 72,40 72,90 7340 7380 Bidang
Menular (%) Keachatan
Persentase
kelurahan yang Dinas /Badan »
mencapai target = 100 100 100 100 100 ﬁs gl
I=kebalan kelompok s
)
Prevalensi depresi di Dlmmznfsadma.mni
unsur lebih dari 15 . - 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 il
Tahun ang
) Keseh,
Dinss/Badan
Anglku Populasi .
Bebas Penyakit - - 100 100 100 100 100 e e
Tidak Menular (%) Ke.aeﬂilatl
Persentase Dinas/Badan
pemenuhan syaral yang menangani
uslitas katchatan - 70,00 T5.00 80.00 85,00 90,00 Bidang
linglungan (%) Kesehatan
S Dinas/Badan
Proporsi pendudul :
dengan alktivitas S > 30,00 40,00 50,00 60,00 65,00 {“}I’I‘ﬁ;’“mﬁ“‘
fisik yang cukup () Heseliatan
Persentase fasilitas P
pelayanan Linas/Badan
keschatan yang 69,23 70,00 78,57 90,50 97,60 100 100 mfng‘“”“"@“‘
!cra_]uedhan Kesehatan
aripuma (%)
Angka Kematian DinasBadan
MNeonatal (AKN) per ; yang menangani
1.000 kelahiran 4,35 435 4,35 391 391 Bidang
hidup. {Orang) Kesehatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PENATAAN RUANG

. T
BIDANG URUSAN TN,
INDIKATOR BASELIN DAERAH
b e =
/ gﬁfrgm / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGLNG
5 JAW.
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU he
1) (02) {03) [04) 03] (06) {07) (08) fos} (10} (11} 12 (13 14 15}
Daas f Hadan
Jumlah Kematian B 3 FUINE (ernngsuni
Tbu AMPSR (Cang) - 3,00 3,00 3,00 2.00 2,00
Ry
Persentase Insiden Do/ Badiary "
Stunting Balita . 230 1,70 1,40 1,00 1,00 FETE FR T
[keasus baru) (%) w‘
Dimas/Badan
FEOE memangani
Hidang
Kesebaran
1.02.03 - PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER 806.927.700,00 B86.927.700,00 BEO.506.000,00 654, 288.000,00 633,929 000,00
DAYA MANLSIA
KESEHATAN
Meningkatnya mutu :asi‘:dN:l:;ua::n Dmas/Sadin A
dan distribusi tenaga p::uinei f[ndckr: % B.21 8,21 BOG. 427 700,00 84,22 686.927.700,00 822 68Y.596.000,00 #,22 654, 288.000,00 822 633.924.000,00 IM-“’S &
keazhatan [Skala 0-100)) Kesehiatan
1.02.04 - PROGRAM
SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN 432.611.000,00 432.611.000,00 437.271.000,00 410.997.000,00 395.846.000,00
DAN MAKANAN
MINUMAN
Meninglatny Py fasilitns
kualitas dan layanan Dines Hadan
Listribusi sedi keefar inn dan B Fuug menangani
farmasi, alat alat kesehatan yang 50,00 52,00 432.611.000,00 55,00 432.611.000,00 58,00 437.271.000,60 60,00 410.997.000,00 65,00 393.546.000 00 Tidang
kesehatan, dan memenuhi evaluasi Krnetaatan
makanan mipuman mutu (%)
Persentase tempat Diimas/ Raden
pengelolaan pangan = . - g meTsEn g
memenuki syarat 85,97 86.30 86,70 B7.00 87,30 8770 Ricdang
[5%) Keschatan
1.02.05 - PROGRAM
FEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 2.876.324.800,00 2.876.324.800,00 2.982.166.000,00 2.661,203.000,00 2.476.130,000.00
BIDANG
KESEHATAN
:ﬂe X ghatuys Drms { Badan
unalitas z
pemberdayaan "““'?"‘;’ ng:: 100 100 100 2.876.324.H00,00 100 2.876.324 500,00 100 2.9K2.166.000,00 100 2.661,203.000,00 96,00 2.476.130.000,0p | FAOK menangund
masyarakat hidang sesuai standar (%) Budang
kesehatan
Drimes { Backan
yaug menangani
Eadang
Kesck
1.03 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PFEKERIAAN B1.898.502.470,00 33.860.733.065,00 48,602.208.327,00 37.999.144.1 10,00 39.442.160.437,00 |
UMUM DAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ERRARGRAL
PROGRAM INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
OQUTCOME : PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET |  PAGU JAVAR
1) 02) {03 fo4) f0s5) 106) 07) (08) {09) 110) (1) {12) (13} 14 (15)
1.03.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN #.821.602.529,00 K. 750.004,755,00 8932.670.755,00 9.046.272.195 00 9, 167.022 337,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
) forsentase fusitiina] Dinas /Badan
Meningkat
usilitagi layanan | yenan kedinasan e
inasan Perangkat | ‘Senuai standar / 100 100 100 §.6821.602.529,00 100 8.750.004.755,00 100 8932 670.755,00 160 9.046.272,195,00 100 9.167.022.337,00 | Didang
kedinas, ngkal ketentiuan yang ' Pekerjaan Umum
Dacrah berlaku (%) Dan Penataan
1.03.02 - PROGRAM Busog
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR 6.744.151,200,00 8.103.219.814,00 10.372.223.555,00 11.600.000.000,00 S9TA534.725.00
ISDH)
Meningkatnya = Bad
perlindungan " 4
t terhadap Persentase Luas yang srnsngan]
Banjir dan Layanan lrlgas.l 63,56 63.56 61,00 6.744.151.200,00 64,50 §.103.219.814,00 65,00 10.372.223.555,00 65,50 11.600.000.000,00 66,00 B8T2531.725.00 Bidang
e i Multikomoditas (%) Pekerjaan Umum
mn!ynrukni rhacs Dan Penataun
oo 1;]'—'-311 ‘Bada
Peningkatan e gl
o yang menangani
szm‘ g 97,584 97,84 28,02 98,23 98,42 98,62 98 B2 &
Permukiman Rawan o by
e Dian Penataan
1.03.03 - PROGRAM I
FENGELOLAAN DAN |
FENGEMBANGAN 1
SISTEM 1.845.400.700,00 2.171.068.27 1,00 2.035.000.000,00 2.478.016.350,00 2.713.078.147,00
EENYEDIAAN AIR
MINUM
Meningkatnya akaes Persentase rumah I?;ﬂﬂ!r{“mﬂ
masyarakat ferhadap tangga yang %Ins "
sistem penyediaar emitt sicwes: ale 14,10 14,20 14,30 1.845.400.700,00 14,50 2.171.068.271,00 14.70 2.035.000.000,00 15,00 2.478.016.350.00 15,30 2.T13.078 147,00 ﬁd;n_; U
5 : % aan Umum
air minum minum aman (%) Dan gmnmn.n
1.03.05 - PROGRAM -
PENGELOLAAN DAN
PENCEMBANGAN 2.756.690.598,00 2.189.879.954 00 2.467 526.729.00 1.662,425.028.00 1. 798 977 .530.00
SISTEM AIR LIMBAH
4 Persentase rumah Dinas/Badan
Meni t akses i
Moy | ey .
liten pchgel menempati hunian 8,45 18,66 23,51 2.756,6490.598,00 28,25 2.189.879.954,00 33.20 2467 .528.729.00 35,04 1.662,425.028,00 42,80 1798 977 530,00 Bidang
air Embeh dengan akses Pekerjaan Umum
sanitas gman (%) Dan Penataan
Ruang

1,03.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
FENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

6. 187.928.820,00

2.618.300.181,00

A.680.000.000,00

3.148.505.209,00

2367 7332269,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
6
/ SROGm / OUTCOME E 2024 2025 202 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAE
f01) 02) (03) 04/ {05) 06/ (07) [as) cg) 110 {11) f12) (13) (14 {15
Dinas/Badan
Mo . P e Yaug menangai
Imalitas sistem Drainase dalam BH, D& HH,08 89,00 6.187.928 20,00 90,08 2.61K.300.151,00 51,00 5.680.000.000,00 492,00 3.14%.5058,209,00 93,08 2.307.733.269,00 g‘f:__:;g U
drainase perkotaan Kondisi Baik 4] Dan Feﬁmnmm
Ruang
1.03.05 - PROGRAM
PENATAAN 23.482.632.316,00 1.190.795.904,00 10.960.000.000,00 1.062.979.717,00 1.117.357 446,00
GEDUNG
Dinas/Badan
T e Persentase vang menangani
Bang Gedung " . w " - * Bidang
k:.:l!lr.as bangunan e Lt 78,19 78,19 8191 23 482 832.316,00 83,77 1.190.795,909,00 85,62 10.960.000,000,00 87.40 1.062.879.717,00 59,35 LU7.357.446.00 | gLl Umum
g (%) Dan Penataan
Ruang
Dinas/Badan
I !];;li menangani
idaing
::.:S:u;:} gedung 15,71 15,93 16,14 16,37 16,63 16,91 Pekerj i
Dun Penatian
Ruang
1.03.10 - PROGRAM
PENVELENGGARAAN 9.410.064.515,00 5.744,204.060,00 5.850.000,000,00 6.867.220.785.00 10.665,000,000,00
JALAN
Dinas /Badan
Meningkatnya 1 yang menangani
algeathiliiag Kemantapan Jalan 92,35 92,35 93,35 9.410.064.515,00 94,35 5.744.204.090,00 95,35 5.850.000.000,00 96,35 6.867.220.785,00 97,35 10.665.000,000,00 | Sidang
mnsynrakat yang wnp f ; v \744.204.080, A § 135 665.000.000,00 | g1 rann Umum
aman dan nyaman Dan Penataan
Ruang
1.03.11 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 1.592.456.392,00 1.768.000.000,00 1.165.000.000,00 1.117.411.639,00 1.603.140.395,00
JASA KONSTRUKSI
Dinas/Baclan
Meninghkatnya Per Tenaga Sl;ﬂ‘l;! i
kumpetensi lenaga Kerja Konstruksi 100 100 00 1.592.456.392,00 100 1.768.000.000,00 100 1.165.000.000,00 100 1.117.411.639,00 100 1 603.140.395 00 P;k:fjim sinn
konatruksi Kualifikesi Ahli [%) Dan Benataan
fuisiig
1.03.12 - PROGRAM
FENYELENGOARAAN 1.057.375.400,00 1.125.260.091,00 1.139.785.288,00 1.016.317.187,00 1.097.316.588,00
FENATAAN RUANG
Dinas/Badan
Meninglkatnya ‘Permu:z; Yang menangani
luplltes perwtudan 94,69 94,80 94,90 1.057.375.400,00 95,00 1,125.260.091,00 95,10 1.139.785.288,00 95.20 1.016.317.187,00 45,30 1.097.316.588,00 | Didang
penyelenggaraan e 1a Pekerjaan Umium
penatoan ruang P’;ka PO OVOE Dun Penataan
Ruang

1.04 - URUSAN
PEMERINTAHAN
RIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

15.072.743.794,00

43.412.324.415,00

343187 822 440,00

S0.399,333.308,.00

18.597.225.420,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN ] DAERAH
9 i
{ gﬁl%gm ! OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 202 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o 02) (03) [04) (03} (06} 07) o8] 09} 10} (11) (12) (13) [14) (15)
1.04.01 - PROGRAM
FENUNJANG
S iai 5.277.413.402,00 5.926.643.510,00 5521.595.030,00 5.991.634.508,00 6.366.070.040,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
E Dinas/Badan
Meningkatnya Ec;mam;z r'?’m::’ yang menangani
mﬂm%rmm sesuai standar / 100 100 100 5.277.413.402,00 100 5.926.643.510,00 100 5.621.595.030,00 100 5.991.634.508,00 100 6.366.070.040,00 ?f"mm'* .
Dacrah Letentuan yang awasan
berlalo t4) Permuldman
1.04.02 - PROGRAM
FENGEMBANGAN 1.101 569.500,00 2.618.001.862,00 23.890.294.786,00 2.947.703.009,00 1.512.197 017,00
PERUMAHAN
Persentase Warga
P Negara Yang
Perpehipa el || ol et Dinas/Badan
lnyak huni hagi 2 )
s Akibat yang menangani
warga oeguma korban | G L0 Yang Bidang
bencana dan yang Mempervlch 100 100 100 1.101.569.500,00 100 2.618.001.862,00 100 23.890.393.786,00 100 2.947.703.009.00 100 1.512.197.017,00 Farvimabian Dag
m‘:a relokisel Fasilitast Kawasan
J tahg Penyediaan Rumah Permuliman
pamerm Yang Layak Huni
[a]
Dinas/Badan
Persentase warga yang i
negam korban Bid g
bencana yang 100 0o 100 100 100 100 100 R piity Dk
memperaleh rumah Ka n
layak huni (%) Permukd
1.04.02 - PROGRAM
KAWASAN 1.281.200.000,00 1.506.824.000,00 1,336.960.480,00 1.363.699.6490,00 1.590.973.683,00
FERMUKIMAN
Dinas/Badan
Persentase kawasan &
Meningkatnya Joumuh dibawah 10 JAOE menangal
kuniitas knwasan ha di 33,52 37,07 40,63 1.281.200.000,00 43.48 1.506.824.000,00 47.03 1.336.960.480,00 50,59 1.363.699.690.00 54,15 1.590.973.683.00 Pestarand Dan
permukiman kabupaten /kota Kawasan
ditangani %) Permukiman
Dinas/Badan i
Persentase Rumah Séai;f MR
Layak Huni di 97,73 9777 98,37 96,58 98,83 99,12 99,43 i A
kawasan kumuh (%) Kaunsar
Permukiman
1.04.04 - PROGRAM
PERUMAHAN DAN
KAWASAN 6.343.310.850 00 31.680.400.000,00 £.594.008.000,00 18.520.534.676,00 7.520.711.025,00
PERMUKIMAN
KUMUH
Meningkatinyn Persentase Rumah ?;;ﬁ:::;“m
Rumah Tidak Layak Tidak Layak Huni di Bi
Huni yang Tertangani Luar Kawasan 4,22 8.52 6.343.310.850.00 9,64 31.680.400.000,00 1149 6.594.005.000,00 11,78 18.520.534.676,00 16,24 7.520.711.025,00 Perisahinis DA
i fuar kawasan Kumuh yang Fseme
kumuh Tertangani (%) Perpmtliman
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN PERANGEAT
INDIKEATOR BASELIN DAERAH
PROGRAM 2028 2026 2027 2028 2029 2030
IDUTCOME'I OUTCOME E 2024 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PACGU TARGET PAGU JAWAS
{01) {02) (03) (04 {05) (06) f07) 08} {09) {104 {11 {12} {13) {14) {15}
1.04.05 - PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
EARAMA TAST 1.069.250.042,00 1.680,455.043,00 1.544.854.144,00 1.575.761 426,00 1.607.276.655 00
UTILITAS UMUM
(PSL)
Persentase
» Dinas/ Badan
- perumahan yang f
Meumgkatnynn e sudah dilengleapi Yang menangani
xm‘ru ek PSU (Prasarana, 73,64 76,32 76,92 1.069.250,042,00 80,48 1.680,455.043,00 83,33 1.544.864.144,00 56,05 1.575.761.426,00 88T 1,607.276.655,00 &d"“g o
: Sarana dan Utilitas rumahan Dan
PRkt Usnum) dalam Kawaran
Kondisi bailc (%] Fermuiiog,
Persentase Tempat E::;” Badan
Pemakaman Umum : o
yang dilengkapi PSU 2 16,67 8,33 8,33 5,33 8,33 4,33 Bidang
dalam kendisi baik S aARen L
(4) i
Permuldman
1.05 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN 17.026.897 440,00 17.462.238.795,00 17.503.920.611,00 17.254.176.163,00 1,022,543.702,00
TUMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 11.436.483.453,00 12.260.784.948,00 11,689,465 835,00 11.052.069.560,00 1.444,464.54
S EMBROTALAN 436.483 453, 260,784 BBY 465835, 052,069,560, 11.444,964.540,00
DAERAH
KABUFATEN/KOTA
Linas/Badan
o Persentase fasilitas g;smmmzani
ik ¥ i Ledi ang
fasilitasi layanan g - r , " Ketenteramar.
Ledirineas Perangiiit i::at stnr;i;:* / 100 100 7.943.817 847,00 100 7.217.798.970,00 100 7.244.082 145,00 100 7.149. 182.540,00 100 TAS0.70HA61,00 | o
Daerah herinkut ) Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat =~ |
Dinas/Badan
_ itasi yang menangani
Memigsaioys | Prtnte Gt Bt
l;“?“‘“" f‘;,:“n;" i sesuai standar / 100 100 100 43.492.665.606,00 100 5.042,985.978,00 100 4.434.483.690,00 100 3.902.887,320,00 100 3.994.261.079,00 ‘f”m‘“l'c‘;':g&
DBacrmh :::::za&;-ang Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat

1.05.02 - PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMuM

4.331.337.245.00

3.692.305.041,00

3.735.902 404,00

3.692.003.737.00

3.806.046.141.00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN FLEANGHE
INDIKATOR BASELIN DAERAH
PROGRAM 2025 02 2027
/ OUTCOME ' QUICCNE E2024 i ehss e 2089 PENANGGUNG
- W,
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Selnb
[01) f02) f03) (04 (05) (06) 07} {08} fo9) 10 (11} f12) (13} 14 (15)
Dinas/Badan
Meningkatiya Yangmenangan
penyelesaian FPersentase Ferda :r'dt:n"f
gangguan Wantibum | dan Perkada yang 59,09 63,64 68,18 4.331.337.245,00 72,73 3.602.305.041,00 7727 3.753.902.404,00 77,27 3.602,003,737,00 81,82 3.806.046.141,00 | o= SRR
dan pelanggaran ditegalkan (%) o fsovrn)
Perd, Umum Serta
Perindungan
Masyaraat
Dinas/Badan
yang menangani
Perscntase Cakupan élldl:ng
Pertindungan 79,07 80,97 8288 6,58 40,49 94,20 98,3 o ’g'“’.;‘”
Masyaralat (%) 0 Sebnrtiven
Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
Dinas/Badan
yang menangani
Persentase E::::g
Penyelengearaan oo 100 100 oo 100 100 100 s e
Tibumtranmas (%) Dan Ketertiban
Unium Serta
Perlindungan
Mas 11
1.05.03 - PROGRAM
FENANGGULANGAN 933.660.000,00 1.292.619.217,00 1.866.656.872,00 2.318.206.066,00 2.544.632.521,00
| BENCANA
Dinas/Badan
yang menangani
ern.ilnyu:myu ) Ermljtm Cakupan Bidang
ke Kelenteraman
p:n_cagnhm‘l dan Inhrmu_ idan 80,00 80,00 50,00 552 438.100,00 85.00 643.238.917.00 90,00 1.081.002.600,00 95.00 1.474.730.000.00 100 1.572,348.455,00 Dan Katertiban
kesiapsiagaan Edukasi Rawan Umum Serta
terhadap bencana Bencana (%) Perlindungan
Mas t
Dinas/Badan
yang menangani
Meningkatnya Bidang
penanganan bencana Perdoitase Ketenteraman
pada sast Penanganan Pasca - - 100 175874 200,00 100 207.359.612,00 1on 262.879.100,00 100 355.128,100,00 100 A15.347 300,00 Dan Ketertiban.
pascabencana Seamnn 56} Unmim Serta
Ferlindungan
Dinas/Badan
vang menangani
Meninglkatnya Porsentase Bidang
penanganan bencana penanganan 4 Ketenteraman
pada saat tanggap tangzap darurat - 160 100 205.347.000.,00 100 352.020.688,00 100 §22.775.172.00 100 488,347 966,00 1090 656.936.766,00 Dian Keteyidhan
darurat beacana %) Umum Serta
Periindungan
Masyarakat |

1,05.04 - PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGLULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN

325.416.742,00

216.529.5849,00

19].895.500,00

191.895.500,00

226,895.500,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Dasarnya di Lusr
Panti (%)

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN . DAERAH
/ (F;I:ggg:{lé / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU sHoras
(01) {02} 03) f04) 05 (36] 07 {08/ (09) 10 {11) (12 (13) {14 f15)
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN Badan
Dinas/
Meningkatnya yang menangani
kualitas pelayanan g::;?:::g:{;ﬁ Bidgng
mmw‘ Evakuasi Korban 100 100 100 325.416.742,00 100 216.520,580,00 100 191,595 500,00 100 191.895,500,00 100 226.895.500,00 g‘;‘:’l‘&":eﬂ"“&
kebakaran dan non E:I;nknmn m P Umum Serta
kebakaran Perlindungan
Masyarakal
Dinas/Badan
;'.:ku?ﬂ {:ng menangani
nvebamn £
Informasi dan 100 100 100 100 100 100 100 5‘ '"'{c':f:f'?g"
Edukasi Rawan atnibt
Kebakaran (%) Ferlindungan
Masyarakat
1.06 - URUBAN
PEMERINTAHAN 21.555.215.8490,00 18.206.717.730,00 21.205.903.301,00 20.903.338.068,00 18.790.910.479,00
|_BIDANG SOSIAL
1.06.01 - FROGRAM
PENUNJANG
e ik 4.737.256.149,00 4.835.416.170,00 5.331.163.136,00 5.119.802.965,00 5.085.989.590,00
DAERAT
KABUPATEN/KOTA
. Persentase fasilitasi
mﬂ‘lz"" lavanan kedinasan Dinas/Badan
kedinnsan Perangkat sesual standar / 100 100 100 4.737.256.149,00 100 4.B835.416.170,00 100 5.331.163.136,00 100 5.119.802.965,00 100 5.085.989.590.00 | yang menangani
Dacrih ketentuan yang Bidang Sesial
berialou (%)
1.06.02 - PROGRAM
FEMBERDAYAAN B66.331.589,00 628.531.589,00 B46.728.024,00 645.098,555,00 B48.507.407,00
SOSIAL
Persentase Pekerja
Meningkatrya daya sosial, tenagn
dukung § idan | kescjahterann
aumber sosial, dan/atau Dinas/Badan
kesejaht soginl aosial yang 100 o 100 666.331.589,00 00 62K.531 584,00 100 646.728.024 00 100 BA5. 098,555,060 1o 648,507 407,00 yang menangani
dalam melaksanakan Bidang Sosial
penyelenggaraan pelayanan sosial di
keseiahteraan sosial huar pant sesuai
standar (4]
1.06.04 - PROGRAM
REHABILITAST $88.070.200,00 B18.897.200,00 BES.071.000,00 B888.071.000,00 851.897.200,00
SOSIAL
Persentase
Fenvandang
Meningkatnya Disabilitas Terlantar Linas/Badan
cakupan rehabilitasi yang Terpenuhi 100 o0 100 A8E.070.200,00 100 518.897.200,00 100 B8&.071.000,00 100 888.071.000,00 100 851.897.200,00 | yang menangam
sosial Kebutuhan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN PERANGEAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
| PROGRAM / 2025 2026 2027 2028 2029 2030
QUTCOME OUTCOME E 2024 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU AR
o1 (02) (03 fo4) {05) {08} o7} 08/ [05) 119 {11 f12) (13 [14) (15)
Persentase Anak
Terlantur yang i
Terpenuhi Dinas/Badan
Kebutubissi 100 o0 o0 100 100 (E5]] 100 yang menangani
Dasarnya i Luar Bidang Sosis]
Panti (%)
Pergentase
Celandang dan
P:nﬂms‘yang Dinas/Badan
Terpenuhi 100 100 oo 100 100 100 1o yang menangani
Kebutuhan Bidang Sorial
Dasarnya di Luar
Panti (%]
Fersentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpermhi i aa & Dinas/Badan
Kebutuhan 1 1 1 100 100 100 100 yang menanga i
Dazamya di Luar Bidtang Sosal
Panti (%)
Persentasze Pemeriu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial [PPKS)
lainnya di lonr Dinas/Badan
HIV/AIDS dan 4,88 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 yang menangani
NAPZA yang Hidang Sosial
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarmya di Luar
Panti (%)
1.06.05 - PROGRAM
TERLINDUNGAN
DAN JAMINAN 15.022.942 082,00 11.665.360.501,00 14.076.428.871,00 13.986.853.278,00 11.946.004.012,00
BOSIAL
: Persentose
:‘Lm" Penerima Manfaat Dinas/Badan
. yang Meninglkat 13,25 14,50 30,00 15.022.942.082,00 32,50 11.665,360.501,00 35,00 14.076.428.K7 1,00 a7.50 13.986.853.2764,00 40,00 11.946.004,012 .00 InenaT i
perlindungan dan 4 t = Yang ga
jaminan sosinl :E;bnlmw’nﬁblh’%; Bldaig Eoatal
Persentase
?enel:;nm Mnnjml i b - Dinas/Badan
yang Terpenu 100 100 100 100 yang menangani
Kebutuhan Dasar Bidang Scsial
e
Persertase keluarga
miskin dan rentan Dinas/ Bad
enerima VB A
:H it i il 0,12 v,14 0,65 1,31 1.96 2,62 3.27 yang menangani
yang teraraduast Bidang Soaial

dari kemiskinan (%)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

205.615.870.00

223.512.270,00

226.512.270,00

228.512.270,00

223.512.270,00
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TARGET DAN FAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN | |\DIKATOR | BASELIN A ERAE
e ;lé?[‘gm J OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JNWAD
01) oz 103) o4 10s) {06} 07} (08) 09) 110} (11 {12) (13) 114 (15}
Persentase Korban
Bengana Alam,
Sosial dan/atau
Meningkatnya Non Alam yang ;
e Terpenubt 100 100 100 205.615.870,00 100 224.512.270,00 100 228,512.270,00 100 228,512.270,00 100 223.512.270,00 i i
perlindungan sosinl Kebutuhan Desar 2 = > 3 > ¥ 5 : ¥ d * . - > . YROE MENRNEAT
korban bencana Pada Sant dan Bidang Sosial
Setelah Tanggap
Danirat Beocana
Kabupaten/Kota (%)
1.06.07 - PROGRAM
ERNORLILANY 35.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
PAHLAWAN
Meningkatnya tata :‘:;m'lm_a:np Dinas/Badan
kelola Taman Makam | k“’l"’llnfj & 100 100 100 35.000,000,00 100 35,000.000,00 100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 | yang menangani
Pahlawan oo Bidang Sosial
(%)
207 URUSAN
e g 2.765.372.320,00 2.094.244 592,00 2.979.567.552,00 2,836.054.275,00 3.083.980.120,00
KERJA
2.07.03 - PROGRAM
PELATIHAN KERJA
DAN 2.438.207.320,00 2.173,349.592,00 2.204.672.552,00 2.177.159.275,00 2.243.085.120,00
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Terpenuhinya tenaga Dinas{ Badan
h'?:'““’f‘““"” Lenlﬂ;:u . 40 95 2.438.207.320, 10,01 2.173.349.592 1 2.208.672.552,00 10,11 177.159.275 4, yang 'J"“"W-“’
Yo aetenil ria Bersertifikat 9,85 9, 9, 2.438.207.320,00 ; 173.349.592,00 0,05 208,672,552, ; 2.177.159.275,00 10.15 2.243.085.120,00 | B A
pe Rt Kompetensi %) i
2.07.04 - PROGRAM
PENEMPATAN 211.270.000,00 675,000.000,00 595,000.000,00 495.000.000,00 575.000.000,00
TENAGA KERJA
S T, . B Tenngn Dinas/HBadan 5
penempatan tenaga. | Kerja yang 51,45 51,50 51,55 211.270.000,00 51.6 675.000.000,00 51.65 505.000.000,00 51,70 495,000.000,00 51,75 575.000.000,00 | YEUE BEOSAEARE
keda Ditempatkan (%) Kﬂ*"“‘_ heddaee o
erin
2.07.05 - PROGRAM
HUBUNGAN 115,895.000,00 245.895.000,00 175.895.000,00 185.595,000,00 265.895.000,00
INDUSTRIAL
Jumlah pekerja
Meningkatnya pada p:n.\n.hm Dinas/ Badan i
pe ind ﬁ:‘.ﬁ‘ ",“E”m”h il 1015 1015 1028 115.895,000,00 1043 245,895,000,00 1045 175.895.000,00 1059 185.895.000,00 1069 265.495.000,00 ’é‘!;:ﬂam?r‘:‘:“.z“
yang terticiding] hale peke:jl':dan Keria
dialog susial (Qrang)
2.08 - URUBAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN 5.744.131.214,00 ,312,473.048,00 7.133.386.495,00 7.031,7849.843,00 6.524.906,699,00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK




™
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ {};ﬁ?rg‘];_.:'g fi OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jawah
fo1) {02} {03 (04} [05) {06] {07) (O8] 108} 10 {11) {12) (13) (14} {15}
2.08.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 4.543.701.864,00 4.958.792.498,00 5.625.657.099,00 5.545.922.523,00 146 7
FEMERINTAHAN 5 23, 5.146 764.760,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan
P Persentase fasilitasi yang menangani
i i Bidang
fasilitasi layanan schiiataandnr ) 100 100 100 4.343.701 564,00 100 4 958 792 498,00 100 5.625.657.099,00 100 5.545.922.523,00 100 5.146.764.760,00 | Pemberdayaan
kr.dm.s[l:nn Perangkal ketentuan yang Perempuan Dan
Dacra berlaku (%) Perlindungan
Annk
2.08.02 - FROGRAM
PENGARUSUTAMAA
N GENDER DAN T44.526.350,00 §12.501,606.00 904.964.288,00 §91.842.306,00 B27.183.739,00
FEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Meningkatoya Dinas/Badan
hla]l)a;:an Tingleat Purtizipasi Hidanlzmm &
penyelengpraan (TPAK) F:rxﬂlnlﬁmn 59,23 59,72 60,21 744.526.350,00 80,69 B12.501 606,00 61,18 904.964.288,00 61,67 §91.642,306,00 62,16 §27.183.799,00 | Pemberdayaan
PUG dan peran (%) P Pert_mpuan Dan
perempuan dalam Ferlindungan
pembangunan Anak
5 ' Dinas/Badan
Pemanfaatan Datn yang menangani
Gender dan Anak 0 19,00 21,00 24,00 27,00 31,00 35,00 Pemberdayaan
dalam Perencanaan, Perempuan Dan
Evaluasi dan/atau Peclindungan
Penyusunan (%) Anak
Dines/ Badan
yang menangani
Persentase Bidang
Angguran Responsif 334 338 3asl 33,82 33,83 33,84 3385 Pemberdayaan
Gender (ARG) [4) Perempuan Dan
Perdindungan
Anak
2.08.03 - PROGRAM
PERLINDUNGAN 125.132.500,00 136.557.097.00 152.097.295,00 149891 884,00 139.024.723,00
PEREMPUAN
Dinas/ Badan
Rasio kekerasan Vang menangani
Merurnnya terhadap Blidang
kekernsan terhadap perempuan per 14,66 14,64 14,62 125.132.500,00 14,60 136.557.097,00 14,58 152.097.295,00 14,56 149,491 884,00 14,54 139.024 723,00 | Pemberdayaan
persmpuan 100,000 perempuan Perempuan Dan
[Rasic) Perlindungan
Analc

2.06.04 - PROGRAM
PENINGRATAN
KUALITAS
KELUARGA

80.800.000,00

88.177.040,00

98.211.587,00

96,787.519,00

§9.770.424,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

FERANGKAT
BIDANG URUSAN
x INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ SRUTOEORAMME / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET FAGU JRNAD
01) 02) {03 {04) (05) (06) 07) {08] f08) {10 (11 12) (13) {14) (15)
e s Dinas/Badan
kualitas ehiarga Pembelajaran yang menangani
dalam mendukung Keluarga {Puspogaj Bidang
keactarann gender, yang Berperspektil 1 1 3 BO.BOD.000, 00 3 BR.177.040,00 3 98.211.587,00 ] 96.787.519,00 3 89.970.424,00 | Pemberdayaan
pemenuhan hak, Gender dan Hak Perempuan Dan
serta peerlindungan scsuai Standar Perlindungan
perempuan dan anak | (Unit] Anal
2,08.06 - PROGRAM
PEMENUHAN HAK 125,240.000,00 136.674.412,00 152.727.960,00 150.020.655,00 139.144. 157,00
ANAK [PHA)
Dinas/Badan
YANE MeEnangani
Teif::;:?:huk Indeks Pemenuhan Bidang
:’:mm e % Hak Angl |TPHA) 67,61 67,61 68,96 125.240.000,00 70,34 136.674.412,00 71,75 152.227.960,00 73,18 150.020.655,00 74,65 130,144 157,00 | Pemberdayunan
konprehensil {indeics) Feremipuan Dan
Perlindungan
Anak
2.08.07 - FROGRAM
FERLINDUNGAN 164.730.500,00 179,770.395,00 200.228.266,00 197.324.956,00 183.018.896,00
KHUSUS ANAK
Meningkatnya
z:ﬁ:gsbﬂn m‘dak Dinas/Badan _
kekernsan Indels yang wenanganl
cksploitas: Perlindungan > . Bidang
» 83,74 83,74 8541 164.730.500,00 87,12 179.770.395,00 88.87 200.228.266,00 90,64 197.324 956,00 92,42 183.018.896,00 | Pemberdaynan
penelantaran, Khusus Anak [IPKA)
perkawinan dan {indeks) Furemspuinn Din
salah Perlindungan
lainnya terhadap Anak
anak
Dinas/Badan
yang menangani
Rasio kelerasan Bidang
terhadap anak per 6,46 6,46 6,23 6,01 5,79 5,57 5,34 Pemberdayaan
10.000 anak |Rasin) Perempuan Dan
Perindungan
Anak
2.09 - URUSAN
PEMERINTAHAN 578.555.400,00 516.000.000,00 557.000.000, 00 557.000.000,00 H67.700.000,00
BIDANG PANGAN
2.09.03 - PROGRAM
PENINGKATAN
el el 403,882.300,00 381.000.000,00 382.000.000,00 382,000.000,00 392.700.000,00
PANGAN
MASYARAKAT
Meningkatnya L
diversifikasi dan Sker Pola Pangan o s , 3 , Dinds/Badan,
leetukiarias pangan Harapan [Nilai] =N 20 89,13 403.882.300.00 89.26 381.000.004,00 89,39 AB2.000.000,00 B9 52 A82.000.000,00 BO.74 392.700.000,00 Yang menangani
varaks Bid Pan,
a8 L i
2.09.04 - PROGRAM
;g:uﬁm? 154.969.600,00 115000000, 00 155.000.000,00 155.000.,000,00 155.000.000,00
PANGAN
Meningkatnya Persentase Daerah Dinas / Badan
penanganan Rentan Rewan 1 1 154.999.600,00 1 115.000.000,00 0,90 155.000.000,60 090 155.000.600,00 0,80 155.000.000,00 | wang mensngani
kerawanan pangan Pangan [%) Bidang Pangan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN PERANGEAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
[gla?gg.:{hé /! OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
: JAWAB
TARGET PAGU TARGET BAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU N
o1 02} f03) 04 {0s) 06/ {07} (08} {09 (10 (11) (12) (13) f14) {15)
2.00.05 - PROGRAM
PsN&Aﬁ:ﬁ:g: 5 19,673,500,00 20.000,000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Persentase Pangan
Meringkatnya Segar yang R
- M hi Dinas/Badan
<o ki e S 100 100 100 19.673.500,00 100 20,000.000,00 100 20,000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 | yang menangani
pangan Mut& Keamanan Rideng Fangari
Pangan [
2.10 - URUSAN
PEMERINTAHAN )
BTAKS 569.680.000,00 830.816.818.00 B49.000.322,00 1.031.851.521,00 995.674.759,00
PERTANAHAN
2.10,04 - PROGRAM
FPENYELESAIAN
SENGKETA TANAK 26.400.000,00 26.400,000,00 45.000.000,00 170.000.000,00 120.000.000,00
GARAPAN
Persentase
Meningkatnya Teraelesaikannys Dt Badai
e A Kasus Tanah |
-y w“""mm.ramh Garapan Belum 100 100 100 26,400.000,00 100 26.400,000,00 100 43,000.000,00 100 170.000.000,00 1e0 120,000 000,00 | YANE Menangani
Garapan Bersertipikat yang
1 potbrirte] Pertanahan
Mediasi (%)
2.10.05 - FROGRAM
PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
DAN SARTONAN 5.250.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Ty Persentase
B : Penyelesaian Ganti Dinas/Badan
penyelesaian ganti
kerugian dan g:n' “mnmm' d.l‘.‘:mh 100 100 0 5.250.000,00 100 110.000.000,00 100 120.000.000,00 100 130.000.000,00 100 140.000.000,00 {.‘;E“M"“"““‘““E
santunan tagah
untulk Fertanahan
untuk pembangunan Pembangunan (%)
2.10.05 - PROGRAM
ii:g&lfoléﬁé\gﬁ 158.000.000,00 244.416.818,00 184.000,322,00 281.851.521,00 170.000.000,00
Mening Pe Tanali Dinas {Badan
E:nm:hlnn.n tanah Kosong yang 5 5 5 158.000.000,00 0 244.416.818,00 15 184.000.322,00 20 281.851.521,00 25 170.000.000,00 | F20E ';“"““s“m
Dikelols, (%] idan
i : i Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM
$§§:]1;AUU NAAN 380.030.000,00 450.000,000,00 500.000.000,00 450.000.000,00 565.674.759,00
Meningkatnya tertib <
perlanahan dan Persentase tanah Dinas/HBadan y
hwkcpgst!an huku:;k rt yang & 85,00 H8,00 40,00 380,030.000,00 42,00 450.000.000,00 44,00 500.000.000,00 96,00 450,000.000,00 98,00 565.674.754,00 ”Ba‘mg'”‘ﬂm“
pemegang ~rnertifikat (%)
atas tanah Fectanshan
2.11 - URUSAN
PEMERINTAHAN - . ”
BIDANG 34.989.751.323,00 35.157.722.204.00 17,879.122.526,00 17.624.023 708,00 18.740.342 550,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ (;;R()Gg,.;{a.é / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
UTe JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU ~
o1 02 03/ 04) 05} (06) {07) 08 09) (10 (11) (12) {13) {14 {15)
2.11.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN 5.633.720.99 1,00 h.6B4.561.857,00 6.032.713.6822,00 6,032, 713.822,00 £.032.713.822,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
S Persentase fasilitasi Trinns/Badan
fasilitast layanan layuna ) s ne e . y ~ yang menangant
sesuai standar /[ 100 100 160 6.632,720.991,00 100 6.664.561.857 00 100 6.032.713.822,00 100 6.032.713.822,00 100 6,032.713.822,00 | Bidang
kedinasan Peranglat ketent
D } QEn yang Linglungan
hirlakn (34) Hidup
2.11.02 - PROGRAM
FERENCANAAN 5.500.000,00 5.526.403,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5,500.000,00
LINGKUNGAN HIDUP
Meningh Per Dinas/Badan
efektivitas kajian Rekometlasi Kajian yang menangani
lingkungan untuk Lingkungan Hidup 30,00 52,00 55,00 5.500.000,00 58,00 5.526.403,00 60,00 5.500.000,00 62,00 5.500.000,00 65,00 5.500.000,00 RBidang
memitigns| dampak vaing Ditindalktanjud Linglungan
KRP 3] Hidup
2.11.03 - PROGRAM
PENGENDALLAN
Eﬂ?m o 228.599,900,00 299.667.311.00 208.549.900,00 208.549,900,00 208.549.900,00
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas /Badan
Misniruninya Persentase badan jang minigngunl
d.n.n’ ity air yang memenuhi - 66,70 66,70 ‘228.59%.900,00 77.80 229.697.311,00 7780 208.5449.900,00 77,80 208.5449.900,00 7,80 208.5449.900,00 | Bidang
fatau kerusakan
ingkungan hidis balu mutu (%) Lingkungan
P Hidup
Fersentase kawasan Dinas/Badan ;
yang wemenuhi ¥ang menangan
bakn muty udara 100 o0 1000 100 100 oo oo Bldnng
) Linglungan
Hidup
2.11.094 - PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN 7.270.631.300,00 7.305.534.502,00 1.200.631.300,00 1.200.631.300,00 1.200.631.300.00
HAYATI (KEHATH
Meningkatnya ;];’n‘;!:w%mm
L"‘““““ pengelolaan | o ontnse RTH (%) 16,26 16,26 16,26 7.270.631.300,00 16,26 7.305.534.502,00 16,26 1.200.63 1.300,00 16,26 1.200.631.300,00 16,26 1.200.631.200,00 | Bidang
anekuragaman Lingkungan
hayati Hidu
2.11,05 - PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
AN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN 2.970.000,00 2.584.257,00 2.970.000.00 2.970.000.00 2.970.000,00
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
Meningkatnya Dinas/Badan
penanganan Bahan Persentase Limbah yang menangani
Berbahaya dan B3 yang Terkelola 75,01 v5.01 76.47 2.970.000,00 7B AT 2.984.257,00 77,94 2.970,000,00 7799 2.970.000,00 7,41 2470.000,00 | Bidang
Beracun (B} Limbah (] Lingicungar:
Bahan Berbahaya Hidup
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TARGET DAN PAGL' INDIKATIF TAHUN

Tindalk Pidana

- PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ ;%L;gg.::; / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JANAD
01) 02) {03) fa4) (05) (06) 07} 08) {09 f10) (11 f12) (13 114 {15]
dan Beracun (Limbah
| B3)
2.11.06 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP 1ZIN
LINGKUNCAN DAN 5.250.000,00 5.275.203,00 5.250.000.00 5.250.000,00 5.250,000,00
[ZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKL'NGAN HIDUP
[PPLH)
Ketaatan
Mentopkatnyn penunggung jawab
kepatuhan usaba usaha dan/atau ?i:;ammﬂ
ﬂfﬁ‘.’: permu.t:'l::m izin l::k:fugnn. bin 65,00 66,00 67.00 HESRUInH0 56,00 TR0 69,00 cl 70,00 SAG0ILEY 71,00 SISO | R
lingkungan yang PPLH, dan PUL LH Hidn
diterbitkan yang diterbitkan ’
[Usahs /Kegiatan)
2.11.08 - FROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN 165,003.200,00 165.795.310,00 135.003.200,00 135.003.200,00 135.003.200,00
LINOKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT
Meningkatnya - Dinas/Badan
kapasilas dan kelompok yang menangani
partisipasi SDM masyvarakat peduli 75.00 7500 75.00 165.003.200,00 75.00 165.795.310,00 75,00 135.003.200,00 100 135.003.200,00 100 135.003.200,00 | Bidang
bidang linglungan lingkungan yang g 2 A 5, ; s
hidup aletif (%) Hidup
Persentase Dinas/Badan
Penyuluh yang menangani
Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
vang Ditingkatlkan Lingkungan
Kompetensinya (%) Hidup |
2.11.09 - PROGRAM
FENOHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP 186.117.500,00 187.010.97 1,00 156.117.500,00 156.117.500,00 156.117.500,00
UNTUK
| MASYARAKAT
Persentase
Meningkatoya kinerja Pastisipusi Dinas/Badan
Ep:nﬁ.ngs.n i Masvaraknat dalam YAng MENnangani
perfinchungan dan Peclindungan dan 100 100 100 186.117.500,00 100 187.010.971,00 100 156.117.500,00 100 156.117.500,00 100 156.117.500,00 Bidang
pengriolkan Pengelolaan . Lingiumga.n
lingkungan hidup ;ijshmm Hidag Hap
2.11.10 - PROGRAM
iy 1.500.000,00 1.507.201,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatoya ‘;:;’;é‘::an Dinas/Badan
penyelesaian v Ak 1an 10 100 1.500.000,00 1on 1.507.201,00 Loo 1.500.000,00 100 L.500.000,00 L0 1.500.000,00 | yang menangani
sengketa /kasus Jeng Bidang




-312 -

TARGET DAN PAGL! INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
: INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gﬁgg:{l\{s ' OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU el
o1 foz2) (03) 04) (05} (06) {07) ] (09) 10 1y 12) {13) 14 (15
tindai pidana Lingkungan Hidup Linglungan
linglungan hidup {44 Hidup
2.11.11 - PROGRAM
PENGELOLAAN 20.441.458.432,00 20.549.529, 189,00 10.130.886. 804,00 Y.BT5.787 966,00 10,992.107.128,00
PERSAMPAHAN
Dinas/Badan
M tnya tata Persentase calkupan yang menangnni
kelnla fian layanan 98,01 93,06 88,14 20.491.458.432,00 98,24 20.589.829.189,00 98,32 10.130.886 80+,00 98.42 9.875.787.986,00 98,52 10.992,107.128,00 Bidang
F L persampahan (%) Lingkungan
Hidup
2.12 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI 6.572.115.710,00 £.517.232.472,00 7.147.909.136,00 7.045.922 989,00 6.726.348.690,00
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
2.12.01 - PROGRAM
PENUNJANG
EES‘E?.ENNTAHAN 5.734.135.931,00 5.692.841.993,00 6.262.779.816,00 £.002.472.969,00 5.844.898.690,00
KABUPATEN/KOTA
Dinas / Badan
Persentanse fasilitasi yang menangani
g:mm; - layanan kedinasan Bidang
kedi t sesuai standar / 100 100 100 5.734.135.931.,00 100 5.692.641.993,00 100 6.262.779.6816,00 100 6.002.472.969,00 100 5.844.898.690,00 | Administrasi
Daerat & keteniuan yung Kependudukan
berlaky %) Dan Pencatatan
Sipil
2.12,02 - PROGRAM
FENDAFTARAN 328 469.579,00 315.789.279,00 342,169.200,00 A77.750.000,00 305.750.000,00
FENDUDUK
Dinas/Badan
inich Persentase yang menangani
Konan nyanar ey 328.469.579.00 315.789.279,00 342.169.200,00 577.750.000,00 308:750.000,00 | Admiiatinsi
peadaftaran il 18,60 30,00 30,00 RSN 30,00 RSN 30,00 L 30,00 RN 30,00 TR T O
ke cpenduduban Kepe |
penicyd Digital {IKD) %) Dan Pencatatan
Sipil
Dinas/Badan
yang menangani
Pergentase Bidang
Kepemilikan Kartu 99,11 99,17 99,24 99,30 99,37 99,43 99,50 Administrasi
Identitas Anak (%) Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
2.12.03 - PROGRAM ]
PENCATATAN SIPIL 200.216.000,00 196.355,000,00 210.500.000,00 264.700.000,00 2049 .700,000,00
Persentase Dinas/Badan
Meninghkatnya kepemilikan yang menangani
kualitas layanan dokumen akte /7,11 68,14 69,17 200.216.000,00 70,19 198,355.000,00 .22 210.500.000,00 72.25 264.700.000,00 73.27 208,700 000,00 Bidang
pencatatan aipil kelahiran sehuruh Administrasi
peadudule [%) Kependudukan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
. INDIKATOR BASELIN P DAERAH
I ;Er(;gg&“hg / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU AL
01) (02) (03] 104 {05) 06/ 07) (08 09) (19 (11 (12 (13) (14) 15)
Dan Pencatatan
Sipi
Dinas/Badan
Persentase Juig menangani
kepemilikan Bideow:
F 92,78 23,27 9376 94,24 94,73 935.22 05,71 Adminigtrasi
i Kependudulan
- ependn
peticwings (%) Dan Pencatatan
Sipil
Dinos/Badan
Persentase Akta yung menangani
Kematian vang Bidang
Diterbitlkean bagi 100 100 100 100 100 100 100 Administrasi
vang Meliporkan Kependudukan
() Dan Pencatatan
Sipil
Dinas/Badan
Persentase Akta yang menangnni
Perkawinan yvang Ridang
Diterbitkan bag 100 100 100 100 100 100 100 Administrasi
yang Melaporkan Kependudulmn
(5e) Dan Pencatatan
Sipil
Dinas/Badan
Persentase Akta yang menangani
Perceraian vang Bidang
Diterbitkan bagi 100 100 100 100 100 100 1o Adminiatrasl
yang Melaporkan Kependudukan
(%) Dan Pencataton
Sipil
Dinas/Badan
yang menangani
Persentase Akta Bidang
Kelahiran yang 94,63 99,51 949,85 49,59 99,93 99,97 100 Administrasi
Diterbitkan [%4) Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
Dinas /Badan
Persentase yang menangani
kepemilikan Ridag
" K] d4 H5,78 58 63 90,45 42,33 u4,13 95,658 Administrasi
dj;ku.m:n pereeraian Kependudukan
) Dan Pencatatan
2.12.04 - FROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI 293.942.200,00 294.246.200,00 305.500.000,00 J68.000.000,00 336.000.0C0,00
ADMINISTRASI
KEFENDUDUKAN
Dinas/Badan
Meningkatnys Persentase Er;_!n[g menangant
prmmnlusian Intornam 9 64,52 74,19 293,942, 200,00 50,65 294,246 200,00 87,1 305.500 000,00 93,55 368.000.000,00 100 336.000.000,00 | Administrasi
infurmasi Kependudukan yanyg Kependudiikan
lependudukan Dimanfaatiean (%) P

Dian Pencatatan
Sipil
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

FENDUDUK DAN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
! (l;?:)rgm ! OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU A
(01) {02) (03 f04) f05) f06] (07) (08} 09) 19) (i1) (12) (i3) (14) (15)
2.12.05 - PROGRAM
e AN 15.352.000,00 16.000.000,00 26.960.120,00 33.000.000,00 30.000.000,00
KEPENDULDUKAN
Dinas/Badan
yang menangani
Meningkatnya Cakupan Ridang
kualitas profil Pengelolaan Profil 100 100 100 15.352.000,00 100 16.000,000,00 100 26.960.120,00 100 33.000.000,00 100 30.000.000,00 | Admmnistrasi
kependudukan Kependudkan (%) Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
2.13 - URUSAN
PEMERINTAHAN
Eg:::fw ik 605.619.750,00 613.069.587.00 629.949.551,00 614.301.227,00 639.524.764,00
MASYARAKAT DAN
DESA
2.13.04 - PROGRAM
ngﬁﬂ" 98.876.500,00 100.063.018,00 102.814.751,00 100.260.771,00 104.377.535,00
DESA
Dinas/Badan
Meningkatnya yang menangani
kualitas Bidang
penyel tata 98.876.500,00 100.063.018,00 102.814.751,00 100.260.771,00 104.377.535,00 Peraberd
kelola kelurahan Masyaraknt Dan
Desa
Dinas/Badan
Pergentase fasilitns! Yang menangani
;r.l:‘l:l!;: i 100 100 100 100 100 100 100 Pembard
Masyarakat Dan
Desa
2.13.05 - PROGRAM
FEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, 506,943 250,00 513.026.569 00 527.134.800,00 514.040.456,00 535,147 249,00
LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Dinas/Badan
Meningkatnyn yang menangani
f’:::::“"“" 506.943.250,00 519.026.568,00 527.134.800,00 514.040.4586,00 535.147.249,00 E:L‘;‘f i
kemmsyarakatan Masyarakat Dan
Desa
Persentase fasilitasi Piss/ Bapian
pemberdayaan ;?dng e
lembagn 100 100 100 100 100 100 100 Fenites i
kemasyarakatan M ket Dan
kelnrahan [LKK) %) Desa
2,14 - URUSAN
FEMERINTAHAN
BIDANG odD 400.400.00 705.423,305,00 V85.700.477,00 T74.307.819,00 TI8.170.603,00
PENGENDALIAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KABUPATEN ROTA

PERANGEKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gf:(‘;‘gom\gg / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
L JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) [04) fos) f06] 07) fos; ©9) 119 11 (12) (13} (14 f15)
KELUARGA
BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM
PENGENDALIAN 71.089.400.00 77.579.862.00 E6.408.451,00 BE5.155.528,00 TB.981.752,00
PENDUDUK
Angha kelahiran Dinas/Badan
Temaja umur 15-19 yang menangani
Terkendalinya tahun (Age Specific Bidang
pertambahan jumlah Fertility Rate { ASFR 17,3 17,2 17,1 71.089.400,00 16,75 77.579.862,00 16,30 BH.408.451,00 15,80 85 155.528,00 15,10 TR.9R1.752,00 Peogendalian
penchadulk 15-19) {Kelahiran Penduduk Dan
per 1000 WUS 15- Keluarga
19 tahun) Berencana
2.14.03 - PROGRAM
l‘:ﬁfgf;tiu 270 A95.000,00 295.409.454,00 329.027.049,00 324.256,157 00 300.747 586,00
BERENCANA [(KB)
Dinas/Badan
Meninghatoys. Persentase yang menangani
pemhberdayaan dan k Bida,
e chutuhan ber-KB ng
:cuylnkm Aidhin yang tidak 8,11 8,10 8.09 270.695.000.00 8,07 295.409.454,00 B.05 329.027.049,00 4,00 324.256,157,00 795 300.747.586,00 | Pengendalian
3 terpenuhi (unmet Penduduk Dan
pembinaan Keluarga need) (') Keluargn
Berencana (KB) Bérercans
Dinas/Badan
Pommentacs yang menangani
Kehazllar Tidak 159 15,4 15,00 13,10 12,50 11,50 10,80 Emmpgmmm
Direncanakan (KTD) ’ t » 3 Penduduk Dan
%) Keluarga
Be
2.14.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
TIAN PENINGEATAN 304.622.000 00 432.433.989,00 A70.264 977,00 364.896.134,00 335.441.165,00
KELUARGA
| SEJAHTERA (KS)
Meningkatriya Dinas/Badan
pemberd 1 dan Pet Keluarga yang menangani
peran serta yang aletil Mengilouti Bidang
masyarakal dalam Kelompok Kegialan 52,08 52,08 55,01 304 /22000, 00 58 332.433.949,00 60,25 370.264 477,00 65,00 364,496 134,00 6BE 90 338.441.165,00 Pengendalian
mewujudkan Ketahanan Keluarga Penduduk Dan
Keluarga Sejahtera [%4) Keluarga
Berencana
2.15 - URUBAN
;ma NG A 16.854.685.296,00 17.333.069.254,00 17.058.451.921,00 16.815.062 408 00 17.889.229.542,00
FERHUBLUINGAN
2.15.01 - PROGEAM
FENUNJANG
URLISAN =
PEMERINTAHAN 6.96H.190. 748,00 7.442.091.835,00 7.256.485.277,00 7.464.064.063,00 7.5967.005.416,00
DAERAH
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN DAERAH
INDIKATOR BASELIN
| PROGRAM / LTOOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGETHE
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
f01) 02) 03) 04) (05) f06] (07) (08] o9} 10} 11) (12) (13) 14) {15]
Menir Persentase fasilitasi Dinas/Badan
f:‘d‘f‘n““ lyanan | scsuai siandar / 100 100 100 6.968.190.748,00 100 7.447.091.435.00 100 7.256.485.277,00 100 7.464.064.063,00 100 7.567.005.416,00 ﬁﬁfmmm
Daerahm sramgla k;-.:m):unn yang Perbubungan
berlaku %)
3.15.02 - PROGRAM
PENVELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN 9.808.494.546,00 9.512.577.419,00 9.723.966.644.00 9.272.998 345,00 10.244.224.126,00
ANGKLUTAN JALAN
(LLAJ)
Persentase Dinns/Badan
o s Lot S )
Kualitas surpras yang telal 88,31 B8,31 88,38 4.595.730.448,00 48,42 4.435.977.419,00 8,50 4.318.966.644,00 89,10 4.562.998.345,00 49,40 4.862,524.126,00 -"é‘t‘“’;:n':‘“““s"‘“
perhubungan Terpasang terhadap Perbubungan
Kondisi Ideal [%)
Persentase Ruas
e e
Meningiatuya Menerapla : 245 3.164,000.000, 3.524.000.000,00 | Y2
k.elzl‘ti‘l;ﬂn falan Manajemen 20,00 30,00 40,00 3.499,724.200,00 50,00 3.631.000.000,00 60,00 3.594.000.000,00 70,00 4.164.000.000,00 80.00 B’d":g
Rekayasa Lalu Perhubungan
Lintas (%)
Meningkatnyn IEM Layanan fmﬁnﬂm ;
j':hn’m Agkuian e s 92,20 0,20 92,25 1.713.039.900,00 92,50 1.746.000.000,00 92,75 1.811.000,000,00 93,00 1.545.000,000,00 2325 (85770000000 | JoAE ™ WARge
elamatan
berkeselarnatan lindeks) Perhubungan |
2.15.05 - PROGRAM
PENGELOLAAN 78.000,000,00 78.000.000.00 78.000,000,00 78.000,000,00 78.000.000,00
PERKERETAAPIAN Dinas) Badan
Meninglatnyn Calkupan menanganl
P“’g‘“""‘h w :"Im"‘“"m'. tﬁ-ﬁm 160 100 100 76,000,000,00 100 78.000.000,00 100 78.000.000,00 100 78,000,000,00 100 78.000.000,00 | HIEE
perlintasan kere i yang
api (5%) Perhubungan
2.16 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG 12.811.268.474,00 12.756.502.733,00 11.994.654.851,00 11.821.180.473,00 13.130.270.329,00
KOMUNIEASI DAN
INFORMATIKA
2.16.01 - PROGRAM
PENUNJANG
},’Eﬁ?‘;‘;m i 5.776.268.474,00 5.776.268,733,00 5.776.268.851,00 5.770.000,473.00 5.901.036,329,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA _
: Dinas/Badan
Meninglkatnyn fernema.ae fa_ni.lltasn sttt
Inuilitmal lagninn -susi ;.26 776.268.851,00 160 5.770.000,473,00 100 5.901.036.220,00 | Bidang
: sesuni standar / (1] o 100 5.776.268.474,00 100 B.776.268.733,00 100 5,776, X o . .
nﬁnrdm.mn Perangkal Eatan yang mmﬁm. Dan
berlaku [94) Tmatika

2.16.02 - FROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIEAS]
PUBLIK

2.450.000.000,00

2.430.234.000,00

2.218.386.000,00

2.051.180.000,00

2.579.234.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
; 028
/ gnot}m / BUTCOME E 2024 2025 2026 2027 202 2029 2030 PENANGGUNG
UTC JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU W
[01) 02) [03) [04) [05) 06) 07) {08) 09) (10) (i 12) (13) (14 (15)
Persentase tinglat
Meningh 3 kep Dinas/Badan
Jangkauan dan masyarakat yang menangani
kualitas komunikasi | terhadap akses dan 0 85,00 86,00 2.450,000.000,00 87,00 2.430,234.000,00 88,00 2.218.386.000,00 89,00 2.051.180.000,00 90,00 2.579.234.000,00 | Bidang
publik pemerintab kualitas informasi Komunikasi Dan
dacrah publik pemerintab Informatika
daerah (%)
2.16.03 - PROGRAM
:EEE:&;?UW‘ 4.585.000.000,00 4.550,000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000,000,00 4.650.000.000,00
INFORMATIKA
Persentase i
Meningkatnya 3 1} layanan :::\:!r{\enz::ani
Kualitas Penerapen. | publik dan 92.25 0 87,32 4.585.000.000,00 88,41 4.550.000.000,00 89,49 4.000.000.000,00 90,57 4.000.000.000,00 92,45 4.630.000.000,00 | Bidang
Digitalisasi administrasi
2 AT i Kormunikasi Dan
betbasis digital (% Informatika
2.17 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, 7 443.824.060,00 5.952.327.310,00 K.766.653.950,00 8.720.572.495,00 9.380.088 631,00
USALA KECIL, DAN
MENENGAH
2.17.01 - PROGRAM
PENUNJANG
”Hf::‘;fm diiii 4.906.599. 160,00 5.186,327.310,00 5.181.653 980,00 5.183.572.498.00 5.185.086 631,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
. Persentase fasilitas| TDinas/Badan
fasilitasi layanan Ieysomnkeck yang menangan!
Sk e kat | Sesusi standar / 84,00 84,50 85,00 4.906,599, 160,00 86 5.186,327.310,00 87 5.181,653.980,00 88 5.182,572.498,00 89 5.185.086,631,00 | Bidang Koperasi,
Daerah ketentuan yang Usaha Kecil, Dan
berlalas (%] Menengah
2.17.02 - FROGRAM
PELAYANAN IZIN :
USAHA SIMPAN 123.3R7.800.00 145,000,000 00 130.000.000,00 137.000.000,D0 145.000.000,00
PINJAM
Dinaa/Badan
Meningkntoys Perscﬁmcmxé:p';r:sl yang menangani
kualitas layanan izin | 08 TS 0,50 0,50 0.51 123.387.600,00 0,52 145.000.000,00 0,53 130.000.000,00 0,54 137.000.000,00 0,55 145.000.000,00 | Bidang Koperasi,
vsaba simpan pinjam | o E::ll?ﬂn Ugaha Kecil, Dan
AL njam j%) Menengah
3.17.03 - PROGRAM
i:ﬁ%‘;‘#’xﬁ‘ﬂnm S0.331.600,00 56.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 65.000,000,00
KOPERAS! Badan
Dinas/
Menir Pertentase o istos i W
pembinaan dan i 3,53 3,53 5.80 90.331,600,00 5,80 56.000,000,00 5,80 55.000.000,00 5,80 60.000,000,00 5,80 65.000.000,00 | Bidang Koperasi,
pengawasan koperasi | g i ) 3nnh.n Kecil, Dan
2.17.04 - PROGRAM Monengah
g@m\“ 121.501.900,00 135.000.000,00 130,000 000,00 135.000.000,00 140.000 000,00

KSP/USP KOPERAS!
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PENANAMAN MODAL

d PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
€
/ gﬁ%gomua / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PN AN ARG
: JAW,
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU AR
{a1) {02) {03} (04) {05} (06] i07] {08/ (a9} {10} (11) {12} (13) f14) (15)
Dinas /Badan
Meningkatuya kinerja | Per Koperasi FBag enangan
s 7 21,20 21,50 21,90 121.501.900,00 22,60 135.000.000,00 23,20 130.000.000,00 24,00 135.000.000,00 24,7 140,000 000,00 Bidang Koperasi,
pengelolasn koperasi Aletif ) Ussha Kecll, Dan
Men h
2.17.05 - FPROGRAM
R 267.256.100,00 265,000.000,00 375.000,000,00 385.000.000,00 475,000,000,00
PERKOPERASIAN
. Dinos/ Badan
Meningkatnya :::‘?;Em&rm yang menangani
kualitas SDM a3 2120 21,20 2120 267.256.100,00 21.20 265.000.000,00 21,20 375.000.000,00 21,20 385.C00.000,00 21,20 475.000.000,00 | Bidang Kopernsi,
3 Dukungan Fasilitasi o R !
perkoperasian intiha Usaha Kedil, Dan
i 2l Menengal
2.17.06 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN 522.407.600,00 565.000.000,00 545.000.000,00 555.000.000,00 760.000.000,00
PERLINDUNGAN
KOPERAS!
Dinas/Badan
Meningkatnya Persentase yang menangani
produlktivitas peningkatan volume 20,16 20.30 20,50 522.407.600,00 20,90 565.000.000,00 21,30 545.000.000,00 21,70 555.000.000,00 22,10 T60.000.000,00 | Bidang Koperasi,
koperasi usahn koperasi (%) Usaha Kecil, Dan
Menengal
2.17.07 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, = =
USAHA KECIL, DAN 1.388 839.900,00 1.650.000.000,00 1.475.000.000,00 1.595.000.000,00 1.615.000.000,00
UBAHA MIKRO
{UMEM)
Meningkatnya Persentase Usahs Dinas / Badan
i UMEM Mikro yang ¥yang menangani
palioy Bertransformasi 9,28 9,93 10,39 1.385,839.900,00 10,85 1.650,000.000,00 11,31 1L.475.000.000,00 1,77 1.595.000.000,00 12,23 1.615.000.000,00 | Bidang Koperasi,
yang Langguh dan dari Informal ke Usahn Kecil, Dan
mandiri i,
Formal %) Menengal,
Dinas/Badan
rm yang menangani
‘l:,em Im] h?f;] 4,20 4,21 4,79 6,86 H,56 9,56 10,77 Bidang Koperasi,
Usaha Kecil, Dan
Menengah
2.17.08 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 423.500.000,00 950,000.000.00 875.000.000,00 &70.000.000,00 995.000.000,00
UMEKM
Dinas ( Badan
Meningkatnya daya Propursi UKM VANg menangani
AREAE T L Menjalin Kemitraan 0,001 0,005 0,005 423.500.000,00 0,010 950.000.000,00 0018 £75.000.000,00 0.020 670.000.000,00 0.026 4995.000.000,00 | Bidang Koperasi,
g UMKM i
dan Ekspor %) Usaha Kecil, Dan
Menengah
2.18 - URLISAN
FE
s AN 6.127.484.522,00 5.892.580.221,00 6.689.946.664.00 6.598.775.085.00 7.104.114.097,00

2.18.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

5.053.534.022,00

5.517.580.221,00

5.36H.446 664,00

5.313.775.085,00

5.639.114.047,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

FENANAMAN MODAL

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
; INDIKATOR BASELIN DAERAH
! gt#gm / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TR
o1 02) 03 104) {03) {06) {07} 08/ 09 10) (11 112 (13) 14 {15}
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
. Persentase fasilitasi Dinums [ Baelan
egainra | lyanan ednanan yang g
kedinasan Perangkat acsuai standar / o0 100 100 5.053.534.022,00 100 5.517.580.221,00 100 5.368 446.664,00 oo 5.313,775.085,00 100 5.639.114.097.00 Hidang
Daerih ketentuan yang Fenanamaon
beclaku [56) Mocdal
2.18.02 - PROGRAM
FENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN 59.914.400,00 120.000.000,00 70.000.000,00 T0.000.000,00 130.000.000,00
MODAL
Dimas / Badan
Meningkamyn Realisasi Total Fang [menangani
kemudahan terhadap Target - 100 100 59.914.400,00 00 120.000.000,00 100 70.000.000,00 100 T0.000.000.00 100 130.000.000,00 | Bidang
berinvestnsi Investasi %} Fenanarman
Modal
2,18.03 - PROGRAM
PROMOSI 505.058.200.00 535,000.000,00 £35.000.000,00 545.000,000,00 555.000.000,00
PENANAMAN MODAL
Persentnse Drimas / Badan
Meningkatnya Peningkatan yang menangani
Jangkauan promosi Investoryang 0,60 0,60 0,60 505.658.200,00 0,80 535.000.000,00 1o 535.000,000,00 1,20 545.000.000,00 1,30 555.000.000,00 | Sidang
penanaman modal Berinvestas| (24) Penansmar
2.18.04 - PROGRAM
PELAYANAN 378.377.900,00 420.000.000,00 420.000.000,00 430.000.000,00 450.000.000,00
PENANAMAN MODAL
Meninglatoya Persentase Pelaku Dimas f Badan
kualitas pelayanan Usaha yang VEDE menangnni
perizinan borusaha Memperoleh Lzin 100 100 100 378.377.900,00 100 420,000.000,00 100 420.000.000,00 100 430.000.000,00 100 450.000.000.00 | Baang
beibasis rstko Sesuai Ketentuan [Renanacran
[) Dol
Dimnasf Badan
Indeks Kepuasan VEENE ITena ngami
Masyarakat (IKM) 87,50 BY,00 88,25 BA.S 88,75 £0.00 B9.25 Bidang
[Indeks) Fenanaman
Modal
2.18.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN 110.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 190.000.000,00 210.000.000,00
PENANAMAN MODAL
Persentase
Penyeleaaian Dimas/ Badan
Terkendalinya Permasalahan dan FEUE MEDE BEETi
pelaksanaan Hambatan yang 160 o 100 110,000 000,00 100 180.000.000,00 100 1EC.000.000,00 100 190.000.000,00 oo 210,000.000,00 Bidang
penanamarn modal Dihadapi Felaku Penanaman
Usaha dalam Moxial
Membuka Usaha %)
2.1B.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM 20.000.000.00 120.000.000,00 116.500.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00
INFORMASI
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

3 PERANGKAT
BIDANG URUSAN
IND ASELIN DAERAH
/ PROGRAM / mnic-cggg “E 202 ) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SOOI
OUTCOME
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
@1 {02} (03} 04) (s} a6} 97) (08} (09) (10} (11) 12 {13) f14) (15
Persentase Dinas/Basdan
Me:;nms:nwm Pemuanfaatan Data VAN MEnangzani
P:in i dan Informasi 100 100 100 20.000.000,00 100 120,000.000,00 100 116.500.000,00 100 50,000,000,00 100 120.000.000,00 Bidang
Apacmes Penanaman Modal Penanaman
penanaman modal 94) Modal
2.19 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG 12.897.468.738,00 33.738.3586.269,00 15.842.711.423,00 15.682,320,447,00 15.218.506.214,00
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2.19.01 - PROGRAM
FENUNJANG
URUSAN =
PEMERINTAHAN 5.095.071.675,00 4.857.897.100,00 5.301.230.068,00 5.264.508.905,00 5.143.506.214.00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
d Prrsentase fasilitas| Dinas/Badan
;‘fcmnut;[::itl:wmn layanan kedinasan yang menangani
I:“I ! Eiu wat sesuai standar / = 100 5.095.071.675,00 100 4.857.497.100,00 100 5.301.230.068,00 100 5.264.908.905,00 100 5.143.506.214,00 | Bidang
Dn.crahsm B ketentuan yang Kepemudaan
beriadou (V) Dan Olahiraga
2.19.04 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA 2.842.358.000,00 3.040.000.000,00 5.325.000.000,00 4.973.411.542.00 4.945.000.000,00
SAING
KEPEMUDAAN
Tingkat Partisipasi
i Dinas/Badan
Misinaataya d pumul‘iadlnlnm yang menangani
i 8 Cays i 4 51,58 51,56 52,19 2.842,358.000,00 52,81 3.040.000.000,00 5341 5.325.000.000,00 54 4973.411.542,00 54,57 4.945.000.000,00 | Bidang
EBAINE ey . Kepemudann
organisasial
kemuasyarakatan (%) Dax Olehraga
Dinas/Badan
yang menangani
Rasin Wirausaha 9,34 9,61 9,74 9,88 10,00 10,13 10,25 Bidung
Permuda (4] Kepermudaan
Dan Olahraga |
2.19.03 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA 4 640041 263,00 25 530.4K9. 169,00 4.746.501.355,00 4.974.000.000,00 4.770.000,000,00
SAING
KEOLAHRAGAAN
Dinas/Badan
Meningk Por atlet yang menangani
pembudayaan dan vang masuk Pelatda - - 12,50 4.640.041 263,00 17,50 25.530.489. 169,00 25,00 4.746.501.355,00 30,00 4.974.000.000,00 37,50 4.770.000.000,00 | Bidang
presiasi olah raga Provinsi [%) Kepemudaan
Dan Olahraga
2.19.09 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS 319.9497.500.00 310.000.000,00 470.000.000,00 470.000.000,00 360,000 000,00
KEFRAMUEKAAN
Dinas/Badan
Meningkatnya Tingkat Partisipasi yang menangani
kualitas Masyarakat dalam - . 33,95 319.997.500.00 34,47 310.000.000,00 35,77 470.000.000,00 36,43 470.000.000,00 3720 360.000.060,00 | Bidang
kepramukaan Kepramukaan [%s)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERPUSTAKAAN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gﬁggm / OUTCOME B 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
) JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
for) 02} 03] o4} 105) {06/ 07) (08) 09) 10 (11 12) (13) [14) (15)
2.20 - URUSAN
PEMERINTAHAN 250.000,000,00 268,000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00
BIDANG STATISTIK
2.20.02 - PROGRAM
;F;Rr;]xmwxmmuw 250.000.000,00 268.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00
SEKTORAL
Persentase OPD
Tercapainya yang menggunakan
kolaboresi, integrast, | data statistik
dan standardisusi selctoral dalam Dinas/Badan
dalam menyusun 100 100 w0 250.000.000.00 i) 268.000.000,00 100 200.000.000,00 100 200.000.000,00 100 300.000 000,00 | yang menangani
peayek P ) Bidsung Statistik
Sistern Statistik pembangunan dan
Nasional [SSN) evaluasi
embangunan [
2.21 - URUSAN
i 244 B65.200,00 244 BO0.000.00 244,000.000,00 240.000,000,00 264.800.000,00
PERSANDIAN
2.21.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK 244 865.200,00 244.800.000,00 244,000.000,00 240,000.000,00 264, 800.000,00
PENGAMANAN
INFORMAST
Persentase
Perangkat Daerah
Meningkatoya yang hasil penilaiain Dinas/Badan ’
ponaes Eihir dan Lﬂp"“‘fnm;ntuk 0 67,50 70,00 244.865.200,00 73,30 244.800.000,00 76,70 244.000.000,00 80,00 240.000.000,00 83,30 264.800.000,00 | J208 Trenangan
Pemerintah Daerah pen,gn.rmm informasi Persandinn
mastik kategori baik
(%)
2.22 - URUSAN
o 1.230.179.399,00 1.248,343.979,00 1.109.775 858,00 1.085.100.257,00 1.312.080.502,00
KEBUDAYAAN
2.22.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 1.065.475.399 00 1.0B3.639.970,00 945.07 1.858,00 920.396,257,00 1.105.475.402,00
KEBUDAYAAN
:cnn;ngknmyqum T.J'lnglml Partisipusi Dinas/Badan
¥ iy i
dalam Terhadap 0 57,97 60,39 1.065.475.399,00 62,50 1.U83.639.979,00 65,22 945.071.858.00 67,63 920,396,257,00 70,05 1.105.475.402,00 %‘:‘;gﬂ:‘”“a“@”‘
kebudayaan ;(ch;damt [%%) Ksbudayaan
7.22.05 - PROGRAM
PELESTARIAN DAN - y - -
FENGBLOTARN 164.704.000,00 164.704.000,00 164.704.000,00 164.704.000,00 206.605.100,00
CAGAR BUDAYA
Meningkatnya Persentase Warisan l‘:lmau'{wﬁ:nmi
isan budays yang | Budaya yang - i 100 164.704.000,00 100 164.704.000,00 100 164.704.000,00 160 164,704.000,00 100 206.605. 100,00 3";"'. dan's 2
dilestarikan Dilestarilean (%) Kebudavaan
2.23 - URUSAN
;f&r;gmamn 5.819.759.391,00 5.765.434.089,00 £.311.662.239,00 6.217.375.705,00 5.958,340.255,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
L) OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SERANOUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01 0z} (03) (04) (05) (06] (07) (08} (09) (10} (11) (12 13 (14} (15)
2.23.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN ! &
PEMERINTAHAN 4.999 850, 104,00 4.985.265.562,00 540108652400 5.263.098.709,00 5.215.074.134,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
g Persentase fasilitasi 3
Mmgf;ahm”m layanan kedinasan Ulm‘é&ﬁmﬂn
fasil ;‘;" sesuai standar / 100 100 4.9G9.890.104,00 100 4.985,265.562,00 100 5.401.086.524,00 100 5.263,008,709,00 100 5.215.074,134,00 g“‘i o &
kedinasan Peranghal | ooy
Darrah bﬂmr‘ng Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM
PEMEINAAN 819.869.287.00 T80, 168,527,00 910.575.715,00 054.276.096,00 T43.266, 121,00
PERPUSTAKAAN
z:;lﬂa‘mfﬂs’ﬂ Persentase Tiinas/ Badan
Perpuatakaan Seausi | Kolermanfastan Fa 6 2,00 819.869.287,00 25 780.168.527,00 3,00 U10.575.715,00 a,50 954.276.996,00 4,00 743.266.121,00 | Fo0E ™ pirnanganl
Standar Nasional B2 .
Perpustakaan masyarakat (%) Perpustakazn
224 - URUSAN
PEMERINTAHAN 246,602,400,00 246602 400,00 296.602.400,00 296.602.400,00 246,602 400,00
AMANG KEARSIPAN
2.24.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN 246.602.400,00 246 602.400,00 29€.602.400,00 296,602.400,00 246.602 400,00
ARSIP
Tingkat keberadaan
dan keutuhan arsip
sebagai bahan
pertanggungjiawaba
n setiap aspek
e kehidupan Dinas/Badan
tnya lata bert - yang menangani
kelola arsip dinamis | O 86,00 86,50 86,60 246,602.400,00 86,70 246,602.400,00 86,80 296.602.400,00 86,90 296.602.400,00 7,00 246.602.400,00 | Lo
ol dratis kepentingan Kearsipan
pemerintahan,
untuk negara,
pelayanan publik
dan kesejahterann
£ Dinas/Bad
inas. an
Tingkat %
Ketersedioan Armip 58,68 88,70 H8,80 88,90 89,00 H9,10 49,20 Y h e
) Kearsipan
3.35 - URUSAN
PEMERINTAHAN Fin
AN ATl 679.918.000,00 598.602.000,00 574.180.000,00 577.044.000,00 §77.500.000,00
DAN PERIKANAN
32504 - PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN 419.418.000,00 421.702.000,00 A97.080.000,00 3949,744.000,00 400.000.000,00
BUDIDAYA
Menitgkatays Persentase Izin Dinas/Badan
produles! perikanan ;’:‘!h“l ';‘;‘“"'“"’ 100 100 100 £19.418.000.00 100 421.702.000,00 100 397.080.000,00 100 396.744.000,00 100 400.000.000,00 g"k“gm
budidava Ditesbitkan (%) Dan Perikanan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN PERANORAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ PROGRAM / 2025 2026 2027 2028 2029
et OUTCOME E 2024 2000 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGLU TARGET PAGU C
01) {02) (03) (04) (05) (06] 07) 08} 09 {10) (11) 12 {13) (14) (15
Jumlah Produksi ey e
Perikanan Budidaya 242,84 242,86 247,28 249,76 252,26 254,77 257,30 yongmenangeni
{Ton) Bidang Kelautan
Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL 260.500. 000,00 176.900.000, 00 177.100.000,00 177.300.000,00 177.50{.000,00
PERIKANAN
Meningkatnya Rl prghiuns e
y . £ )
kualitas produk hasil | 12 p‘" e 0 100 100 260.500.000.00 100 176 800.000.00 100 177.100.000,00 100 177.300.000,00 100 177.500.000,00 gﬁm‘x‘lﬁm
pe g _yang Diterbitkan (%) Dan P‘iﬂkamn
Dinas /Badan
Anglea Konsumai 2 3
18,84 20,00 23,20 23.31 23,42 3 YRAK NEnATgan
ean (Kg/ KAP/TH) aga 2354 Bidang Kelautan
Dan Perkanan
3.26 - URUSAN ]
PEMERINTAHAN
BIDANG 10.T68,311.941,00 10.878.157.097,00 10.704.302.803,00 10.584.671.014,00 11.148.972.161,00
PARIWISATA
A.26.01 - PROGRAM
FENUNJANG
URUSAN )
i A 9,065.7686.,849,00 9.125.632.005,00 9.145.417.711,00 9,062.137.122,00 9,323.947,069,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
i Pergentase fasilitusi
z:ﬂﬁ:?:;’:m layvanan kedinasan Dinas/Badan
T i sesuni standar / 100 9 065.766,848 00 100 9.125.632.005,00 100 9,145.417.711,00 100 9.062.137.122,00 100 9,323.947.069,00 | Y®NEmenangani
. bose
o beriaku (%) ¢ Pariwlasta
3.26.02 - PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
gt 928.272.092,00 958,272.092,00 874272 092,00 862.596.492,00 1.004.072.092,00
PARIWISATA
Meningkntnys daya Eﬂmu:‘r::fhm Dinas/Badan
tarik destinasi Minjungn -2,96 0,02 0,03 928 .272.092,00 0,04 uSH,272.092,00 0,05 §74,272.042,00 0,06 H62.506,492,00 0,07 1.004.072.092,00 %?:i&mmmni
FEEMIEATS Wisatawan [%)] Barhwisata
3.26.03  PROGRAM
PEMASARAN 41.083.600,00 41.083,600,00 41,083.600,00 41,083 600,00 51.083.600,00
PARIWISATA
Meningkatnya Persentase Dinas/Badan
: bt ;
m} &m;“ Yiedle 0,26 41.083.600,00 0,30 41,083,600,00 0,34 41.083,600,00 0,38 41,082.600,00 0,42 51.083.600,00 | $208 :‘“""9""
iwisata Pariwizata (%) Pariwisata
3.26.04 - FROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALLI
690.603.600,00 710.603.600,00 600.963,600,00 576.288.000,00 717.303.600,00

FEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL




- 324 -

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN PERANGKAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ PROGRAM / 2025 2026 2027 2028 2029 2030
OUTCOME QUICOME E 2024 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Jhas
01) (02) 03) 04 a5} 06} 07) (08) 09) f10) f11) f12) (13) (14 {15)
Fersentase Pelala =
Meninghatnya Ekenomi Kreatif Dinas/Badan
kualitas ekosistem yang Memililki - 0,17 0,35 690,603.600,00 0,52 710.603.600,00 0,69 600.963.600,00 0,87 576.288.000,00 1,04 717.303 un,0n | YAUE menangu
ekonomi kreatil Kekayaan Bidang
Intelektual (%) Pariwisata
3.26.05 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA 42.565.800,00 42,565.800,00 42.565.800,00 42.565.800,00 52.565.800,00
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Persentase Pelaku
. Pariwisata dan
:f:;_fi?;::‘ga Ekonomi Kreatif Dinas/Badan
i hita dis yang AKHT dan 22,05 42 565.800,00 24,13 42.565.800,00 26,04 42.565.800,00 28,13 42,565.800,00 30.03 52.565.800,00 | Y208 E‘"““ﬂ“‘
elonomi kreatif ;.M[ mlnh.u:‘md:nw Patiwisita
Beroperasi (%)
3.27 - URUSAN
PEMERINTAHAN 13.160.042.155,00 12.398.422.392,00 12.167.774.742,00 11.975.161.630,00 12.801.412.202,00
BIDANG PERTANIAN
3.27.01 - PROGRAM
PENUNIANG
URUSAN )
PEMERINTAHAN 9.223.910.322,00 9,343.144.586,00 9.014.087.826,00 B.983.071.085,00 9,325.561.907,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meni Peraentase fasilitasi
fasilitasi Jay;mnn l = Diaa/Sadan
Kexdinasan Peoanghiet ﬁua} standar / 100 100 100 9.223.910.322,00 100 9.243.144.586,00 100 9.014.087.829,00 100 8.983.071 085,00 100 9.325.561 907,00 | yangmenangani
entuan yang Bidang Pertanian
Daerah berlalu (%)
3.27.02 - PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN 308.270.400,00 298.201,060,00 265.121.000,00 286.693.000,00 287.693.000,00
SARANA PERTANIAN
Meningkatnya Fer
distribusi d Peningkata Dinas/Badan
Ry iy o 0,10 0.14 08 308.270.400,00 08 298.201.000,00 0,8 285.121.000,00 0,8 286.692.000,00 0.8 267.693.000,00 | yang menangani
pertanian Hortikultura (%) Bidang Fertanian
Persentase
Peningkatan w1 o Dinas/Badan i
Produksi Komoditas J 0 3.00 3,00 3,00 3,00 300 YANE menangani
Prternakan (%) Bidang Pertanian
Persentasc
Peningkat ) Dinas/Badan
P:;nufmi .Tn:nnm“ 38,03 0.20 .20 0,20 020 0.20 0,20 yang menangani
Pangan [%) Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
FPENGEMBANGAN 953,277.400,00 56150000000 563.000.000,00 413.000.000,00 700.102.232,00
FRASARANA
PERTANIAN
Meningkatnya Cakupan Luas i
distribusi dan Lahan Pertanian . Dinas/Badan
Kkt prmNE yang Dittepkas 0 30 30 953.277.400,00 30 561.500.000,00 30 563.000.000,00 30 413.000.000,00 30 700.102.232,00 | yang menangani
pertanian Menjadi LP28 (Ha) Bidang Pertanian
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
”: INDIKATOR BASELIN DAERAH
syl OUTCOME E 2024 2025 2046 2027 2028 2029 2030 W i
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU HANAR
01) {02) {03 04) (05) (06) (07 (08} 09) 119 1) [12) (13} (14 f15)
Persentase produk
RPH yang dijamin Dinas/Badan
ASUH (Aman, 100 100 100 100 100 100 100 yang menangani
Sehat, Utuh, Halal) Bidang Pertanian
o]
3.27.04 - FROGRAM
PENGENDALIAN
ﬁf‘_ﬁxﬂgg}"‘a‘;ﬂf“” 265 998.700,00 281.394.200,00 200.595.000,00 247.579.000,00 407.282.000,00
MASYARAKAT
VETERINER
Persentase Unit
Meningkatoya Usaha Pangnn Asal
pengendalian Hewan yang Dinus / Badan
kesehatan hewan Memiliki Sertifikal 40,54 43,29 43,24 265.998.700,00 45,94 281.399.200,00 48,65 290.595.000,00 51,35 297.579.000,0¢ 54,05 407.283,000,00 | yang menangani
dan kezehatan Fra NKV atau NKV Ridaing Pertanian
masyarakal veteriner [Nomar Kontrol
Veteriner) (%]
Tingkat
Pengendalian ) Dinas/Badan
Peayakit Hewan 100 100 100 100 100 100 100 yang menangani
Menular Strategis Bitdang Pertanian
(PHMS) |Dokumen)
3.27.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN
?gﬂﬂu ULANGAN 78.804.000,00 100,000.000,00 100.000.060,00 100.000.600,00 100.000.000,00
BENCANA
PERTANIAN
Meningkatnya Persentase Dinas/Badan
pengendalinn dan Penangirian 100 100 100 78.804,000,00 100 100.000.000,00 100 100.000.600,00 100 100.00¢.000,00 100 100.000.000,00 menangat
penanggulangan Bencana Pertanian SO i -000.000, .000.000,! .000.000, %mﬁlgn g
] v g Pertanian
bencana pertanian )
Persentase
Penanganan Dinas/Badan
Dampak Perubahan 1 5 5 10 15 20 25 yang menangani
[klim Terhadap Bidang Pertanian
Pertanian (%)
3.27.06 - PROGRAM
PERIZINAN USAHA 28.165.600,00 59.994.000,00 63.651.000,00 69.050.000,00 70.050.000,00
FERTANIAN
Meningkatnya
kualitas dan Persentase lzin Dinas/Badan
kemudaban Usaha Peternakan + 0 19,00 28.165.600,00 19,50 59.996.000,00 20,00 63.65 1.000,00 20,50 £9.050.000,00 20,50 70.050.000,00 | yang menangani
perizinan ussha yang Diterbitkan (%) Bidang Pertanian
Em!lﬂ
Persentase lzin Dinas/Badan
Usaha Pertanian 62,22 62,84 62,84 63.47 64,11 64,73 65,39 yang menangani
yang Diterbitkan [%6) Bidang Pertanian
3.27 07 - PROGRAM
FENYULUHAN 2.301.615.733,00 1.854, 179.606,00 1.551.319.913,00 1.825.768.545,00 1.910,722.063,00
PERTANIAN
Meningkatnya Persentase
kapasilas SDM Kelembagaan yang Dinas/ Badan
bidang penyulub Dibentuk dan 0 0 o 2.301.615.733,00 4 1.854,179.606,00 9 1.851.319.913,00 14 1.B25.7068.545,00 14 1.910,722.063,00 | yang menangani
perianian dan Beroperasi Koperasi Bidang Pertanian
pembinann Tani [%)
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BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELIN
E 2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

01

02)

(03)

{04)

{03)

{oe)

07}

{08)

o9

f10)

(i

12)

13

14

15}

kelembagaan usaha
tani

Persentase SOM
Penyuluh Pertanian
vang Ditingkatkan
[%)

100

o

oo

100

Lon

Lag

DinasfBadan
yang menangani
Bidang Pertanian

3.30 - URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG
PERDAGANGAN

15.747.917.100,00

23.418.4]14.877,00

13.958.514.097,00

13.777.262.032,00

11.656.482.866,00

3.30.01 - PROGRAM
FENURNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
EKABUPATEN/EOTA

8.653.175.800,00

B.723.414.877,00

B.373.350.000,00

8.311.262.032,00

5.961.482.866.00

Meningkatnya
fasilitasi layanan
kedinasan Peranghknt
Daerah

Pemsentase {asilitasi
layanan kedinasan
Acsuai standar /
ketentuan yang
berlaku (%)

B6,05

B6.25

86,30

8.653.175.800,00

8.723.414.877,00

86,50

5.373.350.000.00

B6,60

#.311.262.032.00

B.961.482.866.00

Dinas/ Badan
yang menangani
Bidang

Perdagangan

3.30.U2 - PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

29.997.800,00

60.000.000,00

©0.000.000,00

£0.000.000,00

60.000.000,00

Meningkatnyn
kemudahan proses
perizinan dan
pendaftaran
berusaha

perseniose usiha
NgAn YE
berizin (%)

70,00

7210

20,997 800,00

79,49

60.000.000,00

83,46

60.000,060,00

B7,64

60.000.000,00

92,02

60.000.000,00

Dinas/Badan
yang menangani

Bidang
Perdagangan

3.30.03 - PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

6.450.000.000,00

14.000.000.000,00

4.969.164.097 00

4,900,000.000,00

5.000.000.000,00

Meninglmtnya

=

perdagangan dan
distribusi b

Perdagangan yang

yang efisien, merata
dan terinteprasi

i(nallTaauya %)

15,15

18,18

18,18

£.450,000,000,00

18,18

14,000, 000.000,00

14,14

4.969.164.097,00

18,18

4.900.000.000,00

14,18

5.000.000.000,00

Dinns/Badan
vang menangani
Bidang
Perdagangan

3.30.U4 - PROGRAM
BTABILISASI HARGA

BARANG
HEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
PENTING

150.000.000,00

125.000.000,00

122 000.000,00

122.000.0C0,00

125.000,000.00

Meningkatnya
kelancaran distribusi
dan stabilitas harga
barang kebutuhan
pokok dan barang
enti

Persentase
Stabilisasi Harga
Barang Hebutuhan
Prkok Dan Barang
Penling [#)

100

100

150.000.000,00

125.00€.000,00

122.000.000,00

100

122.000.000,00

125.000.000,00

Dinas,/Badan
yang menangani
Bidang
Perdagangan

3.30.05 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKSPOR

249.763.000,00

200.000.000,00

150,000 000,00

150.000.000,00

250.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BT;P ::(?Gms?n INDIEATOR BAGELIN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 " DAERAH
QUTCOME OUTCOME E 2024 PENANGGUNG
- JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01) {02) (03} f04) f05) [a6) 107) {08/ 09) (10 {11) {12 (13 14) (15}
Dinas/Badan
Meningkatnya pelaku ; %
usaha yang mi,“;ﬂm‘“‘" Hestig 100 100 160 249 T63.000,00 100 200.000.000 00 100 150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 250.000.000,00 3;;5 mEnRgan
berorientasi clespar BNg
Ferdagangan
3.30.06 - PROGRAM
STANDARDISASI
DAN 91.,189.700,00 160.000.000.00 134.000.000,00 134.000.000,00 160.000,000,00
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Indeke kepungan
T ; konsumen terhadap DinnsBadan
gkatnya terrib F VANE Mmenangani
u.:ﬁ: :nu mutu clthetiidiin 81,00 84,00 91,189.700,00 85,00 160,000.000,00 86,00 134.000.000,00 87.00 134.000.000,00 88,00 160.000.000,00 | firo
s konsumen (Indeks Perdagangan
(Skala 0-100))
Persentase alat-alat Badan
Einkng s o
perlengkspannya 48,17 47.88 48,26 48,65 49,23 49,62 50,29 yung focriagon
[UTTP) bertanda B"’”“Pe o
tera sah yang HROgAn
herlalu (%)
3.30.07 - PROGRAM
PENGGUNAAN DAX
PEMASARAN 123.790.800,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
PRODUK DALAM
NEGERI
Memingkalnya Jumlah lerjasama Dinas/Badan
penggunaan dan penpgunaan produk yang menangani
s Ptk fokai dacrah (Keri 5 10 123.790.800,00 15 150.000.000,00 20 150.000.000,00 25 100.000.000,00 30 300.000.000.00 | ge
dalam negeri Sama) FPerdagangan
3.1 - URUSAN
o A, 3.072.6%4.294,00 3.256.650 617,00 3.258.650.617,00 3.215.650.617,00 3.339.650.617,00
PERINDUSTRIAN
34.31.02 - PROGRAM
PERENCANAAN DAN ” :
PEMBANGUNAN 3.016.751,394,00 3.198.650.617,00 3.198.650.617,0D 3.155.650.617,00 3.279.650 617,00
INDUSTRI
Meningl Ecmmt.:!n;cmmm Dinas/Badan
"““;"" Industri dan 1,39 1,40 1,41 3.016.751.394,00 1,42 3.198.650.617,00 1,43 3.198.650.617,00 1.44 3.155.650.617,00 1,45 3.279.650.617,00 | Y20E menangam
protsenpanon Kawasan Industri Flang
industri ) Perindustran
3.31.03 - PROGRAM
PENGENDALIAN 1ZIV 30.000.000.00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
USAHA INDUSTR!
Meningkalnya : Dinas fBadan
fualias Persentase Izin yang menangani
bemm‘”m’mm“‘r‘" ggah:_ ylk::m_n vang 50,00 50,00 50,00 30.000.000,00 50,00 30,000.000,00 50,00 30.000.000,00 50.00 30.000.000,00 50.00 30.000.000.00 | Fiok =
rindustrian itexbiitienn (%) Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM
N LAAN
Z?&T%%FGRMJ\ST 25.932.900,00 J0.000.000,0D 30.000.000,00 30.000.000,00 A0.000.000 00
INDUSTRI NASIONAL
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

. PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN : DAERAH
/ g%t%gom“ﬁl OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU SRR
fo1) (02) {03) o4} (05} {06) {07} {08} 09) f10) (11} 12) f13) (14 (15)
Meningkatnya Persentase indusin Dinas/Badan
pemanfaatan ve terdaftar di 34,00 34,20 34,40 25.932.900,00 34,60 30.000.000,00 34,80 30.000.000,00 35.00 30.000.000,00 35,20 30.000.000,00 | YAU'8 menanguil
informasi industri SINAS (%) Bidang
FPerindusirian
3'251'. éﬁf"mﬁ‘?m 43.437,775.909,00 51,808.631.550,00 44,495.869,735,00 43,883.258.906,00 45.172.245.640,00
4.01.01 - PROGRAM
FENUNJANG
:gg%mtm 30.626.252.318,00 30.995.169.676,00 31.486,154.251.00 41.048.894.601,00 31.964. 782 488,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Dinas/Badan '
taallitaat iqyanan 29,723 648.153,00 30.080.331.932,00 a 306, 133,834.500,00 1,020.960.193.00 | Didang | T
keditiasan Pecanghat 723.648.153, 30.080.331.932, 30.555.910.306,00 30.133,834.500,0 31.020.360.133,00 :
Sekretariat
Daermh
Daerah
Persentase fasilitasi Dinas/Badan
layanan kedinasan yang menangani
scsuai standar / 100 100 100 oo 100 100 100 Hi
ketentuan yang Sekretariat
berlaku (%) Daerah
e B
bsilitaat lyanan 128.934.450,00 131.883.993,00 134.911,478,00 130,713.745,00 137.000.835,00 | Didang
kedinasan Perangiat M A FL1 478, (13,7435, 7.000.835, sm:i."l.ﬂg
Daernh elretariat
Daerah
Persentase fasilitasi Dinas/Badan
layanan kedinasan yang tienangani
sesual standar / 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
ketentuan yang Sekretariat
beriaku [%) Dacrah
Dinas/Aadan
Meningiadnye tate yang menangani
kelula orgunisusi 504.778.523.00 510.825.865,00 518,012 322,00 511.744.966,00 526.799.759,00 | Bidang
pemerintah daerah Sekretariat
Dacrah
Dinas/Badan
i
i8rieky Kcupiiangan 41,80 42,00 42,30 43,10 44,10 45.10 46,10 Bideng
Organisazi (Indeks) Setabiiat
e e == Daerah
Tiinas/Badan
Pcrncnlancd i S o Al
e 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
gan nilai SAKIP ;
minimal A %) Sekretariat
Daerah
Dinas/HBadan
Meningkatnya yang menangani
kualitas pelayanan 268.891,192,00 272.117.886,00 276.420.145,00 272.601.890,00 280.621.731,00 | Bidang
puhlik Sckretarial
Daerah
Persentase Dinas/ Badan
perangkat daerah yang menangani
yang memiliki IKM 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
dengan kategori Sekretariat
minimal Baik (%) Daeral
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BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELIN
E 2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

fer)

{02)

(03)

(04

{05}

(oe/

{07)

98]

{09

{10)

(11

(12)

(13)

{14

{15)

Persentase unil
pelayanan public
dengan kategori
pelayanan Baik (%)

27,00

100

100

160

100

Dinas/Badan
VARNE menangani
Bidang
Sckretariat
Dacrah

4.01.02 - PROGRAM
FEMERINTAHAN
DAN
KESEJANTERAAN
RARYAT

11.545.794.877.00

11.532.544.4 16,00

11.709.179.232,00

11.551.015.389,00

11.887.158. 757,00

Meningkatmyn
kualitas kebijakan
keseiahterann rakyat

9.341.538.137,00

9.301.836.595,00

9.444.305.432,00

9.316.543.055.00

9.587.858.677.00

Dinas,/Badan
yang menangani
Bidang
Seleretariat
Daerah

Efektivitas
Pelnksanaan
Kebijmkan
Kesejuhteraan
Ralovat (%)

100

100

100

100

Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Seleretariat
Daerah

Meningkatnya
leualitas
penyelenggaraan
pemerintahan

282.006,300,00

285,390 376,00

289.761.473,00

285.841.586,00

294, 165.848,00

Linas/Badan
yang mennngani
Bidang
Seleretariat
Dacrah

Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintaban (%]

3,367

3,3672

3,3674

3,3676

3,3678

3,368

3,3682

Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Sekretariat
Dacrah

Meningkatnya
penyelesaian prrkarm
hukum

346055 960,00

350.2048.631,00

355.572.449,00

350.762.321,00

A60.477.201,00

Dinas/ Badan
yang menangani
Bidang
Sekretariat
Daerah

Fersentase masalah
hukuun yang
terselesaikan (%)

96

96

96

96

96

96

Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Sekretariat
Daerah

Meningkainya
kualitne produk
hukum yang
dihasilkan

519.083.940,00

525.312.948,00

533.354.798,00

526.381. 185,00

541 465 800,00

Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Sekaetatial
Dacrah

Persentase produlk
huloum yang
dihpsillmn (%)

94

949

G4

94

G4

94

Dinas fBadan
yang menangani
Bidang
Sekretariat
Daerah

Meningkatnya
kualitas kebijakan
penmterintahan

908.542.340.00

519 444.848,00

933.527.255,00

920.698.515,00

947.716.568,00

Dinas/Badan
yang menangani
Bidang

Selcretariat
Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGEAT
BIDANG URUSAN
D DAERA
/ PROGRAM / aon ool T 2026 2027 2028 2029 2030 PERARGOANG
OUTCOME
JAWAD
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) (04) {05) (06) (07j (08) f09) (10) (11) (12) (13) (14) {154
Efcidtivitas ‘Dt Badkan ]
Pelaksanaan - FENE ST
+ 100 1o 100 100 100 100 Lo Budang
Kehijakan . -
Pemerintahan (%) Dyl
[mmmars { Shackeans
Meningkatnya FEME FIETSmnEEn
kualitas kerja sama 148.568.200,00 150.351.018,60 152.653.825,00 150.586.727,00 154.974.163,00 | Bidang
daerah Sedretmriat
Dacsal
Durms /Rackan :
Efextivitas Kerja FRRE At
Sama Daerah (%) - - 100 100 100 100 100 Bidang Y
Dssecal
4.01.03 - PROGRAM
FEREKONOMIAN 1.265.728.714,00 11.280.917.458,00 1.300.536.252,00 1.283.448.916,00 1.320.304. 404 00
DAN PEMBANGUNAN I
Mesingiatie [ D [ Badan
kualitas kebijakan = !| FATE TS nER
512.149.630.00 10.518,295.425,00 526.233.744 00 519.319.725,00 534.232.498.00 | Bidang
pengelalaan | Selretrist
perckonomian | i
Efektivitas | Dimay/Backan
Pelaksanaan FIE FLCTRS TR
Kebijukan 100 100 100 100 100 100 100 Bridang
Pengelolaan Seloreieriat
Perekonomian (%) Dy
Meningkatnya Tifiesrs/ Fachan
Kualitas kebijakan _ . yemg enangant
{ministrasi 182.852.400,00 185.046.629,00 187.880.841,00 185.412.334,00 190.736.630,00 | Hidang -
pembangunan Sellretariat
i Cimes ) Hacan
m‘-ﬁ“'.‘“ : 100 100 100 100 100 100 100 Ridang
nistrasi =
Pembangunan (%) Hekos b,
Toweyank:
Meningkatnys Dimessf Fscdan
kualitas layanan _ . = PAE YRl BienEngai
pengadaan g 570.726.684,00 577.575.4D4,00 586,42 1.667,00 578.716.857,00 595335.276.00 | Ridang )
dnn jasa Sclowtiarzat
D/ Hmcdan
Tingkat g mEnangam
Kematangan UKPBJ 59 9:9 a9 9:9 9:9 9:9 2:9 Bk
{Level) Seloitzriat
Dk

4.02 - SEKRETARIAT
LPRD

36.491.260.038,00

A7.535.436.348,00

J8.227.613.266,00

37.794.304.320, (10

39.004.527.781 10

4.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
FEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

20.619.450.209,00

21.078.956.610,00

21.734.796.067 .00

22.220.940.605,00

22.750.340.647 00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

daerah

BIDANG URUSAN PERANGKAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
PROGRAM 2025 2026 2027 2028 2029
L eoms SLHOOMS Rl * 0 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAD
01) (02) (03) f04) (05} (06) 107) (08) {09 (10} (11) (12 (13) f14) 15)
fngh Persentase fasilitasi Dinas) Badan
.I?L:Em.l izla:ilamu layanan iedinasan yang menangani
kedinssan Peangkat | SoFumistandar / 140 100 100 20.619.440.209,00 100 21.07H 956.610,00 100 21.734.796 067,00 100 22.220.940.605,00 100 22.750.340.647,00 | Bidang
T ketentuan yang Sekretariat
Daecah
i berlaku [V5) DPRD
4.02.02 - PROGRAM
DUKUNGAN
ﬁéﬁ?ﬁ:ﬁi _— 16.371.779.829,00 16.456.479.738,00 16.492.817,199.00 15.578.363,715,00 16.254.187.134,00
DPRD
Men tn
k:an:?i i B Per Dinas/Badan
dan kajl Pencta yang menangani
p,mmﬁf gm,pex Tabun N 100 100 100 11.438.480.979,00 100 11.510,246.088,00 100 11.546.583.549,00 100 11.196.591,615,00 100 11.307.953.484,00 | Bidang
perundang- %) Selretariat
undangan DPRD
Persentase Dines/Badan
Ketepat. yang menangani
Pocirapan Pira 0 1oo 100 100 100 100 100 Bidang
APHD Tahun N (%) Sckretariat
DPRD
Meningh Pet Dinas/Badan
kualit i ; - yang menangan|
gy (OPOREINS e e 100 100 100 4.023.298.850,00 100 4.946.233.650,00 100 4.946.233.650,00 100 4.381.772.100.00 ) 4.946.233.650.00 | Ridang
PengRWAsLnN penganggamn [%) Sekretarial
DPRD
persentase
pruyampaian Dinas/Badan
komendas! yang menangani
;“"!‘:wm 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
penyelenggamnn Sekretarial
prigerintahan (%) DPRD
5.01 -
PERENCANAAN 6.799.034.615,00 6.847.646.886,00 6.966.469.607,00 6.598.207.633,00 7.043.922.510,00
5.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN i
PEMERINTAHAN 5.246.006.115,00 5.217.052.081,00 5.243,581.371,00 5.107.304 243,00 5.211.529.623,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
z Persentase [asilitasi .
z:;;;f;a];:ya layanan kedinasan Dinas/Badan .
keilinsinan Perangléat | Sc39 standar ¢ 100 100 1o 5.246.006.115,00 100 5.217.052 081,00 100 5.243.581.371,00 100 5.107.304.243 00 100 5.:211.529.623,00 | FoO8 Menangan
keetents i
Pacrh h‘:mﬁlg;dﬂg Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI T849,661.500,00 T33.609.805,00 B50.520.828,00 1.007.522.601,00 B38.740.69 1,00
FEMBANGUNAN
DAERAH
Meningkatnys :
lualitas Persentage Dinas/Badan
perencanaa Keselarasan REJMD 100 100 100 THY9.661.500,00 100 F43.609.805,00 100 B50.520.828,00 100 1.007.522.601,00 100 938.746.691,00 !:i‘d‘& menangan
pembangunan dengan RKPD [5%) o ang
rencansan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN FERANGEAT
INDIKATOR BASELIN AERAH
/ PROGRAM / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 B
OUTCOME PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JANAR
f01) (02) 03 fo4) fos) 06/ 107} (D8] (09) 10j (11) (12 (13) (14} {15}
Persentase
Dinas/Badan
RFJMII
S 100 100 100 100 100 100 100 o
(%) Perencanaan
P:'!m:a:aginna] Binas/Badan
LAt - 46,26 46,26 49,15 52,04 54,93 57.83 k-
program dacrah [V6) L c
Persentase capaian Dinas/Badan
kinerja program 91,00 92,00 93,00 94,00 5 Yok menazganl
dasrah (%) it Hidang
5.01.03 - PROGRAM Sty
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI Ly g
PERENCANAAN 763 367.000,00 B36.985.000,00 B72.367 408,00 T83.380.789,00 £93.646.196,00
FEMBANGUNAN
DAERAH
Meningkatnya
kualitas perencanaar
pembangunan bidang | Persentase
pemer dan Ke REH_:I;ED Dinas / Badan
R Hidarig pade Bmé 100 100 100 763,367.000,00 100 836.965.000,00 100 872.367.408,00 10 783.380.789,00 100 893.646 196,00 | YONE raenargani
infrastrukiur dan Infrastruktur dan kw&ﬂsm
[ Py 1. 7 b HHEaR
serta K 1y 1%}
bidung perekonomian
dan SDA
Persentase
Keselarasan RKPD
dengan Renja PD Eraujadae:
pada Bidang 100 100 100 100 100 100 100 Iang menanghnt
Pemerintnhan dan Bidang
Pembangunan Perencanaan
Manusia {*o)
Persentase
Keselarasan RKFL i Bada
dengan Renja PD a0 oo Lm:aﬂr{\ﬂmx 5 Hil
pada Bidang 1 1 100 100 100 100 100 E:i:n.g Ve
Perekonomian dan
SDA % Perencanaan
5.02 EKEUANGAN 24.363.476.074,00 24 929.5009.080,00 25.334.682.761,00 24.973.208,219.00 25.729.413.745,00
5.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN .
PEMERINTAHAN 11.646,.609.366,00 12.095,009.080,00 12,500.1K2.761,00 12.138.708.2 19,00 12.894.913.745,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
ingkat Prrseniase fazilitasi
"l-'miliml layanan layrnan Dinas/Badan
s Perangit :eluni standar / 100 100 100 11.646.609.366,00 100 12,085.000.080,00 100 12,500.182.761,00 100 12, 138.708.219,00 100 12.894.913.745,00 g‘igf gl
etentuan yang ng
Dacrah beriaky (%) Heuangan

5.02.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

5.614.596,000,00

5.626.000.000,00

5.626.000.000,00

5.626.000.000,00

5.626.000.000,00




- 333 -

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
5 INDIKATOR BASELIN DAERAH
/ gRO()S.:ENé / OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01} {02) (03] f04) {035) (06 {07] (O8] {09 f10) (11} {12 (13) (14) {15}

. g‘:f:fg:““ Aol Dinas/Badan
ahh il Infrastraktur 33,13 36,00 39,590 1.005.000,000,00 40,00 1. 000.000.000,00 40,01 1.000.000.000,00 40,02 1.000.800.000,00 40,03 1,000.000.000,00 | YAUE ERANZAL
gEaran . Bidang

Pelayanan FPublik "
) euangan
o s &":“j“ Dinas/Hadan
Tunjangan Guru 30,51 30,25 30,20 30,00 25,99 29,95 29,97 ool e
yang Dialokasikan e m‘
melalui TKD (%) gan
Meningkatnya Tala Persentase laporan I')lnn!éf::lml -~
Kelola Akuntansi dan | keuangan tepat 100 100 100 363.000.000,00 100 363.000.000,00 100 363.000.000,00 100 362.000.000,00 100 363.000.000,00 | Fof enenes
Pelaporan walktu (%) EEEEE
Hetan,
Meningkatnya tats :meturﬁl:fa}i_nmi Dinasf Badan )
kelols A Jnssma;\v .ha”"‘ 94,85 95,00 45,10 4.246.596.000,00 45,20 4.263,000.000,00 95,30 4.263,000.000,00 45,40 4.263.000.000,00 95,50 4.263.000.000,00 | YANE Mensngam
perbe rusan Waji Bidang
Sk Pelayanan Dasar (%) Heuangan
Paraentiae Dinas{Badan 7
Penurunan SILPA 27.76 5 10 -10,05 -10,1 10,15 10,2 i
%) ang
Keuang
5.02.03 - PROGRAM
iy g 4.087.089.000,00 4.175,000.000,00 4.175.000.000,00 4.175.000.000,00 4.175,000.000,00
DAERAH
T Persentase Dinas/ Badan
Mh-;m';j:‘g::}; Penambahan Nilai 5,31 1,00 1,00 4,087.089.000,00 1,05 4.175.000.000,00 1,10 4.175.000.000,00 1,15 4.175.000.000,00 1,20 4.175.000.000,00 ﬁ‘ﬁm';“'“““““‘
Aset Telap %) presop,
5.02.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN
sl 3.015.181.708,00 3.033.500.000,00 3,033.500.000,00 3,033,500.000,00 3.033.500.000,00
DAERAH
Meni tnya Tata Pet T: Hipas;Hadnr.
Keloln Pendapatan Pajak Dacrih a2,02 41,00 42,00 2.0185.181.708,00 43,00 3.033.500,000,60 44,00 3,033.500.000,00 45.00 3.033.500.000,00 45.00 3.033.500.000,00 {.‘;gﬁnm“"‘”“
Dacrah terhadap PAD (%) Ke 2
LAl
Persentase Renlisasi E::::ii::ﬂ:;a‘
Pajak Dacrah 32,02 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 16,00 it
terhadap PAD (%) AR
== Keuangan
Persentase Realisasi .
Retribusi Dacrah ?;:“"é?"m .
terhadap Tamget 20,91 95,00 95,50 96,00 96,5 97,00 97,50 o . g
Retribusi Daerah & po

[l

5.03 -
HEFEGAWAIAN

10.147.841.724,00

10.310.806.4 16,00

10.508,104.241,00

10.425.713.384 00

10.762.213.299 00

5.03.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
FPEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

§.421.199.972,00

8.769 600.695,00

5.566.641.229 00

§.689.523.102,00

8.890.584.457,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATTF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
0 :
! gﬁggm fl OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
o JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) 0z} [03) 04 f0s) (06) {07} {08} (09} f10) (1i) 12) (13) [14) {15
Meningkainya IPC mm1 aat:n& Dinas/Badan
fazilitasi layanan Ayn ’ Yaug menangant
P s sesuai standar / 100 100 100 #.421.199.972,00 100 # 769 600.695,00 100 HR6R.641.220,00 100 #.689.523.102,00 100 H.590.584.457,00 | il
D ':':9‘" ngkat ketentuan yang Kepegawai
i berlatas (%)
5.03.02 - PROGRAM waian
KEPEGAWAIAN 1.726.641.752,00 1.541,205.721,00 1.641.453.012.00 1.739.190.282,00 1 591,628,842 00
DAERAH
Menir = = f Dinas/Badan
o Per Peg
:d“:jl‘:“?l:"‘?’;"a“ dengan SKP Bernilai 98,90 90,00 90,00 1.726.641.752,00 91,00 1.541.205.721,00 92,00 1.641.463.012,00 93,00 1.739.100.282,00 95,00 1.891.628.842,00 m‘:‘““@“‘
kepagnwninn Baik (%) Kepegawaian
Persentase
Dinas/Badan
Pengembangan i
Karir ASN sesuai 4,00 4,00 4,16 8,32 12,48 16.65 20,00 ﬁ;‘fﬂg :
dengan
Kompetensinya (%) Kepegawalan
Pel um’“mm:m Dinas/Badan
Kebutuhan yang 80,34 7.00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 R o
sesual dengan Ke 5
Formasi (%) L
Bﬂ mﬁ"é‘w 687.629.017,00 1.480,794.598,00 1.483,289.276.00 1,392.573.000.00 1,397.029,580,00
5.04.02 - PROGRAM
S 687.629.017,00 1.489,794,508,00 1.484.289.276,00 1.392.573.000,00 1.397.029,580.00
MANUSIA
Meningkatnye
kualitas analisis i
kebutuhan, Persentase ASN ?::;ﬁ:wnpm
::5’1 m"mu;‘:" i g:;‘i!m"m 37,37 37.37 38,00 687.629.017,00 36,00 1 489.794.598,00 38,00 1.484.289.276,00 36,00 1.392.573.000,00 38,00 1.397.029.580,00 | Bidang
didikan D
layanan Kompetensi %) '::;tiha:n s
pengembangan
kompetensi
Prreentase ASN
Dipas/Badan
_\;:.ng Mt.;nadapatnkan yang menangani
RsHRangen 19,59 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 Bidang
E"mm‘:f‘;;’“ Pendidikan Dan
erajerial, ih
ional (%) Pelatihan
Persentase ASN TDinas/ Badan )
yang Mendapatakan yang menangani
Peogembangan 80,00 80,00 850,00 82,00 84,00 86,00 8,00 Bi
Kompetensi Teknis Pendidikan Dan
) Pelatihan
T Dinas/Badan
:e m‘{z:‘ Rr;anj s yang menangani
g 72,86 52,00 55,00 60,00 65,00 70,00 Bidang
Pelatihan yang 4 od
3 Pendidikan Dan
Dilaksanakan (%) Pelntiban

5.05 - PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN

776.638. 100,00

§22.,971.290,00

B28.817.397,00

TB3.B56.437,00

HT2,.820.190,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
[g}:rligmf OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWARB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
e (0z) [03) 04 {05) (06) 107) {08/ a9) 10) {11 12 (13) {14) (15}
5.05.03 - PROGRAM
RISET DAN INOVASI TT6.635.100,00 £22.871.290,00 828.817.397.00 T85.850.437.00 B72.820.190,00
DAERAH
Pergentase
Rekamendasi
Meningh Kebijaknn Dinas | Badan
ki PFembang yang menangani
z‘t‘:h“"‘, “’, ““""““’* Daerah yang 40,00 50,00 50,00 776.638.100,00 50,00 §22.971.290,00 50,00 #26.617,397,00 50,00 785.856.437,00 50.00 872.820.190,00 | Bidang
v Dijadikan sebagai Penelitian Dan
. Land dalam Pengembangan
Implementasi
Pembangunan (%)
Rasio Produlk
IDn'mlE}“;:n Dinas/ Badan
Pemerintah yang menangani
: ; 35,00 37,50 37,50 38,10 38,64 39,13 39,58 Bidang
Masyaralont, Penelitian Dan
Industri, dan Badan Petrgin
Usaha di Dacrah REEmEngan
[Rasio|
i TRPRAT 9.471.384.221,00 9.588.272.723,00 9.744.108.754,00 49.605.080.084,00 5,695,928.363,00
6.01.01 - FROGRAM
FENUNJANG
URUSAN -
PEMERINTAHAN 7.712.233.971,00 7.705.076.191,00 7.705.153.491,00 7.705.084.591,00 7.705.228.791,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
= Persentase fasilitasi Dinps/Badan
z:mrd;al:;i:ln layanan kedinasan yang mennngani
Kedi Peratigiat sesuad standar / 100 100 100 7.713,233.971,00 100 7.705.076.191,00 100 7.705.153.491 00 100 7.705.084.591,00 100 7.705.228,791,00
Dﬂ!nl'ﬂ"hl.i B ketentuan yang Inspektorat
berlaloa (%) Daerah
6.01.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN 1.403.915.550,00 1.496.776.532,00 1.620.574.263,00 1.510,128.493,00 1.741.181.572,00
PENGAWASAN
Menurunnya
penyelewengan atau indaldani Dinas/Badan
penyimpangan; baik ;:ullum:md::i BPK yang menangant
yang bersifat Ty N 93,75 93,75 93,8 1.403.915.550,00 93,85 1.496.776.532,00 93.9 1.620.574.263,00 2395 1.510.128.493,00 94,00 1.741.181.572,00 | Bidang
anggaran ataupuan 1) ggara Inspelkctorat
proses dan Daerah
kewe
6.01.03 - PROGRAM
PERUMUSAN
KEBLIAKAN, 354.234.700,00 J86.420.000,00 418.381.000,00 389,867 .000,00 449.518.000,00
FENDAMFPINGAN
DAN ASISTENSI
Meningkatuya Ripgs T i
yuu g Indekn Mansieman 2,966 2966 2,966 354.234.700,00 2,967 366.420.000,00 2,968 418.381.000,00 2069 349.867.000,00 2,970 449.516.000,00 | Bideng T
peodampingan dan Risiko [IMR) (Indeks) v 2 X : . " oy : : d ¥ B ) ' " - : ' ' ¥ : . Inspekiorat
asistensi Da
erah
Level Kapabilitas Terntearasl Terinri.cgms T:-rint;:gms Ter.in:Egras Trdn:rg‘ms TE!‘II\?‘.EI‘IM! 'l“e-fi.n:.eyns ;);::l‘{wmn 5
Aparat {integ] fntegrated) | {integrated) iintegrated) {ntegrated) (Integrated) (Integratec) Bidang
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR HASELIN DAERAH
21
/ g‘fﬁgm" OUTCOME E 2024 2025 4620 H2f 28 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) 02) 03] (04] f05) {06) {07) [08) {09) 10 (11} (12 {13) (14) {15)
Intern Pemerintah Inspektorat
{APIP) [Level} Daerah
701 - KECAMATAN 94,705, 32%9.423,00 43.485.659.052,00 095.005.060.354,00 93.649.530.821,00 G 485.301.544,00
70101 - PROGRAM
PENUNJANG
‘;g;fé?u% —-— 43.521,452.724,00 47.244.193.073,00 48,219,291,228,00 47.250,028.505,00 49.352.156 559,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meninglatnya h' ‘w‘mnm‘“;’mmm;"“m Dinas/Hadan
w‘““;ﬂ:ﬁ’;’-‘fn ;‘“‘“ i sesuai standar / 100 100 100 14.016,199.797,00 100 14.036.688.598,00 100 14.494,229.566,00 100 14.086,035.698,00 100 14.939.978. 155,00 -‘”md‘“‘ m:;‘“““@m
Daerah . leeten yang Kecamatan
berdaku (%)
Tinas/Badan
yang menangani
Ridang
Kecamatan
Meningkatnya Eﬂ:‘;::“] ey Dinas/Badan
m:““‘ nh’,’;:’::’: skt | Scouai standar / 100 100 100 15.625.822. 158,00 100 15.465.611.550,00 100 15.620.267.670,00 100 15.423.745.267,00 100 15,753,418 487,00 ﬁd“:":’““"&“’“
I L ketentuan yang Kecamatan
berlaku (%)
Liinas{ Badan
VANE Menangan
Bidang
s Kecamaton
Meningkatnya kit ‘:’9‘"“"”' Dinas/Bada
“"'ﬂml et mYE‘P i ai stand 100 100 13.879,430.769,00 100 17.741.892.9; 100 18.104,793,992,00 100 17.770.247.540,00 100 18.658.759.917,00 | Yang menangani
: sesuai standar /[ 100 878,430,769, 7.741.892.925,00 .104,793.992, T70.247.5440, .658.759.917, Bidang
Daerah & kstentuan yang Kecamatan
RELDY berlala (04
TDinas/Badan
yang menangani
Bidang
K 1
7.01.02 - PROGRAM
PENYELENGOARAAN
PEMERINTAHAN #.35K 704.059,00 7.685.690.663,00 7.754.210.767,00 7.736.316.997,00 £.091,560.023,00
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Persentase
Meningkntnya kelurahan yang Dinas/Badan
:::“::VP:;:EW“ = ’“"Ym’l‘x:’" - . 100 2,885 950.783,00 100 2.213.525.836,00 100 2.234.731.648,00 100 2.226.598.238,00 100 2.337.928.150,00 g‘ggﬂ?“‘“"“"
pcmri.nlnhan trantibum secara Kecamatan
faya [%)
Perseniase
masyarakat yang
tertib dalam I‘)#n;a',:‘mni
menyelenggarmkan = - 100 100 100 1o 100 %T;Bng
administrasi Kecamatan
pemerintahan

umum (%)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN DAERAH
/ PROGRAM / ShDIKATOR BASELIN. | goae 2026 2027 2028 2029 2030 B ARG
OUTCOME DETCGME Raasl JAWAB
. TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01 02 03) 04) 105) {06/ 107) {08/ (] (10 {11) (12 {131 f14] (15)
pelnmmntdan Dinas/Badan
X . i
pengaduan yang . 5 100 100 100 100 100 P s e
digelesailean sesuai Kemn‘cmﬂlan
ut_nnda: pelayanan
L) Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Kecamatan
M. i ?Er“n'm Dinas,Badan
itas ki yang menangani
Ritar pelmyatiaty . || MsmymkAmnyS 100 100 100 2.150.238.384,00 100 2.150.238 384,00 100 2.150.228.284,00 100 2.150.238.384,00 100 215023838400 | FIET
dan penyelenggaraan alctif menjaga s A
pemerintahan trantibum secara
swadaya (Yol
Persentase
masyarakat yang Dinae/ Badan
tertib dalam A
me 100 100 100 100 100 100 100 m LA
administrasi Kecamatan
pemenntaban
urmmam [%)
Persentase .
Badan
pelayanan dan ;tn!:nrj‘; e
peogaduan yang 100 100 100 100
100 100 100 Bidang
diselesaikan seauat
dengan standar
= Dinas / Badan
yang menangani
Bidang
Kecamatan
Persentase e iiadin
mlatnya kelurahan yang )
kualitas peiay TAsYRIAkaty 100 100 100 3.322.514.802,00 100 3.321.926.443,00 100 3.369.240.735,00 100 3.359.480.375.00 100 3.603,393.989,00 g;‘f”"g‘m‘“ﬁ““‘
dan penyelenggarman aktf menjags e
pemerinmhan trantibium secara
swadaya (%)
Persentase
masyarakat yang Dinas/Badan ‘
tertib dalam yang menangani
menyelenggarnkan 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
administrasi Kecamatan
pemerintaban
umurr (%)
Persentase b
pelavanan dan .
pengaduan yang 100 100 100 100 100 100 100 m‘"’"@"‘
diselesailcan segvai S N
standar pelayanan
- Dinas /Badan
Yang menangani
Bidang
Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN INDIKATOR BASELIN =l
/ PROGRAM / 2025 2026 2027 2028 =
Grteaks OUTCOME E 2024 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU axraa
o1 (02) (63 f04) (05) (06} 07} {08} 09 (10 (11) {12 (13} f14) (15
7.01.03 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 42.825.172.640,00 38.555.775.316,00 39.031.558.359,00 38.633.185.319,00 39.041.584.962,00
DAN KELURAHAN
lerberdayaan dan masyurakat yang Dinas/ Badan
partisipasi aletif dalam kregiatan 8 § 8 11 954 634,324,00 8 11.964.634.374 00 8 11.964.634.324,00 8 11.964.634,324, & 11.964.634.324 ymng monAngen
masyarakat dalam ckonomi produlktif o o M Bidnog
pembangunan [Kelompok) Kecamatan
Persentase lembaga Dinas/Badan
kemasyarnkatan 100 100 100 100 100 100 100 YOnE menAngasi!
yasng akeif (%) bidang
Kecamatonn
Persentase
pemenuhan
kegiatan 4
pemberdayann Dinas/Badan
dan 100 100 100 100 100 100 100 Yhig fcnngan)
sarana PrASArana Bidaig
kelurahan yang Keranilaf
mencduiamng
pencapaian SPM (%)
capalan sFki Dinas/ Badan
yang menangani
Bidang
= = e , Kecamstnn
ok Aoy yarakat m Dinas/Badan
partisipasi alktif dalam kegiatan 7 7 7 16.955.722.748,00 7 15 455.702.725,00 T 15.810.379.970 7 15.520.0 ; yang menangail
] ARt dos gy 5 00 7 40.330.00 7 15.985.179.940,00 | fak
pembangunan (Kelompol) Eevimatan
pisianias s Dinas/Badan
kemasyarakatan 100 100 100 100 100 100 100 ik Tl i
yang aktil (%) Bidang
Kecamatan
Persentase
pementhan
kegiatan
pemberdayaan Dings/Baden
masyarnkat dan 100 1oe 100 100 100 100 100 YR SERAngRm
SArANA prasarana ang
kelurahan yang Kecamatan
mendukung
pencapaian SPM (%)
APRIRTYV G Dinas/Badan
yang menangani
Ridang
’ Kecamatan
Meningkatnya Jumlah kelompolk
keberdayaan dan masyarakal yang Dinas/Badan
partisipasi aletif dalam kegi - g 7 12.904.815,568,00 7 11.135 438.267,00 7 11.256.644.065,00 7 11.148.510.665,00 7 11.091.770.698,00 | JANE menangant
magyarakat dalam ekonomi produlil Bidang
| pembangunan | (Kelompoid Kecamatan
Persentase lembagn DitufBadan:
kemasyarakatan - Low 100 100 100 100 YANZ WENANEANL
yang aktif (%) Eitsng
Kecamaran
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN PERANGKAT
INDIKATOR BASELIN DAERAH
PROGRAM 2025 2026 2027 2028 9 3 4
Lol OUTCOME E 2024 202 2030 PEMANCGHNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU ]
o1 {02) 03) 04) 105 (06] 07) (08) 09) {10) {11) f12) (13} {14 {15}
Persentase
pementihan
iatan
pemberdayaan Dinas /Badan )
masyarakat dan - 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 3;;'& menangant
RATANA Pragarans ang
kelurahan yang Kecamatan
mendukung
pencapainn SPM (%)
Dinas/Badan
yang menangani
Bidang
Kesamatan
5.01 - KESATUAN
BANGSA DAN 7.822.439.759,00 6.952.294.897,00 22.587.178.294,00 37.466.083.423,00 7.204,248 808,00
POLITIK
8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 4.374.754.396,00 4 g v
PEMERINTAHAN -374.754.396, -379,493.301,00 4.716.541.819.00 4.710.647.907,00 4.504.563.981,00
DAERATI
KABUPATEN/KOTA
inidit Persentase fasilitasi Dinas/ Badan
::::am* las:i:m layanan kedinasan yang menangani
kedinasan Perangiat | Sc8ual standar / 100 100 100 4.374.754.396,00 100 4.279.493.301,00 100 4.716.641.819,00 100 4.710.647.907,00 100 4.504.563.981,00 | Bidang Kesatuan
Dacrah ketentuan yang Bangsa Dan
- beriaku (%) Politik
B.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN
EEOLOG] 1.035.000,000,00 1.009.183.773,
PANCASILA DAN 1000.000, 009.183.773,00 1.133.902. 407,00 1.123.736.042,00 1.040.018.681,00
KARAKTER
KEBANGSAAN
Meningkatnya 2
kesadaran Cakupan Penguatan Dinas/Badan
akan i Pancasi YANE menangani
Qﬁw’”mpu;mm Ieslog Patasil 47,62 57,14 66,67 1.025.000.000,00 76,19 1,009, 163.773,00 85,71 1.133.902 407,00 95,24 1.123.736.042.00 100 1.040.018.681,00 | Bidang Kesatuan
dan k y [ 0 ) Bangsza Dan
Joe aan Folitik
KOLO3 - PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMDAGA
iﬁﬁn 680.621.704,00 680.621.7048,00 15.680.621.708,00 27.080.621.708,00 £691.335.659,00
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Persentase Dinas/Badan .
Tingka cilcar . - yang menangani
Mo hlm;ﬁ’;‘nflﬂt“ gt o 84.00 55,00 6EV.621.70800 |  56.00 BEO.621.708,00 |  ¥7.00 15.660.621.705,00 | 8,00 27.080.621.708,00 | 49,00 691.335.659,00 | Bidang Kesatuan
Politik %) Bangea Dan

Politik
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN
INDIKATOR BASELIN DAERAH
! Sﬁggm; OUTCOME E 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU oJANAS
fo1) (02) {03 o4} (05) (06] 07) (08) 03 (10) (11) 12 (13) (14} (15)
B.01.04 - PROGRAM
PEMHERDAYAAN
DAN PENGAWASAN 113.400.000,00 115,000.000,00 119.490.000,00 122.477.250,00 124.517.257,00
DORGANISASI]
KEMASYARAKATAN
P Dinas/Badan
Weningkatny 2 FVLiaas yang menangani
ketertiban organisasi K.;“ 89,47 89,90 90,00 113.800.000,00 90,10 115.000.000,00 90,20 119.490.000,00 90,30 122.477.250,00 90,40 124.517.257,00 Bidang Hesatuan
masyarakatan
kemasyarakatan : Bangsa Dan
yang Aktif (%) Politilk
8.01.05 - PROGRAM
FEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN 2y e
KETAHANAN 475.000.000,00 475.000.000.00 498.750.000,00 511.218.750,00 485.717.257.00
EXONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
Persentase
Kebijakan di Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budayn dan
Mardriaddage Fasilitast Dinas/Badan :
ketah koo i Pencegahan N yang menangani
B * | Penyalagunaan 100 100 100 475.000.000,00 100 475.000.000,00 100 498,750.000,00 100 511.218.750,00 100 445.717.257,00 | Bidang Kesaruan
gosial, dan budaya T
Marlotika, Fazilitasi Bangsa Dan
e L Kerukunan Limat Palitik
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Duerah yang
Dilaksanakan (%)
B.01.06 PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASFADAAN
NASIONAL DAN
PENINGEKATAN 1.143.263.655,00 292.996.115,00 437.572.310,00 3.917.361.766,00 358.092.973,00
KUALITAS DAN
FASILITARI
PENANGANAN
KONFLIK SBOSIAL
3 Dinas/Badan
Meningimtnga: Persentase Konflile yang menangnni
penngrosn kol Sosial yan 100 100 100 1.143.263.655,00 100 292.996.115,00 100 437.572.310,00 100 3.917.381.766,00 100 358.092.973,00 | Bidang Kesatuan
aosial ynng Disclesailean (%) Bangsa Dan
diselesaikan Folitik

TOTAL
KESELURUHAN

955.941.324.257 .00

986.171.000.536,00

976.683.005.392,00

L.005.417.367.753,00

991 625.409.438,00
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4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan  indikator kinerja  daerah bertujuan
memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir
masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap
tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi
Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan
pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu
ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator
kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2
kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi
gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut
selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU).

2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi
gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah.
Indiaktor tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Daerah (IKD).




4.2.1.

Indikator Kinerja Utama

Ekonomi

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama _
BASELINE TARGET TAHUN N i
= SRR A AR 2025 2026 2027 2028 2029 2030 '
{01) {02) (03) (04) (05) (06) [07) (08) {09) (10} (11)
1. | Indeks Harmoni Indeks Data belum 6,91 6,95 6,99 7,09 7,19 7,25
Indonesia pernah
PRI NN dirilis . I N S—
2. | Usia Harapan (tahun) 75,20 75,30 75,56 75,82 76,07 76,33 76,59
Hidup (UHH)
3. | Tingkat (%) 6,75 6,63 6,42 6,14 5,92 5,97 4,87
| Kemiskinan - S . I /I - -
4. | Indeks Kota Layak Indeks Data belum 62,80 65,60 68,40 71,20 74,00 76,80
Huni pernah
I dirilis - — I B
5. | Indeks Indeks 81,44 82,71 82,86 83,2 83,54 83,88 84,32
Pembangunan
Manusia
Rasio Gini Indeks 0,353 0,352 0,349 0,346 0,343 0,34 0,337
7. | Indeks Reformasi Indeks 90,41 90,91 91,00 91,25 91,50 91,75 92,00
Birokrasi
8. | Laju % 9,33 5,37 5,41 5,54 5,58 5,62 5,65
Pertumbuhan
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027 2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(09

(05)

(06)

(07) (08)

(09)

(10)

(11)

Indeks
Ketenteraman dan
Ketertiban

Angka

98,52

98,80

99,10

99,40 99,70

100

100

10.

Indeks Risiko
Bencana

Indeks

71,81

1

Prevalensi
Stunting (pendek
dan sangat
pendek) pada
balita

(%)

11,4

70,32

9.69

68,60

66,97 65,41

63,93

62,50

9,69

9,24 8,74

8,19

7,60

12.

Indeks
Kesejahteraan
Sosial

Indeks

62,23

62,58

62,93

63,28 63,63

63,98

64,33

13.

Indeks Kepuasan
Layanan
Infrastruktur
(IKLI)

Indeks

80,00

81,00

82,00

83,00 84,00

85,00

85,00

14.

Indeks Demokrasi
Indonesia

indeks

84,37

88,68

88,69

88,70 88,71

88,72

88,73

15.

Persentase
Rumah Tangga
dengan Akses
Hunian Layak,
Terjangkau dan
Berkelanjutan

Yo

79,03

91,00

92,49

94,19 95,88

97,38

99,02
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BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN 2024 KET
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04 (05) (06) (07) (08) 09) {10) {11
16. | Tingkat % 5,11 4,97 4.83 4,69 4,55 4,41 4,27
Pengangguran
Terbuka
17. | Indeks Kepuasan Indeks 89,23 89,40 89,57 89,74 89,91 90,08 90,25
Masyarakat (IKM)
18. | Indeks Kualitas Indeks 64,94 67,02 67,09 67,17 67,25 67,33 67,41
Lingkungan
Hidup Daerah
19. | Nilai Sistem Angka 80,06 80,11 80,14 80,17 80.20 80,23 80,26
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
20. | Harapan Lama Tahun 14,81 14,82 14,84 14,91 15.00 15,06 15.10
Sekolah
21. | Rata-Rata Lama Tahun 10,820 10,825 10,830 10,835 10.840 10,845 10.850
Sekolah
22. | Indeks Indeks 97,49 97,49 97,59 97,64 97,69 97,74 97,79
Pembangunan
Gender (IPG)
23. | Kontribusi Sektor | Persentase 24,69 25,09 25,24 25,39 25,54 25,69 25,84
Perdagangan
terhadap PDRB
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BASELINE TARGET TAHUN .
NO INDIKATOR b SERs 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
24. | Rasio PDRB % 5,89 5,90 5,92 5,95 5,98 6,05 6,12
Penyediaan
Akomodasi Makan
dan Minum
25. | Rasio PDRB % 9,91 10,03 10,08 10,13 10,18 10,23 10,28
Industri
Pengolahan
26. | Opini BPK Atas Nilai Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Tanpa | Wajar Ta.n‘pa
Laporan Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian | Pengecualian
Keuangan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan
Masyarakat, aspek Daya Saing Daerah serta aspek
Pelayanan Umum (termasuk di dalamnya adalah IKK).
Adapun IKD Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai
berikut:




= BT

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah
BASELINE TARGET TAHUN
i HRsAIER SATLUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | <ET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
I ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 | Tingkat Inflasi % 0,52 1,97 2,12 1,96 1,81 1,71 1,61
2 | Persentase peningkatan % 12,38 1 1.5 2 2.5 3 35
investasi di kabupaten/kota
3 | ICOR (Incremental Capital Rasio 3,51 3,54 3,67 3,67 3,66 3,66 3,65
Output Ratio)
4 | Pembentukan Modal Tetap % 19,24 19,24 19,25 19,26 19,27 19,29 19,30
Bruto (%PDRB)
5 | Tingkat Partisipasi Angkatan % 70,44 72,26 74,08 75,9 77,72 79,54 81,36
Kerja
6 | Indeks Inovasi Daerah Angka 48,04 50 51 53 56 58 60
7 | Proporsi jumlah usaha mikro % 8,04 8,84 8,87 8,91 8,95 8,99 9,02
8 | Proporsi Penduduk yang Merasa | % 93,29 93,59 93,89 94,19 04,49 94,79 95,09
Aman Berjalan Sendirian di Area
Tempat Tinggalnya
9 | Proporsi Penyerapan Tenaga % 38,04 67,83 67,94 68,04 68,15 68,25 68,36
Kerja di Sektor Formal
10 | Rasio kewirausahaan daerah % 2,90 2,92 321 3,49 3,78 4,06 4,35
11 | Indeks Daya Saing Daerah Angka 4,05 4,20 4,35 4,50 4,65 4,80 5,00
12 | Persentase pemanfaatan digital % 9,88 10,88 11,88 12,88 13,88 14,88 15,88
pada sektor ekonomi
13 | Angka Partisipasi Masyarakat % 85,14 85,14 85,14 85,14 85,14 85,16 85,16
dalam Proses Politik
14 | Angka Ketergantungan % 40,72 40,57 40,42 40,27 40,12 39,97 39,32
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BASELINE

TARGET TAHUN

Ha INDIRATOR SRTUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
15 | Return on Asset (ROA) BUMD % -0,045 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
16 | Ekspor Barang dan Jasa % PDRB -4,91 -4.81 -4.71 -4.61 -4,51 -4,41 -4,31
17 | Realisasi investasi (Triliun triliun 0,432 0,437 0,443 0,452 0,463 0,477 0,494
Rupiah) rupiah
18 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks 6,46 6,47 6,47 6,48 6,48 6,49 6,49
19 | Rasio Pajak Daerah terhadap % 0,64 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75
PDRB
II | ASPEK GEOGRAFI DAN
DEMOGRAFI
1 | Penurunan emisi gas rumah TON CO2 650775,46 | 663790,97 | 677066,79 | 690608,12 | 704420,29 | 718508,69 732878,87
kaca (GRK) Kumulatif EQ
2 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks 80,80 80,81 81,56 82,31 83,06 83,81 84,56
3 | Timbulan Sampah Terolah di % 98,01* 28,22 29,3 30,38 31,46 32,54 33,62
Fasilitas Pengolahan Sampah
4 | Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,47 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,47
5 | Indeks Kualitas Udara Indeks 89,79 79,59 79,69 79,79 79,89 79,99 80
6 | Indeks Kualitas Air Indeks 56,11 69,47 69,57 69,67 69,77 69,87 69,97
7 | Indeks Kualitas Lahan Indeks 34,13 39,55 39,56 39,56 39,56 39,56 39,56
8 | Prevalensi Ketidakcukupan % 5,42 4,99 4,79 4,59 4,39 4,19 3,99
Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment)
9 | Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,450 0,447 0,422 0,397 0,372 0,347 0,322
10 | Rasio Penduduk % 99,00 99,47 99,52 99 57 99,62 99,67 99,72
11 | Kepadatan Penduduk Orang/km 4835 4712 4589 4466 4343 4220 4097
2




BASELINE TARGET TAHUN
He BERIEACOR RAECAY 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2030 | XET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
12 | Akses Rumah Tangga Perkotaan | % 14,00 14,12 14,20 14,30 14,50 14,70 15,30
terhadap Air Siap Minum
Perpipaan
13 | Akses Rumah Tangga terhadap % 11,99 12,23 12,46 12,69 12,93 13,16 13,39
Konsumsi Air Minum
14 | Proporsi Rumah Tangga (RT) % 90,5 91,0 91,2 91,5 91,7 92,0 92,2
Dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah
15 | Rumah Tangga dengan Akses % 8,45 18,66 23,51 28,35 33.2 38,04 42,89
Sanitasi Aman
16 | Indeks Pembangunan Indeks 71,90 72,00 72,34 72,77 73,01 73,24 73,54
Berwawasan Kependudukan
(IPBK)
I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 | PDRB Per Kapita Juta 59,33 60,01 60,65 61,33 62,01 63,69 64,37
Rupiah
2 | Indeks Pelestarian Budaya Indeks Data belum 50,29 86,14 86,98 87,83 88,67 89,52
pernah
dirilis
3 | Indeks Pembangunan Kesehatan | Indeks 0.699 0,699 0,700 0,720 0,725 0,730 0,735
Masyarakat (Rilis data
2018)
4 | Rata-rata kemampuan Literasi Nilai 70,33 72,83 75,33 77,83 80,33 82,83 85,33

SD berdasarkan asesmen
nasional
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BASELINE TARGET TAHUN
NO | HDIRATOR RAEUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
5 | Rata-rata kemampuan Literasi Nilai 85,77 86,87 87,97 89,07 90,17 91,27 92,37
SMP berdasarkan Asesmen
Nasional
6 | Rata-rata kemampuan Numerasi | Nilai 59,00 61,90 64,80 67,70 70,60 73,50 76,40
SD berdasarkan asesmen
- nasional - - - Ay . - - o g = - s — —————
7 | Rata-rata kemampuan Numerasi | Nilai 71,24 72,74 74,24 75,74 77,24 78,74 80,24
SMP berdasarkan Asesmen
Nasional
8 | Indeks Pembangunan Pemuda Nilai | 59,67 62,65 | 65,63 68,61 7169 | 7457 | 771,55
9 | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks Data belum 0,569 0,583 0,609 0,621 0,641 0,660
- S s = _ pernah dirilis | . R N
10 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks 70,57 71,06 71,98 73,42 74,88 76,38 77,91
11 | Angka Kematian Ibu (AKI) Per 173.99 173,99 173,99 130,49 130,49 130,49 86,99
100.000
kelahiran
. R _hidup — S— R
12 | Rata-rata Lama Sekolah tahun 10,85 11,01 11,09 11,18 11,32 11,39 11,41
Penduduk Usia di Atas 15
Tahun
13 | Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,198 0,185 0,175 0,170 0,165 0,159 0,154
ke I R
14 | Cakupan kepesertaan jaminan % 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan nasional (JKN)
15 | Indeks Zakat Nasional (IZN) Poin 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64
16 | Angka keberhasilan pengobatan | % 82,61 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5
tuberkulosis
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BASELINE

~_TARGET TAHUN

5D INDIRATOR RATLR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
17 | Cakupan penemuan dan % 73,91 74,44 74,97 75,49 76,02 76,55 77,08
pengobatan kasus tuberkulosis _
18 | Indeks Kerukunan Umat % 85,49 84,93 85,64 85,71 85,8 85,95 86 |
Beragama (IKUB) =
19 | Proporsi Penduduk Berusia 15 % 16,59 11,86 11,92 12,02 12,12 12,43 13,56 I
Tahun ke Atas yang -
| Berkualifikasi Pendidikan Tinggi B SR B _ — R
20 | Indeks pembangunan literasi Indeks 47,43 48 49 50 5 | he 53
| masyarakat SRR R R S B S ;
21 | Tingkat Partisipasi Angkatan % 59,23 59,72 60,21 60,69 61,18 61,67 62,16
Kerja Perempuan
22 | Cakupan Kepesertaan Jaminan | % 48,41 48,41 50,74 54,56 56,9 60,72 63,47
Sosial Ketenagakerjaan o gl - R
IV | ASPEK PELAYANAN UMUM
1 | Indeks Rasa Aman Angka Data belum 76,60 76,65 76,70 76,75 76,80 76,85
pernah
dirilis .
2 [ Maturitas Penyelenggaraan Level Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi
Sistem Pengendalian Intern (3,026) (3,030) (3,034) (3,038) (3,042) (3,046) (3,050)
Pemerintah (SPIP)
3 | Indeks Perencanaan Indeks 99,15 77,70 78,57 80,28 82,00 83,71 85,42
Pembangunan Daerah (Metode
perhitungan
lama) | - -
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BASELINE TARGET TAHUN ]
NO DRONSATUR SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET |
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
4 | Indeks Pemerintahan Digital Indeks Data belum - 1,70 1,70 1,80 1,90 2,20
Indonesia pernah
dirilis
5 | Persentase Perda dan Perkada % 59,09 63,64 68,18 72,78 27 T7.27 81,82
yvang ditegakkan
6 | Indeks Sistem Pemerintahan Indeks 4,11 4,11 2,00 2,00 2,80 2,80 3,60
Berbasis Elektronik B il | ]
7 | Indeks Reformasi Hukum Indeks 97,57 97,65 97,70 97,85 98,00 98,15 | 98,30
8 | Persentase Capaian Aksi HAM % 94,70 94 80 95,00 95,30 95,60 95,90 96,20
9 | Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,62 4,64
V | INDIKATOR KINERJA KUNCI
(IKK)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
1 | Persentase warga negara usia 5- | % 83,75 86,54 89,33 92,13 94,67 97,22 99,77
6 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD (APS)
2 | Persentase warga negara usia 7- | % 99,96 100 100 100 100 100 100
15 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar (APS)
3 | Persentase warga negara usia 7- | % 41,06 43,87 46,67 49,48 52,29 55,09 57,9
18 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan
(APS)
4 | Rata-rata kemampuan Literasi Nilai 70,33 72,83 75,33 77,83 80,33 82,83 85,33
SD berdasarkan asesmen
nasional
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BASELINE TARGET TAHUN
b INDIEATOR SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | XET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
5 | Rata-rata kemampuan Literasi Nilai 85,77 86,87 87,97 89,07 90,17 91,27 92,37
SMP berdasarkan asesmen
nasional
6 | Rata-rata kemampuan Numerasi | Nilai 59,00 61,90 64,80 67,70 70,60 73,50 76,40
SD berdasarkan asesmen
nasional
7 | Rata-rata kemampuan Numerasi | Nilai 71,24 72,74 74,24 75,74 77,24 78,74 80,24
SMP berdasarkan asesmen
nasional
8 | Proporsi jumlah satuan PAUD % 82,07 82,48 82,89 83,30 83,71 84,12 84,54
yvang mendapatkan minimal
akreditasi B
9 | Proporsi guru PAUD formal % 87,07 92,62 93,12 93,62 94,12 94,62 95,12
dengan kualifikasiS 1 / DIV
10 | Iklim Keamanan SD Nilai 81,95 82,85 83,75 84,65 85,55 86,45 87,35
11 | Iklim Keamanan SMP Nilai 78,26 79,76 81,26 82,76 84,26 85,76 87,26
12 | Iklim Kebhinekaan SD Nilai 80,58 81,58 82,58 83,58 84,58 85,58 86,58
13 | Iklim Kebinekaan SMP Nilai 77,68 78,68 79,68 80,68 81,68 82,68 83,68
14 | Iklim Inklusivitas SD Nilai 65,29 67,79 70,29 72,79 75,29 77,79 80,29
15 | Iklim Inklusivitas SMP Nilai 68,21 70,61 73,01 75,41 77,81 80,21 82,61
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN o
1 | Angka Kematian Ibu (AKI) (per 173,99 173,99 173,99 130,49 130,49 130,49 86,99
100.000
kelahiran
hidup)
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BASELINE TARGET TAHUN
O INDIXATOR s 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | XET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
2 | Persentase pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
ibu hamil sesuai standar
3 | Persentase pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
ibu bersalin sesuai standar
4 | Persentase Pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
bayi baru lahir sesuai standar -
5 | Persentase pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
balita sesuai standar
6 | Persentase Pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
pada usia pendidikan dasar
sesuai standar
7 | Persentase Pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
pada usia produktif sesuai
standar
8 | Persentase warga negara usia 60 | % 100 100 100 100 100 100 100
tahun ke atas mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
9 | Persentase Pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
penderita hipertensi sesuai
standar
10 | Persentase pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
penderita diabetes melitus
sesuai standar
11 | Persentase pelayanan kesehatan | % 100 100 100 100 100 100 100
orang dengan gangguan jiwa
berat sesuai standar
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

(01)

(02)

(03]

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

12

Persentase Pelayanan kesehatan
orang terduga tuberkulosis
sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100

13

Persentase Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi
virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) sesuai
standar

%

100

100

100

100

100

100

100

14

Prevalensi Stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita

(%)

11,4

9,69

9,69

9,24

8,74

8,19

7,60

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Persentase Peningkatan
Perlindungan Kawasan
Permukiman Rawan Banjir

%

97,84

97,84

98,03

98,23

08,43

98,62

08,82

Persentase Luas Layanan Irigasi
Multikomoditas

%

63,56

63,56

64

64,5

65

65,5

66

Persentase Kondisi irigasi

%

63,56

63,56

64,00

64,50

65,00

65,50

66,00

Persentase peningkatan jumlah
penduduk yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan terlindungi dan
bukan jaringan perpipaan

%

99,54

99,54

100

100

100

100

100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

[ 2025

2026

TARGET TAHUN _

2027

2028

2029

2030

KET

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

terlindungi terhadap jumlah
penduduk di kabupaten/kota

Persentase penduduk yang
menempati hunian dengan
akses sanitasi (air limbah

_| domestik) layak dan aman

Persentase kepatuhan PBG &
SLF Kabupaten/Kota

Persentase tenaga kerja
konstruksi yang terlatih dan
tersertifikasi di wilayah
kabupaten/kota yang
dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi kerja kualifikasi
operator/teknisi/analis

Tingkat Kemantapan Jalan |

%

8,45

| 9235

8,45

9,00

100

93,35

10,50

12,00

100

94,35

100

100

100

100

13,50

95,35

15,00

100

9735

100

100

Persentase Pengawasan
penyelenggaran Jasa Konstruksi
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

%

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

10

|

Jumlah hari layanan penerbitan
KKPR berusaha/non berusaha
(sesuai kewenangan) yang
terbit/dilayani Pemerintah
Daerah

Hari

78,00

78,00

75,00

70,00

65,00

60,00

55,00
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

11

Persentase penyelesaian Kasus
Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang di Daerah Kab/Kota

100

100

100

100

100

100

100

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Warga Negara Yang
Terkena Relokasi Akibat
Program Pemerintah Yang
Memperoleh Fasilitasi
Penyediaan Rumah Yang Layak
Huni

Y

100

100

100

100

100

100

100

Persentase warga negara korban
bencana yang memperoleh
rumah layak huni

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase kawasan kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten/kota ditangani

%

33,52

37,07

40,63

43,48

47,03

50,59

54,15

Persentase perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum)

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Rumah Tidak Layak
Huni yang Tertangani

%

17,69

8,74

10,73

13,60

18,04

23,28

34,85

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN




INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Persentase Penyelenggaraan
Tibumtranmas

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Perda dan Perkada
yang ditegakkan

Yo

59,09

63,64

68,18

72,73

71,27

17,27

81,82

Jumlah PPNS pada Satpol PP

Orang

4

7

8

10

Presentase SOP yang tersedia
dalam penegakan Perda dan
perkada serta Penyelenggaraan
Tibumtranmas

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Jumlah Sarana
prasarana minimal yang
digunakan sebagai penunjang
dalam penegakan perda dan
perkada serta penyelenggaraan
ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat dan perlindungan
masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase jumlah anggota
Satpol PP yang telah mengikuti
diklat dasar

%

65,63

60,00

67,50

75,00

82,50

90,00

97,50

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana

100

52

52

53

54

55

56

Persentase warga negara dan
aparatur yang memperoleh

%

100

58

58

58

59

59

60
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase jumlah warga negara
yang mendapatkan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

%

100

100

100

100

100

100

100

10

Persentase penyelesaian
dokumen kebencanaan sampai
dengan dinyatakan sah/legal

%

100

100

100

100

100

100

11

Persentase penanganan pra
bencana

%

100

100

100

100

100

100

100

12

Persentase Penanganan Pasca
Bencana

%

100

100

100

100

100

13

Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana

%

100

100

100

100

100

100

100

14

Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran

%

100

100

100

100

100

100

100

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

Persentase Korban Bencana
Alam, Sosial dan/atau Non Alam
yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasar Pada Saat dan Setelah
Tanggap Darurat Bencana
Kabupaten/Kota

%

100

100

100

100

100

100

100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(01)
2

Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
di Luar Panti

100

100

100

100

100

100

100

(11) |

Persentase Pekerja sosial, tenaga
kesejahteraan sosial, dan/atau
relawan sosial yang
melaksanakan pelayanan sosial
di luar panti sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Penerima Manfaat
yang Meningkat Kemandirian
Ekonomi

%

13,25

14,5

30

32,5

35

37,5

40

Persentase Penerima Manfaat
yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasar

Y%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Anak Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
di Luar Panti

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lainnya di luar HIV/AIDS dan
NAPZA yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Luar
Panti

%

4,88

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

Persentase Lanjut Usia Terlantar
yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti

%

100

100

100

100

100

100

100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

 (01)
9

Persentase gelandangan dan
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti

100

100

100

100

100

100

100

10

Jumlah pemutahiran data fakir
miskin dan kelompok rentan
yang dilakukan selama satu
tahun

%

100

100

100

100

100

100

100

11

Persentase pekerja sosial, tenaga
kesejahteraan sosial, dan/atau
relawan sosial yang
melaksanakan penanganan
korban bencana
kabupaten/kota pada masa
tanggap darurat dan pasca
bencana sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100

12

Persentase Potensi dan sumber
kesejahteraan sosial (PSKS)
perorangan sosial yang
melaksanakan pelayanan sosial
sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100

13

Persentase sarana prasarana
bagi korban bencana
kabupaten/kota yang
disediakan sesuai standar

Yo

100

100

100

100

100

100

100

14

Persentase sarana prasarana
vang disediakan sesuai standar

%

100

100

100

100

100

100

100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

untuk pelayanan sosial di luar
panti

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga
Kerja

Rp/orang

25.038.520,
505

25.278.78
9,00

26.542.72
8,45

27.869.86
4,87

29.263.35
8,12

30.726.52
6,02

32.262.85
2,32

Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat kompetensi

%

9,85

9,9

9,95

10,01

10,05

10,11

10,15

Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar
negeri) melalui mekanisme
layanan Antar kerja dalam
wilayang Kabupaten /kota

%

51,45

51,50

51,55

51,60

51,65

51,70

BI,75

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yvang layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

%

21,46

21,51

21,56

21,61

21,66

21,71

21,76

2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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BASELINE TARGET TAHUN
N INRIERTER SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 3080 |
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1 | Indeks Pembangunan Gender Indeks 97,49 97,49 97,59 97,64 97,69 97,74 97.79
(IPG)

2 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,198 0,185 0,175 0,170 0,165 0,159 0,154

3 | Persentase Anggaran Responsif % 33,80 33,80 33,81 33,82 33,83 33,84 33,85
Gender (ARG)

4 | Persentase Perempuan Korban % 100 100 100 100 100 100 100
Kekerasan dan TPPO yang
Mendapatkan Layanan
Komprehensif

5 | Persentase Anak Memerlukan % 100 100 100 100 100 100 100
Perlindungan Khusus yang
Mendapatkan Layanan
Komprehensif
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

1 | Persentase Daerah Rentan % - 1 1 1 0,9 0,9 0,9
Rawan Pangan

2 | Persentase Jumlah Cadangan % 12,5 12.%¥ 12,9 13,1 13,3 13.5 13,7
Pangan

3 | Persentase Pangan Segar yang % 100 100 100 100 100 100 100
Memenuhi Persyaratan dan
Mutu Keamanan Pangan

4 | Skor Pola Pangan Harapan Nilai 88,87 88,9 89,13 89,26 89,39 89,52 89,56
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN

1 | Persentase Terselesaikannya % 100 100 100 100 100 100 100
Kasus Tanah Garapan Belum
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

| 2025

2026

_ TARGET TAHUN

2027

2028

2029

IT ~ SR

— KET |

_(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

Bersertipikat yang Dilakukan
melalui Mediasi

(11

Ditetapkannya Hak Atas Tanah
dalam Penguasaan dan
Pengelolaan Pemerintah Daerah

%

85,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

Terpetakannya seluruh bidang
tanah dalam satu desa atau
kelurahan lengkap secara
berkualitas

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Luas Peta Nilai
Tanah yang telah dimanfaatkan
dalam pelayanan BPHTB

%

90,12

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Daerah

Indeks

64,94

67,02

67,09

67,17

67,25

67,33

67,41

Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah (IKPS)

poin

61,7

61,7

61,7

61,7

62

62

62

Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH, dan PUU LH yang
diterbitkan

Usaha/Ke
giatan

65

66

67

68

69

70

71

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
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BASELINE TARGET TAHUN
NO A SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
01) (02) (03) (04) [05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 | Persentase Akta Kematian yang | % 100 100 100 100 100 100 100
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan
2 | Persentase Akta Perkawinan % 100 100 100 100 100 100 100
yang Diterbitkan bagi yang
Melaporkan
3 | Persentase Akta Perceraian yang | % 100 100 100 100 100 100 100
Diterbitkan bagi yang
Melaporkan
4 | Persentase Akta Kelahiran yang | % 99,63 99,81 99,85 99,89 99,93 99,97 100
Diterbitkan
S | Persentase kepemilikan Identitas | % 18,6 30 30 30 30 30 30
Kependudukan Digital (IKD)
6 | Persentase Kepemilikan Kartu % 99,11 99,17 99,24 99,30 99,37 99,43 99,50
Identitas Anak
7 | Jumlah data profil Dokumen 2 2 2 2 2 2 @2
kependudukan yang disusun
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 | Persentase fasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan
(LKK)
2 | Persentase Fasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100
Pemberdayaan Lembaga Adat
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Desa dan Lembaga Masyarakat
Hukum Adat

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR) per WUS
usia 15-49 Tahun

Rata-rata
Anak per
Wanita

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet
need)

%

8,11

8,1

8,09

8,07

8,05

8,00

7,95

Angka kelahiran remaja umur
15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19)

Kelahiran
per 1000
WUS 15-
19 tahun

17,30

17,20

17,10

16,75

16,30

15,80

15,10

Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga)

Indeks

65,89

65,96

66,23

66,54

67,01

68,41

69,56

Angka prevalensi kontrasepsi
modern/Modern Contraceptive
Rate (mCPR)

%

64,75

64,87

64,95

65

65,2

65,3

65,56

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERHUBUNGAN

Persentase Kelengkapan Jalan
yang telah Terpasang terhadap
Kondisi Ideal

%

88,31

88,31

88,38

88,42

88,50

89,10

89,40
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Rasio konektivitas
kabupaten/kota

70,00

70,00

72,73

75,00

83,33

91,67

100

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Persentase Perangkat Daerah
yang terhubung dengan
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

Y%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Perangkat Dearah
yang Memanfaatkan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPLPD)

%

20

20

23,23

26,67

30,00

33,33

36,67

Persentase Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang terhubung
dengan akses internet yang
disediakan oleh Dinas Kominfo

%

100

100

100

100

100

100

100

2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

Persentase Usaha Mikro yang
Bertransformasi dari Informal ke
Formal

%

9,28

9,93

10,39

10,85

11,31

11,07

Pertumbuhan Volume Usaha
Koperasi

%

18,80

18,85

19,01

19,25

19,51

19,76

Pertumbuhan Wirausaha

%

4,20

4,21

4,79

6,86

8,56

9,86
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan
investasi di kabupaten/kota

%

12,38

1,5

2,5

3,5

Realisasi Total terhadap Target
Investasi

%

100

100

100

100

100

100

100

2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

Persentase Atlet yang berasal
dari kab /kota yang masuk
Pelatda Provinsi

%

Tidak
dilaksanakan
Pelatda

0,09

0,09

0,18

0,27

Persentase Pemuda yang pernah
mengikuti
pelatihan/kursus/training dan
memperoleh sertifikat

%

0,25

0,54

0,54

0,58

0,61

0,61

2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

Indeks Pembangunan Statistik
(IPS)

Poin

2,65

2,65

2,75

2,75

3,0

3.0

3,18

2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

Tingkat Kesiapan Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah

Angka

60,24

29,75

42,27

51,58

61,87

71,90

74,84

2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
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BASELINE

TARGET TAHUN

i INDIRATOR g EaAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 | Persentase Warisan Budaya % Belum - 100 100 100 100 100
yang Dilestarikan ditetapkan
Warisan
Budaya
2 | Persentase Cagar Budaya dan % Belum - 14,29 28,57 42,86 57,14 71,43
Warisan Budaya Tak Benda ditetapkan
yang dilestarikan Cagar
Budaya dan
Warisan
Budaya
3 | Persentase Jumlah Tenaga % Belum - 19,72 19,72 19,72 19,72 19,72
Kebudayaan yang memperoleh tersedia
sertifkasi profesi dibidang tenaga
kebudayaan kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
1 | Nilai tingkat kegemaran Nilai 52,4 55 59 63 67 71 75,1
membaca masyarakat
2 | Indeks pembangunan literasi Indeks 47,43 48 49 50 51 52 53
masyarakat
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
1 | Indeks Hasil Pengawasan Nilai 91,59 91,7 91,8 91,9 92 92,1 92,2
Kearsipan di lingkup
Pemerintahan Daerah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Persentase produksi perikanan
budidaya

%

100,57

100

100

100

100

100

100

3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA

Persentase Pelaku Ekonomi
Kreatif yang Memiliki Kekayaan
Intelektual

%

017

0,35

0,52

0,69

0,87

1,04

Pertumbuhan Investasi
Penyediaan Akomodasi, Makan,
Minum

%

0,5

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Pertumbuhan Tamu Wisatawan
Asing (Hotel Berbintang non
Bintang)

%

3,75

3,97

4,17

4,33

4,47

4,59

3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN

Peningkatan Produksi
Hortikultura

%

0,1

0,14

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Peningkatan Produksi
Komoditas Peternakan

%

4,19

Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan

%

-38,03

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Persentase wilayah yang
terkendali dari penyakit hewan
menular strategis

%

100

100

100

100

100

100

100

Luas areal pengendalian dan
enanggulangan bencana DPI

%

10

15

20

25
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan

3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

Persentase alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah yang
berlaku

%

48,17

47,88

48,26

48,65

49,23

49,62

50,29

Nilai Total Penjualan
Perdagangan Antar Wilayah
pada kab/kota

%

Tidak
menghitung

100

100

100

100

100

100

3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERINDUSTRIAN

Persentase jumlah Perusahaan
Industri dan Kawasan Industri
yang memiliki tingkat
kepatuhan minimal "Baik"
dibandingkan seluruh jumlah
Perusahaan Industri dan
Kawasan Industri yang sudah
dilakukan pembinaan

%

75

80

85

90

95

100

Persentase jumlah Perusahaan
Industri dan Kawasan Industri
yang telah menindaklanjuti hasil
rekomendasi pengawasan
dibandingkan dengan jumlah
Perusahaan Industri dan

%

75

80

85

90

95

100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

Kawasan Industri yang telah
dilakukan pengawasan

Persentase realisasi investasi
sektor industri dan kawasan
industri dibandingkan realisasi
investasi seluruh sektor

%

11,2

11,4

11,5

11,6

1.7

12

Tersedianya Informasi Industri
Secara Lengkap, Akurat, dan
Terkini

%

100

100

100

100

100

100

Pencapaian sasaran pembangunan
industri daerah, meliputi: 1.
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
Pengolahan Nonmigas
Kabupaten/Kota 2. Kontribusi
Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas terhadap PDRB
Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga
Kerja Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai
Ekspor Sektor Industri Pengolahan
Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai
Investasi Sektor Industri
Pengolahan Nonmigas
Kabupaten/Kota

%

75

76

T

78

79

80

81

4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Tingkat Kematangan UKPBJ

Level

8:9

9:9

9:9

9:9

9:9

9:9

9:9

Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Poin

27,49

27,50

27,60

27,70

27,80

27,90

28,00
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BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIEXIOR SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | <ET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

3 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM | Poin 15 15 21 21 21 21 22
PBJ

4 | Penilaian Kepatuhan Nilai 98,19 98,20 98,23 98,25 98,27 98,29 98,31
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tahun N
4.02 - SEKRETARIAT DPRD

1 | Persentase Penetapan Ranperda | % 100 100 100 100 100 100 100
Tahun N

2 | Persentase Ketepatan Penetapan | % 100 100 100 100 100 100 100
Perda APBD Tahun N
5.01 - PERENCANAAN

1 | Persentase program prioritas % - 46,26 46,26 49,15 52,04 54,93 57.83
nasional yang didukung
program daerah
5.02 - KEUANGAN

1 | Persentase PAD terhadap % 18,04 18,04 22,10 22,20 22,30 22,40 22,50
Pendapatan Daerah

2 | Persentase Realisasi Anggaran % 94,85 95 95,10 95,20 95,30 95,40 95,50
Belanja Urusan Wajib Pelayanan
Dasar

3 | Persentase Penurunan SILPA % -27,76 -5 -10 -10,05 -10,10 -10,15 -10,20

4 | Persentase Penambahan Nilai % -5,31 1,00 1,00 1,05 1,10 115 1,20
Aset Tetap

5 | Persentase Belanja Pegawai di % 30,51 30,35 30,20 30,00 29,99 29,98 29,97
Luar Tunjangan Guru yang
Dialokasikan melalui TKD
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BASELINE TARGET TAHUN
No RHRTIREIRER SATUAN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | KET
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

6 | Persentase Alokasi Belanja % 33,13 36,00 39,90 40,00 40,01 40,02 40,03
Infrastruktur Pelayanan Publik
5.03 - KEPEGAWAIAN

1 | Nilai Indeks Implementasi NSPK | Indeks 77,49 78 78,50 79 79,50 80 80,50
manajemen ASN
5.05 - PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

1 | Persentase Rekomendasi Kebijakan | % 40 50 50 50 50 50 50
Pembangunan Daerah yang
Dijadikan sebagai Landasan dalam
Implementasi Pembangunan

2 | Rasio Produk Inovasi yang Rasio 35 37,5 37,5 38,1 38,64 39,13 39,58
Dimanfaatkan Pemerintah,
Masyarakat, Industri, dan Badan
Usaha di Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

1 | Maturitas Penyelenggaraan Level Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

2 | Indeks Manajemen Risiko (IMR) | Indeks 2,966 2,966 2,966 2,967 2,968 2,969 2,970

3 | Level Kapabilitas Aparat Level Terintegrasi | Terintegrasi | Terintegrasi | Terintegrasi | Terintegrasi | Terintegrasi | Terintegrasi
Pengawasan Intern Pemerintah (Integrated) | (Integrated) | (Integrated) | (Integrated) | (Integrated) | (Integrated) | (Integrated)
(APIP)

4 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK | % 93,75 93,75 93,8 93,85 93,9 93,95 94
Tahun Anggaran N-1

5 | Opini Laporan Keuangan % 5 S 5 5 b 5 5

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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Tabel 4.4

Metadata Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 - 2029

NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
ASPEK DAYA

SAING DAERAH

Indeks Harmoni
Indonesia (Indeks)

Indeks Harmoni Indonesia (IHal) merupakan alat
ukur yang dikembangkan untuk memahami,
memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di
berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4
dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan
keberagamaan. Adapun IHal mencakup 5 tujuan
diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret
dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul
Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5.
Menyajikan Saran dan Rekomendasi.

Cara Menghitung Indeks Harmoni:

Perhitungan Indeks Harmoni Indonesia (IHal)

melibatkan beberapa langkah dan variabel,

termasuk:

1. Penentuan Dimensi:
Indeks ini mengukur berbagai dimensi,
termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan
religius.

2. Pengumpulan Data:
Data dikumpulkan melalui survei atau
kuesioner yang melibatkan berbagai responden
di berbagai daerah.

3. Analisis Data:
Data yang terkumpul kemudian dianalisis
untuk mengidentifikasi pola dan tren yang
relevan dengan harmoni sosial.

4. Perhitungan Skor:
Skor dihitung untuk setiap dimensi dan
kemudian digabungkan untuk mendapatkan
skor keseluruhan Indeks Harmoni.

5. Interpretasi Hasil:
Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan
untuk memberikan gambaran tentang tingkat
harmoni di suatu wilayah.

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Kesatuan Bangsa Dan
Politik

Sumber data : Kementerian
Dalam Negeri




NO.

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
1) (2) (3] (4) (5)
2 Indeks Kota Layak Kota layak huni menggambarkan sebuah PD Penanggung Jawab Utama :
Huni (Indeks) lingkungan dan suasana kota yang nyaman | IKLH = (%IKLI+%IKLH+%RTAHLTB+%IRB+%IKK]/5 | Dinas/Badan yang menangani
sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk Bidang
beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik | Dimana : e Pekerjaan Umum dan
aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata | IKLH = Indeks Kota Layak Huni Penataan Ruang
ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik | IKLI = Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur s Lingkungan Hidup
(hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya). | IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup e Perumahan dan Kawasan
Sebuah kota layale huni dapat dikatakan sebagai | IRB = Indeks Risiko Bencana Permulkiman
kota ideal berdasarkan indikator-indikator yang | IKK = Indeks Ketenteraman dan Ketertiban ¢ Ketenteraman dan
diberikan, yakni : RTAHLTB = Rumah Tangga dengan Akses Ketertiban Umum serta
e Kualitas Infrastruktur Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan perlindungan Masyarakat
¢ Kualitas Lingkungan Hidup
¢+ Kualitas Perumahan dan Permukiman Sumber data : data sektoral
yang Layak Perangkat Daerah pengampu
Tingkat Mitigasi Bencana urusan
Ketentraman, Ketertiban Masyarakat
3 | Tingkat Inflasi (%) Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa PD Penanggung Jawab Utama :

yang berlangsung secara terus menerus dalam
jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi
tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua
barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila
kenaikan itu meluas atau mengakibatkan
kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks
Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu
indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat inflasi.

Tingkat Inflasi (%) = (IHKt-IHKt-1)/ (IHKt-1) x 100%

Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)
berdasarkan the Classification of Individual
Consumption by Purpose (COICOP) 2018.
Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya
Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota
sampel THK. THKt-1

Dinas/Badan yang menangani

Bidang

» Perindustrian dan
Perdagangan

¢ Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

*» Perumahan dan Kawasan
Permukiman

* Keuangan

s Penanaman Modal

s Sosial
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
¢ Perencanaan
s Penelitian dan
Pengembangan
e Perhubungan
+ Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan
Persandian
= Koperasi dan UKM
» Tenaga Kerja
Sumber data : Badan Pusat
Statistik
4 Indeks Kepuasan Digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan | Indikator untuk mengukur IKLI meliputi PD Penanggung Jawab Utama :
Layanan masyarakat terhadap lualitas layanan | ketersediaan sarana prasarana, kualitas Dinas/Badan yang menangani
Infrastruktur (IKLI) infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah | transportasi darat, kesesuaian jalan dan Bidang
(Indeks) atau  penyedia layanan publik lainnya. | jembatan, pemanfaatan trasnportasi darat dan ¢ Pekerjaan Umum dan
Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi | kontribusi terhadap perekonomian dari Penataan Ruang
berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air | transportasi darat ¢ Perhubungan
bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, ¢ Perumahan dan Kawasan
perumahan, jalan, dan jembatan. Permukiman
+ Komunikasi dan Informatika
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
5 Persentase Persentase Peningkatan Investasi di kab/kota PD Penanggung Jawab Utama :
peningkatan investasi | merujuk pada perhitungan proporsi peningkatan | Persentase Peningkatan Investasi = Dinas/Badan yang menangani
di l{abupaten/kota nilai investasi yang diterima oleh k&b/ kota | jumlah Investasi tahunn — Jumlah Investasi tahun (n — i)x 100% Bldang Penanaman Modal

(%o)

dibandingkan dengan nilai investasi pada periode
sebelumnya. Ini mengukur seberapa banyak

Jumlah (nvestasi cahun n— 1 di kota

Sumber data : data sektoral
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NO.

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

investasi baru atau tambahan yang telah masuk
ke Kab/kota dalam periode yang sedang
dianalisis. Langkah : Menentukan Periode Waktu-
Tentukan periode waktu yang akan dibandingkan,
misalnya tahun ke tahun, semester ke semester,
atau bulan ke bulan. Mengumpulkan Data
Investasi: Kumpulkan data investasi dari dua
periode waktu yang akan dibandingkan. Data
investasi ini bisa berupa total nilai investasi yang
masuk ke kabupaten/kota tersebut dalam periode
waktu tersebut. Menghitung Selisih Investasi:
Hitung selisih antara nilai investasi pada periode
terbaru dengan periode sebelumnya.

Perangkat Daerah pengampu
urusan

ICOR (Incremental
Capital Output Ratio)
(Rasio)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang
menggambarkan rasio investasi kapital/ modal
terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan
menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa
diartikan sebagai dampak penambahan kapital
terhadap penambahan sejumlah output
(keluaran). ICOR mampu menjelaskan
perbandingan antara penambahan kapital
terhadap output. Setiap pertambahan satu unit
nilai output (keluaran) akan membutuhkan
penambahan kapital sebanyak "K” unit.

ICOR =1t/ (( Yt - Y{[t-1))

Keterangan:

It = investasi pada tahun ke-t
Yt = output pada tahun ke-t
Y{t-1) = output pada tahun t-1

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan
Persandian

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

Kontribusi Sektor
Perdagangan
terhadap PDRB (%)

menunjukkan seberapa besar peran sektor
perdagangan dalam menghasilkan nilai tambah
ekonomi di suatu wilayah (provinsi, kabupaten,
atau kota) dalam periode tertentu.

Kontribusi Perdagangan =
(PDRB Sektor Perdagangan

Tatal PDRB

)x 100%

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perdagangan
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NO.

PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan
bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan
dan bandara, serta mesin dan peralatan.
Pengeluaran barang modal untuk keperluan
militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi
digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB
juga merupakan salah satu unsur yang dipakai
dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan
Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share
PMTB terhadap PRDB Provinsi.

berdasarkan PDB Sis: Pengeluaran (Mihar Rupiah)

PORE ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan (Miliar Rupiah)

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) () (5)
Sumber data : Badan Pusat
Statistik
8 Rasio PDRB Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi = PD Penanggung Jawab Utama :
Penyediaan Minum adalah persen bagian PDB regional yang Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi Dinas/Badan yang menangani
Akomodasi Makan dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata Nilai PDRB Kab/Kota x100% Bidang Pariwisata
dan Minum (%) meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi
Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Sumber data : Badan Pusat
Minum. Statistik
9 Rasio PDRB Industri Persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan | Rasio PDRB Industri Pengolahan = PD Penanggung Jawab Utama :
Pengolahan (%) oleh sektor industri pengolahan terhadap total Nilai Tambah industri Pengolahan " Dinas/Badan yang menangani
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu Nilai PDRB Kab/Kota x 100 % Bidang Perindustrian
daerah dalam periode waktu tertentu. Ini adalah
indikator penting untuk mengukur kontribusi Sumber data : Badan Pusat
sektor industri terhadap perekonomian daerah. Statistik
10 | Pembentukan Modal Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah PMTH PD Penanggung Jawab Utama :
Tetap Bruto (%PDRB) | pengeluaran untuk barang modal yang Pembentukan PMTE (WPDRE) = —omrmrs X 100% Dinas/Badan yang menangani
mempunyai umur pemakaian lebih dari satu [ w00 Sekretariat Daerah
tahun dan tidak merupakan barang konsumsi.
Pembentukan Modal Tetap Brute = Total PMTB Sumber data : Badan Pusat

Statistik
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NO.

INDIKATOR i DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2] | (3) () (5)
11 | Tingkat Partisipasi | Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke Angkatan Kerja PD Penanggung Jawab Utama :
Angkatan Kerja (%) | atas) yang termasuk dalam angkatan Kerja TPAK = (Pend‘uduk Usia Kerja) X 100% Dinas/Badan yang menangani
terhadap total penduduk usia kerja. TPAK Bidang Tenaga Kerja
menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk
usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu Sumber data : Badan Pusat
| wilayah. Statistik
12 | Indeks Inovasi ' Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi | Nilai Indeks Inovasi Daerah yang dikeluarkan PD Penanggung Jawab Utama :
Daerah (Angka) | daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri | oleh Kemendagri Dinas/Badan yang menangani
Dalam  Negeri sebagai  sebuah bentuk Bidang Penelitian dan
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pengembangan
pemerintahan daerah
Sumber data : Kementerian
Dalam Negeri
13 | Proporsi Jumlah Perbandingan jumlah usaha mikro dengan jumlah | Jumlah usaha mikro / jumlah penduduk usia PD Penanggung Jawab Utama :
Usaha Mikro (%) - penduduk usia produktif di suatu wilayah. produktif dikalikan 100% Dinas/Badan yang menangani
I Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
14 | Proporsi Penduduk | Seberapa banyak penduduk yang merasa aman PD Penanggung Jawab Utama :

yang Merasa Aman
Berjalan Sendirian di
Area Tempat
Tinggalnya (%)

berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
| Indikator ini mencakup beberapa aspek yang
| meliputi penduduk yang merasa aman berjalan
| sendirian di area tempat tinggal pada siang dan
malam hari. Indikator ini biasanya digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan
| pembangunan sektoral di bidang keamanan dan

PPMA — x 100%

JPMA
JP

Keterangan:

PPMA: Proporsi penduduk yang merasa aman
berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
JPMA: Jumlah penduduk yang merasa aman
berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
JP: Jumlah penduduk

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
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NO., INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)
ketertiban  masyarakat serta perencanaan Sumber data : data sektoral
pembangunan nasional dalam rangka Perangkat Daerah pengampu
meningkatkan kesejahferaan masyarakat secara urusan
menyeluruh,

15 | Proporsi Penyerapan | Penempatan tenaga kerja di sektor formal dibagi | Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal | PD Penanggung Jawab Utama :
Tenaga Kerja di penempatan tenaga kerja keseluruhan x 100% Penempatan tenaga kerja di sektor formal Dinas/Badan yang menangani
Sektor Formal (%) ~ Penempatan Tenaga Kerja Keselurihan 1005 Bidang Tenaga Kerja

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

16 | Rasio Kewirausahaan | Rasio  kewirausahaan daerah merupakan | Rasio Kewirausahaan Daerah = PD Penanggung Jawab Utama :
Daerah (%) perbandingan jumlah orang wyang berusaha Berusaha dibantu buruh tetap Daerah - Dinas/Badan yang menangani

dibantu buruh tetap di masing-masing daerah ( Total angkatan kegja Daerah ) X 3005 Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dengan total angkatan kerja daerah pada tahun : dan Menengah
yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau
buruh dibayar adalah berusaha atas resiko Sumber data ; data sektoral
sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu Perangkat Daerah pengampu
orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. urusan
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang
bekerja atau punya pekerjaan namun sementara
tidak bekerja dan pengangguran.
17 | Indeks Daya Saing Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk | Nilai Indeks Daya Saing Daerah yang PD Penanggung Jawab Utama :

Daerah (Angka)

mengukur kemampuan suatu daerah dalam
memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk
meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan
daya saing, baik di tingkat domestik maupun
internasional, demi kesejahteraan vang

dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN)

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)

berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai Sumber data : Badan Riset dan
refleksi  tingkat  produktivitas, kemajuan, Inovasi Nasional
persaingan dan kemandirian suatu daerah.
Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai
keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing
dengan daerah lain dan mendukung daya saing
nasional.

18 | Persentase Pemanfaatan platform digital dalam transaksi | Persentase pemanfaatan digital pada sektor PD Penanggung Jawab Utama :
pemanfaatan digital keuangan UMKM ekonomi Dinas/Badan yang menangani
pada sektor ekonomi Jumiah UMKM yang menggunakan transaksi kevangan dig Bidang Koperasi, Usaha Kecil
(%) - Jumlah UMKM dan Menengah

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

19 | Angka Partisipasi Angka partisipasi masyarakat dalam proses Partisipasi Pemilih (%) PD Penanggung Jawab Utama :
Masyarakat dalam politik dihitung dengan tingkat partisipasi pemilih _ Jumlah pengguna Hak Pilih 10096 Dinas/Badan yang menangani
Proses Politik (%) dalam pemilu dan pilkada. Angka partisipasi " Jumlah Daftar Pemilik Tempx Bidang Kesatuan Bangsa dan

masyarakat diambil partisipasi pemilih dalam | Keterangan : Politik

pemilu sebesar 40% dan partisipasi pemilih dalam | Jumlah Pengguna Hak Pilih = Suara Sah + Suara

pilkada sebesar 60%. Indikator dihitung pada | Tidak Sah Sumber data : Komisi Pemilihan
tahun pelaksanaan Pemilu/Pilkada. Umum

20 | Angka Rasio ketergantungan menunjukkan Angka Ketergantungan PD Penanggung Jawab Utama

Ketergantungan (%)

perbandingan antara jumlah penduduk usia non-
produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas)
terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia
15-64 tahun) dalam suatu wilayah dan waktu
tertentu.

_ Penduduk usia tidak produktif

Penduthik et produkely 0%

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
1) 2) 3) A (5)
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
21 | Return On Asset Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk Laba Bersih PD Penanggung Jawab Utama :
(ROA) BUMD (%) mengukur kemampuan aset perusahaan dalam | REtUrn On Asset (ROA) = Total Aser *100% Dinas/Badan yang menangani
menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) Bidang Sekretariat Daerah
dihitung dengan membandingkan laba bersih
dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
22 | Ekspor Barang dan Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) PD Penanggung Jawab Utama :

Jasa (%PDRB)

kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa
antara residen suatu perekonomian dengan
nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan
sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah
negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat
kepentingan ekonomi yang utama di dalam
wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat
dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk
periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan
minimal satu tahun. Ekspor barang
menggunakan prinsip pencatatan dengan basis
akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi
alih kepemilikan yang pendekatannya
menggunakan waktu pencatatan pada dokumen
kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat
saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.
Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan
share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB
Provinsi.

_ Ekspor Barang dan Jasa
a PDB ADHK

x100%

Keterangan:

Ekspor Barang dan Jasa: Total nilai ekspor
barang dan jasa berdasarkan perhitungan
PDB dari sisi pengeluaran (dalam miliar
rupiah).

PDB ADHK: Produk Domestik Bruto atas
dasar harga konstan (dalam miliar rupiah).

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perindustrian /
Perdagangan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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NG INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
23 | Realisasi investasi Realisasi investasi adalah Nilai investasi yang | Jumlah realisasi investasi pada tahun berjalan PD Penanggung Jawab Utama :
(Triliun Rupiah) dicapai, baik dari PMDN maupun PMA, dalam Dinas/Badan yang menangani
suatu periode tertentu yang datanya berasal dari Bidang Penanaman Modal
LKPM yang disampaikan pelaku usaha.
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
24 | Indeks Akses Indeks yang menggambarkan kemudahan, PD Penanggung Jawab Utama :

Keuangan Daerah
(Indeks)

keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan
di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data
supply dan demand. Indeks terdiri dari 14
indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu
Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai
indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan
tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota,
dimana semakin tinggi nilai indeks
menggambarkan tingkat akses keuangan yang
semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan
adanya tantangan dalam inklusi keuangan,
seperti keterbatasan infrastruktur keuangan,

rendahnya literasi keuangan, kepemilikan
produk/layanan keuangan yang belum
terjangkau, atau kedalaman/kualitas

penggunaan produk/layanan keuangan. Adapun
baseline dan target lengkap dari Indeks Akses
Keuangan Daerah (IKAD) di Kabupaten/Kota
dapat diakses melalui tautan:
https://link.bappenas.go.id/IndikatorIKAD KabK
ota

Keterangan:

14
Zaizlm x 10
=

a; merupakan bobot dari masing-masing
indikator yang telah disesuaikan menjadi satu

skala

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Keuangan

Sumber data : Kementerian
PPN/Bappenas
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25 | Rasio Pajak Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Penerimaan Pajak Daerah, N PD Penanggung Jawab Utama :
terhadap PDRB (%) Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau - PDRE, x 100% Dinas/Badan yang menangani
badan yang bersifat memaksa berdasarkan RPDRB, = Bidang Keuangan
UndangUndang, dengan tidak mendapatkan | Keterangan:

imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan
nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang
tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik
suatu regional/negara yang timbul akibat
berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode
tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor
produksi yang dan jasa dihitung menggunakan
harga yang berlaku pada periode penghitungan.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah
indikator yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar kontribusi penerimaan pajak
daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase
rasio tersebut menggambarkan sejauh mana
penerimaan pajak daerah bagi pemerintah
daerah,

RPDRB;: Kontribusi Rasio Penerimaan Pajak
Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

II

ASPEK GEOGRAFI
DAN DEMOGRAFI

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) (Indeks)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang
selanjuinya disingkat IKLH adalah nilai yang
menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup
dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang
merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas
Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas
Lahan (untuk level wilayah Kabupaten/Kota).

IKLH Kabupaten/Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x
IKU) + (0.219 x IKL)

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara, dan

IKL = Indeks Kualitas Lahan

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Linglkungan Hidup

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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(1) (2) (3) (4] (5)

2 Penurunan emisi gas | Persentase penurunan emisi GRK daerah %PEK = L base year PE, / L base year EB PD Penanggung Jawab Utama :
rumah kaca (GRK) kumulatif adalah perbandingan akumulasi . Dinas/Badan yang menangani
Kumulatif (TON CO2 | penurunan emisi GRK daerah selama periode base | #PEK = Persentase penurunan emisi GRK Bidang Lingkungan Hidup
EQ) year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi | daerah kumulatif. ) o

emisi GRK baseline daerah untuk periode yang | Zbase year PE, = Akumulasi penurunan emisi Sumber data : Kementerian
sarna. GRK total daerah selama periode base PPN/Bappenas

year hingga tahun t.

E. base year EB, = Akumulasi emisi GRK

total baseline daerah selama periode base

year hingga tahun t

t = Titik tahun perhitungan.

i = Base year tahun 2010.

3 Indeks Risiko IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Vulnerabili PD Penanggung Jawab Utama :
Bencana (IRB) Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah Rink = Hovard - nersniity Dinas/Badan yang menangani
(Angka) pendekatan untuk memperlihatkan potensi Capacity Bidang Ketenteraman dan

dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu
potensi bencana yang ada di suatu wilayah.
Potensi tersebut dihitung dengan
mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan,
dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu,
terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk
risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas.
Interaksi antara tiga komponen tersebut
digunakan untuk memperoleh potensi rigiko
bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan
potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan
kerusakan lingkungan.

Keterangan:

Hazard (Bahaya): Menggambarkan potensi
suatu fenomena alam yang dapat
menimbulkan kerusakan, baik dilihat dari
seberapa sering (frekuensi), seberapa luas
area yang terdampak (spasial), maupun
seberapa besar kekuatannya (magnitude).
Vulnerability (Kerentanan): Menunjukkan
tingkat kepekaan masyarakat atau sistem
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
bahaya. Semakin tinggi kerentanan, semakin
besar risiko yang ditimbulkan.

Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

Sumber data : Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Timur
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* Capacity (Kapasitas): Menggambarkan

kemampuan yang dimiliki individu, kelompok,
atau masyarakat untuk menghadapi,
menanggulangi, dan memulihkan diri dari
bencana. Semakin besar kapasitas, semakin
kecil tingkat risiko yang terjadi.

Indeks Ketahanan
Pangan (IKP) (Indeks)

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di
suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa
mampu suatu daerah atau negara memenuhi
kebutuhan pangan masyarakatnya secara
berkelanjutan.

1. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan
Standarisasi nilai indikator dengan
menggunakan z-score dan distance to scale (0-
100)

2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-

masing nilai indikator yang sudah
distandarisasi dengan bobot indikator, dengan

rumus:
S

Y() = ) ey

1=l

Dimana:

= = Indikator ke-1,2,3,...7,8,dan9a

* @ = Bobot masing-masing indikator ke-i

= j= Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan
416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98

= x; = Nilai standarisasi masing-masing
indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

* Yj=Indeks Ketahanan Pangan
kabupaten/kota ke-j

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan

Sumber data : Badan Pangan
Nasional
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5 Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang PD Penanggung Jawab Utama :

Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah
(%0)

berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang
dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT)
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah
yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah
tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal
dari kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,
dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan
sampah  merupakan  kegiatan  mengubah
karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah
sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud
karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang
ramah lingkungan, keselamatan Kkerja, dan
kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal
dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah
yang diukur meliputi a. Pengolahan sampah
organik  seperti  pengomposan, dan/atau
pengolahan sampah organik lainnya seperti
biokonversi maggot BSF, vermi composting,
biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material
recovery] merupakan upaya memanfaatkan
sampah menjadi barang yang berguna setelah

S
%S0 = *Tg X 100%

Keterangan:
%S0 Tingkat sampah terolah (%)
SO . Sampah terolah (ton/hari)
TS . Timbulah sampah (ton/hari)

' Dinas/Badan yang menangani
| Bidang Lingkungan Hidup

Sumber data : data sektoral
' Perangkat Daerah pengampu
| urusan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di
fasilitas pengolahan sebagai TPS3R, TPST, Pusat
Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur
Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang
dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
6 Indeks Ketahanan Alat ukur yang digunakan untuk menilai | Untuk mengetahui kapasitas suatu daerah, PD Penanggung Jawab Utama :
Daerah (Angka) kemampuan suatu daerah dalam menghadapi | maka perlu dilakukan diskusi group (FGD) untuk | Dinas/Badan yang menangani
dan menanggulangi bencana. IKD mengukur | menjawab 284 pertanyaan perangkat penilaian Bidang Ketenteraman dan
kapasitas daerah dalam tiga aspek utama: | kapasitas daerah yang melibatkan multipihak; Ketertiban Umum serta
Il:apasitas, l‘:eren!;ama.nl,a_l dan ancl?ma.n 284 pertanyaan tersebut mewakili 71 indikator Perlindungan Masyarakat
encana. Dengan kata in, IKD membantu ;
daerah memahami sejauh mana mereka siap imnl lgguéla;ﬁg;ct;ashg:;lgaiﬂsgiiﬁn Sumber data : Badan
menghadapi bencana dan apa saja yang periu i s S . ; Penanggulangan Bencana
i 5o penilaian mandiri, selanjutnya akan dilakukan P :
ditingkatkan untuk mengurangi risiko. veri i oleh BNPB yang difasilitasi oleh BPBD Daerah Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur.
7 Indeks Kualitas Pencemaran wudara merupakan salah satu - 50 PD Penanggung Jawab Utama :
Udara (Indeks) permasalahan yang dihadapi oleh beberapa IKU — 100 - (u g < (Jeu—0, ”) Dinas/Badan yang menangani
wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan et ) Bidang Lingkungan Hidup

penurunan kualitas udara di beberapa kota besar
di Indonesia, Selain itu kebutuhan akan
transportasi dan energi semakin meningkat
sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung
berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/
ozon di permukaan, bahan partikel, karbon
monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen
dioksida (NO). Parameter NOx mewalkili emisi dari
kendaraan bermotor yang menggunakan bahan

= JKU : Indeks Kualitas Udara
= Jeu: 40% Indeks SO: + 40% Indeks NO: +
20% Indeks PMa.s

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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(3)

()

(5)

bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari
industri dan kendaraan diesel yang menggunakan
bahan bakar solar serta bahan bakar yang
mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang
digunakan untuk menilai kualitas udara
berdasarkan pengukuran parameter pencemar
udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks
Kualitas Udara yaitu NO2 , SO2 dan PM2,5.

Indeks Kualitas Air
(Indeks)

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil
konversi indeks pencemaran. Pencemaran air
adalah masuk atau dimasukkannya malkhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
Perhitungan IKA  dilakukan  berdasarkan
Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA
memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks
pencemar maka semakin buruk kualitas airnya.
Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil
sampel terhadap baku mutu tiap parameter.
Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan
dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang
dianggap mewakili kondisi riil kualitas air
permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau
zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau
oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen
demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi);
COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan
oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan
total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai

ST (W x
A~ SV B)
S._.l 1 W,

Keterangan:
= JKA = Indeks Kualitas Air
* W = Bobot dari parameter kualitas air ke-i
= B = Nilai indeks dari parameter kualitas air
ke-i
= n=Jumlah total parameter yang diukur

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Lingkungan Hidup

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu

urusan
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(1) 2) (3) (4) (5)

variable antara lain: (a) penurunan beban
pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi
pada beberapa sumber (b) ketersedian dan
fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh
perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal,
iklim regional dan (c) penggunaan dan (d) serta
tingkat erosi dan sedimentasi.

9 Indeks Kualitas Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang IKL = IKTL + Faktor koreksi gambut PD Penanggung Jawab Utama :
Lahan (Indeks) menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Dinas/Badan yang menangani
nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Bidang Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL
menggambarkan kualitas tutupan lahan yang Sumber data : data sektoral
dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal Perangkat Daerah pengampu
pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor urusan

koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL] merupakan nilai yang
menggambarkan kualitas tutupan lahan yang
dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan
vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang
dihitung adalah tutupan yang mencerminkan
kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang
lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan
lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi
penutupan lahan yang dikategorikan sebagai
hutan menutupi area (coverage area) mendekati
' 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau
dengan rentang nilai indeks 90 - 100. Indeks
Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan
nilai komposit dari beberapa parameter kualitas
ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada
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waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan
dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem
Gambut yaitu areal terdampak Kanal, indikasi
areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, tinggi
muka air tanah (TMAT), dan tereksposnya
sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi
bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi
budi daya.

10

Prevalensi
Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan
(Prevalence of
Undernourishment)
(%)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan
kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi
sejumlah makanan yang tidak cukup untuk
menyediakan energi yang dibutuhkan untuk
hidup sehat, aktif, dan produktif,

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
(Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah
proporsi penduduk di suatu wilayah yang
mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar
kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif
dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk
persentase. Atau, probabilitas individu yang
dipilih secara acak dari suatu populasi referensi,
yang secara reguler mengkonsumsi makanan
yang kurang dari kebutuhan energinya.

Poll —f flx)dx
s MDER
Keterangan:

* PoU: Proporsi populasi yang mengalami
ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah
kebutuhan minimum energi (MDER) yang
diukur dengan kkal.

* MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang
diukur dengan kkal (Minimum Dietery
Energy Requirement).

* f{x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat
konsumsi kalori umumnya sehari-hari
untuk rata-rata per kapita individu dalam
suatu populasi tertentu.

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan

Sumber data : Badan Pusat
Statistik

11

Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

Indikator demografi yang menggambarkan
persentase perubahan jumlah penduduk dalam
suatu wilayah dari waktu ke waktu, biasanya per
tahun, sebagai akibat dari kelahiran, kematian,
dan migrasi. Indikator ini menjadi dasar penting
dalam perencanaan _pembangunan, seperti

e (In{f’.l ! lll(,HII_J) . 100%
Keterangan:
* r=laju pertumbuhan penduduk per tahun
(%)

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
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penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, * R =jumlah penduduk pada awal tahun Sumber data : Badan Pusat
perumahan, dan infrastruktur. = P =jumlah penduduk pada akhir tahun Statistik
[setelah t tahun)
= (= selang waktu dalam tahun
* In = logaritma natural
12 | Rasio Penduduk (%) Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara Sex Ratio = Jumlah pendudul laki — laki 1 PD Penanggung Jawab Utama :
jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk | >€* Ratio = ( Jumlah penduduk perempuaﬂ) ¥ 100 | pinas/Badan yang menangani
perempuan pada suatu daerah dan wakin Bidang Administrasi
tertentu. Rasio jenis kelamin menghitung jumlah Kependudukan dan Pencatatan
laki-laki untuk setiap 100 perempuan dalam Sipil
suatu populasi. Misalnya, rasio 105 berarti ada
105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, Sumber data : Badan Pusat
Statistik
13 | Kepadatan Penduduk | Indikator Kepadatan Penduduk adalah ukuran _ Jumlah penduduk PD Penanggung Jawab Utama :
(Orang/km?) yang menunjukkan jumlah penduduk yang Kepadatan Penduduk = Luas Wilayah km? Dinas/Badan yang menangani
tinggal di suatu wilayah tertentu dalam satu Bidang Pengendalian Penduduk
satuan luas (biasanya per kilometer persegi). dan Keluarga Berencana
Sumber data : Badan Pusat
Statistik
14 | Akses Rumah Tangga | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap . JRT ASMMPP o PD Penanggung Jawab Utama :
Perkotaan terhadap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di EATMMED = JRT i Dinas/Badan yang menangani
Air Siap Minum perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap Keterangan: Bidang Pekerjaan Umum dan

Perpipaan (%)

minum melalui jaringan perpipaan yang
memenuhi Kkriteria sebagai berikut 1) Rumah
tangga menggunakan sumber air minum jaringan
2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau
di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap
saat dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum

= PASMMPP : Persentase rumah tangga
perkotaan yang memiliki akses terhadap air
siap minum perpipaan.

= JRTASMMPP : Jumlah rumah tangga
perkotaan yang memiliki akses terhadap air
siap minum perpipaan.

Penataan Ruang

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri * JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di
Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. perkotaan.
15 | Akses Rumah Tangga | Persentase rumah tangga yang memiliki akses : Jumlah rumab tangga dengan akses air minum layak| PD Penanggung Jawab Utama :
terhadap Konsumsi terhadap sumber air minum layak untuk | 2 A Muwwn (%) = ( Tumlah total rumah tangga Dinas/Badan yang menangani
Air Minum (%) | kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik dari segi Bidang Pekerjaan Umum dan
kualitas,  kuantitas, keterjangkauan, dan Penataan Ruang
kontinuitas.
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
16 | Proporsi Rumah Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan PD Penanggung Jawab Utama :
Tangga (RT) Dengan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan | Penuh Pengumpulan Sampah = Dinas/Badan yang menangani
Layanan Penuh sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. | / juuiah rumakh tangga dengan layanan pengumpulan sampsh | Bidang Lingkungan Hidup
Pengumpulan Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan ( Jankhotal rasih tangen ) * 100%
Sampah (%) sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan Sumber data : data sektoral
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Perangkat Daerah pengampu
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas urusan

lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh
' Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga
| yang: Menerima layanan pengumpulan sampah
dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap
danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta
| sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau
| lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik),
daur ulang, dan atau Memiliki tempat
pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang
disepakati di lingkungan dalam jarak 200m,
dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa
membuang sampah sembarangan dan sampah
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) () (5)

dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang
terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur
ulang, dan residu.

17 | Rumah Tangga Akses Aman adalah apabila rumah tangga ) JRTSPAL + JRTIPLT ) PD Penanggung Jawab Utama_:
dengan Akses memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan PSA—- RIS < 100% Dinas/Badan yang menangani
Sanitasi Aman (%) bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher Bidang Pekerjaan Umum dan

angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan | Keterangan: Penataan Ruang

tangki septik yang disedot setidaknya sekali| " PSA = Persentase Rumah Tangga yang

dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diclah dalam memiliki akses sanitasi aman Sumber data : data sektoral
instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau - JRTS_FT AL = Jumlah rumah tangga yang Perangkat Daerah pengampu
tersambung ke sistem pengolahan air limbah memiliki akses terhadap SPALD-T urusan

domestik terpusat (SPALD-T). * JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan

akses terhadap tangka septik yang disedot
setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun
terakhir dan diolah dalam instalasi
pengolahan lumpur tinja (IPLT)

* JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

18 | Indeks Pembangunan | Indeks Pembangunan Berwawasan IPBK = /Dy v D, + Dy + Dy + Ds PD Penanggung Jawab Utama :
Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang Dinas/Badan yang menangani
Kependudukan (IPB merepresentasikan dimensi embangunan Atau rumus menggunakan Excel Bidang Pengendalian Penduduk

p P gu
(Indeks) berwawasan kependudukan sebagai alat ukur IPBK = (D, + Dy + Dy+ Dy + Ds) (1/5) dan Keluarga Berencana
dalam  memahami kondisi pembangunan : Sumber data : Kementerian
berwawasan kependudukan di Indonesia. Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga serta
Badan Pusat Statistik

ASFEK
T | KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
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NO.

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

1

(2)

(3)

(4)

(5)

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)

Suatu  indikator ekonomi makro yang
menggambarkan seberapa jauh keberhasilan
pembangunan suatu daerah dalam periode waktu
tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk
menentukan arah kebijakan pembangunan yang
akan dating.

Laju Pertumbuhan Ekonomi =

PDRB, PDRB, , 0
( PDRB, , ) x 100%

Keterangan:

PDRB: = Produk Domestik Regional Bruto tahun
berjalan

PDRB:; = Produk Domestik Regional Bruto tahun
sebelumnya

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani

Bidang

* Perindustrian dan
Perdagangan

¢ Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan

» Kebudayaan dan Pariwisata

* Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah

» Tenaga Kerja

* Penanaman Modal

s Sosial

¢ Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

¢ Perhubungan

* Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian

* Perumahan dan Kawasan
Permukiman

* Perencanaan

* Penelitian dan Pengembangan

Sumber data : Badan Pusat
Statistik

Tingkat Kemiskinan

(%)

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan
maupun bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika

Dimana:

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang
* Sosial
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NO.

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
1) (2) (3) (4) (5]
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per = g=0 s Pangan, Pertanian, Kelautan
bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan = z = garis kemiskinan. dan Perikanan
Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi = yr = Rata-rata pengeluaran per kapita
dari Garis Kemiskinan Makanan {GKM) dan Garis sebulan penduduk yang berada di bawah | PD Pendukung : semua PD di
Kemiskinan Non Makanan (GKNM). garis kemiskinan (i=1, 2,3, ..., q), yi <z Kota Blitar
* g = Banyaknya penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan. Sumber data : Badan Pusat
= n=jumlah penduduk. Statistilc
3 Rasio Gini (Indeks) Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik ST Z bR PD Penanggung Jawab Utama :
untuk mengukur ketimpangan pendapatan. R Dinas/Badan yang menangani
Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat | geterangan: Bidang
ditampilkan secara geometris, sehingga » pi = Proporsi kumulatif dari penerima | * Pangan, Pertanian, Kelautan
mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek pendapatan ke-i dan Perikanan
visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz » Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran per | *Perindustrian dan
dan aspek matematis. kapita ke-i Perdagangan
* n=jumlah observasi * Koperasi dan UKM
» Tenaga Kerja
* Sosial
* Penanaman Modal
Sumber data : Badan Pusat
Statistik
4 Indeks Pembangunan | Indeks komposit yang mengukur pembangunan

Manusia (Indeks)

manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM} atau Human
Development Index (HDI) merupakan indeks yang

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani

dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar | digunakan untuk mengukur tingkat | Bidang
hidup. pembangunan manusia di suatu wilayah. HDI ini | e Kesehatan
merupakan indeks yang dikembangkan oleh | o Pendidikan




- 398 -

NO.

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
United Nations Development Programme (UNDP) | » Perindustrian dan
dan menggabungkan tiga dimensi utama: Perdagangan

1. Kesehatan: Diukur melalui harapan hidup saat
lahir,

2. Pendidikan: Diukur melalui dua indikator,
yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah.

3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui Gross
National Income (GNI) per kapita dalam PPP
(Purchasing Power Parity).

Rumus dasar untuk menghitung IPM adalah

sebagai berikut;

IPM = YIK x IP x ISHL

IK = Indeks Kesehatan
IP = Indeks Pendidikan
ISHL = Indeks Standar Hidup Layak

Masing-masing indeks dihitung sebagai berikut:
1. Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup):

Harapan Hidup - 20
Indeks Kesehatan = h—’——

Di mana, Harapan Hidup adalah angka
harapan hidup saat lahir
2. Indeks Pendidikan

RLS HLS'
Indeks Pendidikan = 5+ (E)/Z

» Koperasi, UKM

* Tenaga Kerja

e Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan

Perangkat Daerah Pendukung :

Dinas/Badan yang menangani

Bidang

e Perencanaan

e Penelitian dan Pengembangan

e Kenangan

s Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

¢ Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Sumber data : Badan Pusat
Statistik
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[
. NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) ) (5)

* Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-
rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani
oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas,

* Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah jumlah
tahun pendidikan yang diharapkan dapat
ditempuh oleh anak-anak pada usia
memasuki sekolah.

3. Indeks Standar Hidup Layak

log(GNiperkapita)—tog(100)
I =
SHL log(75.000)=tog(100)

GNI per kapita adalah Gross National Income
per kapita dalam PPP (Purchasing Power
Parity).
Setelah ketiga indeks dihitung, nilai IPM diperoleh
dengan mengambil rata-rata geometri dari
ketiganya, seperti pada rumus di atas.
IPM dinyatakan dalam skala 0 hingga 1, di mana
semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat
pembangunan manusia di wilayah tersebut.

5 Tingkat Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase PD Penanggung Jawab Utama :
Pengangguran jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan TPT =PP/(PAK ) x100% Dinas/Badan yang menangani
Terbuka (%) kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja Bidang Tenaga Kerja

(15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya Kelerabgnis:
pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan TPT = % ; . terbuka (%
penggangguran,  Pengangguran  yaitu: (1) ingkat pengangguran terbuka (%)
penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) | F¥ - Jumlah pengangguran (orang)
penduduk yang sedang mempersiapkan usaha / | PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)

Sumber data : Badan Pusat
Statistik




- 400 -

NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5]
pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapat pekerjaan, serta (4] kelompok
penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan
dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja.
6 Indeks Pembangunan | Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat PD Penanggung Jawab Utama :
Gender (IPG) (Indeks) | kesetaraan gender dalam pembangunan suatu IPG = IPM Perempuan/IPM Laki - Laki Dinas/Badan yang menangani
| negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian Bidang
antara laki-laki dan perempuan dalam tiga Pemberdayaan Perempuan dan
dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Perlindungan Anak
Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup
saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka Sumber data : Badan Pusat
melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi Statistik
pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan:
Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
per kapita yang disesuaikan.
7 Usia Harapan Hidup Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian | PD Penanggung Jawab Utama
(UHH) ((tahun)) oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun | menurut umur (Age Specific Death Rate / ASDR) | Dinas/Badan yang menangani
tertentu. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi Bidang
kematian secara bertahun-tahun sehingga Keschatan
dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun
karena catatan registrasi tidak tersedia dengan Sumber data : Badan Pusat
baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung | StatistiK
dengan paket program Micro Computer Program
for Demographic Analysis (MCPDA)
8 PDRB Per Kapita PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per PD Penanggung Jawab Utama :

(Juta Rupiah)

kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per
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NO.

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB
atas dasar harga berlaku dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita = (PDRB ADHB)/ populasi

Keterangan:
PDRB apns = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
populasi = jumlah penduduk regional

Dinas/Badan yang menangani

Bidang

= Perindustrian dan
Perdagangan

¢ Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan

e Pariwisata

» Penanaman Modal

e Sosial

e Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

e Sosial

* Perhubungan

¢ Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian

* Perumahan dan Kawasan
Permukiman

» Perencanaan

¢ Penelitian dan Pengembangan

Sumber data : Badan Pusat
Statistik

Indeks Pelestarian
Budaya (Indeks)

Indeks Pelestarian Kebudayaan ( IPK ) Kota Blitar
adalah ukuran terstruktur untuk menilai capaian
pelestarian budaya lokal melalui tiga dimensi
utama, yaitu Pelindungan Objek Budaya,
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, serta
Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya.

Indeks Pelestarian Kebudayaan = Nilai Dimensi
Pelindungan Objek Budaya ditambah Nilai
Dimensi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku
Budaya, ditambah nilai Dimensi Regenerasi dan
Keberlanjutan Budaya

PD Penanggung Jawab Utama
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Kebudayaan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
1) (2) (3) 4 (5)
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
10 | Indeks Pembangunan | IPKM adalah gambaran tentang keberhasilan | Penentuan nilai bobot, nilai standar dan nilai PD Penanggung Jawab Utama

Kesehatan
Masyarakat (Indeks)

pembangunan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan yang terdiri dari beberapa sub -
indeks yang mencakup berbagai aspek kesehatan,
seperti kesehatan balita, kesehatan reproduksi,
pelayanan  kesehatan, perilaku kesehatan,
penyakit tidak menular, penyakit menular dan
kesehatan lingkungan. Terdiri dari 30 (tiga puluh)
data penyusun yang diperoleh melalui data bidang
terkait.

indeks dari indikator penyusun

Dinas/Badan yang menangani
Bidang
Kesehatan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

11

Prevalensi Stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita

((%))

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi
kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan
indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)
dibandingkan dengan standar WHO tahun 2005.
Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk
status gizi dan tinggi badan setiap anak balita
dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score)
menggunakan baku antropometri anak balita
WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator
TB/U sesuai standar dari WHO dan Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor
1995/MENKES/SK/XII/2010.

a. Sangat pendek: Zscore < -3,0

b. Pendek: Zscore 2 -3,0 s/d Zscore < -2,0

Cara perhitungan (1)

(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu
tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada
waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan
persen (%).

PAB(5)P stunting = (JAB(S)P stunting)/JAB(5) x
100%

Keterangan PAB(5)

P stunting : Prevalensi anak balita yang
menderita pendek (stunting)

JAB(S )P stunting : Jumlah anak balita pendek
(stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang
sama

Cara perhitungan (2)

(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada
waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita

PD Penanggung Jawab Utama
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Kesehatan

Sumber data : Kementerian
Kesehatan dan Perangkat
Daerah pengampu urusan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
pada periode yang sama dan dinyatakan dalam
satuan persen (%).
PAB(5)SP stunting = (JAB(5)SP stunting) /JAB(5)
x 100%
Keterangan PAB(S)
SP stunting : Prevalensi anak balita yang 79
menderita sangat pendek (stunting)
JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat
pendek (stunting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang
sama
Cara perhifungan (3)
Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP
12 | Indeks Kesejahteraan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan | IKS = 27% dimensi kebutuhan dasar + 31% PD Penanggung Jawab Utama

Sosial (Indeks)

untuk mengulcur tingkat kesejahteraan sosial
masyarakat  berdasarkan  berbagai aspek
kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek
kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-
dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga,
Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan,
Perumahan  Layak,  Perlindungan  Sosial,
Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan
Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan
beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif
maupun  kualitatif, dan dinilai dengan
menggunakan skala tertentu,

dimensi peranan sosial + 42% dimensi
keberdayaan ekonomi

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Sosial

Sumber data : Kementerian

Sosial
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N INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4] (5)
13 | Harapan Lama Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan g PD Penanggung Jawab Utama :

Sekolah (Tahun) dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu Harapan Lama Sekolah = FK ZFF Dinas/Badan yang menangani

pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa | 7 Bidang Pendidikan
mendatang, Keverangan:
FK = Faktor koreksi pesantren Sumber data : Badan Pusat
E/ = Jumlah penduduk usia | yang berkolah pada tahun ¢ Statistik
Ff = Jumlah penduduk usia i pada tahun 1
i = Usia (7.8, ..., n)
14 | Rata-Rata Lama Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata- | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = PD Penanggung Jawab Utama :
Sekolah (Tahun) rata penduduk suatu wilayah telah menempuh 3 (Jumlah tahun sckolah tiap individu usia 251 ) Dinas/Badan yang menangani
pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk 2_[Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas) Bidang Pendidikan
penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena
diasumsikan bahwa pada usia tersebut, Sumber data : Badan Pusat
pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS Statistik
digunakan sebagai indikator untuk mengukur
tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu
wilayah.
15 | Rata-rata Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan | Nilai rerata peserta didik berdasarkan PD Penanggung Jawab Utama :
kemampuan Literasi Asesmen Nasional kemampuan dalam memahami, menggunakan, Dinas/Badan yang menangani

SD berdasarkan merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks | Bidang Pendidikan

asesmen nasional (teks informasional dan teks fiksi)

(Nilai) Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

16 | Rata-rata kompetensi | Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan | Nilai rerata peserta didik berdasarkan PD Penanggung Jawab Utama :

Literasi SMP
berdasarkan Asesmen
Nasional (Nilai)

peserta didik dalam memahami, menggunakan,
mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks
untuk menyelesaikan masalah dan

kemampuan dalam memahami, menggunakan,
merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks
(teks informasional dan teks fiksi)

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pendidikan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)

mengembangkan kapasitas individu sebagai Sumber data : data sektoral
warga Indonesia dan warga dunia agar dapat Perangkat Daerah pengampu
berkontribusi secara produktif di masyarakat. urusan
Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor
Pendidikan Daerah.

17 | Rata-rata Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan | Nilai rerata peserta didik berdasarkan PD Penanggung Jawab Utama :
kemampuan Asesmen Nasional kemampuan dalam berfikir menggunakan Dinas/Badan yang menangani
Numerasi SD konsep, prasedur, fakta dan alat matematika Bidang Pendidikan
berdasarkan asesmen untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari
nasional (Nilai) pada berbagai jenis konteks yang relevan lS)umber data : data sektoral

erangkat Daerah pengampu
urusan

18 | Rata-rata kompetensi | Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan | Nilai rerata peserta didik berdasarkan PD Penanggung Jawab Utama :
Numerasi SMP peserta didik dalam memahami, menggunakan, | kemampuan dalam berfikir menggunakan Dinas/Badan yang menangani
berdasarkan Asesmen | mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks | konsep, prosedur, fakta dan alat matematika Bidang Pendidikan
Nasional (Nilai) untuk menyelesaikan masalah dan | yntuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari

mengembangkan Kkapasitas individu sebagai pada berbagai jenis konteks yang relevan Sumber data : data sektoral
warga Indonesia dan warga dunia agar dapat Perangkat Daerah pengampu
berkontribusi secara produktif di masyarakat. urusan
Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor
Pendidikan Daerah.

19 | Indeks Pembangunan | Indeks komposit yang mengukur capaian | Perhitungan nilai IPP berdasarkan rata rata nilai | PD Penanggung Jawab Utama :

Pemuda (Nilai)

pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator
yang dikelompokkan dalam lima domain:
Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan,
Ketenagakerjaan  Layak, Partisipasi  dan

seluruh indeks domain sehingga menghasilkan
nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan
persamaan berikut :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Kepemudaan dan Olah
Raga

Sumber data ! data sektoral
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) _ (4) (5)
Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan | ypp = /ndeks Domain, + Indeks Domain, + ..+ Indeks Domains Perangkat Daerah pengampu
Gender. > urusan
20 | Indeks Pembangunan | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah Indeks Di . nilai aktual — nilai minimum PD Penanggung Jawab Utama :
Olahraga (Persentase) | indeks gabungan yang mencerminkan i L nilai maksimum — nilai minimuwm | Dinas/Badan yang menangani
keberhasilan Pembangunan keolahragaan yang tiideks SDf = Indeks (D1 + D2+ D3 + -+ D9) Bidang Kepemudaan dan Olah
meliputi 9 (sembilan) dimensi. ea - 9 Raga
Keterangan : Sumber data : data sektoral
SDI = Sport Development Indeks Perangkat Daerah pengampu
D1 = Dimensi SDI pertama, D2 = Dimensi SDI urusan
kedua, dst
21 | Indeks Perlindungan | Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran yang | Metode Perhitungan PD Penanggung Jawab Utama :

Anak (IPA) (Indeks)

digunakan untuk menilai upaya vang dilakukan

dalam melindungi anak dari kekerasan,
penelantaran, eksploitasi daan bentuk lain
penyalahgunaan.

Bobot masing-masing klaster:

No Klaster Bobot
1 | Hak Sipil dan Kebebasan 20%
2 | Lingkungan Keluarga dan 22%
Pengasuhan Alternatif

3 | Kesehatan Dasar dan 18%
Kesejahteraan

4 | Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 18%
Luang dan Kegiatan Budaya

5 | Perlindungan Khusus 22%

Persamaan yang digunakan untuk memperoleh
indeks klister IPA Adalah sebagai berikut:

Indeks K=

z?:l SXH
L

x 100

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Sumber data : Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
di mana
Indeks K;j nilai indeks klaster ke-j J
SXji = nilai indikator ke-I pada
klaster ke-j yang telah
dinormalisasi
n = banyaknya indikator pada
klaster ke-j
Kemudian nilai [PA diperoleh dengan mengalikan
bobot klaster dengan indeks klaster. Persamaan
yang digunakan untuk penghitungan IPA sebagai
berikut:
n
IPA = ) Indeks K; x W,
=
di mana:
Indeks K; = nilai indeks klaster ke-j
W; = bobot pada klaster ke-j
22 | Angka kematian ibu | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya | pgj = fumehKematanlou 406 00Q Kelghiran Hidup | PD Penanggung Jawab Utama :
(per 100.000 perempuan yang meninggal dari suatu penyebab ol Retmmran iy Dinas/Badan yang menangani
kelahiran hidup) kematian terkait dengan gangguan kehamilan Bidang Kesehatan

atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan,
bunuh diri atau kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42
hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan
lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

23

Rata-rata Lama
Sekolah Penduduk
Usia di Atas 15
Tahun (tahun)

Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang
ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas
dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan
formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama
Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS
15+) dihitung dengan cara mengkonversikan
jjazah terakhir dan tingkat pendidikan yang
sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan
tidak  memperhitungkan adanya kejadian
pengulangan kelas. ljazah yang dimiliki akan
dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah
(satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a.
Tidak punya ijazah = 0 b. SD = 6 c. SMP = 9 d.
SMA=12¢e.D1/D2=14£f D3 =15g. D4 =16 h.
S1=171i.82=19j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah
ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi
perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah
= 0 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1=
konversi ijjazah terakhir + kelas terakhir 3. Masih
sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 4.
Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir =
konversi ijazah 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak
tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
+ kelas terakhir.

Rata — rata Lama Sekolah 15+4+=

Keterangan:

Pi5. = Jumlah Penduduk yang berusia 15 tahun
ke atas

xi = Lama sekolah penduduk ke-i

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Pendidikan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

24

Indeks Ketimpangan
Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3
(tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi
kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk
dari indikator proporsi perempuan yang
melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
(MTF) dan proporsi perempuan yang saat

Langkah-langkah metode penghitungan IKG

berikut formula yang digunakan adalah sebagai

berikut:

1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks
Laki-laki

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perlindungan dan Anak
Pemberdayaan Perempuan
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DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

1)

(2)

(3)

(4)

melahirkan hidup pertama berumur kurang dari
20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang
dibentuk dari indikator persentase penduduk usia
25 tahun ke atas dengan pendidikan
SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota
legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang
diwakili dengan indikator tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Ilaki-laki dan TPAK
perempuan.

()

1
- (0‘005 . )i % (PR, % SE;)% X TPAK
» = J\MTF T MHPK20 gty P

3 1
G, = Jl x (PR, x SE;)2 x TPAK,
2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan
indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic

= e
HARM (Gp, G,) = [mp_)_;_&

3. Menghitung indeks masing-masing dimensi

0,005 0,01
MTF X MAPRZ0 + 1

IKR = 5
_ TPAKp + TPAK,
i T
- (J/PRp + SEp : JPR, +SE,)

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan
rata-rata geometrik

Gy, = VIKR X IP x IPK

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

Sumber data : Badan Pusat
Statistik
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NO.

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

()

(5)

Keterangan:
Gp
G
MTF

MHPK20
PRp
PR,

SEp

SEp

Indeks Kesetaraan Gender =

HARM (Gp, G
Gpy

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender

HARM (G, G,)

IKG =1-
Gpy

Indeks Perempuan
Indeks Laki-laki
Proporsi Perempuan usia 15-49
tahun yang melahirkan hidup
tidak di fasilitas Kesehatan
Proporsi Perempuan usia 15-49
tahun yang melahirkan hidup
pertama berusia kurang dari 20
tahun
= Persentase Perempuan di
legislatif
Persentase Laki-laki di legislatif
= Persentase perempuan usia 25
tahun ke atas dengan
Pendidikan SMA ke atas
= Persentase laki-laki usia 25
tahun ke atas dengan
Pendidikan SMA ke atas

Il
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) 2) 3] (4) (5)
TPAKp = Persentase angkatan kerja
perempuan terhadap penduduk
perempuan usia kerja
TPAK, = Persentase angkatan kerja laki-
laki terhadap penduduk laki-laki
usia kerja
HARM = Agregasi indeks perempuan dan
(Ge,Gu) laki-laki dengan rata-rata
harmonik
IKR = Indeks Dimensi Kesehatan
reproduksi
P = Indeks dimensi pemberdayaan
IPK = Indeks dimensi asar tenaga kerja
Ger = Agregasi Indeks Dimensi dengan
rata-rata geometrik
IKG = Indeks Ketimpangan Gender
25 | Cakupan kepesertaan | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang Persentase cakupan kepesertaan JKN PD Penanggung Jawab Utama :
jaminan kesehatan terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan Jumlah peserta JKN Dinas/Badan yang menangani
nasional (%) nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi = Jumlah penduduk Indonesia Bidang Kesehatan
fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan % 100%
oleh pemerintah. Sumber data : BPJS Kesehatan
dan Dinas Kesehatan
26 | Indeks Zakat Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat | IZN = 0,30 X1 + 0,70 X2 PD Penanggung Jawab Utama :

Nasional (IZN) (Poin)

ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja
pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan
untuk memberikan gambaran objektif mengenai
pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam
merancang kebijakan, dan mendorong

Keterangan :

X1 : Dimensi makro {Regulasi, DUkungan
APBN/APBD, Database Lembaga Zakat,
Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat)
X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Sekretariat Daerah

Sumber data | Badan Amil
Zakat Nasional
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara
nasional. IZN menggunakan berbagai indikator
yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu
dimensi makro yang mencerminkan peran
pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro
yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan
dampaknya terhadap mustahik.

27 | Angka keberhasilan Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan PD Penanggung Jawab Utama :
pengobatan menyelesaikan pengobatan lengkap menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan | Dinas/Badan yang menangani
tuberculosis semua kasus tuberkulosis yang diobati dan Bidang Kesehatan
(persentase) dilaporkan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

28 | Cakupan penemuan Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus PD Penanggung Jawab Utama :
dan pengobatan ditemukan dan mendapatkan pengobatan di | tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah Dinas/Badan yang menangani
kasus tuberculosis suatu wilayah dalam periode tertentu,. seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil Bidang Kesehatan
(Persentase) ditemukan dan mendapatkan pengobatan

dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus Sumber data : data sektoral

tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam Perangkat Daerah pengampu
; urusan

periode tertentu.

29 | Indeks Kerukunan Indeks yang menggambarkan sejauh mana E;’fﬂ Indeks D, PD Penanggung Jawab Utama :
Umat Beragama (%) tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur IKUB = - 3 Dinas/Badan yang menangani

melalui tiga indikator kerukunan umat beragama,
yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Keterangan :
Dj: Dimensi ke-j

Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik
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NO. | INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) 2) (3) A (5)
Rumus menghitung indeks dimensi (Dj) : Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
n - urusan
Indeks D; = Liz 5K
1
Keterangan:
D; = Dimensi ke-j
SX; = Nilai indikator { pada dimensi ke-j
ny = Jumlah indikator dimensi ke-j
30 | Proporsi Penduduk Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas PD Penanggung Jawab Utama :
Berusia 15 Tahun ke | berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk yang berkualifikasi Pendidikan tinggi Dinas/Badan yang menangani
atas yang memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus atau b{ Bidang Pendidikan
Berkualifikasi atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan | = Jumlah penduduk 15 tahun ke
Pendidikan Tinggi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi | ,, 100% Sumber data : data sektoral
dari indikator ini mencapai 100% (seluruh Perangkat Daerah pengampu
penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi urusan
tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).
Jenjang pendidikan tinggi mencakup: o Diploma
I-IV o S1 0 82 61 o S2 Terapan o S3.
31 | Indeks Pembangunan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah | IPLM = 0,2T + 0,24 + 0,2K +0,151+ 0,15P+ 0,1G | PD Penanggung Jawab Utama :

Literasi Masyarakat
(Indeks)

ukuran yang menggambarkan tingkat
perkembangan literasi dalam suatu masyarakat.
Literasi tidak hanya mencakup kemampuan
membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan
memahami, menganalisis, dan menggunakan
informasi secara efektif. Definisi operasional dari
variabel ini dapat dipecah menjadi beberapa
komponen wutama: Tingkat Melek Huruf:
Persentase populasi yang dapat membaca dan
menulis pada usia tertentu. Akses ke Pendidikan:

di mana:

T = Tingkat Melek Huruf

A = akses ke Pendidikan

K = Kualitas Pendidikan

I = Infrastruktur Literasi

P = Partisipasi dalam Kegiatan Literasi

G = Penggunaan Teknologi untuk Literasi

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perpustakaan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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RUMUS PERHITUNGAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan
bahan bacaan. Kualitas Pendidikan: Kualitas
pengajaran dan kurikulum yang berfokus pada
pengembangan literasi. Infrastruktur Literasi:
Ketersediaan perpustakaan, pusat belajar, dan
fasilitas lain yang mendukung kegiatan literasi.
Partisipasi dalam Kegiatan Literasi: Jumlah dan
jenis  kegiatan literasi yang diikuti oleh
masyarakat, seperti klub buku, seminar, dan
lokakarya. Penggunaan Teknologi untuk Literasi:
Akses dan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk kegiatan literasi.

32

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Perempuan (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan adalah persentase jumlah angkatan
kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia
kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan
adalah penduduk usia kerja perempuan yang
bekerja atau punya pekerjaan namun sementara
tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk
usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis
kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke
atas.

X 100%

PAK,
TPAK, =
Piissp)

Keterangan:
TPA = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Ky Perempuan (%)
PAK = Jumlah Angkatan kerja Perempuan
P (orang)
Pus-  =Jumlah penduduk Perempuan usia
ol 15 tahun ke atas (orang)

PD Penanggung Jawab Utama :

Dinas/Badan yang menangani

Bidang

» Tenaga Kerja

* Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Sumber data : Badan Pusat
Statistik

33

Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (%)

Cakupan kepesertaan Jjaminan sosial
ketenagakerjaan adalah proksi vang digunakan
untuk mengukur perlindungan jaminan sosial
nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya
adalah jumlah pekerja yang memiliki Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program

Cakupan jamsos Naker
_ Jumlah peserta BP|S Ketenagakerjaan

= 10
Jumlah semesta penduduk bekerja X 100%

Di mana:

PD Penanggung Jawab Utama :
Dinas/Badan yang menangani
Bidang Tenaga Kerja

Sumber data : BPJS
Ketenagakerjaan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) | (3) (4) (5)
Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan | Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa
terhadap semesta penduduk bekerja. Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah
Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja
yang berusia 15-65 tahun
v ASPEK PELAYANAN
UMUM
1 Indeks Reformasi Penguluran  reformasi birokrasi dengan | Penilaian atas implementasi kebijakan RB PD Penanggung Jawab Utama :
Birokrasi (Indeks) - melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja | (immediate outcomes) oleh para instansi Dinas/Badan yang menangani
instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai | pengampu kebijakan dan capaian sasaran Bidang
| prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan | strategis yang merupakan outcomes dari Sekretariat Daerah
 pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan | i, plementasi kebijakan RB (intermediate
| perbaikan tata kelola pemerintahan. outcomes) oleh Deputi RBKUNWAS selaku Sumber data : KemenPANRB
koordinator (UPRBN) dan kementerian/ lembaga
yang menjadi leading institution kebijakan RB
pada tingkat meso.
2 Indeks Demokrasi IDI merupakan indeks komposit yang mengukur | Skema aspek penyusunan IDI Metode Baru PD Penanggung Jawab Utama :

Indonesia ((%))

kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak
tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode
pengukuran IDI mengalami perubahan karena
terdapat perluasan konsep demokrasi yang
digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep
demokrasi hanya dilihat dari ranah politik,
sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak
hanya mencakup ranah politik, tetapi juga
mencakup ranah ekonomi dan sosial.

sebagai berikut :

1. Aspek kebebasan (7 indikator)

2. Aspek kesetaraan (7 indikator)

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8
indikator)

3
IDI = Y P I(Ay)

Dimana :
IDIi : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat kota

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Kesatuan Bangsa Dan
Politik

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan




NO.

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
ke-i
Pj : Nilai penimbang dari aspek ke j
I (Ayj) : Indeks kota ke-i aspek ke-j
J: 1= Aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3
= aspek kapasitas lembaga demokrasi
3 Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah | Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PD Penanggung Jawab Utama :
Masyarakat (IKM) ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat | (IKM) seluruh Perangkat Daerah pada tahun Dinas/Badan yang menangani
(Inceks) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berjalan pada aplikasi e-Sukma Bidang Sekretariat Daerah
yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga.
Perangkat Daerah Pendukung :
seluruh Perangkat Daerah di
Kota Blitar
Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
4 Indeks Pelayanan Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang | 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator PD Penanggung Jawab Utama :

Publik (Indeks)

digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan
publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan
Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek
Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana,
Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek
Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Hasil  pengukuran yang diperoleh  dari
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
pengukuran sistematis pada suatu unit kerja

Nilai per indikator =

nilal FO1 + nitai FO2Z + nilai FO3 5 g
( a3 - ) x bobot per indikator

2. Menentukan nilai setiap aspek
Nilai per aspek = ¥nilai per indikator
3. Menentukan indeks

Nilai indeks = }'(nilai aspek,*xbobot aspek,)

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Sekretariat Daerah

Sumber data : KemenPANRB
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O, INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh
nilai indeks.
5 Indeks Rasa Aman Indeks rasa aman adalah suatu ukuran yang PD Penanggung Jawab Utama :
(Angka) digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman Indeks Rasa Aman =Z-n ([ x w) / n Dinas/Badan yang menangani
yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah Bidang Ketenteraman dan
atau  lingkungan tertentu. Indeks  ini | Keterangan: Ketertiban Umum serta
mencerminkan persepsi masyarakat terhadap | * 1 = skor persepsi atau pengalaman (skala 0- Perlindungan Masyarakat
keamanan dan ketentraman di lingkungan 100)
mereka, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan | = = bobot (jika ada pembobotan, tergantung Sumber data : data sektoral
sosial dan ekonomi. Indeks ini mengukur sejauh pentingnya indikator) Perangkat Daerah pengampu
mana masyarakat merasa terlindungi dari | Nilai akhir = 0-100, makin tinggi makin aman urusan
kejahatan, kekerasan, gangguan sosial, dan
bencana, baik dalam aktivitas pribadi maupun
kehidupan sosial.
6 Indeks Ketenteraman | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) adalah PD Penanggung Jawab Utama :

dan Ketertiban
(Angka)

suatu ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat ketenteraman dan ketertiban di suatu
wilayah. IKK ini biasanya mencakup berbagai
aspek seperti keamanan, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat. IKK yang baik
menunjukkan bahwa suatu wilayah aman,
nyaman, dan kondusif bagi warganya untuk
beraktivitas. Hal ini berdampak positif pada
kualitas hidup masyarakat, investasi, dan
pembangunan ekonomi. IKK dapat mencakup
berbagai indikator, seperti tingkat kejahatan,
pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ketertiban
umum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan

Indeks Trantibum = X" (w; x [

Keterangan:

= Skor indikator ke-i (skala 0-100, hasil
normalisasi}
= Bobot indikator ke-i (jumlah bobot = 1)
Hasﬂ akhir dalam skala 0-100, makin tinggi
makin baik

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

Sumber data | Kementerian
Dalam Negeri
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) 2) (3) (4) (5)
daerah, dan partisipasi masyarakat dalam
menjaga keamanan dan ketertiban.
7 Persentase Rumah Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, PD Penanggung Jawab Utama :

Tangga dengan Akses
Hunian Layak,
Terjangkau dan
Berkelanjutan (%)

terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah
tangga yang menempati rumah layak huni,
terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah
yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan
memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan
dan kecukupan minimum luas bangunan serta
kesehatan penghuninya, yvang mampu dijangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata
ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah,
dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas
umum yang memenuhi persyaratan baku mutu
lingkungan. Pengukuran indikator tersebut
menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan
Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).
Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan
SLF di tingkat pemerintah daerah
(kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini
dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi
empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu
bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah
memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat
tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai
perkapita ? 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum
layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.

Terjangkau dan Berkelanjutan (%) = (Persentase
hunian layak + Persentase hunian terjangkau +
Persentase hunian berkelanjutan)/ 3

Persentase hunian layak = jumlah rumah tangga
dengan hunian layak / jumlah rumah tangga x
100%

Persentase hunian terjangkau = jumlah rumah
terbangun / kebutuhan rumah x 100 %
Persentase hunian berkelanjutan = (jumlah
rumah tangga yang menempati rumah dengan
akses PSU layak / Jumlah rumah tangga) x 100
Yo

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

8 Maturitas sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai PD Penanggung Jawab Utama :
Penyelenggaraan tingkat kematangan atau efektivitas dari SPIP Matiiin LR (T?!ul‘ skor hasil mr_(x{gasf) « 100% Dinas/Badan yang menangani
Sistem Pengendalian | yang diterapkan oleh suatu instansi pemerintah. - Skor maksimal B Bidang Inspektorat
Intern Pemerintah * Total skor hasil evaluasi = Jumlah skor dari
(SPIP) (Level) hasil penilaian setiap elemen pengendalian Sumber data : Badan

intern (misalnya kebijakan, lingkungan Pengawasan Keuangan dan
pengendalian, manajemen risiko, aktivitas Pembangunan
pengendalian, informasi, komunikasi, dan
pemantauan).

* Skor maksimal = Skor tertinggi yang dapat
dicapai jika semua elemen pengendalian
internal telah terpenuhi secara optimal.

9 Indeks Perencanaan Indeks perencanaan pembangunan daerah adalah | Rata-rata persentase komponen penilaian PD Penanggung Jawab Utama :

Pembangunan
Daerah (Indeks)

hasil perhitungan mandiri atas komponen
penilaian perencanaan pembangunan yang terdiri
dari :
) Sinergi, yaitu mengukur kerja sama antar
unit pemerintahan, meliputi :
a. Persentase program prioritas nasional yang
didukung program daerah
b. Persentase anggaran program daerah yang
mendukung program prioritas nasional.

perencanaan pembangunan, terdiri :
1. Sinergi :

a. Jumlah program prioritas nasional dalam
RKP yang didukung program daerah dalam
RKPD
—————————————— x 100%

Jumlah program prioritas nasional

b. Jumlah anggaran program daerah yang
mendukung program prioritas nasional yang
tercantum pada RKPD
-------------- x 100%

Jumlah total anggaran RKPD

{

2.Kualitas Perencanaan yaitu mengukur kualitas
perencanaan  dengan  mempertimbangkan
isu

kesesuaian antara strategis  target

2. Kualitas Perencanaan :

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Perencanaan dan
Penelitian dan Pengembangan

Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau a. Jumlah isu daerah yang dijawab dalam

RKPD, meliputi :

b. Persentase Kkesesuaian prioritas daerah
dengan isu daerah

c. Persentase kesesuaian target dan sasaran
dalam menyelesaikan prioritas daerah dan
isu daerah

d. Persentase kesesuaian kegiatan prioritas
untuk mencapai target dan sasaran

e. Persentase capaian indikator kinerja daerah
dengan kriteria sangat tinggi

f. Persentase kegiatan prioritas
berbasis inovasi

daerah

prioritas daerah yang tercantum dalam

RKPD

——————————————— x 100%

Jumlah isu daerah yang tercantum dalam
RKPD

b. Jumlah sasaran RKPD yang menyelesaikan
prioritas daerah dan isu daerah dengan
target sesuai RPJMD
--------------- x 100%

Jumlah sasaran RKPD

c. Jumlah kegiatan prioritas daerah untuk
mencapai target dan sasaran dalam RKPD
yvang ditindaklanjuti sebagai kegiatan
prioritas PD yang tercantum dalam renja PD
--------------- x 100%

Jumlah kegiatan prioritas daerah untuk
mencapai target dan sasaran dalam RKPD

d. Rata-rata Persentase (capaian indikator
kinerja tujuan dan capaian indikator kinerja
sasaran ) RPJMD

e. Jumlah kegiatan prioritas daerah dalam
RKPD yang berbasis inovasi
--------------- x100%

Kegiatan prioritas daerah dalam RKPD

3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan
dengan Perencanaan Kinerja yaitu mengukur
keterhubungan antara perencanaan kinerja
instansi dengan substansi perencanaan
pembangunan

3. Jumlah target prioritas daerah dalam RKPD
yang ditetapkan menjadi target kinerja PD
dalam Renja PD
------------------- 100%

4.Jumlah target prioritas daerah dalam RKPD
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

10 | Nilai Sistem Nilai SAKIP adalah hasil pengukuran tingkat | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada tahun PD Penanggung Jawab Utama :
Akuntabilitas Kinerja | kualitas implementasi manajemen kinerja | berjalan sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB Dinas/Badan yang menangani
Instansi Pemerintah organisasi atas komponen Perencanaan Kinerja, Bidang :

(SAKIP) (Angka) Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan e Sekretariat Daerah

Evaluasi Internal sesuai Peraturan MENPANRB s Inspektorat

Nomor 88 Tahun 2021 atau aturan lain yang # Perencanaan

berlaku guna mewujudkan budaya akuntabilitas

kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong Perangkat Daerah Pendukung :

peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan seluruh PD di Kota Blitar

anggaran yang dilakukan oleh KemenPANRB.
Sumber data : Hasil penilaian
atas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) oleh KemenPAN RB

11 | Indeks Pemerintahan | Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) adalah | Perhitungan tingkat kematangan indikator Pemdi | PD Penanggung Jawab Utama :
Digital Indonesia salah satu instrumen pengukuran kematangan yang telah ditetapkan dengan pembobotan oleh Dinas/Badan yang menangani
{(Indeks) transformasi digital pemerintah yang merupakan | Kementerian PANRB pada 9 aspek. Bidang Komunikasi dan

transisi dari Indeks SPBE. Pengukuran tingkat Informatika, Statistik dan

kematangan Indeks Pemdi meliputi 9 aspek dan Persandian

35 indikator sesuai dengan arah kebijakan dan

strategi dalam RPJMN 2025-2029. Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

12 | Opini BPK Atas merupakan pernyataan profesional pemeriksa PD Penanggung Jawab Utama :

Laporan Keuangan
(Nilai)

mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan,

Dinas/Badan yang menangani
Bidang :

e Inspektorat

» Kenangan
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NO.

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang- Sumber data : hasil audit BPK
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian atas Laporan Keuangan Daerah
intern.

13 | Persentase Perda dan | Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi PD Penanggung Jawab Utama :
Perkada yang tahapan penegakan perda yang dimulai dari vang ditegakkan dibagi dengan Jumlah Dinas/Badan yang menangani
ditegakkan (%) inventaris  perda, sosialisasi, pembinaan, keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Bidang Ketenteraman dan

penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sanksi Kertiban Umum dan

sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan Perlindungan Masyarakat

perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber data : data sektoral
Perangkat Daerah pengampu
urusan

14 | Indeks Sistem SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan 1w PD Penanggung Jawab Utama :
Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Indeks Domain; = EE—Z NAy; X BA; Dinas/Badan yang menangani
Berbasis Elektronik komunikasi untuk memberikan layanan kepada Li=m Bidang Komunikasi dan
(Indeks) Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai | Di mana: Informatika, Statistik dan

Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, | ND; Adalah nilai indeks domain ke-j Persandian
pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan | BD; Adalah nilao bobot domain ke-j
layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai Sumber data : KemenPANRB
indeks yang merepresentasikan tingkat
kematangan penerapan SPBE secara
keseluruhan.
15 | Indeks Reformasi Reformasi Hukum adalah perubahan sccara | Penilaian penerapan reformasi hukum oleh PD Penanggung Jawab Utama :

Hukum (Indeks)

drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam
upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih
dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum
(IRH) adalah instrumen untuk mengukur

Kementerian Hukum pada tahun berjalan

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Sekretariat Daerah

Sumber data : Kementerian
Hukum
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NO. INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
reformasi hukum dengan melakukan identifikasi
dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi
aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
16 | Persentase Capaian Persentase Capaian Aksi HAM adalah indikator | Persentase Capaian Aksi HAM PD Penanggung Jawab Utama :

Aksi HAM (%)

yang digunakan untuk mengukur tingkat
keterlibatan dan keberhasilan pemerintah daerah
dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM) sesuai dengan arahan
pemerintah  pusat, khususnya Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah
kebijakan strategis yang disusun oleh pemerintah
Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak
asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia.
RANHAM bertujuan untuk memastikan bahwa
hak-hak dasar setiap warga negara dihormati,
dilindungi, dan dipenuhi oleh negara serta oleh
masyarakat. Setiap daerah di Indonesia
diharapkan untuk melaksanakan dan
melaporkan kemajuan implementasi RANHAM
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

_ Jumlah poin aksi yang dilaksanakan
~ Jumlah poin aksi yang direncanakan

x 100%

Dinas/Badan yang menangani
Bidang Sekretariat Daerah

Sumber data : Kementerian
HAM

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2025 — 2029 merupakan perencanaan pembangun yang bersifat jangka
menengah 5 (lima) tahunan sebagai operasionalisasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 -2045. Kerangka
waktu perencanaan yang tertulis 2025 - 2029 tidak sama dengan
kerangka waktu Masa Bhakti Walikota 2025 - 2030. Hal ini
disebabkan adanya penyeragaman secara nasional terkait RPJMD oleh
Kementerian Dalam Negeri, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Dalam konteks rencana pelaksanaannya, RPJMD secara
operasional sudah dapat dipedomani sejak Perubahan APBD 2025.
Untuk mengantisipasi kekosongan dasar penyusunan APBD 2030,
maka Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mememerintahkan RPJMD
2025 - 2029 juga merencanakan target untuk tahun 2030.

RPJMD 2025 - 2029 menjadi pedoman perencanaan
pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD sampai dengan
penetapan APBD yang terbagi dalam 6 (enam) periodisasi :

Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2027
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2028
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2029
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2030

FaAroNM

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memuat berbagai hal yang perlu
dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan
pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
dokumen pada saat masa transisi antara dokumen perencanaan
yang lama dan dokumen perencanaan yang baru.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat penyusunan Perubahan RKPD 2025 dan RKPD
2026 masih berlaku RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 -
2029 belum ditetapkan. Akan tetapi berdasarkan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah
melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, mengatur bahwa Perubahan APBD
mengakomodir kebijakan visi dan misi Walikota terpilih.

2. Pada saat menyusun RKPD 2030 yang akan dimulai pada
bulan November 2028 sampai dengan Juli 2029, target dan
rencana dalam RPJMD 2025 -2029 dapat dipergunakan
sebagai dasar penyusunannya. Dengan catatan dapat
dilakukan perubahan jika ada perubahan kondisi yaitu
perubahan visi dan misi walikota hasil pemilihan 2029 atau
kondisi yang lainnya yang akan berpengaruh pada tahun
2030.




9.2.

- 425 -

3. Mengingat pembangunan tahun 2025 masih berpedoman
pada RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2021-2026, maka hasil
pembangunan tahun 2025 tidak bisa sepenuhnya langsung
dibandingkan dengan target dalam RPJPD 2025-2045 atau
produk perencanaan turunannya.

4. Apabila RPJMD 2025 -2029 dapat ditetapkan sebelum
Perubahan APBD 2025 maka APBD 2025 dapat disesuaikan
dengan program dan kegiatan dalam RPJMD 2025 - 2029
dalam Perubahan APBD.

5. Dalam hal direncanakan penyesuaian sebagaimana point 3,
maka penyusunan Perubahan RKPD 2025 dapat didasarkan
pada draft RPJMD 2025 -2029.

6. Dalam hal dilakukan atau tidak dilakukan Perubahan APBD
2025, maka hasil capaian pembangunan tahunan 2025 dapat
sebagian atau seluruhnya dipergunakan sebagai capaian
target RPJMD 2025 - 2029 dan atau RPJPD 2025 -2045.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan
petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan
arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi,
sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola
sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat
dilakukan dengan pembagian tugas secara tepat agar mencapai
tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 - 2029

adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD 2026 berpedoman pada RPJMD 2025
-2029

2. Semua Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) harus membuat
kertas kerja rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam
bentuk Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana
Kinerja Perangkat Daerah.

3. Perangkat Daerah pengampu urusan Perencanaan Daerah
mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar semua perangkat
daerah dalam menyusun Rencana Strategis (renstra)
memperhatikan Arah kebijakan dan Sasaran pokok
Pembangunan lima tahunan

4. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka penanggungjawab
penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan
dengan peraturan daerah tentang Susunan Oganisasi Tata
Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan
dapat tertangani dengan baik.
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5.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

5.4.

Pengendalian dilakukan pada tahapan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap
pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan
dalam menyusun perencanaan tahap berikutnya.

L

Pengendalian dan evaluasi diatur sebagai berikut :
Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dilaksanakan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan
perencanaan daerah

. Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Blitar dilaksanakan melalui
pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
disertai dengan identifikasi risiko perencanaan pembangunan
dan mitigasinya.

. Pengendalian perencanaan juga dilakukan terhadap

perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka menengah
(Rentsra PD) dan jangka pendek (Renja PD).

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui
koordinasi pada saat penetapan anggaran belanja tahunan
dengan perangkat daerah terkait.

Evaluasi hasil pembangunan jangka menengah dilakukan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan
perencanaan daerah. Hasil pembangunan dipergunakan
sebagai pengendalian progres pencapaian target, yang
hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.

. Evaluasi terhadap kondisi yang berpengaruh pada

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Daerah (IKD) baik di tingkat kota, provinsi, nasional
dan global dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat
Daerah pengampu IKU dan IKD yang hasilnya dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKU dan IKD.

Mekanisme Perubahan

Mengingat adanya faktor faktor yang tidak dapat

dikendalikan maka RPJMD Kota Blitar 2025 — 2029 dapat
ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dengan
ketentuan :

1.

Hasil Evaluasi Tahunan dan atau hasil evaluasi perangkat
daerah pengampu IKU dan IKD menunjukkan adanya
capaian target meleset lebih dari 20% dari asumsi dasar.

2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan
kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan
kondisi lebih dari 10% atas asumsi dasar.

. Perubahan dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali

perubahan yaitu tahun 2027 dan 2029. Mekanisme
perubahan RPJMD mengikuti peraturan perundangan
yang berlaku.
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5.5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan visi dan misi memerlukan kapasitas
pembiayaan yang memadai. Mengingat keterbatasan
kemampuan pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), maka perlu dilakukan upaya kerjasama dengan
berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah
daerah seckitar atau pihak pihak lain. Maka selain upaya
peningkatan PAD baik melalui intensifikasi maupun
ekstensifikasi diharapkan pembiayaan pembangunan Kota
Blitar juga didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD
Provinsi, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor,
serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan.

Hal yang utama dilakukan adalah pengalokasian biaya
pembangunan yang didasarkan pada prioritasi, efektifitas dan
efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan yang baik.

Akhirnya, RPJMD 2025 -2029 merupakan bagian dari
pembangunan daerah yang  berkelanjutan. Pembangunan
berkelanjutan dan upaya peningkatan kesejahteraan itu dapat
diwujudkan hanya jika RPJMD 2025 - 2029 dipergunakan sebagai
pedoman bagi semua pihak dalam membangun Kota Blitar. Dimana
kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kota Blitar harus berpedoman pada
RPJMD 2025 - 2029. Demikian juga semua kegiatan dunia usaha dan
masyarakat yang didukung oleh para akademisi dan media massa
harus berpedoman pada RPJMD 2025 - 2029. Sebab keberhasilan
pembanguan daerah bergantung pada kebersamaan para pihak yang
saling mendukung untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan
daerah.

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19‘791210 200604 1 008
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